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Arsitektur Data dan Informasi Kinerja 
Sektor Publik -Sebuah Lesson 
Learned 


Oleh Ali Tafriji Biswan, Gilang Jati Kurniawan 


Seringkali menjadi pertanyaan apakah capaian kinerja 
pemerintah sudah mencerminkan capaian sebenarnya. Studi 
kualitatif ini menjelaskan kualitas perencanaan anggaran 
apakah semata-mata tugas administratif atau memang benar 
memiliki kinerja yang terukur. Penataan ADIK menggambarkan 
keterkaitan input hingga outcome dengan indikator dan sasaran 
strategis guna penyempurnaan penganggaran berbasis kinerja. 
Hasil studi penataan ADIK Sekretariat Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memberikan perubahan 
pola perencanaan yang lebih logis. 


1. PENDAHULUAN 


Sebuah lembaga survei internasional Gallup World Poll (GWP) 
menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada 
pemerintah semakin tinggi. Pada tahun 2016 tingkat kepercayaan 
masyarakat Indonesia yang diukur dari aspek perhatian, kebebasan, 
keramahan, kejujuran, kesehatan, pendapatan, dan pemerintahan 
adalah 80Yo. Angka ini meningkat sebesar 286 dibandingkan dengan 
survei pada tahun 2007 yaitu 52Y6. Apabila dibandingkan dengan 
negara-negara lain, seperti Amerika Serikat 3096, Inggris 3344, 
Perancis 2896, dan Brazil 2696, Indonesia menduduki angka yang 


tinggi. 


13.1. Confidence in national government in 2016 and its change since 2007 


ME Mein 2016 Percentage points change since 2007 


StatLink maca hitp://dx.ddMorg/10.1787/888923533606 


Gambar 1. Tingkat kepercayaan masyarakat pada Pemerintah 
Sumber: OECD (2017), “Trust in government”, in Government at a 
Glance 2017, OECD Publishing, Paris 


Semakin jelas pola perencanaan pemerintah, semakin baik 
pemerintah menunjukkan performanya sehingga 
pertanggungjawaban pemerintah meningkat. Dari sisi internal 
pemerintah, perencanaan memberikan efek positif untuk 
pengambilan kebijakan yang menjadi lebih tepat dengan strategi 
lebih terarah, alat kendali kinerja lebih sesuai, dan potensi 
penyalahgunaan minimalis. 


Kementerian Keuangan yang memiliki fungsi “menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu 
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara” menjadi 
pilar perencanaan seluruh Kementerian/Lembaga. Sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, pemerintah menggunakan sistem 
penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) untuk 
memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja pemerintah, 
menjaga konsistensi dengan standar akuntansi keuangan publik, 
memudahkan penyajian alur strategis, dan meningkatkan 
kredibilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Penganggaran 
berbasis kinerja dimaksudkan, bahwa setiap entitas pelaksana 
memiliki rencana target capaian kinerja (output) yang dapat 
dibandingkan capaiannya pada tahap pelaksanaan kegiatan. 
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Hasil evaluasi kinerja oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) 
menyebutkan bahwa banyaknya output Kementerian/Lembaga 
merupakan output bersifat administratif seperti laporan atau 
dokumen. Output tersebut tidak mencerminkan secara substantif apa 
yang dihasilkan dari kegiatan itu sendiri. Di samping itu, banyak 
output yang memiliki karakteristik input dari suatu instansi, seperti 
gedung dan bangunan, kendaraan bermotor, serta peralatan dan 
komputer. Maka, upaya memperbaiki kualitas perencanaan yang 
menjadi dasar pencapaian kinerja pemerintah terus dilakukan. 


Salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, 
Kementerian Keuangan selaku penyelenggara fungsi pemerintahan 
di bidang fiskal untuk tersebut, melakukan penataan Arsitektur dan 
Informasi Kinerja (ADIK) dalam Rencana Kerja Anggaran 
Kementerian dan/atau Lembaga (RKA-K/L) dengan menganalisis 
konsep logic model proses bisnis. Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) -sebelumnya dikenal sebagai 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), menjadi salah satu 
instansi piloting dalam penerapan ADIK pada 
Kementerian/Lembaga. Penataan ADIK tersebut juga diterapkan 
pada Sekretariat Direktorat Jenderal pada tahun 2017 dan terus 
dilakukan penyempurnaan pada tahun 2018. 


2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 


11 Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja pada 
Sekretariat DJPPR 


Pada tahun 2014, inisiasi penataan ADIK mulai dilakukan oleh 
Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bappenas selaku 
pengelolaan rencana strategis (prioritas) pemerintah pada tahapan 
penyusunan RKA-K/L tahun 2015. Bappenas mengharuskan 
Kementerian/Lembaga untuk menyampaikan rencana kerja (Renja) 
melalui koordinator Kementerian masing-masing, dalam studi ini 
adalah Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal 
Kementerian Keuangan. Perencanaan anggaran pada RKA-K/L 
disampaikan terpisah kepada DJA melalui aplikasi RKA-K/L dari DJA. 


Kedua hal tersebut disusun berdasarkan Kerangka Acuan Kerja 
(KAK)/ Term of Reference (TOR) yang diusulkan pelaksana kegiatan. 


Renja tahun 2015 disusun dengan menggunakan aplikasi Microsoft 
Excel dan disampaikan manual kepada Bappenas. Renja tersebut di- 
input pada sistem independen yang dibuat oleh Bappenas, namun 
belum terintegrasi pada DJA, sehingga sering kali belum sesuai 
antara Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran atau tahap Pagu Alokasi. 
Mengikuti trend-nya, pagu pada tahap Pagu Indikatif cenderung pagu 
utuh yang akhirnya dilakukan efisiensi pada tahap Pagu Anggaran 
level Kementerian, dan akan disesuaikan kembali pada tahap Pagu 
Alokasi level Eselon I. Renja tidak lagi dilakukan update dikarenakan 
permintaan penyusunan Rencana Kerja hanya sekali setelah 
melakukan Trilateral Meeting (pertemuan tiga pihak antara 
Bappenas, DJA, dan Kementerian teknis). 


RKA-K/L tahun 2015 disusun dengan menggunakan aplikasi RKA- 
K/L dan disampaikan melalui Biro Perencanaan dan Keuangan untuk 
menjadi Arsip Data Komputer (ADK) level Kementerian. Struktur 
kinerja pada RKA-K/L tersebut merupakan struktur kinerja baseline 
yang penyesuaiannya dilakukan hanya bersama DJA dan akan 
dilakukan update data oleh Direktorat Sistem Penganggaran (DSP). 
Penyesuaian tersebut seringkali tidak disampaikan pada Bappenas, 
sehingga arsitektur dan informasi kinerja belum dievaluasi secara 
menyeluruh. Bersamaan hal tersebut, DJA melakukan evaluasi pada 
level capaian keluaran (output) seluruh Kementerian. Evaluasi DJA 
tersebut memberikan hasil bahwa penerapan penganggaran berbasis 
kinerja belum maksimal. 


Pada tahun 2016, DJA mulai menerapkan penataan ADIK pada Eselon 
I berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya dan pematangan konsep 
logic model. DJA dibantu Biro Perencanaan dan Keuangan 
mensosialisasikan konsep tersebut. Pada langkah awal, DJA 
membentuk aplikasi ADIK untuk memberikan wadah penyampaian 
rencana kegiatan, namun belum web based dan konsumsi informasi 
terbatas hanya oleh DJA. ADIK pun belum efektif. Pada penggunaan 
aplikasi ADIK, Bappenas belum diajak terlibat pada tahap piloting 
Kementerian Keuangan. 
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Berkaitan dengan penataan ADIK tersebut, di lingkup DJPPR, 
struktur anggaran yang disesuaikan pada tahun 2016 adalah pada 
kegiatan Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Pembiayaan, juga pada 
kegiatan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah. Pada penyusunan 
anggaran tahun 2016, pada anggaran Sekretariat DJPPR belum 
disesuaikan karena terdapat kerumitan struktur anggaran. Penataan 
ADIK pada Sekretariat DJPPR baru dilakukan untuk TA 2017. 
Penataan ADIK tersebut dilakukan pada setiap tahapan, dimulai sejak 
telaah baseline untuk memberikan gambaran umum apa yang 
direncanakan tahun 2017, kemudian pada tahapan Pagu Indikatif 
untuk memberikan gambaran kebutuhan anggaran agar rencana 
kegiatan dapat dilakukan optimal, yang selanjutnya pada tahapan 
Pagu Anggaran untuk menimbang dan menyesuaikan kebutuhan 
anggaran sesuai asumsi makro, serta penetapan Pagu Alokasi untuk 
menentukan pagu level unit Eselon I untuk menentukan prioritas 
kebutuhan dan target yang diharapkan. 


Penataan ADIK pada unit Eselon I DJPPR melibatkan pihak internal di 
antaranya pejabat Perencanaan, Evaluasi, dan Kinerja (PEK) masing- 
masing pelaksana kegiatan, dan bagian Organisasi sebagai 
perwakilan untuk menjaga keterkaitan dengan rencana strategis 
Kementerian dan unit Eselon I. Penataan ADIK juga melibatkan 
bagian Pengelolaan Kinerja untuk menyambungkan dengan IKU yang 
dimiliki Direktur Jenderal dan Direktur. Dari pihak eksternal, 
penataan ADIK melibatkan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk 
menjaga keterkaitan dengan prioritas nasional yang disusun oleh 
Bappenas, dan melibatkan DJA untuk mengevaluasi bahwa penataan 
ADIK tersebut sesuai yang diharapkan. 


Pada tahun 2017, struktur anggaran baru diterapkan pada 
Sekretariat DJPPR dengan penataan ADIK dan logic model mengikuti 
kegiatan Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen serta 
Direktorat Pinjaman dan Hibah yang telah disesuaikan dengan 
penataan ADIK pada tahun 2016. Struktur anggaran Sekretariat 
disesuaikan dengan penataan ADIK bersamaan dengan penataan 
ADIK pada beberapa Direktorat lainnya yang pada tahun 2016 belum 
diterapkan penataan ADIK. Penyesuaian tersebut mulai dilakukan 


dengan aplikasi web-based Renja Bappenas yang pada saat itu masih 
berdiri sendiri dan tidak terkait dengan aplikasi ADIK dari DJA. 


Beberapa capaian keluaran (output) pada Sekretariat DJPPR yang 
dievaluasi merupakan input, dihilangkan sehingga terjadi 
perampingan capaian keluaran (output) pada Sekretariat DJPPR. 
Kemudian dari sisi target output itu sendiri, yang semula Sekretariat 
DJPPR menghasilkan output berupa laporan, dokumen, unit, bulan, 
m2? (meter persegi), disesuaikan menjadi output dengan perspektif 
customer. Capaian yang diharapkan customer dari Sekretariat DJPPR 
merupakan layanan kepada mereka. 


Pada tahun 2018, penyusunan struktur anggaran Sekretariat telah 
menggunakan aplikasi web-based -integrasi aplikasi Renja Bappenas 
dan aplikasi ADIK dari DJA, yang kemudian dikenal dengan sebutan 
aplikasi Krisna (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja 
Anggaran). Pada tahun sebelumnya, informasi kinerja disusun pada 
aplikasi yang berbeda dengan aplikasi RKA-K/L. Namun pada saat ini, 
informasi kinerja yang disusun pada aplikasi Krisna menjadi dasar 
penyusunan RKA-K/L untuk memasukkan anggaran kebutuhan 
berdasarkan Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) yang diusulkan 
pelaksana kegiatan. Setiap perubahan kebijakan yang ditetapkan 
pada tahapan-tahapan penyusunan pagu, seperti Pagu Indikatif, Pagu 
Anggaran, dan Pagu Alokasi, harus dilakukan update pada aplikasi 
Krisna terlebih dulu untuk dapat diolah pada aplikasi RKA-K/L. Pada 
tahun 2018, aplikasi RKA-K/L tersebut yang sebelumnya merupakan 
produk dari DJA, mulai pada tahapan penyusunan Pagu Alokasi 2018 
di tahun 2017 telah digantikan dengan aplikasi SAKTI (Sistem 
Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang merupakan produk 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). DJA tetap bertanggun 
jawab di bidang perencanaan anggaran. 


1.2 Struktur Arsitektur dan Informasi Kinerja DJPPR 
1.2.1 Struktur Arsitektur dan Informasi Kinerja Tahun 2015 


Penyusunan anggaran tahun 2015 dilakukan pada tahun 2014. 
Rumusan informasi anggaran masih belum efektif sehingga 
diperkenalkan penataan ADIK pada DJPPR. Pada tahapan ini seluruh 
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instansi di Kementerian Keuangan diberikan pemahaman mengenai 
konsep logic model atau model logika untuk menyelaraskan 
kebijakan level strategis hingga ke level pelaksana kegiatan. 


Sasaran Strategis K/L (Outcome/Impact) 


! 
| 
! 
! # Tt 

| 

! ESELONI Sasaran Program (Outcome) 

! 

- 1 v 
! Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan 
! ESELON II (Output) (Output (Output) 


aa aa Ane bg aa & abah Satoe Kemah Ane abgledh beng 
| (Proses pencapaian Output 


KEMENTERIAN/LEMBAGA 


Sasaran Program (Outcome) 


) 
1 ! Sumber daya yang 
|, digunakan 


Gambar 2. Ilustrasi Hubungan Kerangka Pembangunan 
Hingga Input 


Pada Peraturan Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L dijelaskan 
bahwa, “Dalam mendefinisikan output, outcome, dan impact, harus 
diperhatikan keterkaitan dari masing-masing tingkatan. Outcome 
dicapai melalui pelaksanaan kegiatan (proses) dengan menggunakan 
masukan (input) yang dibutuhkan”. Berdasar pengaturan itu, 
penerapan ADIK dimulai dengan mengevaluasi logic model pada 
dokumen Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2015- 
2019 oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Logic model pada 
renstra Kementerian Keuangan menjadi pola pikir pada konsep 
pembentukan suatu program yang diturunkan hingga pada level 
kegiatan unit Eselon II, salah satunya pada Sekretariat DJPPR. 


1.2.2 Struktur Arsitektur dan Informasi Kinerja tahun 2016 


Penyusunan anggaran tahun 2016 dilakukan pada tahun 2015. 
Penataan ADIK mulai diterapkan pada unit Eselon I namun bersifat 
piloting belum menyeluruh. Hal ini dikarenakan kompleksitas sifat 
pekerjaan pada level kegiatan yang berbeda-beda. Pada tahun ini, 
DJPPR mengajukan penataan ADIK pada kegiatan yang bersifat 
continue, artinya tahapan aktivitas satu dengan lainnya saling 
berkaitan. Sebagai ilustrasi, suatu kegiatan penyusunan laporan 
keuangan, dilakukan dengan tahapan persiapan bahan 
(pengumpulan data), identifikasi dan klasifikasi input, penyusunan 


materi, hingga evaluasi penyusunan. 


Struktur anggaran DJPPR yang dilakukan penyesuaian terdapat pada 
kegiatan Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Pembiayaan pada 
Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dan kegiatan 
Pengelolaan Pinjaman dan Hibah pada Direktorat Pinjaman dan 
Hibah. Penataan ADIK yang dilakukan adalah pada level sub output. 
Kedua Direktorat tersebut sebenarnya tidak memiliki sub output 
dalam rangka mencapai output kegiatan, sehingga pada tahun 2016 
sub output tidak digunakan. Pada level aktivitas (komponen), 
disesuaikan penulisan kalimat aktif yang menunjukkan proses 


(tahapan), bukan suatu kegiatan yang berdiri sendiri. 


Perbedaan penyusunan anggaran sebelum penataan ADIK pada 
tahun 2015 dan penataan ADIK pada tahun 2016 pada kedua 
Direktorat tersebut menjadi materi untuk evaluasi pada penataan 
ADIK tahun berikutnya dan menjadi input (masukan) bagi Direktorat 
lain dan Sekretariat DJPPR. Illustrasinya dapat terlihat sebagai 
berikut. 
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RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015 


KEMEN/LEMB : (015) — KEMENTERIAN KEUANGAN 
UNIT ORG : (07) DITJEN PENGELOLAAN UTANG 
UNIT KERJA : (455422) DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG 


ALOKASI Co ——- 


Halaman 


PERHITUNGAN TAHUN 2015 
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ 
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL 


KODE 


5.407.792.000 


015,07.14 Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang 


5.807.792.000 


1694 (Pengelolaan Pinjaman 

1694001 | Dokumen Perjanjian Pinjaman dan Hibah aan Pa anna Sa 
(base Line) Masih “memaksakan” adanya sub 
Lohan 4 KOTAJAKAAA ——M| output dan aktivitas pada komponen 


TBAH 


BOKUMEN PERJANJIAN PINJAMAN DAN 


PENYELESALAN DRAFT PERJANJIAN tidak menunjukkan proses 


| | | ms | 


pa 


ee”, 


Gambar 3. Potongan Struktur Anggaran Sebelum ADIK 
Tahap Awal 


RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016 


KEMEN/LEMB : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN 


UNIT ORG : (07) DITJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO 
UNIT KERJA : (455422) DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO 
MOKASI ET 
Halaman — 1 
PERHITUNGAN TAHUN 2016 so/ 
KODE PROGRAM/ KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ c 


KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL JUMLAH BIAYA 


015,07.14 Progam Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 


1694 Pengelolaan Pinjaman 


71,00 dokumed 


Sub output tidak diperlukan dan aktivitas 
pada komponen disusun dengan kalimat 
aktif yang menunjukkan proses 


Gambar 4. Potongan Struktur Anggaran setelah ADIK 
Tahap Awal 


Penataan ADIK secara bertahap memberikan kesempatan evaluasi 
sedini mungkin agar penerapan ADIK tahun berikutnya lebih baik 
sesuai konsep logic model. Salah satunya adalah kodefikasi aktivitas 
ADIK dimulai dari 051 s.d. 099 untuk membedakan skema piloting 
dan sebelum ADIK diterapkan. Selanjutnya penataan ADIK dilakukan 
untuk penyusunan RKA-K/L tahun 2017 secara menyeluruh unit 
Eselon I, termasuk Sekretariat DJPPR yang memiliki anggaran 
bersifat operasional (untuk seluruh perkantoran) dan non 
operasional. Di dalam struktur anggaran Sekretariat DJPPR, juga 
terdiri atas jenis belanja yang tidak sederhana, ada 51 belanja 
pegawai, 52 belanja barang, dan 53 belanja modal. 


1.2.3 Struktur Arsitektur dan Informasi Kinerja tahun 2017 


Penyusunan anggaran tahun 2017 dilakukan pada tahun 2016. 
Evaluasi penerapan ADIK tahap pertama pada tahun 2016 
mendorong penataan ADIK yang menyeluruh pada unit Eselon I 
DJPPR. Penataan ADIK pada tahun 2017 merupakan penyederhanaan 
dari keluaran (output) yang paling banyak sepanjang tahun, yaitu 
dari 26 output kegiatan menjadi 10 output kegiatan. Penyederhanaan 
tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti evaluasi DJA yakni 
banyak output yang bersifat administratif, output yang sebenarnya 
diklasifikasikan sebagai input, dan output yang sebenarnya 
merupakan aktivitas input untuk mendapatkan struktur output yang 
sebenarnya dari pelaksana kegiatan dengan sudut pandang customer. 
Penataan ADIK tersebut tidak menghilangkan tugas pokok dan fungsi 
(tupoksi) dari seluruh pelaksana kegiatan. 


Penataan ADIK tahun 2017 ini menjadi konsep bagi Biro 
Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian 
Keuangan, lalu dianalisis hingga menjadi Standar Struktur Biaya 
(SSB) yang diharapkan bisa menyelaraskan perbedaan antar unit 
Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Hingga tahun 2017, 
Standar Struktur Biaya yang disesuaikan kepada hampir seluruh 
Eselon I adalah struktur biaya pada Sekretariat unit Eselon I. Logic 
model yang diterapkan pada SSB ini menunjukkan bahwa Sekretariat 
unit Eselon I cenderung memiliki struktur yang sama. 
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Perbedaan penyusunan struktur anggaran pada saat penataan ADIK 
piloting tahun 2016 dengan penataan ADIK secara menyeluruh pada 
unit Eselon I tahun 2017 khususnya pada Sekretariat DJPPR dapat 
ditunjukkan berdasarkan uraian tiga tugas pokok dan fungsi utama 
pada Sekretariat berikut. 


1.24 Dukungan Kesekretariatan 


Pada tahun 2016 struktur anggaran Sekretariat pada fungsi 
dukungan kesekretariatan terdiri dari empat capaian keluaran yang 
memiliki sifat administratif berbentuk laporan dengan perspektif 
internal. Pada level aktivitasnya, beberapa belum dilakukan 
penataan sehingga aktivitas tersebut bukan mencerminkan tahapan 
dari aktivitas itu sendiri. Output kegiatan yang dilakukan terdiri dari 
kegiatan keuangan, kegiatan organisasi, tata laksana dan layanan 
informasi, kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, kegiatan 
kepatuhan internal, kegiatan teknologi informasi, kegiatan umum. 


Struktur Kodefikasi Pe ea Outp nejSun 
Output/Aktivitas 
Kegiatan 1697 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 
Lainnya DJPU 
Output 1697.002 | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 
Organisasi 
Sub 002.001 | Dokumen RKA-K/L 
output 
Aktivitas 011 | Penyusunan RKA-K/L dan Konsep DIPA 
012 | Rekonsiliasi Data RKA-K/L DIPA 
013 | Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran 
014 | Pembahasan Optimalisasi DIPA 
Sub 002.002 | Dokumen Manajemen Risiko 
output 
Aktivitas 011 | Pelaksanaan Manajemen Risiko Unit DJPPR 
012 | Pembahasan Monitoring dan Evaluasi 
Penerapan Manajemen Risiko 
Sub 002.003 | Dokumen Pengelolaan Indikator Kinerja 
output Utama 
Aktivitas 011 | Dokumen Pengelolaan Indikator Kinerja 
Utama 
012 | Pelaporan Dokumen Kinerja IKU 
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Sub 002.004 | Dokumen Inventarisasi dan Dokumen 
output Peraturan/Keputusan 
Aktivitas 011 | Inventarisasi dan Hamonisasi 
Peraturan/Keputusan 
012 | Penyusunan Dokumentasi Peraturan dan 
Pengukuran Kuesioner Setditjen 
Sub 002.005 | Dokumen Tingkat Kepatuhan DJPPR 
output 
Aktivitas 011 | Penyusunan dan Evaluasi Tingkat Kepatuhan 
DJPPR 
012 | Penyusunan Laporan Pemantauan 
Pengendalian Intern 
Sub 002.006 | Dokumen Organisasi dan Tata Laksana 
output 
Aktivitas 011 | Evaluasi dan Penyempurnaan Renstra 2015- 
2019 
012 | Pelaksanaan Analisis Penataan Organisasi 
013 | Penyusunan Evaluasi Uraian Jabatan 
014 | Pelaksanaan Penyusunan Dokumen 
Perencanaan dan Pelaporan Kinerja 
Organisasi 
015 | Pelaksanaan Penyusunan, Penelaahan dan 
Evaluasi Jabatan Fungsional DJPPR 
016 | Penyusunan dan Penyempurnaan SOP DJPPR 
Output 1697.003 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan 
Sub 003.001 | Laporan Hasil Analisis Beban Kerja DJPPR 
output 
Aktivitas 011 | Penyusunan Inventarisasi dan Identifikasi 
Bahan Analisis Beban Kerja DJPPR 
012 | Penyusunan Laporan Hasil Analisis Beban 
Kerja DJPPR 
Sub 003.002 | Laporan Tahunan (Annual Report) DJPPR dan 
output Pelaksanaan Tugas terkait Layanan Informasi 
Aktivitas 011 | Pelaksanaan Tugas terkait Layanan Informasi 
012 | Penyusunan Annual Report DJPPR 2015 
Sub 003.003 | Laporan Pengelolaan BMN 
output 
Aktivitas 011 | Inventarisasi dan Penyiapan Data 
012 | Penyusunan Laporan Pengelolaan BMN 
Sub 003.004 | Laporan Pengelolaan Kearsipan dan 
output Kepustakaan 
Aktivitas 011 | Penyusunan Laporan Pengelolaan Kearsipan 
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012 | Penyusunan Laporan Pengelolaan 


Kepustakaan 
Output 1697.004 | Laporan Kepegawaian dan Pengembangan 
SDM 
Sub 004.001 | Laporan Kepegawaian dan Pengembangan 
output SDM 
Aktivitas 011 | Laporan Administrasi Kepegawaian 


012 | Laporan Kompetensi Pegawai 


013 | Laporan Peningkatan Kapasitas SDM 


Output 1697.009 | Laporan Pelaksanaan Anggaran 
Sub 009.001 | Laporan Keuangan BA-015 
output 
Aktivitas 011 | Penyusunan Laporan Keuangan BA-015 
012 | Penyusunan Laporan Triwulan Pelaksanaan 
Kegiatan 


013 | Pengembangan Sistem Pengelolaan 
Keuangan Anggaran BA-015 


Sub 009.002 | Laporan Pelaksanaan Permintaan 

output Pembayaran 

Aktivitas 011 | Pembahasan Peraturan terkait Dokumen 
Pembayaran 


012 | Penyusunan Laporan Pelaksanaan 
Pertanggungjawaban Pembayaran 


Sub 009.003 | Laporan Pelaksanaan Perbendaharaan 
output 
Aktivitas 011 | Koordinasi Pelaksanaan Perbendaharaan 


012 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaksanaan 
Pertanggungjawaban Dokumen 


Perbendaharan 

Sub 009.004 | Laporan Pengadaan Barang dan Jasa 

output 

Aktivitas 011 | Identifikasi Rencana Kebutuhan Barang dan 
Jasa 


012 | Penyiapan, Pelaksanaan, dan Penatausahaan 
Pengadaan Barang dan Jasa 


013 | Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa 


Tabel 1. Struktur Anggaran Output Kesekretariatan TA 2016 


Pada tahun 2017, struktur anggaran tersebut dilakukan penataan 
ADIK, yang semula memiliki empat capaian keluaran (output) 
bersifat administratif, menjadi satu capaian keluaran (output) yang 
berorientasi pada apa yang customer harapkan dari layanan 


13 


Sekretariat DJPPR. Pada aktivitasnya, disesuaikan menjadi kalimat 
aktif sehingga memperlihatkan bahwa aktivitas tersebut merupakan 
tahapan menghasilkan sub output yang bukan berupa sub output 
administratif. Sub output substantif dapat berbentuk target layanan 
yang diberikan, misalnya layanan keuangan, layanan pengelolaan 
sumber daya manusia, layanan organisasi, tata laksana dan layanan 
informasi, layanan kepatuhan internal, layanan teknologi informasi, 
dan layanan umum. 


Struktur | Kodefikasi Oralan Kegiatan/ Outp 2ejaan 
Output/Aktivitas 
Kegiatan 1697 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 
Lainnya DJPPR 
Output 1697.950 | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 
Sub 950.001 | Layanan Keuangan 
output 
Aktivitas 051 | Menyusun Dokumen Perencanaan Anggaran 
052 | Menyelenggarakan Layanan Perbendaharaan 
053 | Menyusun Laporan Keuangan 
Sub 950.002 | Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia 
output 
Aktivitas 051 | Melaksanakan Administrasi Kepegawaian 
052 | Menyusun Kebijakan Mutasi Sumber Daya 
Manusia 
053 | Menyusun Rencana Pengembangan Sumber 
Daya Manusia 
Sub 950.003 | Layanan Penataan Organisasi, Tata Laksana, 
output dan Layanan Informasi 
Aktivitas 051 | Menyusun Kebijakan Penataan Organisasi 
052 | Menyusun Prosedur Kerja dan Tata Laksana 
053 | Melaksanakan Program Kehumasan 
Sub 950.004 | Layanan Kepatuhan Internal 
output 
Aktivitas 051 | Melaksanakan Audit Internal 
052 | Melaksanakan Layanan Pengelolaan Kinerja 
053 | Melaksanakan Harmonisasi Peraturan 
Sub 950.005 | Layanan Umum 
output 
Aktivitas 051 | Melaksanakan Layanan Tata Usaha 
052 | Melaksanakan Layanan Rumah Tangga 
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053 | Melaksanakan Layanan Perlengkapan 
Sub 950,006 | Layanan Teknologi Informasi 

output 
Aktivitas 051 


Menyusun Rancangan Sistem Teknologi 
Informasi 

052 | Melaksanakan Pengembangan dan 
Implementasi Sistem 

053 | Melaksanakan Operasional Layanan 
Teknologi Informasi 

Tabel 2. Struktur Anggaran Output Kesekretariatan TA 2017 


1.2.5 Dukungan Pengelolaan Belanja Modal 


Pada tahun 2016, pengelolaan belanja modal menjadi output 
tersendiri yang memperlihatkan berapa unit atau m? atas modal 
tersebut. Hal ini merupakan salah satu yang dievaluasi oleh DJA 
bahwa output yang ada sebenarnya memiliki kriteria input. Dilihat 
dari sisi aktivitasnya, rumusan masih mengikuti capaian yang 
sebenarnya sifat dari belanja pengadaan peralatan komputer, 
pengadaan fasilitas perkantoran non komputer, pengadaan 
kendaraan bermotor, maupun perbaikan/renovasi dari gedung dan 
bangunan atau jaringan dari perkantoran adalah sama, yaitu 
pengelolaan layanan internal untuk customer dari Sekretariat dari 
sisi pengadaan belanja modal untuk satuan kerja. 


Struktur Kodefikasi Uraian Kegiatan/Output/Sub 
Output/Aktivitas 
Kegiatan 1697 | Dukungan Manajemen dan 
Dukungan Teknis Lainnya DJPU 
Output 1697.006 | Perangkat Pengolahan Data 
Sub output 006.001 | Pengadaan Peralatan Komputer 
Aktivitas 011 | Pengadaan Peralatan Komputer 
Output 1697.998 | Gedung dan Bangunan 
Sub output 998.001 | Gedung dan Bangunan 
Aktivitas 001 | Renovasi Gedung dan Bangunan 


Tabel 3. Struktur Anggaran Output Belanja Modal TA 2016 


Pada tahun 2017, output yang dievaluasi sebagai input tersebut 
disesuaikan menjadi satu output yang berorientasi pada customer 
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yaitu layanan internal bersifat overhead dari satuan kerja. Satu 
capaian keluaran ini sudah meliputi pengelolaan belanja modal 
apapun yang ada pada satuan kerja pada DJPPR yang dikelola oleh 
Sekretariat DJPPR. 


Struktur Kodefikasi Uraian Kegiatan/Output/Sub 
Output /Aktivitas 
Kegiatan 1697 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 
Lainnya DJPPR 
Output 1697.951 | Layanan Internal (Overhead) 
Sub 
output 
Aktivitas 995 | Pengadaan Kendaraan Bermotor 
996 | Pengadaan Perangkat Pengolah Data 
Komunikasi 
997 | Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 
998 | Renovasi Gedung dan Bangunan 


Tabel 4. Struktur Anggaran Output Belanja Modal TA 2017 


1.2.6 Dukungan Pengelolaan Operasional Perkantoran 


Pada tahun 2016, pengelolaan operasional perkantoran merupakan 
satu output sendiri, dengan capaiannya adalah bulan layanan. 
Menurut evaluasi yang dilakukan bahwa kegiatan, output, dan target 
output tersebut sudah sesuai dan sudah terkait langsung pada tugas 
pokok fungsi Sekretariat dalam perspektif customer sehingga tidak 
perlu disesuaikan lagi. Namun, pada level sub output yang memiliki 
nama sama dengan output menjadikan output ini harus dievaluasi 
ulang. 


Struktur Kodefikasi | Uraian Kegiatan/Output/Sub Output/Aktivitas 

Kegiatan 1697 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 
Lainnya DJPU 

Output 1697.994 | Layanan Perkantoran 

Sub 994.001 | Layanan Perkantoran 

output 

Aktivitas 001 | Gaji dan Tunjangan 

002 | Penyelenggaraan Operasional dan 

Pemeliharaan Perkantoran 


Tabel 5. Struktur Anggaran Operasional Perkantoran TA 2016 
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Pada tahun 2017, pengelolaan operasional perkantoran disesuaikan 
pada tahapan sub output. Pada tahapan sub output, dirasa tidak 
diperlukan sub output yang memiliki nama sama dengan output-nya 
sehingga sub output tersebut dihilangkan. 


Struktur | Kodefikasi Uraian Kegiatan/Output/Sub 
Output/Aktivitas 

Kegiatan 1697 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 
Lainnya DJPPR 

Output 1697.994 | Layanan Perkantoran 

Sub 

output 

Aktivitas 001 | Gaji dan Tunjangan 

002 | Penyelenggaraan Operasional dan 

Pemeliharaan Perkantoran 


Tabel 6. Struktur Anggaran Operasional Perkantoran TA 2017 


Penyusunan rencana kegiatan tahun 2017 menggunakan aplikasi 
Renja Bappenas dan aplikasi ADIK dari DJA, sedangkan anggarannya 
menggunakan aplikasi RKA-K/L dari DJA. Tidak terintegrasinya 
secara otomatis aplikasi untuk merencanakan kegiatan tersebut 
membuat ketidaksesuaian data pada tahap penyusunan sehingga 
informasi kinerja masih belum dapat tergambarkan secara jelas. 
Pemberian tanda tagging hingga level aktivitas pada aplikasi 
perencanaan akan memudahkan penelusuran keterkaitan output, 
aktivitas, dan input-nya. 


1.3 Penyesuaian Informasi Kinerja Sekretariat DJPPR 2016- 
2017 


Pada tahun 2016, struktur anggaran Sekretariat DJIPPR memiliki 
tujuh output yang sesuai evaluasi DJA, yakni beberapa dari output 
tersebut memiliki karakteristik input, bersifat administrasi (laporan, 
dokumen), dan keterkaitan dengan kebijakan strategis susah 
didapatkan. Maka, dikonsepkan penataan ADIK pada Sekretariat 
DJPPR, bahwa Sekretariat DJPPR memiliki tiga tugas utama dengan 
berorientasi customer seperti yang digambarkan sebelumnya, yaitu: 


e menyelenggarakan layanan kesekretariatan, 
e mengelola belanja modal: dan 
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e mengelola kebutuhan perkantoran. 


Pada tahun 2017 disusunlah struktur anggaran Sekretariat DJPPR 
menjadi tiga capaian keluaran (output) sesuai dengan tugas utama 
tersebut. Penyusunan struktur mengacu kepada pelaksanaan tugas 
dengan menggunakan logic model, jadi tidak hanya mengacu kepada 
struktur organisasi pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
234/PMK.05/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Keuangan. Terkait beberapa informasi yang dahulu ada pada level 
output, seperti berapa jumlah target dari output tersebut, 
dipindahkan pada target dari aktivitas yang dilakukan. Hal ini 
digunakan dalam pengukuran kinerja dari pemberian anggaran 
(input) pada aktivitas-aktivitas dalam rangka mencapai output yang 
berorientasi pada customer. 


14 Struktur Arsitektur dan Informasi Kinerja tahun 2018 


Penyusunan anggaran tahun 2018 dilakukan pada tahun 2017. 
Secara struktur anggaran Sekretariat DJPPR, pada tahun 2017 dan 
2018 tidak mengalami perubahan. Penyempurnaan ADIK pada tahun 
2018 dilakukan dengan mengintegrasikan aplikasi penyusunan 
rencana kegiatan yaitu Renja Bappenas dan aplikasi ADIK dari DJA 
menjadi satu aplikasi terintegrasi web based bernama Krisna 
(Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). 
Penyusunan rencana kegiatan dimaksud harus mendapatkan 
persetujuan dari Bappenas dan di-input pada tahapan-tahapan yang 
memiliki jangka waktu tertentu. Sebelum melakukan input rencana 
kegiatan, perlu diadakan Trilateral Meeting (pertemuan tiga pihak 
dengan DJA dan Bappenas) untuk menyepakati kegiatan yang 
memiliki keterkaitan dalam rencana pembangunan jangka pendek, 
jangka menengah, maupun jangka panjang. Rencana kegiatan 
tersebut menjadi pedoman untuk menyusun anggaran pada aplikasi 
RKA-K/L. Pada tahapan Pagu Alokasi, data pada aplikasi RKA-K/L 
ditransfer ke aplikasi SAKTI sehingga terjadi integrasi sistem 
perencanaan dengan pelaksanaan dan pelaporan secara online. 
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Kementerian PPN/BAPPENAS Kementerian Keuangan Kementerian PAN RB 


KRISNA 


KOLABORASI PERENCANAAN DAN INFORMASI KINERJA ANGGARAN 


Gambar 5. Sistem Perencanaan Terpadu DJA dan Bappenas 
(Krisna) 


Informasi rencana kegiatan yang disusun di dalam Krisna juga 
disampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Hal ini diperlukan dalam 
rangka penyusunan rencana kegiatan yang terintegrasi dengan 
prioritas nasional, seperti anggaran yang bersifat responsif gender 
atau program tematik lainnya. 


1.5 Perbedaan Arsitektur dan Informasi Kinerja sebelum dan 
sesudah ADIK 


Secara garis besar, penataan ADIK dilakukan sejak tahapan kebijakan 
strategis pencapaian pembangunan nasional hingga rumusan input. 
Sesuai konsep logic model, membuat keterkaitan item yang lebih jelas 
adalah salah satu tujuan utama penataan ADIK. Untuk dapat 
mendapatkan gambaran penyesuaian yang dilakukan, unit dapat 
memperhatikan form yang digunakan dalam pengaturan ADIK, yakni 
Form I ADIK (Kementerian), Form II ADIK (Unit Eselon I), dan Form 
III ADIK (Unit Eselon II). Perbandingannya secara umum sebagai 
berikut. 
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Struktur RKA-K/L 


Struktur RKA-K/L 


Sasaran Kegiatan 


sebelum ADIK sesudah ADIK Penjlaan 
: . Tidak mengalami 
Fungsi Fungsi perubahan 
: : Tidak mengalami 
Sub Fungsi Sub Fungsi berbahan 
broo bosen Tidak mengalami 
8 8 perubahan 
Pada awalnya cenderung 
simple dan tidak terkait 
Outcome Sasaran Program dengan sasaran strategis 
dalam Rencana Strategis 
Instansi 
IKU Program Indikator Kinerja Tidak mengalami 
Program perubahan 
Merupakan perspektif 
apa yang customer benar- 
Pep Toer benar dapatkan dari 
suatu program 
Bagaimana output 
Indikator Output program tersebut tetap 
Program terukur dan dirasakan 
oleh customer 
5 : Tidak mengalami 
Kegiatan Kegiatan perubahan 
Memiliki hubungan yang 


jelas dari kegiatan yang 
dilakukan dalam rangka 
mencapai bagian dari 
sasaran program 


Indikator Kinerja 
Kegiatan 


Indikator Kinerja 
Kegiatan 


Terus dievaluasi 
sehingga indikator 
menjadi challenging 
namun benar-benar 
berkaitan dengan 
kegiatan yang dilakukan 


Keluaran (Output) 


Output Kegiatan 


Yang sebelumnya 
mayoritas adalah output 
administratif, seperti 
laporan dan dokumen, 
menjadi output yang 
bersifat customer 
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perspektif, seperti 
layanan, rekomendasi 


Indikator Output 
Kegiatan 


Memperlihatkan kualitas 
dari produk yang 
dihasilkan tersebut 


Sub Output 


Sub Output 


Sebelumnya, sub output 
selalu digunakan 
walaupun sebenarnya 
tidak bersifat capaian 
yang merupakan bagian 
dari output, kemudian 
sekarang sub output 
tidak dipaksakan untuk 
ada, karena 
memungkinkan capaian 
keluaran (output) yang 
benar-benar merupakan 
produk dari aktivitas 
yang dilakukan 


Komponen 


Komponen 
(Aktivitas) 


Lebih diarahkan sebagai 
kalimat positif, tidak 
bermakna terlalu luas 
(spesifik), dapat 
merupakan rangkaian 
aktivitas maupun 
aktivitas berdiri sendiri 


Sub Komponen 


Sub Komponen (Sub 
Aktivitas) 


Sebelumnya sub 
komponen selalu 
digunakan, walaupun 
sebenarnya bukan 
tahapan dari aktivitas itu 
sendiri, sekarang sub 
komponen tidak 
dipaksakan untuk ada, 
memungkinkan 
komponen menjadi satu- 
satunya aktivitas yang 
memang benar dilakukan 
tidak diturunkan menjadi 
tahapan-tahapan lagi 


Akun 


Akun 


Tidak mengalami 
perubahan 
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Tidak mengalami 


Detil Akun Detil Akun 
perubahan 


Tabel 7. Penjelasan Perubahan Logika Berpikir ADIK 


3. SIMPULAN DAN SARAN PERBAIKAN 


Berdasar hasil penelitian dan pembahasan, dikemukakan simpulan 
dan saran berikut. 


1. Simpulan 

1.1 Penataan ADIK memberikan penyederhanaan konsep model 
logika dengan target capaian yang jelas dan berorientasi pada 
customer, bukan pada apa yang internal ingin lakukan. 

1.2 Penyusunan ADIK dilakukan secara bertahap, mulai pendalaman 
hingga projek piloting, sehingga pemahaman dan evaluasi 
meningkat agar penyesuaian mudah dilakukan. 

1.3 Keterkaitan kebijakan pembangunan nasional (strategis) pada 
rencana strategis dengan input dapat ditelusuri dengan lebih 
baik melalui capaian keluaran (output) yang bukan merupakan 
objek administrasi namun bersifat substantif yang menunjukkan 
tujuan dari dilaksanakannya aktivitas-aktivitas (proses). 

14 Penataan aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan 
bahwa aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang memiliki 
sifat kontinuitas artinya tidak berdiri sendiri, memiliki beberapa 
tahapan, atau aktivitas yang dapat berdiri sendiri namun 
menjadi bagian dalam rangka mencapai target capaian keluaran 
(output) yang diharapkan. 


2. Rekomendasi 

Sosialisasi dan pendalaman logic model terus dilakukan 

mengingat akan menjadi kunci penataan ADIK yang lebih baik. 

2.2 Perlu lebih diperjelas batas fungsi perencanaan pada sisi DJA dan 
Bappenas untuk memudahkan Kementerian teknis untuk 
menyampaikan rencana target kegiatannya pada awal 
penyusunan, dan pelaporannya pada akhir pelaksanaan 
kegiatan. 

2.3 Untuk memudahkan pemanfaatan aplikasi, perlu ditambah 
fungsi yang memperjelas. Pemberian tanda tagging hingga level 
aktivitas pada aplikasi perencanaan akan memudahkan 
penelusuran keterkaitan kebijakan strategis dengan input-nya. 


n 
jua 
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Pemberian fungsi tagging tersebut dapat dilakukan pada 
penyempurnaan sistem aplikasi perencanaan. 

24 Tidak semata informasi kinerja, penataan ADIK diharapkan 
dapat digunakan untuk menyusun sistem monitoring dan 
evaluasi internal yang lebih mendalam untuk menentukan 
efektivitas dari suatu kegiatan yang dilakukan. 
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Exploring The Village Potential 
Revenue In The New Normal Period 


Oleh Joko Sumantri, Muhammad Syahrul Fuady, and Eko Mulyadi 


The purpose of this study is to understand how the village heads 
increase the village's original revenue in the new normal period. 
The gualitative method is used along with descriptive analysis 
approach. The results indicated that in the new normal period, 
village heads have difficulty in increasing the original revenue 
of their villages. Many business plans are not running, conflicts 
of interest, restriction of rules, and the limitation of human 
resources that understand the administration is the cause of 
difficulties. As the smallest governmental entity, the village 
seems to be difficult to break away from the dependence of 
government transfer funds. 


1. INTRODUCTION 


The president said that the village fund (also known in bahasa as 
Dana Desa/DD), given by the central government, is aimed at the 
welfare of the village community. Its use is for village supporting 
infrastructure. In addition, the funds can also be used for economic 
empowerment in the village (https://www.kemendagri.go.id). 


Village funds are expected to have an impact on the increasing 
turnover of money in the village. The President emphasized that the 
village fund that was disbursed should be used properly. Any project 
that uses the village fund should use the resources of the village. 
Thus, the village fund will be able to become a source of local people 
income. This resulted in, as much as, 74,954 village heads in 
Indonesia thought hard to realize the mandate of the central 
government. As the territory of government above it, the condition of 
village government area is not the same. Some villages can be 
endowed with natural conditions that support economic 
development while other villages are very difficult (Lewis, 2015). 
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In the event of Law Number 2 Year 2020 on ratification of 
government regulation on surrogate laws on the state financial policy 
and financial stability for the handling of Covid-19, many village 
heads are worrying about village funds to stop being allocated. 
Although, Law Number 6 Year 2014 on Village gives the guarantee 
each village will receive funds from the central and local 
governments. Many barriers to the village in exploring their original 
revenue of the village. In addition to natural factors and the guality of 
human resources, the village founds difficulties to create a new 
source of revenue and is forbidden to make loans. 


In the difficult times of this pandemic, the village is also overwhelmed 
by its economic development (Belz and Sheiner, 2020). It is 
important to contribute in thinking to help the village government 
increase the independence of the village. This article tries to 
understand the efforts of the village head in exploring the revenue of 
the village in the new normal period. The use of gualitative 
descriptive research methods through regulations literature and 
interview methods are expected to provide answers for village heads 
in improving the original revenue of the village. 


4. DIFFERENCES BETWEEN INCOME, REVENUES, AND 
FINANCING 


In the context of financial management, there is a difference between 
income and revenue. Income is often interpreted as what the village 
government receives, while the revenue is interpreted as what is a 
village asset enhancer in this matter of money. 


There are three large groups of components that make up the posture 
(structure) of village budgets. Firstly, there is a village revenue term 
that translates as all village admissions within a budget year which 
adds to the eguity of the funds smoothly and does not need to be paid 
back by the village government. Secondly, village spending is 
interpreted as all village expenditure as the obligation of the village 
within a budget year which reduces the eguity of the current fund, 
which will not be regained as acceptance by the village. Thirdly, 
village budget financing is defined as all village income in a certain 
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year to be paid back and vice versa as village expenditure in a given 
year to be received again. 


The income in relation to the village financing was the remaining 
budget calculation (also known in bahasa as Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran/SILPA) of the previous year (at least the cost of revenue 
revenues on spending, spending savings, and remaining funds for 
unfinished or advanced activities), disbursement of deposits, and the 
wealth of the village separated except land and building. The 
remaining budget calculation is the difference between revenue and 
spending for a budget year. The intended expenditure in relation to 
village financing is the establishment of a reserve fund and capital 
inclusion for village owned enterprises (also known in bahasa as 
Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa). 


From the explanation above, which related to income, we can know 
there are two types of incomes which defined according to its 
obligations, no need to be paid back (as revenue) and to be paid back 
(as financing). So that, itis meant by village income can be concluded 
as all the money entered into the village's cash account in the form: 
eguity of current funds that do not need to be paid back by the village 
government and all village income in a given year shall be paid back 
by the village government. 


The term “revenue” will be consistently used throughout this text 
later. Itis because the term “revenue' is considered to be more fitting 
in discussion about the village finances compared to “income”. 


5. REVENUE FOR VILLAGE GOVERNMENT 


Village governments can receive funds from their communities. 
Revenue will be grouped into the original revenue of the village with 
the object of self-revenue and participation. That is, the village 
government is allowed to receive village revenue from the 
community, but its nature is self-reliance and participation. The 
original revenue of the village (also known in bahasa as Pendapatan 
Asli Desa/PADesa) comes from community and village environment, 
while revenue transfer is derived from the province/district/city 
government. 
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In Article 72 and paragraph (1) of Law Number 6 Year 2014 and 
Article 9 paragraph (2) of Regulation of the Minister of Home Affairs 
Number 20 Year 2018, village revenue is classified by group, type, 
and revenue object. 


Village revenue is based on group classification, consisting of the 
original revenue of the village (also known in bahasa as Pendapatan 
Asli Desa/PADesa), transfer, and other revenue. 


Village revenue according to group classification of the original 
revenue of the village has atype of revenue in the form: 


a. 
b. 


Result of business (with the revenue share object of BUMDesa): 

Asset result (with revenue object for village/bent cash land 
management, boat moorings, village market, public bath, village 
irrigation network, village-owned fish auction, village kiosk, field 
utilization/village-owned sports infrastructure):, 

Self-reliance, participation, and mutual assistance in the 
activities of building a village with its own strength by involving 
the participation of the community (with the object of revenue in 
the form of energy and goods eguated with the value of money): 
Other original revenue of the village (with revenue-related 
objects of village levy). 


Revenue transfer group has revenue type as: 


a. 
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The Village fund, which is the allocation of funds to the village 
government of the central government budget transfer (with the 
revenue object of the village funds-also known in bahasa as the 
Dana Desa/DD): 

Part of the tax and retribution of districts/cities (with the 
Revenue object part of the tax and retribution of district/city 
government budget): 

The allocation of village funds, it is a part of the funds for the 
village, at least 1096, of the fund balances received by the 
district/city government from the central government budget 
after deducting special allocation funds (with village revenue 
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allocation funds-also known in bahasa as Alokasi Dana 
Desa/ADD): 

Provincial financial assistance (financial aid and other financial 
assistance from the provincial government budget): 

Financial assistance of district/city government budget 
(financial aid and other financial assistance fund of district/city 
government budget). 


Revenue village according to the classification of other groups 
revenue has the form of: 


a. 


b. 


Revenue from Inter-village cooperation (with revenue from 
inter-village cooperation), 

Revenue from village cooperation with third parties (with the 
revenue object of village cooperation with third parties): 
Revenue from the company's assistance located in the village 
(with the revenue object from the company's help located in the 
village), 

Grants and donations from third parties (with the Revenue 
object grants and donations from third parties): 

The correction of the shopping mistakes of previous budget 
years resulted in the revenue in the village Treasury in the year 
of the budget running (with the revenue object of error 
correction of shopping years previous budget that resulted in the 
revenue in the village Treasury in the year of the budget 
running), 

Bank Interest (with bank interest revenue object): 

Other legitimate revenue villages (with the revenue object of 
other legitimate revenue villages) 


For this type of revenue transfer, the definition of DD and ADD is not 
the same. Although both are reserved for the village and become a 
source of village revenue (see article 72 paragraph (1) of Law 
Number 6 Year 2014). DD is the obligation of the central government 
to allocate the transfer budget to the village in the state budget as a 
form of recognition and Penggaraan to the village. The priority of 
using DD is governed by Regulation of the Minister of Villages, 
Disadvantaged Regions and Transmigration Number 11 Year 2019. 
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The village fund comes from the central government budget. While 
the ADD, it is the obligation of the regency/city government to 
allocate a portion of the budget for the village of the Revenue Sharing 
Fund (also known in bahasa as Dana Bagi Hasil/DBH) and the 
general allocation fund (also known in bahasa as Dana Alokasi 
Umum/DAU) balance fund. The DBH and DAU funds also come from 
the central government budget. The special allocation fund (also 
known in bahasa as Dana Alokasi Khusus/DAK) balance for local 
governments is not shared with the village. DD is allocated in the form 
of transfer, not project form. During Law Number 6 Year 2014 apply, 
DD will be continuously allocated by the central government. 
Currently, pursuant to article 72 paragraph (1) of letter b of Law 
Number 6 Year 2014, DD is still transferred through regency/city 
government budget every year. 


Although the transfer mechanism of DD is done through the 
regency/city government budget, it must be channeled to the village 
cash account without being deducted. The regency/city general cash 
account only serves as DD's temporary storage space channeled by 
the central government. In the limited cabinet meeting on 11 
December 2019 in Jakarta, related to the acceleration of village funds 
distribution in 2020 (https://setkab.go.id), it was instructed by the 
president to make changes to the mechanism of distribution of village 
funds which originally from the central government general cash 
account to the regency/city government general cash account in 
order to be changed to the village cash account. One of the objectives 
is to reduce idle funds in regency/city government cash accounts. 


There are two types of sources revenue village if viewed from the 
certainty of obtaining it (http://kedesa.id/). Both types are described 
as follows: 


a. The firsttype is a source of revenue that is certainly accepted by 
the village because it is the right of the village, including the 
original revenue of the village, village fund, part of the local tax 
proceeds and the district/city levy and allocation of village funds. 
Ifthe rightis not given, then the village can sue to the district/ city 
government and the central government. 
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b. The second type is a source of revenue that is uncertain, 
consisting of financial assistance from the provincial and the 
district/city budget revenue and expenditure, grants and 
donations are not binding from third parties and other legitimate 
village revenue. Forthis type, the village could not insistif a party 
that gave a halttoits assistance to the village. 


6. HOW TO INCREASE THE VILLAGE REVENUE IN THE NEW 
NORMAL PERIOD? 


As a general principle, village levies cannot be taken over the central 
government or the provincial/district governments. Revenue that 
has been recognized as a village property is a village autonomous 
right. The village revenue can only be managed by the central 
government or the provincial/district governments with the 
provisions of having to deal and through the village deliberation. 
Instead, the revenue source of provincial and district/city 
governments located in a village in the form of tax and retribution 
that has been imposed by the province or district/city does not allow 
any additional levy by the village government. Although this was 
previously stipulated in Article 70 paragraph (1) and (2) Government 
Regulation Number 72 Year 2005 on the village which has been 
revoked by Government Regulation Number 43 Year 2014, which 
then no reaffirmation of the material, either in the Law about the 
Village and the government regulations of the derivatives, this 
principle should remain as a guideline for the village government to 
remain aware of the overlap. 


The term used for the village to collect the revenue of the village itself 
as the original revenue of the village seems to use the term "levy". 
This is referred to in Article 69 paragraph (4) of Law Number 6 Year 
2014. The term tax seems to be used for central and local 
governments (province/district/ city). The term “retribution” seems 
to be used only for local governments (province/district/city). 
Meanmhile, the term “Non-Tax State Revenue” (also known in bahasa 
as Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) appears to be used only 
by the central government with the same understanding of to the 
term “retribution” (Law Number 9 Year 2018 on Non-Tax State 
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Revenue). In practice, the term “retribution” is still used in village 
regulations (also known in bahasa as Peraturan Desa/Perdes) made 
by several village heads in Indonesia. 


In the village budget, especially in terms of financing, there is a note 
in annex II of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 
Year 2014 which reads "... that in the village budget especially on 
financing unopened opportunities for loans". While in Article 25 and 
26 of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 Year 
2018 as a substitute for Regulation of the Minister of Home Affairs 
Number 133 Year 2014, there is no mention of the source of financing 
in the form of debt/loan. So it is strictly possible to say, there is no 
opened opportunities for the village to do loans/debts. 


Despite the barriers of increasing village revenues, the government 
has thought of various opportunities for the village to increase their 
income. According to the Secretary General of Ministry of Villages, 
Disadvantaged Regions and Transmigration, for the development of 
village owning enterprises (BUMDesa) whose business capital is built 
on the initiative of communities and is adhered to independent 
principles, does not close the possibility of being able to apply capital 
loans to outside parties, even through third parties. Because it 
complies with Law Number 23 Year 2014, as amended by Law 
Number 9 Year 2015 on Local Government (https://setkab.go.id). 


The above opinion, according to the author by re-reading the 
explanation of Article 101 paragraph (1) letter g Law Number 9 Year 
2015, is intended to regulate the provincial government loan in the 
form of SLA (Subsidiary Loan Agreement). SLA is a loan pattern that 
can be done only by the central government, which can be done for 
the purposes of local governments in the framework of "international 
cooperation". International cooperation is intended as a 
collaboration between provincial and foreign governments, including 
the twin provincial cooperation, cooperation in engineering and 
humanitarian assistance, cooperation in the transfer of loans/grants, 
cooperation in investment, and other cooperation in accordance with 
the provisions of the laws and regulations. The legal basis is still 
reguired as an umbrella of the law, in addition to other more specific 
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rules which consider all conseguences so the village-owned 
enterprises would be able to make loans. 


Other possibilities, in the provisions of Article 77 paragraph (3) letter 
d of Law Number 28 Year 2009 on Regional Tax and Retribution, tax 
objects that are not taxed land and rural buildings as well as urban 
buildings are tax objects that are forest protected, nature reserve, 
forest tourism, National Park, farm land is controlled by the village, 
and land that has not been charged rights can be an alternative for 
the village to increase the source of revenue. As an example, 
Regulation of the Minister of Forestry Number P. 49/Menhut-11/2008 
asserted that in the framework of community empowerment in and 
around forest areas and establishing fair forest management and 
Forest can be managed for the welfare of the village through village 
forest. However, it is necessary to affirm that the village is only 
allowed to levy to people as the source of the village revenue. Village 
levy to people must be set up with village regulations. In addition, it 
is expected that the utilization of state forest by the village 
government does not change the function of the object. 


To deepen the problem, especially how the actual practice in the field, 
we have tried to interview some of the village heads and some related 
parties including college academics about how the village head 
efforts increased his village income in the new normal period. 


Some of the village heads of East Java that were interviewed said that 
they were trying to increase their village's original income. The way 
they explore the original revenue of the village is to innovate with the 
citizens to multiply, establish and strengthen the village 
government's relationship with the village organization/institution, 
as well as coordination strengthening the synergy between leaders 
and citizens. Several villages were interviewed trying to run a micro 
enterprise. In addition, they also sought to develop village tourism by 
seeking investors. 


A staff of one ministry who took care of the village, as a reviewer who 
is tasked with conducting surveys and verifications to the village who 
propose funds aid also convey that the village head is essentially very 
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trying to increase revenues. According to the intended staff, villages 
in the Sulawesi region more developed business ventures including 
tourism in the development of indigenous village revenue. According 
to him, the village that will develop the business should propose 
proposals in a level. Each village proposal will be provided with 
government funds if approved. However, many villages do not 
understand how to make a good proposal, so that nowadays the are 
still trying to socialize in making proposals and assessment of the 
potential of the village to be developed. At the time of this pandemic, 
according to the intended staff, villages that are developing the 
tourism business are experiencing obstacles due to the large-scale 
social restrictions to prevent the spread of Covid-19. This opinion is 
also justified by one of the officials who manage the financial districts 
in one of the provinces in Java Indonesia. 


In relation to the original income of existing village, in this period of 
pandemic, according to some head of village income derived from the 
association such as shop building and land/village land is not much 
reduced. As for the income from BUMDesa, some village heads say 
there is a decline in revenues. 


An academic said, in developing BUMDesa are very many problems, 
ranging in limitation of human resources that understand the 
administration, land disputes, and the presence of personal interests 
for the political government's election victory. BUMDesa is very 
rarely managed by competent managers and village apparatus 
relations with the manager of BUMDesa also many are less 
harmonious. While the efforts to develop the business sector and 
BUMDesa stalled due to Covid-19. 


7. CONCLUSION 


There is actually a lot of interest between levels of governance in 
scramble "cake" of revenue. The largest portion of the "cake" is taken 
by the government at a high level of village. Various regulations such 
as inhibiting the village government in increasing revenues. While in 
developing the village's original revenue, during the Covid-19 
pandemic, many business plans are not running, there is still a local 
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political conflict of interest, and the limitation of human resources 
that understand the administration. As the smallest governmental 
entity, the village seems to be difficult to break away from the 
dependence of government transfer funds. 
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Trasfer Pricing & Perencanaan Pajak 


Oleh Arif Nugrahanto 


Transfer pricing adalah metode yang menentukan harga 
transaksi dan transfer antar pihak terkait, yang bisa berupa 
antar perusahaan dan perusahaan atau perusahaan dan 
individu. Transfer pricing lazim digunakan sebagai salah satu 
strategi perencanaan pajak. Untuk mendeteksinya, diperlukan 
auditor atau pemeriksa yang berkualitas. Namun, pendekatan 
yang dilakukan oleh Stubben, S. R. (2010) mampu mendeteksi 
ada-tidaknya manipulasi dalam manajemen laba (termasuk 
perencanaan pajak) dengan menggunakan revenue model, yaitu 
dengan mengamati pergerakan pos piutang yang agresif 
dibandingkan perubahan pendapatannya (revenue). 


Transfer pricing adalah metode yang menentukan harga transaksi 
dan transfer antar pihak terkait, yang bisa berupa antar perusahaan 
dan perusahaan atau perusahaan dan individu. Dengan demikian, 
penerapan transfer pricing biasanya dalam bentuk suatu kebijakan 
perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik 
itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang 
dilakukan oleh perusahaan. 


Penelitian Santoso (2004) menyatakan bahwa transfer pricing 
merupakan salah satu isu yang sudah cukup lama dibahas dan 
menjadi perhatian dalam dunia perpajakan, khususnya perpajakan 
internasional. Dalam perspektif pemerintah, transfer pricing selalu 
dilihat sebagai berkurangnya atau hilangnya potensi penerimaan 
pajak yang diakibatkan oleh adanya kecenderungan perusahaan 
multinasional menggeser kewajiban perpajaknnya dari negara- 
negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (high tax countries) ke 
negara-negara tax heaven countries. Dalam perspektif bisnis, 
perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan cost 
efficiency, dan di dalamnya termasuk meminimalisasi pembayaran 
PPh. Lebih lanjut, bagi perusahaan multinasional, transfer pricing 
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dianggap menjadi salah satu strategi yang sangat efektif untuk 
memaksimalkan laba. 


Salah satu kasus transfer pricing yang paling menyita banyak 
perhatian khalayak ramai adalah kasus Google, Starbucks, Amazon di 
Inggris yang melakukan praktik excessive transfer pricing dengan 
skema yang dikenal dengan nama Double Irish Dutch Sandwich. 
Dengan menggunakan skema ini, Starbucks Inggris misalnya, pada 
tahun 2011 sama sekali tidak membayar PPh badan, padahal 
penjualannya mencapai £398 juta. Bahkan, mereka mengaku rugi 
sejak tahun 2008 sebesar £112 juta atau sekitar Rp1,7 triliun. 
Padahal dalam laporannya kepada investor di Amerika Serikat, 
Starbucks mengatakan bahwa mereka memperoleh keuntungan yang 
besar di Inggris dengan penjualan mencapai £1,2 miliar atau sekitar 
Rp18 triliun dalam tahun 2008-2010. 1 


Google Inggris pada tahun 2011 juga berhasil mencatat pendapatan 
sebesar £398 juta tetapi hanya membayar pajak sebesar £6 juta. 
Kasus yang sama juga terjadi pada Amazon Inggris, di mana mereka 
berhasil membukukan penjualan sebesar £3,35 miliar (2011) namun 
hanya membayar PPh sebesar £1,5 juta. Bagaimana hal tersebut bisa 
terjadi? Ini lah yang disebut transfer pricing. Upaya meminimalkan 
pembayaran pajak dengan memanfaatkan loophole pada ketentuan 
perpajakan yang berlaku, sehingga dapat dengan mudah 
memindahkan keuntungan dari suatu negara dengan tarif pajak 
tinggi ke suatu negeri yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. 


Hadi Setiawan (2014) mengkategorikan transfer pricing menjadi dua 
jenis berdasarkan pihak yang bertransaksi, yaitu intra-company dan 
inter-company transfer pricing. Bila intra-company transfer pricing 
mengacu pada istilah transfer pricing yang dilakukan antar divisi 
dalam suatu perusahaan maka intercompany transfer pricing 
merupakan transfer pricing antar dua atau lebih perusahaan yang 
mempunyai hubungan istimewa. Berdasarkan lokasi pihak-pihak 


1 Hadi Setiawan, Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara, 
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014 kajian pprf transfer9620pric 
ingyo20danY620risikonyayo20terhadapy620penerimaanY620negara.pdf 
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yang memiliki hubungan istimewa, transfer pricing dapat dibedakan 
menjadi dua jenis, yaitu domestic transfer pricing dan international 
transfer pricing. 


Transfer pricing sebenarnya merupakan istilah yang netral, artinya 
tidak berkonotasi negatif maupun positif. Namun, dalam praktiknya 
istilah ini sering dikonotasikan ke makna yang negative, khususnya 
oleh otoritas pajak. Mengingat praktik transfer pricing tidak dapat 
dihindari maka tidak ada satu otoritas pajak pun yang dapat 
melarangnya secara penuh. Dalam hal ini, otoritas perpajakan hanya 
mampu menekankan pentingnya arm' length principle dalam 
bertransaksi. 


Beberapa praktik transfer pricing yang sering dilakukan oleh 
perusahaan-perusahaan antara lain dalam bentuk melakukan 
penjualan dengan pihak terafiliasi yang lebih rendah dibandingkan 
dengan penjualan kepada pihak independent dengan tujuan supaya 
rugi atau laba di Indonesia lebih rendah, melakukan pembelian 
barang atau jasa dengan harga yang lebih tinggi dengan pihak yang 
terafiliasi dengan tujuan supaya laba di Indonesia lebih rendah, 
mengalokasikan biaya kantor pusat kepada biaya administrasi 
perusahaan yang di Indonesia, melakukan pembebanan biaya bunga 
atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham, melakukan 
pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan jasa 
manajemen, imbalan jasa teknik yang sebenarnya sudah dibebankan 
dalam biaya bersama, dan banyak lagi. 


Pengertian Transfer Pricing 


Organization For Economic Cooperation And Development (OECD) 
mendefinisikan transfer pricing sebagai harga yang ditentukan dalam 
transaksi antar anggota group dalam sebuah perusahaan 
multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat 
menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang sesuai bagi groupnya. 
Berdasarkan laporan OECD, faktor pajak dapat menjadi pemicu 
dilakukannya transfer pricing terutama jika tujuan mereka lebih 
terfokus pada jumlah total laba setelah pajak daripada bentuk dari 
mana mereka mendapatkan laba tersebut (OECD,1979). 
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Menurut Hongren (2006), transfer pricing adalah “The amount 
charged by one segment ofan organization for a product or service that 
is supplies to another segment of the same organization.” Artinya, 
harga yang dikenakan oleh satu segmen organisasi atas barang atau 
jasa yang disalurkan kepada segmen lainnya didalam organisasi yang 
sama. Lebih lanjut menurut Suandy (2006), transfer pricing adalah 
tindakan mengalokasikan laba dari entitas perusahaan di satu negara 
ke entitas perusahaan negara lain, dalam satu group perusahaan 
dengan tujuan untuk meminimalisir bahkan menghindari pajak”. 


Dalam rangka memeberikan panduan umum bagi negara-negara 
yang tergabung dalam OECD, khususnya yang terkait dengan 
penanganan isu transfer pricing, OECD mengeluarkan transfer 
pricing guideline. Pedoman yang pertama kali di-release pada tahun 
1997 berisi tentang beberapa ketentuan umum dalam pedoman, 
antara lain yaitu: (1) penerapkan arms-length principle, (2) 
penerapan tingkat komparabilitas yang menekankan fungsi, risiko 
yang disandang dan asset yang dimanfaatkan, (3) pengenalan metode 
laba (profit based method) yang disebut transactional net margin 
method (TNMM), dan (4) penjelasan tentang pentingnya 
dokumentasi atas transfer pricing dan peranan pinalti dalam 
meningkatkan kepatuhan. 


Terkait dengan penerapkan arms-length principle, guidelines ini 
menunjuk beberapa faktor, antara lain: (1) karakteristik dari bidang 
atau jasa yang meliputi karakteristik fisik, jenis transaksi, dalam hal 
aktiva tak berwujud, bentuk transaksi dan jenis aktiva tak berwujud, 
(2) fungsi yang dilakukan, mencakup analisis fungsi, aktiva 
(termasuk aktiva tak berwujud) dan resiko yang terdapat dalam 
transaksi, yang harus dialokasikan ke pihak-pihak yang memiliki 
hubungan istimewa, (3) persyaratan kontrak, (4) kondisi ekonomi 
dari perbedaan pasar, dan (5) strategi bisnis. 


Dalam kaitannya dengan penerapan pedoman OECD tersebut, 


terdapat perbedaan pendekatan yang dipilih oleh masing-masing 
negeri dalam penerapan di lapangan. Beberapa negara menerapkan 
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ketentuan transfer pricing secara komprehensif pada transaksi dari 
kegiatan usaha tertentu saja, namun adanya juga beberapa negara 
yang mengikuti ketentuan transfer pricing yang terdapat dalam 
OECD Guidelines. Dan tidak sedikit negara bahkan belum memiliki 
ketentuan khusus yang mengatur transfer pricing dalam ketentuan 
perpajakan domestiknya, hanya saja negara-negara tersebut 
mengacu pada peraturan anti penghindaran pajak (Darussalam dan 
Danny Septriadi, 2006). 


Transfer Pricing di Indonesia 


Peraturan transfer pricing secara umum diatur dalam Pasal 18 (3) UU 
No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam pasal tersebut 
disebutkan bahwa Dirjen Pajak berwenang untuk menentukan 
besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki 
hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan 
kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh 
hubungan istimewa (arm's length principle). 


Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa hubungan istimewa dikatakan 
terjadi jika Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung 
maupun tidak langsung paling rendah 259 pada Wajib Pajak lain: 
Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib 
Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun 
tidak langsung: atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah 
maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping 
satu derajat. 


Lebih lanjut dalam beberapa ketentuan yang terkait dengan transfer 
pricing, misalnya dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 
2011, disebutkan pengertian arm's length principle, yaitu harga atau 
laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak 
mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, 
sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. 
Tak hanya pengertian atau definisinya, ketentuan ini juga mengatur 
mengenai cara melakukan identifikasi ada-tidaknya transfer pricing. 
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Tak hanya masalah identifikasi transfer pricing, pemerintah melalui 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, juga 
mengatur bagaimana cara melaporkan suatu transaksi yang 
terkandung isu transfer pricing di dalamnya. Bahkan ketentuan ini 
juga mengatur tentang kewajiban untuk membuat dokumentasi 
terkait transfer pricing bagi Wajib Pajak yang melakukan transfer 
pricing, termasuk di dalamnya jenis-jenis dokumen-dokumen dan 
infomasi yang harus dijelaskan oleh Wajib Pajak. Secara rinci, 
ketentuan perpajakan terkait transfer pricing antara lain sebagai 
berikut: 
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Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Direktur Jenderal Pajak berwenang 
untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan 
pengurangan dan menentukan utang sebagai modal untuk 
menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak 
yang mempunyai hubungan istimewa sesuai kewajaran dan 
kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. 
PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER- 
32/PJ/2011, penerapan prinsip kewajaran dan kewajiban usaha 
(arm's length price) karena penentuan harga tidak wajar dengan 
melakukan analisis kesebandingan, menentukan metode 
transfer pricing yang tepat dan keharusan mendokumentasikan 
serta menyimpan buku dan catatan. 

Pasal 18 ayat (1) UU PPh, Menteri Keuangan berwenang untuk 
menetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal 
perusahaan (dept to eguity ratio/DER rule). 

Pasal 18 ayat (2) UU PPh, Menteri Keuangan berwenang untuk 
menetapkan saat diperolehnya deviden oleh WPDN atas 
penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan 
usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. 

Pasal 18 ayat (3a) UU PPh, mengatur tentang kesepakatan harga 
transfer (advance pricing agreement/APA) , yaitu kesepakatan 
antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai 
harga jual wajar produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak 
yang mempunyai hubungan istimewa. Keuntungan dari 
kesepakatan ini adalah memberi kepastian hukum dan 
kemudahan penghitungan pajak serta tidak dilakukan koreksi 
bagi Wajib Pajak yang melakukan kesepakatan. 


Bunga Rampai | KEUANGAN NEGARA 2020 


— Kewajiban dokumen, pelaporan dan pembukuan transfer pricing 
(PP 80 Tahun 2007 Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 PER 43/PJ/2010) 

— Perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty), melakukan 
pertukaran informasi dan melakukan renegosiasi tax treaty. 

— Pasal 9 ayat 1 huruf f UU PPh, Pengeluaran dengan jumlah yang 
melebihi kewajaran yang dibayarkan pada pemegang saham 
atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai 
imbalan sehubungan dengan pekerjaan tidak boleh dikurangkan 
dari penghasilan bruto. 

— Pemeriksaan transfer pricing, pedoman khusus pemeriksaan 
transfer pricing: Surat Edaran Direktur Pemeriksaan dan 
Penagihan Nomor: S-153/PJ.04/2010 dan Surat Edaran Direktur 
Jenderal Pajak Nomor: SE-04/PJ.7/1993 


Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan 
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan 
pengertian arm's length principle, yaitu harga atau laba atas transaksi 
yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan 
istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi 
tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. Dalam ketentuan ini 
juga diatur bahwa arm's length principle dilakukan dengan 
menggunakan — langkah-langkah: 6) melakukan — analisis 
kesebandingan dan menentukan pembanding: (ii) menentukan 
metode penentuan harga transfer yang tepat, (iii) menerapkan 
prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis 
kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke 
dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak 
yang mempunyai hubungan istimewa, dan (iv) mendokumentasikan 
setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang 
berlaku. 


Ketentuan ini juga menyebutkan metode apa yang dapat digunakan 
untuk menentukan harga transfer yang wajar yang dilakukan oleh 
perusahaan multinasional yang melakukan transfer pricing, yaitu: 


a. Metode perbandingan harga (Comparable  Uncontrolled 
Price/CUP) Metode ini membandingkan harga transaksi dari 
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pihak yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga 
transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai 
hubungan istimewa (pembanding independen), baik itu internal 
CUP maupun eksternal CUP. Metode ini sebenarnya merupakan 
metode yang paling akurat, tetapi yang sering menjadi 
permasalahan adalah mencari barang yang benar-benar sejenis. 
Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM). 
Metode ini digunakan dalam hal Wajib Pajak bergerak dalam 
bidang usaha perdagangan, di mana produk yang telah dibeli dari 
pihak yang mempunyai hubungan istimewa dijual kembali 
(resale) kepada pihak lainnya (yang tidak mempunyai hubungan 
istimewa). Harga yang terjadi pada penjualan kembali tersebut 
dikurangi dengan laba kotor (mark up) wajar sehingga diperoleh 
harga beli wajar dari pihak yang mempunyai hubungan 
istimewa. 

Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method). Metode ini dilakukan 
dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh 
perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak 
mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar 
yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan 
pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. Umumnya 
digunakan pada usaha pabrikasi. 

Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM). Metode ini 
dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi 
afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai 
Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang 
dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan 
pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan 
tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak 
mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan. Metode 
Kontribusi (Contribution Profit Split Method) atau Metode Sisa 
Pembagian Laba (Residual Profit Split Method). 

Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin 
Method/TNMM). Metode ini dilakukan dengan membandingkan 
persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap 
penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas 
transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan 
istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh 
atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak 
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mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih 
operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan 
oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya. 


Transfer Pricing dan Perencanaan Pajak 


Menurut Winanto dan Widayat (2013) pengertian tax planning 
adalah “perencanaan pajak adalah proses pengambilan tax factor 
yang relevan dan material non tax factor untuk menentukan 
apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) untuk 
melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang 
memungkinkan tercapainya beban pajak pada tax events yang 
serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan usaha 
maupun lainnya. Sedangkan Pohan menyatakan bahwa perencanaan 
pajak (tax planning) adalah, proses mengorganisasi usaha wajib 
pajak baik pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan 
memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh 
oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan 
(loophole), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah 
minimum. (Pohan, 2013: 18). 


Untuk mendapatkan keuntungan pajak, perusahaan berupaya 
melakukan perencanaan pajak secara cermat. Perencanaan pajak 
punya kecenderungan akan mengurangi laba bersih perusahaan 
(Wijaya dan Martani, 2011). 


Salah satu strategi perencanaan pajak yang umumnya dilakukan oleh 
perusahaan multinasional adalah dengan melakukan transfer pricing, 
dalam rangka untuk meminimalkan kewajiban pajak global 
perusahaan mereka (Horngren, 2006). Transfer pricing tersebut 
bermula dari usaha pengendalian yang dilakukan oleh suatu pihak 
terhadap pihak lainnya melalui kepemilikan seperti antara induk 
dengan anak perusahaan atau antar perusahaan maksimasi efisiensi 
grup secara totalitas. Motivasi pajak dalam transfer pricing pada 
perusahaan multinasional dilaksanakan dengan cara sedapat 
mungkin memindahkan penghasilan ke negara dengan beban pajak 
terendah atau minimal dimana di negara tersebut ada grup 
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perusahaan mereka yang beroperasi. Dengan adanya pemindahan 
penghasilan tersebut maka pajak yang dibayar secara keseluruhan 
akan rendah, sedangkan bagi negara yang menerapkan tarif pajak 
tinggi grup perusahaan mereka yang ada di negara tersebut bisa saja 
dibuat rugi melalui kebijakan transfer pricing. Akhirnya, total laba 
setelah pajak secara keseluruhan akan lebih besar dibandingkan 
kalau tidak melakukan transfer pricing. 


Menurut Gunadi (2006), transfer pricing dapat menyebabkan 
ketidakadilan dalam perpajakan karena perbedaan struktur 
perusahaan. Perusahaan yang dipecah-pecah menjadi satu grup 
dapat merekayasa laba sehingga meminimalkan pajak. Sementara 
itu, perusahaan tunggal harus membayar pajak seperti apa adanya. 
Untuk menegakkan keadilan perpajakan dimaksud, buku Tax Law 
Design and Drafting terbitan IMF 1996, merekomendasikan dua 
pendekatan. Pertama, dengan merumuskan dalam ketentuan 
domestik, suatu negara dapat mengambil laba global grup dan 
mengalokasikan sebagai laba tersebut berdasar formula tertentu 
kepada sumber yang berada di negaranya dan kemudian memajaki 
bagian laba dimaksud. Kedua, suatu negara dapat menentukan laba 
dari cabang usaha atau anak perusahaan yang beroperasi di 
negaranya terpisah dari grup berdasar harga wajar yang seharusnya 
terjadi apabila transaksi dilakukan dengan pihak di luar grupnya 
(arm's length price). 


Salah satu penelitian yang terkait dengan transfer pricing dan laba 
dilakukan oleh Muhammad Nur Hidayah, Nila Firdausi Nuzula (2019) 
dalam papernya yang berjudul “Pengaruh Transfer Pricing dan 
Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba”. Penelitian ini 
mengungkap bahwa manajemen suatu perusahaan memiliki peran 
yang sangat krusial dalam penyusunan laporan keuangan, termasuk 
mengatur laba. Pengaturan laba ini dimotivasi adanya interest agar 
pemegang saham merasa puas dan dalam aspek perpajakan, supaya 
meminimalkan pembayarn pajak kepada pemerintah. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel transfer pricing dan 
variabel perencanaan pajak berpengaruh signifikan dan positif 
terhadap manajemen laba. Artinya, praktik transfer pricing sangat 
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menentukan bagaimana manajemen laba dipraktikkan oleh suatu 
perusahaan. 


Jacob (1996) dalam Yuniasih, dkk (2012) menemukan bahwa 
transfer antar perusahaan besar dapat mengakibatkan pembayaran 
pajak lebih rendah secara global pada umumnya. Penelitian tersebut 
menemukan bahwa perusahaan multinasional memperoleh 
keuntungan karena pergeseran pendapatan dari negara-negara 
dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Hal tersebut di 
dukung oleh pendapat Gusnardi (2009: 39) yang mengemukakan 
bahwa untuk meminimalisir total beban pajak keseluruhan, maka 
praktik transfer pricing dipilih oleh perusahaan-perusahaan 
multinasional. 


Mendeteksi Perencanaan Pajak 


Menurut Arens, Elder & Beasley (2012: 4) “Auditing is the 
accumulation and evaluation of evidence about information to 
determine and report on the degree of correspondence between the 
information and established criteria. Auditing should be done by a 
competent, independent person”. Audit adalah sebuah proses 
melakukan perbandingan kesesuaian antara informasi yang 
disediakan dengan sekumpulan kriteria yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Dengan demikian, proses audit ini harus dilakukan oleh 
orang yang independen dan memiliki kompetensi di bidangnya. 


Balsam et al. (2003) dalam penelitiannya yang berjudul Auditor 
Industry Specialization and Earnings Guality menunjukkan bahwa 
kualitas auditor merupakan salah satu faktor yang dapat membatasi 
tingkat diskresi yang dilakukan perusahaan, termasuk di dalamnya 
adalah perencanaan pajak. Reynold dan Francis (2001) dalam 
papernya yang berjudul “Does Size Matter? The influence of Large 
Clients on Office-level Auditor Reporting Decisions” berpendapat 
bahwa auditor besar (the big 6) mampu mendeteksi manajemen laba 
yang diparktikkan oleh para manajer dan membatasi perilaku 
manajer yang oportunis. Hal ini disebabkan karena the big 6 memiliki 
para auditor yang mempunyai pengetahuan lebih baik dibandingkan 
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dengan auditor pada audit firm yang lain. Hasil-hasil penelitian 
lainnya juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang 
menjadi klien audit firm yang mempunyai brand name yang tinggi 
(misal the big 4 atau the big 6) mempunyai akrual diskresionari yang 
lebih rendah (Francis dan Wang, 2006 dalam Ratmono, 2010). Hal ini 
konsisten dengan temuan bahwa kualitas auditor atau pemeriksa 
dapat mencegak terjadinya praktek perencanaan pajak yang agresif. 


Stubben, S. R. (2010) dalam penelitiannya yang berjudul 
Discretionary Revenues as a Measure of Earnings Management, 
menguji revenue model dan accrual model dalam mendeteksi ada 
tidaknya manipulasi dalam manajemen laba, dimana di dalamnya 
termasuk perencanaan pajak. Hasilnya menyatakan bahwa dengan 
pendekatan revenue model, Stubben berhasil mendeteksi adanya 
manipulasi pendapatan dan biaya. 


Pendekatan revenue model menitikberatkan pada pendapatan yang 
memiliki hubungan secara langsung dengan piutang (account 
receivable) atau pos-pos yang terkait dengan piutang, seperti diskon 
penjualan. Dengan membandingkan bagaimana pergerakan saldo 
piutang terhadap pergerakan pendapatan (revenue) Stubben 
berhasilkan membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki 
perubahan saldo piutang yang signifikan, terbukti telah melakukan 
pelanggaran SEC (otoritas pengawas pasar modal AS). Dengan 
demikian dapat juga dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang 
memiliki pergerakan pos piutang yang agresif dibandingkan rerata 
industri, melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif. 
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Tax Me If You Can! 


Oleh Kristian Agung Prasetyo 


Intensifikasi penerimaan negara sulit ditingkatkan di era resesi 
karena pandemi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah 
melalui pemajakan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Pemajakan BUT 
sering terkendala karena penetapan BUT yang terkadang sulit. 
Penyebabnya antara lain adalah karena adanya pengecualian 
terkait kegiatan yang bersifat auxiliary. Paper ini ditujukan 
untuk menunjukkan bahwa cakupan tanggung jawab bisa 
dijadikan sebagai argumen wajib pajak untuk menghindari 
terbentuknya BUT. Ini membuat penggalian potensi 
penerimaan pajak dari transaksi lintas batas semakin sulit. 


Memajaki Entitas Asing 


Kita mafhum bahwa sekarang ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
tengah berupaya keras untuk menambal defisit penerimaan negara, 
termasuk - dan terutama - dari transaksi lintas batas antar negara. 
Tentunya dalam hal ini pajak hanya bisa dikenakan jika ada Bentuk 
Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. 


Akar konsep BUT ada pada benefit principle. Prinsip ini pada 
dasarnya menyatakan bahwa pajak seharusnya dibayar di tempat di 
mana wajib pajak (WP) itu memperoleh benefit (Avi-Yonah, 2015). 
Dalam konteks ini, benefit bisa berupa listrik, internet, jalan raya, dan 
lain sebagainya. Jadi pajak harus dibayar di lokasi di mana WP 
memanfaatkan fasilitas-fasilitas itu. Karena benefit hanya bisa 
diperoleh kalau WP hadir di lokasi itu, maka BUT harus dimaknai 
sebagai fixed place of business. 


Oleh karena itu maka BUT hanya akan terbentuk jika WP mempunyai 
usaha (business) - functional test - di suatu tempat (place) yang 
permanen (fixed). Permanen ini berarti tempat itu harus: 


1. Terkait pada lokasi geografis tertentu (location test). 
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2. Dipakai dalam jangka waktu yang kurang lebih permanen 
(duration test). 
3. Benar-benar dalam penguasaan WP (disposal test). 


Location test pada dasarnya menyatakan bahwa suatu tempat bisa 
menimbulkan BUT kalau tempat itu berada di lokasi tertentu untuk 
melakukan kegiatan usaha. Kata lokasi ini mengacu pada lokasi 
geografis di permukaan tanah (Lang, 2013), seperti alamat atau 
koordinat. Jadi harus jelas tempat di mana kegiatan itu berada. 
Misalnya gudang atau kantor yang jelas mempunyai lokasi di alamat 
atau koordinat di atas peta tertentu. Persyaratan ini yang 
menyebabkan laman web dalam commentary atas OECD Model 
disebutkan tidak dapat menimbulkan BUT karena memang tidak 
mempunyai lokasi fisik tertentu (OECD, 2019). 


Selain unsur geografis, harus ada hubungan intrinsik antara lokasi itu 
dengan aktivitas usaha. Arnold (2016) menyebutnya dengan istilah 
geographical dan commercial coherence. Sebagai contoh, WP yang 
mengikuti pameran GAIKINDO di BSD secara rutin setiap tahun di ICE 
BSD memenuhi unsur geographical coherence karena lokasi pameran 
selalu di ICE meskipun stall yang dipergunakan berpindah-pindah. 
Unsur commercial coherence juga terpenuhi karena memang ada 
aktivitas ekonomi yang dilakukan WP di ICE. 


Sebaliknya desain interior yang menyelesaikan pekerjaan interior 
dalam satu gedung - sehingga geographical coherence terpenuhi - 
namun di perusahaan yang berbeda tidak memenuhi unsur 
commercial coherence karena memang pemilik kantornya berlainan. 
Sebaliknya jika desain interior itu mengerjakan pekerjaan desain 
milik satu perusahaan namun berada dalam gedung yang berlainan - 
meskipun commercial coherence terpenuhi karena perusahaannya 
sama - tidak memenuhi geographical coherence karena memang 
gedungnya berada di lokasi terpisah. Jadi tetap saja BUT tidak ada. 


Tempat yang mempunyai lokasi fisik tertentu saja belum cukup 
untuk menimbulkan BUT. Ada kriteria berikutnya yang harus 
dipenuhi yaitu bahwa tempat itu harus dipergunakan untuk kegiatan 
usaha WP secara permanen (duration test). Jadi tempat itu harus 
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terus dipergunakan WP untuk kegiatan usahanya secara terus- 
menerus, dan bukan untuk aktivitas temporer saja. Secara umum 
aktivitas usaha yang dilaksanakan kurang dari enam bulan tidak 
dianggap sebagai permanen (Lang, 2013). Tentu saja jangka waktu 
enam bulan ini harus dilihat sebagai rule of thumb saja karena BUT 
bisa timbul ketika WP menggunakan kios dalam suatu pameran 
selama tiga minggu saja per tahun (Joseph Fowler v. M.N.R. (1990)) 
atau ketika WP menyewa gudang selama 13 tahun (Transvaal 
Associated Hide and Skin Merchants (Pty) Ltd v. The Collector of 
Income Tax (1964)). Jadi penentuan durasi ini harus dilihat dalam 
konteks usaha WP (Formula One World Championship Limited v. CIT 
(2017)). 


Kemudian, tempat usaha itu harus sepenuhnya berada dalam 
penguasaan WP (disposal test). Ini maksudnya adalah bahwa WP 
harus mempunyai kedaulatan mutlak yang tidak bisa diganggu gugat 
atas penggunaan tempat usahanya yang bersifat permanen itu. Hal 
ini misalnya dapat dilihat ketika WP mendapatkan fasilitas kantor 
dan on-site space yang bisa dikunci di dalam stadion untuk 
menyimpan berbagai peralatan pencahayaan dan audio visual milik 
WP untuk keperluan penyelenggaraan Commonwealth Games di India 
(A.A.R. No 1330 of2012). Ruangan yang bisa dikunci ini menunjukkan 
bahwa WP memang secara penuh mempunyai penguasaan untuk 
menggunakan lokasi itu. 


Jika seluruh test ini terpenuhi, BUT bisa timbul. Ini saja? Tentu tidak. 
Saya sengaja menggunakan kata bisa karena meskipun seluruh tes ini 
terpenuhi, BUT bisa saja tidak timbul jika sifat tempat itu sifatnya 
preparatory atau auxiliary. Apa maknanya? 


Kriteria Auxiliary 


WP bisa mempunyai tempat permanen untuk melakukan usaha 
tanpa menimbulkan BUT jika tempat usaha itu sifatnya pendukung 
(auxiliary) atau berupa kegiatan persiapan (preparatory). 
Pembahasan selanjutnya akan berpusat pada konsep auxiliary. 
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Dalam commentary atas OECD Model dikemukakan bahwa suatu 
kegiatan itu sifatnya auxiliary kalau sifatnya merupakan pendukung 
atas usaha inti WP. Contohnya eksportir buah yang punya gudang 
untuk menyimpan buah di negara lain supaya tetap segar ketika 
dalam proses clearance di Bea Cukai. Di sini gudang hanya berperan 
dalam proses penyimpanan sementara saja. Jadi sifatnya auxiliary. 
Sebaliknya apabila WP mempunyai gudang yang menyimpan suku 
cadang mesin sebagai bagian dari layanan purnajual atas mesin yang 
dijualnya, maka gudang bukan aktivitas pendukung karena 
pemberian layanan purnajual itu termasuk dalam usaha inti WP 
dalam menjual mesin. 


Contoh lain bisa dilihat pada Union of India vs UAE Exchange Center 
(2020). Dalam hal ini UAE Exchange Center - selanjutnya disebut 
dengan UEC - adalah badan usaha di United Arab Emirate (UAE) yang 
bergerak dalam bidang transfer dana dari UAE ke India. Untuk 
menjalankan usahanya ini, UEC membentuk kantor perwakilan di 
India. Kantor ini ditugasi untuk mengurus perizinan terkait dari Bank 
Sentral India (RBI). Izin dari RBI hanya memungkinkan kantor 
perwakilan itu untuk mengurus keperluan administratif dengan bank 
koresponden di India, men-download dan mencetak daftar 
pengiriman uang dari UAE, dan menyampaikan kiriman uang itu ke 
penerimanya. Konsumen bisa memilih uang dikirim melalui bank ke 
rekening penerima atau menggunakan cek yang dibuat kantor 
perwakilan India. Kantor perwakilan ini tidak diperbolehkan untuk 
memperoleh penghasilan dalam bentuk apa pun. Seluruh kebutuhan 
dana kantor perwakilan ini dipenuhi dari kantor UEC di UAE. Proses 
bisnis UEC secara ringkas adalah sebagai berikut: 


1. EUC menawarkan jasa pengiriman uang ke India. 

2. UEC mengikat kontrak dengan pengirim uang yang 
memungkin proses pengiriman uang terlaksana. Pengikatan 
ini dilaksanakan di UAE. 

3. Pengirim menyerahkan uangnya ke UEC untuk dikirimkan 
ke India. Penyerahan uang ini dilakukan di UAE. 

4. Setelah uang diterima, uang ini selanjutnya dikirimkan ke 
India menggunakan dua cara seperti disebutkan 
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sebelumnya. Pengirim uang bisa memilih salah satu dari 
kedua cara itu. 
5. UEC memungut fee di UAE atas seluruh aktivitas ini. 


Dalam tax return yang disampaikan ke kantor pajak India, UEC 
menyatakan tidak ada kewajiban perpajakan di India. 


Ketika aparat pajak menengarai kemungkinan adanya 
ketidakbenaran, UEC mengajukan permohonan untuk memperoleh 
penegasan kepada Authority for Advance Rulings (AAR)2 AAR 
menyatakan bahwa aktivitas kantor perwakilan UEC dapat dibagi 
menjadi dua bagian. Bagian pertama - yaitu pengiriman uang melalui 
bank - termasuk ke dalam kegiatan yang sifatnya auxiliary. Untuk 
kegiatan yang kedua - di mana kantor perwakilan UEC harus 
melakukan download transaksi pengiriman uang, menulis cek, dan 
lalu mengirimkannya ke penerima kiriman - AAR berpendapat 
bahwa kegiatan ini tidak bersifat auxiliary. Oleh karena itu AAR 
berpendapat bahwa UEC mempunyai BUT di India. 


UEC kemudian mengajukan keberatan atas putusan AAR ini ke High 
Court. Putusan High Court menyatakan bahwa kegiatan kantor 
perwakilan UEC tidak signifikan. Selain melalui cek, uang bisa 
dikirimkan melalui bank sehingga aktivitas kantor perwakilan di 
India hanya berupa penunjang yang tidak menimbulkan BUT di India. 
Alhasil tidak ada pajak yang harus dibayar di India karena pajak akan 
dikenakan di residence country di mana WP berasal (Lang, 2013), 
yang dalam konteks kasus ini UAE. 


Kantor pajak India lalu mengajukan putusan ini ke Supreme Court. 
Putusan Supreme Court menyatakan bahwa aktivitas kantor 
perwakilan UEC di India hanya sekedar penunjang. alasannya - 
sesuai dengan izin yang diberikan RBI - UEC di India melalui kantor 
perwakilannya tidak diizinkan untuk mengikat kontrak, tidak 


2 Permohonan penegasan ini - dahulu lazim - sekarang praktis tidak ada di Indonesia. 
Di negara lain - Australia misalnya - wajib pajak bisa memohon untuk memperoleh 
penegasan dari kantor pajak atas bagaimana interpretasi dan tanggapan kantor pajak 
atas permasalahan yang dihadapi WP. Di Australia namanya private ruling. Disebut 
private karena hanya berlaku untuk wajib pajak yang bersangkutan. 
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diizinkan memberikan konsultasi atau jasa lain, tidak diizinkan 
meminjam atau meminjamkan uang, dan tidak pula diizinkan untuk 
menerima penghasilan dari India. Jadi aktivitas mereka di India 
relatif terbatas. Alhasil kantor perwakilan mereka ini bersifat 
auxiliary semata yang - walaupun merupakan fixed place of business 
- tidak dapat menimbulkan BUT. Hal ini membuat pajak penghasilan 
tidak bisa dikenakan karena hanya penghasilan yang melekat pada 
BUT saja yang terutang (Arnold, 2016). Jika BUT-nya saja tidak ada, 
tentu pajaknya juga tidak ada. 


Kesimpulan 


Putusan Supreme Court India ini memberikan penjelasan lebih lanjut 
atas penggunaan istilah auxiliary dalam tax treaty. Di sini Supreme 
Court India menyatakan bahwa kriteria auxiliary bisa terpenuhi - 
dengan demikian menghindari terbentuknya BUT - jika wewenang 
fixed place of business relatif terbatas. Jika tidak ada BUT, maka 
kewenangan untuk mengenakan pajak atas penghasilan WP menjadi 
tidak ada, karena memang unsur benefit tidak terpenuhi. Tanpa BUT, 
tidak ada pajak. Hal ini tentu saja berpotensi membuat upaya DJP 
untuk mengintensifkan penggalian potensi penerimaan pajak dari 
pengenaan pajak penghasilan atas transaksi lintas batas antar negara 
semakin sulit dilakukan. Bagaimana menurut pendapat Anda? 
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Program Business Development 
Service Untuk Mendukung 
Pelestarian Budaya Kain Tapis 
Lampung (Studi Kasus di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Kedaton) 


Oleh Irwan Aribowo dan Sandra Evita Ramadhani 


Program Business Development Service (BDS) adalah suatu 
strategi pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak Usaha 
Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam program BDS ini, 
Direktorat Jendera Pajak (DJP) memberikan pelatihan dan 
bimbingan yang bertujuan untuk mendorong pengembangan 
UMKM di Indonesia. Program BDS diharapkan dapat berjalan 
lancar dan sukses sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai 
yaitu meningkatkan kesadaran (awareness), keterikatan 
(engagement) dan kepatuhan (compliance) terhadap pajak 
sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan 
pajak. 


1. Pendahuluan 


Pemerintah terus memberikan perhatian kepada sektor swasta yang 
memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak. Salah satunya 
adalah dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Walaupun dilihat 
dari skala ekonominya masih kecil, namun jumlah UMKM sangat 
banyak dan dominan. UMKM merupakan suatu usaha yang memiliki 
peran penting dalam pergerakan ekonomi di Indonesia baik dari segi 
jumlah usaha maupun dari segi lapangan kerja yang tercipta dari 
usaha ini. Jenis-jenis bidang usaha yang dijalankan oleh para 
pengusaha tersebut antara lain fashion, kuliner, pendidikan, travel, 
agribisnis, kerajinan, dan lain-lain. Sektor UMKM mempunyai 
peranan yang strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai 
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aspek dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia ini (Damayanti, 
Sudrajat dan Amah, 2019). 


Laba dan omset UMKM memang lebih kecil jika dibandingkan dengan 
perusahaan besar di Indonesia. Keberadaan UMKM yang hampir 
dapat dijumpai di setiap tempat ini mampu memberikan kontribusi 
yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketua Asosiasi 
UMKM Indonesia, Muhammad Ikhsan Ingratubun, mengatakan 
bahwa data per 2018 sektor UMKM menyumbang Rp8.400 triliun 
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut setara 
dengan 60Y6 dari Rp14.000 triliun PDB Indonesia di 2018. Selain itu, 
kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia adalah pada 
tenaga kerjanya. UMKM berhasil menyerap 121 juta tenaga kerja. 
Angka tersebut sekitar 9696 dari serapan tenaga kerja Indonesia di 
2018 yang sebesar Rp170 juta. Secara pertumbuhan, mengalami 
pertumbuhan 596 setiap tahunnya (Hartomo, 2019). Angka serapan 
tenaga kerja tersebut diperkirakan akan bertambah setiap tahunnya 
karena pada zaman modern ini sudah banyak muncul perusahaan- 
perusahaan rintisan baru seiring dengan berkembangnya teknologi 
digital. Namun, apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM 
terhadap penerimaan pajak, terdapat miss-match dimana kontribusi 
UMKM pada penerimaan perpajakan masih sangat kecil, yaitu kurang 
lebih 0.50 dari total penerimaan pajak. Ketidakseimbangan 
kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat 
ketaatan dan kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan masih sangat rendah (Idris, 2018). 


UMKM dan BDS 

Direktorat Jendral Pajak (DJP) selalu berusaha meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di antaranya dengan 
cara menciptakan program-program baru yang mendukung 
tercapainya penerimaan pajak setiap tahunnya. Salah satu program 
yang dibuat oleh DJP adalah program Business Development Service 
(BDS). BDS adalah suatu strategi pembinaan dan pengawasan kepada 
Wajib Pajak UMKM. Dalam program BDS ini, DJP memberikan 
pelatihan dan bimbingan yang bertujuan untuk mendorong 
pengembangan UMKM di Indonesia. Sejalan dengan itu, ditingkatkan 


60 


Bunga Rampai | KEUANGAN NEGARA 2020 


pula pemahaman terkait kewajiban untuk memiliki Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP) bagi usahawan, serta hak dan kewajiban 
perpajakannya. Pada tahun 2018, DJP mengeluarkan peraturan 
mengenai pelaksanaan program BDS yaitu Surat Edaran Dirjen Pajak 
Nomor 13/PJ/2018. Peraturan tersebut menetapkan bahwa 
pembinaan UMKM melalui program BDS dilaksanakan oleh seluruh 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama. DJP mulai bekerja sama dengan 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki mitra binaan 
dengan harapan dapat menambah jumlah UMKM di Indonesia. DJP 
juga melakukan kerja sama dengan 27 instansi yang terdiri dari 21 
BUMN, satu kementerian, dua asosiasi, dan dua lembaga untuk 
melaksanakan program BDS ini (Sukarno, 2019). 


Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau 
Sumatera yang memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak. Menurut 
CNBC Indonesia, Produk Domestik Regional Lampung menjadi yang 
tertinggi di wilayah Sumatera selama periode 2014-2016 dengan 
rata-rata pertumbuhan sebesar 9,1796. Berdasarkan data dari Badan 
Pusat Statistik (BPS), kabupaten atau kota yang memiliki UMK 
terbesar di Provinsi Lampung adalah di Kota Bandar Lampung 
dengan jumlah UMK sebesar 114.809. 


Tabel 1. UMKM Kota Bandar Lampunt Tahun 2017 


Jumlah | Presentase (Yo) 
Lampung Selatan 
Lampung Timur 
Lampung Tengah 
Lampung Utara 
Way Kanan 
Tulang Bawang 


Pesawaran 40.686 
Pringsewu 39.715 
Mesuji 16.417 


Tulang Bawang Barat 
Pesisir Barat 
Bandar Lampung 
Metro 


Sumber: Badan Pusat Statistik 
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Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
Menurut peraturan tersebut, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam 
rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi 
ekonomi yang berkeadilan. Usaha mikro, kecil, dan menengah 
merupakan tiga klasifikasi usaha yang memiliki definisi dan 
klasifikasi yang berbeda. 


Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha 
Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha 
mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling 
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 


Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
ini. Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan 
tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai 
dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 
rupiah). 


Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 
tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah 
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha menengah adalah adalah 
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memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai 
dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 
rupiah). 


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Wajib 
Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak 
Penghasilan final merupakan Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib 
Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, 
atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh 
penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 
satu tahun pajak. Jadi, jika dikaitkan dengan pengertian UMKM 
berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, jenis usaha yang memiliki 
peredaran bruto tertentu adalah seluruh usaha mikro, seluruh usaha 
kecil, dan sebagian usaha menengah. 


Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development (2001, 
11) mendefinisikan Business Development Services (BDS) adalah 
layanan atau jasa yang dapat meningkatkan kinerja suatu usaha, 
akses pasar, dan kemampuan untuk bersaing. BDS dirancang untuk 
melayani bisnis individu. Layanan bisnis ini dapat berupa pelatihan, 
konsultasi, pemasaran, pemberian informasi, pengembangan dan 
transfer teknologi, hubungan bisnis baik dalam upaya strategis 
maupun operasional. Ombi, Ambad, dan Bujang (2018, 120) 
menyebutkan bahwa BDS dapat juga didefinisikan sebagai layanan 
nonkeuangan dan produk yang ditawarkan kepada pelaku usaha di 
berbagai tahapan kebutuhan bisnis mereka. Tujuannya adalah untuk 
membantu usaha kecil dan menengah mengatasi kendala internal 
dan eksternal dalam pengembangan bisnis pelaku usaha tersebut 
dengan demikian akan meningkatkan kinerja mereka. Menurut Putri, 
Pradhanawarti, dan Prabawani (2014, 9) mengemukakan bahwa 
salah satu yang memengaruhi pengembangan usaha adalah peran 
BDS. 
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Pelaksanaan BDS oleh Direktorat Jenderal Pajak diatur dalam Surat 
Direktur Jenderal Pajak Nomor S-284/PJ.13/2016 tentang 
Pelaksanaan Pembinaan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah 
(UKM) melalui Program Business Development Services (BDS). 
Pelaksanaan penyuluhan melalui konsep BDS ini menggunakan 
metode penyuluhan yang baru dengan mengombinasikan antara 
materi yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM dalam 
pengembangan usaha dan materi perpajakan. Berdasarkan Surat 
Direktur Jenderal Pajak Nomor S-284/PJ.13/2016, tujuan dari 
program BDS ini adalah menjangkau ekonomi informal melalui 
pendekatan end-to-end dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 
UKM. Awalnya, program BDS ini dilakukan uji coba pada 8 (delapan) 
Kantor Wilayah (Kanwil) DJP yaitu Kanwil DJP Kalimantan Selatan 
dan Tengah, Kanwil DJP Sumatera Utara I, Kanwil DJP Kalimantan 
Timur dan Utara, Kanwil DJP Jawa Tengah I, Kanwil DJP Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Kanwil DJP Banten, Kanwil DJP Jakarta Timur, 
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara 
pada tahun 2015. 


Pada tahun 2018, DJP menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal 
Pajak Nomor SE-13/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program 
BDS. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa program BDS 
adalah salah satu strategi pembinaan dan pengawasan kepada Wajib 
Pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan 
usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran (awareness), keterikatan (engagement), 
dan kepatuhan (compliance) terhadap pajak. Program BDS ini 
menjangkau Wajib Pajak melalui pendekatan end-to-end untuk 
UMKM dan dapat memperluas basis data perpajakan agar dapat 
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pemenuhan 
kewajiban dan hak Wajib Pajak UMKM. Surat Edaran ini bertujuan 
untuk keseragaman pokok-pokok pelaksanaan program BDS di 
seluruh unit DJP. Pelaksanaan program BDS ini dapat berupa 
workshop, pelatihan kewirausahaan, seminar, kelas pajak tematik, 
dan lain-lain. KPP Pratama dapat melakukan kerja sama dengan 
instansi, lembaga, asosiasi, dan/atau pihak lain dalam melaksanaan 
pembinaan UMKM. 
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BDS Perajin Kain Tapis di Wilayah KPP Pratama Kedaton 


Perajin kain tapis di wilayah kerja KPP Pratama Kedaton dapat dilihat 
dari tiga sisi, yaitu dari pertambahan jumlah Wajib Pajak, 
penerimaan pajak, dan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM 
perajin kain tapis di tahun 2019. Pertama, jika dilihat dari jumlah 
Wajib Pajak, WP UMKM yang termasuk perajin kain tapis selalu 
bertambah pada tahun 2015 sampai per April 2020. Walaupun 
persentasenya tiap tahun mengalami penurunan, tetapi setiap 
tahunnya selalu ada kenaikan jumlah Wajib Pajak. Di tahun 2016, 
Wajib Pajak yang termasuk perajin kain tapis mengalami 
pertumbuhan sebesar 118,18”6. Persentase pertumbuhan tersebut 
merupakan persentase tertinggi jika dilihat dalam lima tahun 
terakhir. Di tahun 2017 dan 2018 pertumbuhan jumlah Wajib Pajak 
meningkat sebesar 1009 dan 60,416. Di tahun 2019 setelah 
diadakannya program BDS, wajib pajak UMKM perajin tapis tetap 
bertambah sebesar 23,386. Walaupun persentase pertumbuhan ini 
merupakan persentase terkecil selama lima tahun terakhir, tetapi 
dengan adanya program BDS tetap memiliki manfaat menambah 
jumlah Wajib Pajak walaupun pertambahannya tidak signifikan. Jadi, 
pelaksanaan program BDS ini memiliki peran terhadap pertumbahan 
Wajib Pajak UMKM tapis di KPP Pratama Kedaton karena di tahun 
2019 terdapat kenaikan jumlah Wajib Pajak sebesar 23, 3896 dan per 
April 2020 juga sudah terdapat kenaikan sebesar 6,32Y6. Tetapi, 
peran tersebut tidak terlalu signifikan. 


Gambar 2. Persentase Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM 
Perajin Kain Tapis 
Presentase Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM 
Pengrajin Tapis 
140,00M 
120,00 
100, 0006 
80,00 
A00 


20,0ox 


00016 


2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 


Sumber: Diolah dari KPP Pratama Kedaton 
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Selanjutnya, jika dilihat dari sisi penerimaan pajak dari WP UMKM 
yang termasuk perajin kain tapis mengalami naik turun setiap 
tahunnya. Di tahun 2016, persentase penerimaan pajak mengalami 
penurunan sebesar 21,59Y9 sedangkan di tahun 2017 mengalami 
kenaikan yang signifikan sebesar 46696. Kenaikan penerimaan pajak 
di tahun 2017 ini sejalan dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak 
di tahun 2017 sebanyak 10094. Di tahun 2018, persentase tersebut 
mengalami penurunan kembali sebesar 42,736. Salah satu penyebab 
menurunnya penerimaan pajak ini adalah karena berubahnya tarif 
Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau 
diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dari 
199 menjadi 0,5y6. Pada bulan Januari sampai Juni tahun 2018 tarif 
yang digunakan adalah 1x6 dan untuk bulan Juli sampai Desember 
2018 sudah menggunakan tarif baru yaitu sebesar 0,596. Di tahun 
2019, persentase tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,66Y4. Per 
April 2020, jumlah penerimaan pajak untuk Wajib Pajak UMKM tapis 
ini adalah sebesar Rp5.379.665,00. Naik turunnya penerimaan pajak 
untuk UMKM yang termasuk perajin kain tapis ini menandakan 


bahwa Wajib Pajak belum sepenuhnya patuh dalam hal pemba 


yaran pajak. Hal ini dapat disebabkan masih kurangnya pengetahuan 
wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya dan kurangnya 
sosialisasi dari fiskus untuk terus mengingatkan para Wajib Pajak 


dalam hal pembayaran pajaknya. 


Gambar 3. Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak dari Wajib 
Pajak UMKM yang Termasuk Perajin Kain Tapis 
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Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak dari Wajib 
Pajak UMKM yang Termasuk Perajin Kain Tapis 


Sumber: Diolah dari KPP Pratama Kedaton 


Dari sisi pelaporannya, jumlah Wajib Pajak yang termasuk UMKM 
tapis ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah Wajib 
Pajak terdaftarnya. Jika dilihat dari jumlah pelaporan SPT Tahunan 
maka jumlah Wajib Pajak UMKM tapis yang melaporkan SPT 
Tahunan selalu mengalami peningkatan kecuali di tahun 2019. 
Namun apabila dilihat dari persentase pertumbuhan pelaporan SPT 
Tahunan cenderung menurun. Berdasarkan persentase 
pertumbuhan pelaporan SPT Tahunan setiap tahunnya, pada tahun 
2016 mengalami kenaikan sebesar 206 dibandingkan dengan 2015. 
Lalu, pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan 
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 58,33Y4. 
Di tahun 2018, persentase pertumbuhan pelaporan SPT Tahunan 
Wajib Pajak UMKM tapis menurun menjadi sebesar 26,3296, tetapi 
untuk jumlah pelaporan SPT Tahunannya masih mengalami 
peningkatan. Di tahun 2019 ini, persentase pelaporan SPT Tahunan 
dan jumlah Wajib Pajak yang melapor juga menurun. Persentase 
penurunannya yaitu sebesar 25Y9 dibandingkan dengan tahun 2018. 
Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan Wajib 
Pajak mengenai apa-apa saja kewajiban perpajakannya dan 
kurangnya sosialisasi dari fiskus untuk terus mengingatkan para 
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Wajib Pajak dalam hal melaporkan SPT Tahunan. Selain itu, 
menurunnya jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan ini 
dapat disebabkan oleh adanya pandemi yang sedang melanda 
seluruh dunia ini sehingga wajib pajak lebih memilih untuk tidak 
melaporkan SPT Tahunan. Walaupun dalam pelaporan SPT Tahunan 
bisa dilakukan secara online, tetapi masih banyak Wajib Pajak yang 
memilih untuk melaporkan pajaknya dengan datang langsung ke 
kantor pajak agar dapat langsung dibantu oleh petugas pajak. 
Sebagaimana diketahui, pelaporan SPT Tahunan yang hanya 
dilakukan setahun sekali tentunya tidak semua Wajib Pajak ingat 
dengan cara-cara dalam melaporkan SPT Tahunan tersebut. 


Gambar 4. Persentase Pertumbuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib 
Pajak yang Termasuk Perajin Kain Tapis 


Persentase Pertumbuhan Pelaporan SPT Tahunan 
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Sumber: Diolah dari KPP Pratama Kedaton 


Dampak program BDS di KPP Pratama Kedaton ini dalam jangka 
pendek memang belum terlalu terlihat. Fokus KPP Pratama Kedaton 
agar para pelaku usaha tapis memiliki NPWP terlebih dahulu. Untuk 
dampak jangka panjangnya. Pelaksanaan program BDS KPP Pratama 
Kedaton dilakukan dengan cara memberikan informasi bagi pelaku 
usaha UMKM tapis seperti cara mengelola keuangan yang baik dan 
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benar, cara memasarkan produk-produknya, persyaratan dalam 
mengajukan kredit di bank yang dapat digunakan sebagai modal, dan 
proses bisnis yang dapat diterapkan dalam menjalankan usaha 
UMKM tapis ini. Jika para pelaku usaha menerapkan apa yang telah 
mereka dapat pada kegiatan BDS ini, akan ada perubahan yang lebih 
baik dalam pengelolaan usaha mereka. Contohnya cara memasarkan 
produk. Pada zaman yang serba teknologi ini, para pelaku usaha 
UMKM kain tapis dapat memanfaatkan media sosial untuk 
mempromosikan kerajinan tapisnya dan memanfaatkan market 
digital dalam penjualannya. Jadi, para pelaku usaha dapat lebih 
mengembangkan usahanya melalui promosi dan menjual melalui 
online. 


Kesimpulan 


Program BDS belum memiliki peran yang besar terhadap jumlah 
pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM perajin kain tapis. 
Dampak dari program BDS dalam jangka pendek memang belum 
terlalu terlihat secara nyata. Dengan diadakannya program BDS oleh 
KPP Pratama Kedaton diharapkan para UMKM perajin kain tapis 
dapat lebih mengembangkan usahanya sehingga ke depannya dapat 
berkontribusi dalam penerimaan pajak. 
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Mitigasi Korupsi di Tengah Pandemi 
Covid-19 Demi Menyelamatkan 
Keuangan Negara 


Adnan Topan Husodo?, Edi Suryanto?, Akhmad Solikin? Subagio3, 
Sopian3, 


1Indonesia Corruption Watch, ?Komisi Pemberantasan Korupsi, 
3Politeknik Keuangan Negara STAN 


Untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19, pemerintah 
melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 
dengan mengalokasikan dana yang sangat besar. Mengingat 
skala dampak dan perlunya kecepatan respon, pemerintah 
kemudian menyusun UU 2 Tahun 2020, yang melonggarkan 
beberapa peraturan. Kelonggaran peraturan dapat menjadi 
potensi korupsi, khususnya dalam bantuan sosial, pengadaan 
barang dan jasa, serta hibah. Mitigasi dapat dilakukan dalam 
penguatan tata kelola, penanaman nilai-nilai, maupun 
penguatan penyelenggara negara yang bersih. 


PENDAHULUAN 


Pemberantasan korupsi merupakan upaya sistematis yang dilakukan 
segenap bangsa Indonesia untuk menindak dan mencegah korupsi. 
Aspek penindakan korupsi merupakan upaya untuk melakukan 
penegakan hukum kepada personal yang telah melakukan kejahatan 
korupsi. Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan agar tindak 
pidana korupsi dapat dicegah sehingga tidak terjadi korupsi. Sejarah 
mencatat bahwa pelaku tindak pidana korupsi memiliki latar 
belakang pendidikan yang memadai dan menyandang gelar 
akademik mulai dari Strata 1, Strata 2 hingga Strata 3 dari berbagai 
latar belakang disiplin keilmuan. Untuk menyadarkan masyarakat 
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akan bahaya korupsi, pendidikan tentang anti korupsi perlu terus 
diberikan kepada masyarakat. 


Tindak pidana korupsi dapat diulas dari berbagai sudut pandang 
keilmuan. Berbagai literatur telah mengulas permasalahan korupsi 
dari disiplin ilmu hukum, politik, sosial, budaya, psikologi, tata kelola 
pemerintahan, sistem dan teknologi informasi maupun disiplin ilmu 
yang berkaitan dengan humaniora. Untuk itu perlu pemahaman serta 
kesadaran pentingnya memberantas korupsi melalui jalur 
pendidikan serta partisipasi publik yang berperan dalam 
mewujudkan masyarakat yang bersih dari korupsi. 


Di sisi lain, saat ini bangsa Indonesia tengah dilanda musibah 
pandemi yaitu Covid-19. Pandemi Covid-19 ini memaksa segenap 
masyarakat untuk menghindari interaksi secara langsung antar 
sesama manusia agar tidak terinfeksi dan sekaligus menghambat 
menyebarnya virus ini. Pembatasan interaksi ini berdampak 
langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dampak dari 
menurunnya aktivitas ekonomi ini adalah kekhawatiran akan 
meningkatnya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan masalah- 
masalah sosial lain. 


Guna menjaga agar tidak terjadi peningkatan angka kemiskinan dan 
menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum, 
pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan baik 
hukum, politik maupun ekonomi. Salah satu kebijakan tersebut 
adalah terbitnya UU No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No 1 
Tahun 2020 menjadi UU. Selain dikritik karena mengubah banyak 
peraturan, UU ini juga dikritik karena dalam Pasal 27 mengatur 
bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan ekonomi bukan 
merupakan kerugian negara dan pejabat yang membuat kebijakan 
tidak dapat dituntut. Menurut pengkritik, beleid tersebut dapat 
membuat pejabat kebal hukum (Kompas, 2020), dan dapat memantik 
moral hazard. 


Untuk menjaga agar tujuan UU No 2 Tahun 2020 tetap sesuai dengan 
tujuan dikeluarkannya maksud hukum tersebut dari tindak pidana 
korupsi, maka perlu dilakukan penyebarluasan informasi tentang 
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bahaya korupsi yang dapat dilakukan oleh oknum-oknum tertentu 
dengan memanfaatkan momentum terbitnya UU No 2 Tahun 2020 
tersebut. Artikel ini merupakan upaya untuk mengisi kesenjangan 
tersebut, sekaligus usaha kecil ikut mendokumentasikan 
laboratorium sosial wabah Covid-19. 


Korupsi dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Tidak hanya pada 
saat normal, korupsi bahkan terjadi juga di masa pandemi. Tema 
“melawan korupsi di tengah pandemi” ini penting diangkat bukan 
hanya karena besarnya anggaran penanganan Covid-19 yang 
membengkak dari Rp405,1 triliun menjadi Rp695,2 triliun 
(kemenkeu, 2020) yang harus diamankan, melainkan juga agar 
pemberantasan korupsi tidak stagnan di masa pandemi ini. 


INSPIRASI DARI TEORI 


Terdapat beberapa teori yang dapat dipakai untuk menjelaskan 
penyebab korupsi (Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, 2020). Robert 
Klitgaard menyatakan bahwa korupsi dapat terjadi karena monopoli 
dan diskresi tetapi sangat minim akuntabilitas. Teori ini lebih dikenal 
dengan istilah teori persamaan korupsi C- M - D - A, dengan Cadalah 
korupsi, M adalah monopoli, D adalah diskresi dan A adalah 
Akuntabilitas. Monopoli terjadi ketika tidak adanya alternatif 
kebijakan/perangkat. Di lain pihak, diskresi adalah kewenangan 
yang longgar untuk mengambil keputusan. Kedua hal tersebut bila 
tidak dikemas dalam kerangka akuntabilitas yang baik, akan dapat 
menimbulkan peluang adanya korupsi. 


Jack Bologne mengusulkan teori GONE yang terdiri dari: (1) Greed 
yang berarti adanya keserakahan dari manusia tersebut, (2) 
Opportunity yang berarti adanya peluang untuk melakukan korupsi, 
(3) Need yang berarti desakan kebutuhan yang menyebabkan adanya 
pikiran untuk melakukan korupsi, dan (4) Exposure yang berarti 
bagaimana faktor penyebab korupsi dapat diungkapkan dan 
diberitahukan ke khalayak ramai. Selain itu, Robert Merton 
menyatakan memandang korupsi dari aspek sosial. Korupsi 
merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan 
sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma dan aturan. 
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Selanjutnya, Emilie Durkheim berpendapat tentang Social Solidarity 
Theory, dimana teori tersebut menyebutkan bahwa pada dasarnya 
sifat manusia itu pasif, namun keadaan dirinya ditentukan oleh 
lingkungan. Kemudian, Donald Cressey berpendapat tentang 
Triangle Fraud Theory. Teori tersebut menyebutkan bahwa penyebab 
korupsi adalah Pressure (tekanan), Opportunity (peluang), dan 
Rationalization (pembenaran). Selanjutnya, Wolfe dan Hermanson 
berpendapat tentang Fraud Diamond Theory yang merupakan 
pengembangan fraud triangle theory. Dalam teori ini disebutkan 
bahwa korupsi terjadi karena adanya tekanan, peluang, dan 
pembenaran serta adanya kapabilitas/kemampuan untuk 
melakukan tindakan tersebut. 


Dengan mempertimbangkan teori-teori korupsi tersebut di atas, 
terdapat empat hal yang terkait dengan teori korupsi. Yang pertama 
adalah aspek individu dan masyarakat (moralistik, etis, dan 
sosiologis), di mana korupsi tersebut dapat dicegah melalui 
pendidikan, pelatihan, coaching, kampanye, dan sosialisasi: dengan 
sasarannya adalah masyarakat umum, pegawai, manajer, pejabat 
publik. Yang kedua adalah sistem (teknokrat), yang korupsinya dapat 
dicegah melalui perbaikan proses bisnis, SOP, manajemen risiko, red 
flags, penerapan IT, aplikasi, dan pengawasan yang baik, dengan 
sasaran utamanya adalah sistem birokrasi. 


Aspek yang ketiga adalah kekuasaan (politis), yang korupsinya dapat 
dicegah melalui kontrol kekuasaan, akuntabilitas, reformasi politik, 
dan keterbukaan keuangan publik, dengan sasarannya adalah partai 
politik, parlemen, dan pejabat politik. Aspek yang keempat adalah 
diskresi (regulasi), dimana korupsi yang terkait diskresi dapat 
dicegah melalui pembatasan wewenang, akuntabilitas proses bisnis 
badan publik, kontrol wewenang, dan mengurangi politisasi, dengan 
sasaran utamanya adalah lembaga peradilan. 


Dilihat dari lensa mikro, korupsi terjadi berawal dari individu yang 
telah bekerja sekian lama sehingga mengetahui celah-celah dari 
pekerjaannya tersebut. Adanya celah dan desakan kebutuhan 
membuat individu tersebut memiliki niat untuk korupsi. Kemudian, 
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individu tersebut melihat adanya kesempatan, sehingga terjadilah 
korupsi. 


Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan 
masalah yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang 
komplek seperti perspektif manusia, administrasi publik, politik, 
hukum, akuntansi, sosiologi, teknologi, dan sebagainya. Oleh karena 
itu, pendekatan pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui 
pemberian tekanan khusus pada faktor yang paling krusial dan pada 
saat yang sama menggunakan berbagai strategi secara paralel. 
Kerangka pemberantasan korupsi perlu diletakkan pada kebijakan 
nasional yang jelas, terukur, dan menitikberatkan pada usaha yang 
dapat memberi pengaruh langsung bagi masyarakat. Pemberantasan 
korupsi perlu dilakukan secara komprehensif sehingga dapat 
meningkatkan kepercayaan stakeholders, menimbulkan efek jera 
dan mencegah pelaku lain, serta mengoptimalkan penyelamatan 
uang negara (Waluyo, 2014). 


Lalu, bagaimana caranya untuk memberantas korupsi itu? Ada dua 
faktor yang dapat menjadi penyebab korupsi yaitu lemahnya sistem 
dan individu tersebut. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi 
satu sama lain. Korupsi sangat merugikan negara karena selain 
merugikan negara berupa uang yang dikorupsi (biaya eksplisit 
korupsi), masih banyak komponen biaya yang dikeluarkan untuk 
menangani korupsi, antara lain biaya implisit korupsi, biaya 
antisipasi tindak korupsi, dan biaya akibat reaksi terhadap korupsi. 

Kemudian, terdapat istilah trisula korupsi, yaitu: 

a. Sistem yang sangat rawan korupsi (pencegahan). Solusinya 
adalah perbaikan sistem. Dengan adanya pencegahan, diharapkan 
setiap individu tidak dapat melakukan korupsi. 

b. Integritas rendah (edukasi). Solusinya adalah membangun 
integritas dan budaya anti korupsi. Dengan adanya edukasi, 
diharapkan setiap individu memiliki kesadaran antikorupsi. 

c. Penegakan hukum buruk (penindakan). Solusinya adalah 
penindakan yang kuat, konsisten dan independen. Dengan adanya 
penindakan, diharapkan individu akan takut melakukan korupsi. 


77 


Perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia telah 
menumbuhkan harapan di masyarakat untuk mewujudkan 
pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Setiap 
pemerintahan mempunyai tantangannya sendiri untuk 
menyeimbangkan antara menghapus korupsi dengan menjaga 
dukungan politis yang stabil dan kuat yang diperlukan bagi 
pencapaian kemajuan ekonomi (Indrayana, 2017). Diantara 
tantangan atau guncangan tersebut adalah dilakukannya revisi 
terhadap UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diangap 
merupakan upaya pelemahan KPK (Probo DS, 2020). Salah satu poin 
revisi UU KPK telah mengubah independensi dan status SDM menjadi 
bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). 


PELUANG KORUPSI DI MASA PANDEMI 


Perjalanan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia sejak era 
reformasi memiliki kemajuan yang meningkat. Data Indeks Persepsi 
Korupsi (Corruption Perception Index, CPI) di Indonesia mengalami 
peningkatan dan pada akhir 2019 telah mencapai indeks 40. Indeks 
CPI yang paling baik ada pada angka 100 dan paling buruk pada 
angka 0. Di sisi lain, indeks suap menyuap yang diterbitkan oleh PERC 
mengalami penurunan yang perlahan dan menjadi 7.57 pada tahun 
2018. Indeks ini menunjukkan bahwa angka 10 merupakan negara 
yang tingkat suap-menyuap sangat tinggi dalam dunia usaha dan 
angka 0 adalah negara yang tidak ada suap menyuap dalam kegiatan 
dunia usaha khususnya dalam proses perijinan. 


Indeks CPI dan Indeks Bribery sejalan dengan penindakan korupsi 
yang dilakukan oleh KPK yaitu kasus korupsi yang banyak terjadi dan 
dilakukan penegakan hukum pada tahun 2019 adalah suap menyuap 
sebanyak 119 kasus dan korupsi di sektor Pengadaan Barang dan 
Jasa adalah sebanyak 18 kasus. Data tindak pidana korupsi ini sejalan 
dengan penelitian George A. Manning dalam TM Tuanakotta (2017) 
yang menyatakan bahwa masyarakat Asia memandang bahwa 
bribery adalah hal yang lumrah dalam melakukan kegiatan usaha 
agar pelaku bisnis dapat mengatur segala sesuatu yang diinginkan 
termasuk mengkondisikan para penegak hukum menjadi pelindung 
kepentingan bisnisnya. 
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Untuk mengatasi pandemi Covid-19, pemerintah bersama dengan 
DPR telah mengeluarkan UU No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Perpu No 1 Tahun 2020 Menjadi UU. Dari sudut kebijakan fiskal, 
pemerintah diberikan kewenangan untuk melebarkan defisit APBN 
di atas 399, penyesuaian belanja wajib, pengeluaran anggaran 
walaupun belum ada atau belum cukup ketersediaan anggarannya, 
dan fleksibilitas dalam pergeseran anggaran. Dari sudut moneter, 
pemerintah bersama Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk 
melakukan pinjaman likuiditas jangka pendek, likuiditas khusus, 
membeli SUN/SBSN dan membeli atau repo surat berharga LPS. 
Pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp652 trilyun 
untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi 
nasional termasuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha 
rakyat. 


Dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 tercakup 3 (tiga) kebijakan 
keuangan negara, yakni meliputi kebijakan pendapatan negara, 
kebijakan belanja negara, serta kebijakan pembiayaan. Ketiga 
kebijakan tersebut tentu perlu kita kawal, kita pantau agar semua 
kebijakan dapat berjalan tepat sasaran, akuntabel, transparan, serta 
bersih dari penyelewengan dan korupsi. 


Berdasarkan Pasal 2 UU No 24/2007 tentang penanggulangan 
bencana, salah satu prinsip dalam penanggulangan bencana adalah 
cepat dan tepat. Mengingat sifat dalam penanganan bencana yang 
mendesak, namun dalam impelementasinya kadang-kadang 
kecepatan tersebut tidak diikuti dengan ketepatan. Dengan kata lain 
rawan terjadi penyelewengan atau korupsi. Masalahnya 
berdasarkan Pasal 27 UU tersebut, jika terjadi tindak pidana korupsi 
dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, tidak serta merta pembuat 
kebijakan dapat diperkarakan. Oleh karena itu harus dicari pelaku 
sebenarnya yang bisa dimintai pertanggungjawaban di muka 
pengadilan. Oleh karenanya harus dibedakan antara ranah kebijakan, 
adminstratif, dan ranah hukum. Hal ini sangat penting agar para 
pembuat kebijakan tidak takut untuk menjalankan tugas nya dalam 
rangka implementasi ketentuan per-undang-undangan yang berlaku. 
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Terdapat beberapa masalah governance kebijakan Covid-19, yaitu (1) 
informasi publik yang sangat tertutup karena pemerintah hanya 
membuka informasi secara umum, khususnya dalam proses 
pembuatan Perpu 1 Tahun 2020, (2) akuntabilitas perencanaan dan 
pelaksanaan program sangat minim, (3) pemberian diskresi yang 
terlalu besar, (4) impunitas pejabat public sebagaimana Pasal 27 UU 
2 Tahun 2020, dan (5) tidak jelasnya mekanisme oversight (Monev) 
dan fraud control. Dengan demikian, terdapat asumsi dasar peluang 
penyimpangan, yaitu kondisi pandemi menyebabkan mekanisme 
yang mencegah penyimpangan terpangkas: kebutuhan mendesak 
menyebabkan pengadaan dilakukan dengan mekanisme cepat, 
situasi yang tidak menentu menjadikan harga barang/jasa tidak 
stabil: semakin besar dan tersebar kewenangan, semakin besar 
potensi penyimpangan, dan semakin sulit pengawasan: tidak 
transparannya data pemerintah dan rendahnya akurasi data, serta 
lemahnya badan-badan publik. 


Dengan demikian, terdapat potensi korupsi yang dapat berupa 
belanja sektor kesehatan (pusat-daerah) yang dapat berupa belanja 
fiktif, penggelembungan belanja kesehatan, mark up, suap: belanja 
bantuan sosial (pusat-daerah) yang dapat berupa pemotongan dana 
bansos, under value bansos barang, penyelewengan program kartu 
pra kerja, dan PEN. Secara umum potensi korupsi dapat 
dikelompokkan menjadi dua yaitu korupsi dalam pembuatan 
kebijakan dan korupsi dalam implementasi kebijakan. 


MEMBATASI KORUPSI DI MASA PANDEMI 


Dua aspek dalam strategi antikorupsi meliputi penindakan dan 
pencegahan. Dalam masa pandemi ini, penting untuk menjaga agar 
upaya pencegahan korupsi diutamakan. Pencegahan dapat dilakukan 
dengan memperbaiki sistem, pengendalian fraud, pelaksanaan tata 
kelola yang baik, maupun dalam bentuk pendidikan yaitu lewat 
sosialisasi dan penanaman nilai-nilai antikorupsi (Sofhian, 2020, 
Subagio dan Solikin, 2020). 


Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, terdapat peluang terjadinya 
korupsi sehingga diperlukan pengawasan terhadap kebijakan yang 
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diambil. Terdapat tiga sistem pengawasan yang perlu dilakukan 
terhadap kebijakan COVID-19 yaitu pada tahap perencanaan proyek, 
pelaksanaan proyek, dan setelah proyek selesai. Pada tahap 
perencanaan proyek dapat terjadi berbagai kebijakan yang dilakukan 
tanpa melalui prosedur yang semestinya karena dibutuhkan 
kecepatan dalam mengambil kebijakan. Peran DPR, media, dan 
masyarakat sangat berguna untuk mengawasi pengambilan 
kebijakan ini. 


Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan proyek diawasi oleh 
Ombudsman RI, Lembaga Kebijakan Pengadaan Brang dan Jasa 
Pemerintah (LKPP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 
pers, masyarakat sipil, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), 
dan Aparat Penegak Hukum (APH). Lalu, setelah proyek selesai bila 
terjadinya fraud yang bisa dianggap kerusakan permanen, maka 
otoritas yang berwenang harus mengawasi dan menindaknya. 
Otoritas yang dimaksud adalah BPK RI, APIP, APH (meliputi KPK, 
Kepolisian, dan Kejaksaan), dan BPKP RI. Masyarakat dan media 
tetap memiliki peran krusial untuk mendorong usaha penegakan 
hukum yang efektif, meskipun tujuan utama dari pemberantasan 
korupsi adalah mencegah agar korupsi tidak terjadi. Bagaimanapun, 
keberhasilan pemberantasan korupsi mensyaratkan kerjasama KPK 
dengan pihak-pihak lain (Illahi & Alia, 2017, Schiitte, 2012). 


Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mencegah korupsi dalam 
pembuatan kebijakan adalah memastikan berbagai penyusunan 
regulasi turunan UU No 2 Tahun 2020 dilakukan transparan dan 
akuntabel, tidak mengandung ketentuan yang menimbulkan potensi 
konflik kepentingan atau mengarahkan kepada pihak-pihak tertentu 
yang akan mendapatkan keuntungan ekonomi. Penguatan 
pengawasan internal, mendorong integrasi data dan informasi 
terkait anggaran COVID-19, baik alokasi maupun penggunaannya, 
super selektif dan berlandaskan prinsip kehati-hatian dalam 
menentukan kelompok atau sektor usaha apa yang akan dibantu oleh 
Pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi karena pandemi 
COVID-19. Di lain pihak, untuk menekan korupsi dalam implementasi 
kebijakan penanganan COVID 19, maka harus dilakukan sentralisasi 
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pelaksanaan penanganan pandemik agar koordinasi, lalu lintas 
informasi dan komunikasi berjalan efektif, serta menjamin 
mekanisme pertanggung-jawaban yang lebih jelas, adanya jaminan 
atas akses masyarakat terhadap data dan laporan periodic dari 
Pemerintah terkait, pentingnya sinkronisasi dan update data, salah 
satunya adalah data penerima bantuan sosial sehingga tidak 
melahirkan kisruh dalam distribusi, mendorong bantuan langsung 
tunai semesta mengingat bantuan sosial barang lebih rawan 
diselewengkan, reorientasi dan transformasi program kartu pra 
kerja menjadi BLT murni, pelibatan organisasi masyarakat sipil dan 
jurnalis, pengawasan publik melalui pusat pelaporan/pengaduan 
dan media sosial, memperkuat local wisdom secara kontraktual 
untuk menjaga bansos di tingkat masyarakat penerima manfaat 
dapat dilakukan tepat sasaran dan tanpa adanya pemotongan ilegal, 
dan pengawasan terintegrasi oleh inspektorat pemerintah untuk 
mencegah dan mendeteksi berbagai potensi penyimpangan. 


Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, terdapat kemungkinan 
penanganan tanpa melalui mekanisme yang ada. Penanganan Covid- 
19 yang telah dilaksanakan adalah realokasi (refocussing) anggaran, 
pengadaan barang dan jasa, dan pendataan dan penyaluran bantuan. 
Dengan penanganan tersebut, muncul titik rawan korupsi seperti 
pengadaan barang dan jasa (markup harga, kickback, kolusi, dan 
sebagainya): penyelewengan filantropi (bantuan, dan lain-lain): 
refocussing dan realokasi APBN/APBD yang diselewengkan, 
penyelenggaraan bansos terkait dengan data penerima bansos yang 
kurang jelas sehingga dapat diselewengkan. Dengan adanya titik 
rawan tersebut, KPK telah mengeluarkan beberapa surat edaran 
sebagai berikut: 

a. SE KPK Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 2 April 2020 tentang 
pelaksanaan PBJ dalam percepatan penanganan COVID-19. 

b. Surat KPK Nomor B/1939/GAH.00/01-10/04/2020 Tanggal 14 
April 2020 tentang penerimaan sumbangan/hibah dari 
masyarakat. 

c. SE KPK Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 21 April 2020 tentang 
Penggunaan DTKS dan Data Non-DTKS dalam pemberian bantuan 
kepada masyarakat. 
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Namun demikian, dalam kaitan penanganan Covid-19, KPK lebih 
menyoroti titik rawan korupsi dalam hal pengadaan barang danjasa. 
walaupun data penindakan korupsi telah menunjukkan bahwa, 
korupsi dalam hal PBJ bukan merupakan yang tertinggi di Indonesia. 
Langkah-langkah yang dilakukan KPK masih cenderung mengarah 
pada pemberantasan korupsi dalam implementasi atau tataran 
operasional kebijakan. Perlu adanya dorongan lebih kepada KPK 
untuk memberantas korupsi dalam pembuatan kebijakan khususnya 
yang berkaitan dengan kebijakan pada sektor fiskal dan moneter 
yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat 
karena dana yang telah dianggarkan sangat besar. 


PENUTUP 


Korupsi tidak hanya terjadi di masa normal, melainkan juga 
berpotensi terjadi di masa Pandemi Covid 19. Justru di masa 
pandemi, dorongan dan kesempatan korupsi lebih besar dibanding 
dengan di masa normal. Hal ini terjadi bukan hanya pandemi 
berimbas pada terpuruknya sektor ekonomi, melainkan juga adanya 
kelonggaran serta diskresi yang terjadi. Beberapa kelonggaran yang 
terjadi adalah dalam pengadaan barang dan jasa serta pembagian 
bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai maupun distribusi 
sembako. 


Selain itu, potensi korupsi juga terjadi terkait bantuan masyarakat 
berupa hibah, karena penyaluran bantuan berupa hibah tidak 
semuanya terpusat dan terorganisir dengan baik. Potensi korupsi 
juga dapat terjadi pada tataran implementasi kebijakan sektor 
moneter dan fiskal dalam program pemulihan ekonomi nasional. 
Untuk itu perlu dibangun sistem tata kelola yang baik dan akuntabel 
serta penguatan nilai-nilai anti korupsi kepada seluruh komponen 
masyarakat, utamanya bagi aparatur yang mengelola dana, pejabat 
pengadaan, maupun pejabat yang mendistribusikan bantuan sosial. 
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Pengaruh Desentralisasi Fiskal di 
Tingkat Desa terhadap Jumlah 
Penduduk Miskin (Studi Data Panel 
Desa-Desa di Kabupaten Kebumen 
Tahun 2017-2020) 


Oleh Asep Ari Nugroho & Mulyanto 


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 
dari kebijakan desentralisasi fiskal di tingkat desa yang 
meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan belanja 
desa terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen 
pada tahun 2017-2020. Penelitian ini menggunakan purposive 
sampling. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda 
data panel, dengan model estimasi terbaik yaitu fix effect. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pada variabel DD dan belanja 
desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat mempunyai 
nilai signifikan dan berhubungan negatif terhadap kemiskinan. 


PENDAHULUAN 


Kemiskinan merupakan indikator yang dapat digunakan untuk 
mengamati perkembangan perekonomian sebuah negara. 
Kemiskinan juga dapat digunakan untuk mengamati perubahan 
kesejahteraan sebuah negara dari waktu ke waktu. Kemiskinan 
umumnya menjadi permasalahan yang cukup serius bagi negara- 
negara terbelakang dan berkembang, tidak terkecuali Negara 
Indonesia. 


Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengentaskan kemiskinan 
melalui kebijakan yang tidak hanya terfokus pada pembangunan di 
pusat-pusat kota, melainkan lebih mengarah kepada pembangunan 
dari daerah pinggiran, tertinggal dan desa. Salah satu program 
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pembangunan di desa dilaksanakan melalui program kebijakan 
desentralisasi fiskal di tingkat desa. Kebijakan desentralisasi fiskal di 
tingkat desa diimplementasikan melalui program penyaluran Dana 
Desa yang dianggarkan dari pemerintah pusat, dan program Alokasi 
Dana Desa yang dianggarkan melalui dana perimbangan pemerintah 
daerah atau kabupaten. Pemerintah desa juga diberi wewenang 
dalam mengatur anggaran pendapatan dan belanja guna menunjang 
proses pembangunan dan pengentasan kemiskinan di wilayah 
perdesaan. 


Gambar 1. Perkembangan Tiga Kabupaten dengan Persentase 
Kemiskinan Tertinggi di Provinsi Jawa Tengah 


Kabupaten Kebumen Kabupaten Wonosobo Kabupaten Brebes 


Sumber: BPS Jateng (2019), diolah. 


Salah satu daerah atau kabupaten di Pulau Jawa yang memiliki 
persentase kemiskinan cukup tinggi dengan wilayah perdesaan yang 
luas adalah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan data dari Badan Pusat 
Statistik (BPS), persentase kemiskinan di Kabupaten Kebumen pada 
tahun 2019 lebih tinggi daripada kemiskinan di tingkat provinsi 
maupun nasional. Pada tahun tersebut, Kabupaten Kebumen 
memiliki persentase kemiskinan sebesar 16,826, sedangkan 
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persentase kemiskinan di tingkat Provinsi Jawa Tengah sebesar 
10,800 dan kemiskinan di tingkat nasional sebesar 9,414. 
Pemberian wewenang yang besar di wilayah perdesaan dikarenakan 
pemerintah desa dianggap lebih memahami berbagai permasalahan 
desa. Permasalahan di wilayah perdesaan umumnya berkaitan 
dengan permasalahan kesejahteraan dan kemiskinan. Kebijakan ini 
diharapkan dapat menjadi pemicu dalam pengentasan kemiskinan 
secara nasional. 


Tabel 1. Lima Kabupaten dengan Penerima Jumlah Dana Desa 
Terbesar di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019 


No. Kabupaten Jumlah Desa Dana Desa 
1. | Kab. Brebes 292 441.009.459 
2. | Kab. Pati 401 417.038.558 
3. | Kab. Kebumen 449 396.569.628 
4. | Kab. Magelang 367 383.071.777 
5. | Kab. Klaten 391 374.660.994 


Sumber: DJPK Kemenkeu (2019) dan BPS Jateng (2019) diolah. 


Berkaitan dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Kebumen, pada 
tahun 2019 pemerintah pusat menyalurkan anggaran Dana Desa 
berjumlah sebesar Rp 396.569.628.000, atau mencakup 5,02Y9 Dana 
Desa yang dianggarkan dari pemerintah pusat untuk 29 kabupaten di 
Provinsi Jawa Tengah. Besaran nominal tersebut berada di bawah 
nominal yang diterima oleh Kabupaten Brebes sebesar Rp. 
441.009.459.000 dan Kabupaten Pati sebesar Rp. 417.038.558.000 
(DJPK Kemenkeu, 2019), di mana kedua kabupaten tersebut memiliki 
wilayah yang lebih luas jika dibandingkan dengan Kabupaten 
Kebumen. Di lain pihak, pemerintah Kabupaten Kebumen juga 
menyalurkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 130.012.308.000 untuk 
449 desa di daerah tersebut. 


(Sasana & Nugroho, 2018) yang meneliti tentang pengaruh 
desentralisasi fiskal terhadap penanggulangan kemiskinan 
menemukan hasil bahwa, ketika desentralisasi fiskal diiringi dengan 
peningkatan pengeluaran pemerintah untuk program 
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penanggulangan kemiskinan, maka kemiskinan di Provinsi Jawa 
Tengah akan berkurang. 


(Nursini & Tawakkal, 2019) yang melakukan penelitian dengan topik 
penanggulangan kemisikinan dalam konteks desentralisasi fiskal di 
Indonesia menemukan hasil bahwa pendapatan pemerintah daerah 
dan transfer antar pemerintah berpengaruh terhadap pengentasan 
kemiskinan. Di mana setiap peningkatan pendapatan daerah dan 
transfer daerah dapat digunakan untuk mendanai berbagai program 
atau kegiatan pengentasan kemiskinan secara efektif. Pengaruh 
desentralisasi fiskal terhadap pengurangan kemiskinan tergantung 
pada indikator desentralisasi fiskal, karena setiap indikator 
desentralisasi fiskal cenderung memiliki pengaruh yang 
berbedabeda terhadap pengentasan kemiskinan. 


(Ramly et. al, 2018) yang melakukan penelitian tentang dampak Dana 
Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nagan Raya memperoleh 
hasil bahwa anggaran Dana Desa berpengaruh secara siginifikan dan 
negatif terhadap kemiskinan. Sementara itu, pada anggaran Alokasi 
Dana Desa memiliki pengaruh berbeda dari Dana Desa. Alokasi Dana 
Desa berpengaruh secara signifikan dan arahnya positif terhadap 
kondisi kemiskinan. 


Di sisi lain, (Susilowati et. al, 2017) melakukan penelitian tentang 
dampak Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) dan belanja modal terhadap kondisi 
kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mendapatkan 
hasil bahwasannya Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh secara 
siginifikan dan arahnya negatif terhadap kondisi kemiskinan. 
Sementara itu pada variabel Dana Desa memiliki hasil yang 
sebaliknya. Hal ini berarti bahwa Alokasi Dana Desa berperan dalam 
mengentaskan kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. 


Desentralisasi fiskal di tingkat desa tidak hanya menyinggung 
mengenai Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Pemerintah desa juga 
mempunyai hak dalam merencanakan dan mengatur berbagai 
anggaran yang berkaitan dengan belanja desa. Belanja desa 
umumnya diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bidang utama, meliputi 
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belanja untuk kegiatan pemerintahan desa, pembinaaan masyarakat 
desa, pembangunan di wilayah desa, dan pemberdayaan masyarakat 
desa. Pada kondisi tertentu, desa juga berhak menganggarkan 
belanja desa untuk kegiatan darurat seperti bencana alam. 


(Daforsa et. al, 2019) yang meneliti tentang manajemen Dana Desa 
terhadap pengentasan kondisi kemiskinan di Kabupaten Pasaman, 
Provinsi Sumatera Barat menemukan hasil bahwa belanja desa yang 
digunakan untuk kegiatan pemberdayaan, pembangunan serta 
pembinaaan masyarakat desa memiliki hubungan yang negatif dan 
secara signifikan berpengaruh dalam pengentasan kondisi 
kemiskinan. Sedangkan belanja desa untuk pelaksanaan kegiatan 
pemerintahan desa diperoleh hasil yang tidak signifikan dan arahnya 
positif terhadap kemiskinan. 


Sementara itu, (Nugraheni et. al, 2018) yang meneliti tentang 
pengaruh alokasi anggaran desa untuk infrastruktur terhadap 
tingkat kemiskinan di Kabupaten Semarang menemukan hasil bahwa 
belanja desa yang diimplementasikan untuk pembangunan dan 
pemberdayaan menunjukkan hasil yang signifikan dan memiliki arah 
yang positif terhadap kemiskinan. Sedangkan belanja desa yang 
diimplementasikan untuk pembinaan masyarakat didapatkan hasil 
penelitian bahwa variabel tersebut tidak memiliki pengaruh 
signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Sehingga disimpulkan 
bahwa dari ketiga jenis belanja desa tersebut belum efektif dalam 
mengentaskan kemiskinan. 


Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
faktor-faktor dari kebijakan desentralisasi fiskal di tingkat desa yang 
memiliki pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di desa-desa 
di Kabupaten Kebumen pada tahun 2017-2020. Tujuan dilakukannya 
penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana pengaruh kebijakan 
desentralisasi fiskal di tingkat desa yang meliputi Dana Desa, Alokasi 
Dana Desan dan Belanja Desa dalam mengatasi kemiskinan di 
wilayah perdesaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi secara ilmiah mengenai dampak atau pengaruh DD, ADD, 
APB Desa terhadap kemiskinan di desa-desa di Kabupaten Kebumen. 
Di lain pihak, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 
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gambaran bagi para stakeholder di Kabupaten Kebumen dalam 
mengambil kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan di 
wilayahnya. 


LANDASAN TEORI 

Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang dijumpai oleh 
semua negara. Kemiskinan umumnya sering kali dikaitkan dengan 
suatu permasalahan ekonomi, lebih dari itu, kemiskinan sebenarnya 
juga berkaitan erat dengan kondisi sosial, politik, kultur budaya, 
maupun institusional di suatu wilayah. (Todaro, 2006) 
mendefinisikan orang orang miskin dengan kondisi di mana mereka 
adalah orang yang mengalami kekurangan gizi dan memiliki tingkat 
kesehatan yang rendah, sedikit mengerti huruf atau bahkan 
mengalami buta huruf secara total, hidup dalam lingkungan yang 
kondisinya buruk, secara politis kurang terwakili, serta berusaha 
mendapatkan pendapatan dari sektor pertanian yang skalanya kecil 
ataupun pada daerah pinggiran dan daerah yang kumuh. 


Kemiskinan dapat diukur dengan menggunakan beberapa metode, di 
antaranya adalah metode tingkat kemiskinan (headcount index), 
indeks keparahan kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan 
dengan mengacu pada garis kemisikinan. (Ravallion, 1998) dalam 
(Haughton & Khandker, 2012), mendefinisikan garis kemiskinan 
sebagai jumlah pengeluaran minimal untuk kegiatan konsumsi 
maupun non konsumsi yang diperlukan untuk mencapai sekurang- 
kurangnya satu tingkat utilitas minimal, mengacu pada tingkat harga 
dan sifat demografis. Garis kemiskinan dapat digunakan untuk 
menghitung angka kemiskinan di berbagai level, baik daerah hingga 
internasional. Setiap daerah pada umumnya memiliki angka garis 
kemiskinan yang berbeda-beda. 


Kemiskinan umumnya identik dengan wilayah perdesaan. Negara 
berkembang umumnya memiliki persentase wilayah perdesaan yang 
lebih besar jika dibandingkan dengan luas wilayah perkotaan. 
(Haughton & Khandker, 2012) berpendapat bahwa keterpencilan di 
wilayah perdesaan mengakibatkan terjadinya penurunan harga jual 
berbagai komoditas para petani dan mengakibatkan kenaikan harga 
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pada barang-barang yang akan dibeli petani. Hal tersebut disebabkan 
oleh tingginya biaya transportasi yang berakibat pada kerentanan 
pangan di antara masyarakat miskin. 


Desentralisasi Fiskal 

Desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai penyerahan atau 
pembagian tanggung jawab fiskal atau keuangan negara oleh 
pemerintah pusat kepada pemerintahan yang berada di bawahnya 
(Kumorotomo, 2008). Kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan 
menjadi pemicu bagi peningkatan kesejahteraan dan ekonomi 
masyarakat, perbaikan infrastruktur, serta administrasi 
pemerintahan yang baik hingga di tingkat masyarakat bawah. 
Kebijakan desentralisasi fiskal di tingkat desa diimplementasikan 
melalui kegiatan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan 
pemberian wewenang kepada desa dalam mengatur Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 


Dana Desa 

Pasal 1 ayat 2 No. 21 Tahun 2015 Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengemukakan 
bahwa, Dana Desa merupakan dana dari pemerintah pusat yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 
disalurkan bagi pemerintah desa dalam rangka mendanai berbagai 
program yang ada di desa, meliputi kegiatan penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, 
pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 
12 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa 
besaran nominal Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa 
dihitung berdasarkan jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk, 
luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis atau wilayah. 
Penyaluran Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan 
kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. 


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019, 
mekanisme penyaluran program Dana Desa dibedakan menjadi 2 
(dua) kategori, yaitu kategori desa reguler dan kategori desa mandiri. 
Penyaluran Dana Desa untuk desa reguler dilakukan dalam tiga tahap 
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pencairan, tahap pencairan pertama dilaksanakan pada bulan April 
dengan proporsi atau persentase sebesar 4096 dari anggaran Dana 
Desa yang diberikan selama tahun berjalan. Kemudian tahap kedua 
pencairan dilakukan pada bulan Agustus dengan proporsi sebesar 
40 dan pencairan pada tahap akhir atau ketiga dilakukan pada 
bulan November dengan proporsi sebesar 2096. Sementara itu, 
penyaluran Dana Desa untuk desa mandiri dilakukan dalam dua 
tahap pencairan, tahap pencairan pertama dilakukan selambat- 
lambatnya pada bulan Agustus dengan proporsi sebesar 6044, 
sedangkan tahap pencairan kedua dilakukan paling cepat pada bulan 
Juli dengan proporsi sebesar 401. 


Penyaluran dilakukan melalui tahap pemindah bukuan dari RKUN ke 
RKUD dan berakhir pada rekening kas milik desa. Pencairan atau 
penyaluran dana tersebut dapat dilakukan dengan syarat 
bahwasannya desa sudah menetapkan APBDes. Pemerintah desa 
menggunakan Dana Desa didampingi oleh pendamping desa. 


Alokasi Dana Desa 

Pasal 72 ayat 4 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan 
bahwa Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diperoleh oleh desa, 
di mana nominal dari Alokasi Dana Desa yang diterima memiliki 
ketentuan paling kecil sebesar 10” dari Dana Perimbangan yang 
diterima oleh pemerintah kabupaten atau kota dalam Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi oleh Dana Alokasi 
Khusus (DAK). Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
penetapan, penyaluran dan pelaporan Alokasi Dana Desa, wajib 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten melalui penerbitan 
peraturan bupati. Hal ini dimaksudkan supaya Alokasi Dana Desa 
yang disalurkan sesuai dengan keadaan atau kondisi dari setiap desa. 


Belanja Desa 

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa belanja desa 
merupakan semua pengeluaran dari rekening masing-masing desa 
dan merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang 
pembayarannya tidak akan diperoleh kembali oleh desa. Belanja desa 
diklasifikasikan menjadi belanja desa untuk penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat 
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desa, pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tidak terduga yang 
umumnya berkaitan erat dengan kegiatan pemulihan dan 
penanganan bencana alam. Dari klasifikasi tersebut, belanja desa 
dibagi menurut kegiatan, antara lain belanja modal, belanja pegawai, 
serta belanja barang danjasa. 


METODE PENELITIAN 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup atau objek wilayah dalam penelitian ini adalah 
Kabupaten Kebumen, mencakup desa-desa yang terletak di 26 
kecamatan di Kabupaten tersebut. Jenis data dalam penelitian ini 
menggunakan data panel, (Ariefianto, 2012) mengemukakan bahwa, 
data panel dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan 
serangkaian observasi cross-section atau antar individu pada suatu 
waktu tertentu. Data cross-section dalam penelitian terdiri dari desa- 
desa yang masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten 
Kebumen, sedangkan untuk data time series atau rentang waktu 
menggunakan data pada periode tahun 2017 sampai tahun 2020. 
Data diperoleh dari berbagai sumber, antara lain Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (DISPERMADES) dan Badan Pusat 


Statistik (BPS). 
Tabel 2. Sumber Data 
No. Data Sumber Data 

1. | Jumlah penduk miskin per desa DISPERMADES 
(orang) “ 

2. | Alokasi Dana Desa (rupiah) DISPERMADES 

3. | Dana Desa per desa (rupiah) DISPERMADES 

4. | Belanja desa untuk kegiatan DISPERMADES 
penyelenggaraan pemerintah desa 
(rupiah) 

5. | Belanja desa untuk kegiatan DISPERMADES 
pembinaan kemasyarakatan desa 
(rupiah) 

6. | Belanja desa untuk kegiatan DISPERMADES 
pembangunan desa (rupiah) 
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7. | Belanja desa untuk kegiatan DISPERMADES 
pemberdayaan kemasyarakatan desa 
(rupiah) 

Sumber: Penulis, 2020. 

Keterangan: (“ - data sementara) 


Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode purposive sampling. (Sugiyono, 2012) 
mendefinisikan purposive sampling sebagai pengambilan sampel 
terhadap data yang ada dengan mempertimbangkan berbagai 
kriteria-kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah, 
desa yang tidak memiliki data secara lengkap menurut variabel dan 
tahun maka harus dieliminasi dari objek penelitian, hal tersebut 
dimaksudkan untuk mencapai tujuan penelitian yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, 
pada akhirnya terpilih objek atau sampel penelitian sebanyak 432 
desa. 


Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan kuantitatif. 
Analisis kuantitatif dilakukan dengan regresi data panel 
menggunakan bantuan software E-views, digunakan untuk melihat 
berbagai pengaruh dari variabel independen terhadap variabel 
dependen. Metode estimasi dalam regresi data panel dilakukan 
dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan, antara lain: (i) 
Pooled Least Sguare (Common Effect), (ii) Fixed Effext Model (FEM) 
dan (iii) Random Effect Model (REM). Interpretasi model terbaik 
dilakukan dengan melakukan uji Chow dan Uji Hausman, serta uji LM 
jika diperlukan. Sedangkan, alat analisis deskriptif berguna untuk 
menjelaskan berbagai tabel dan hasil dari pengolahan yang telah 
dilakukan menggunakan alat analisis kuantitatif. 


Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini berguna untuk 
memperjelas, memudahkan dan memahami variabel-variabel yang 
digunakan, definisi operasional variabel tersebut antara lain: 
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1. Jumlah Penduduk Miskin (JPM), merupakan total penduduk per 
desa di setiap desa di Kabupaten Kebumen tahun 2017-2020 
yang kondisinya diklasifikasikan berada dalam kategori di 
bawah garis kemiskinan. 

2. Dana Desa (DD), merupakan dana yang ditransfer secara 
langsung oleh pemerintah pusat ke rekening kas masing-masing 
desa untuk menjalankan berbagai program kegiatan yang ada di 
desa-desa di Kabupaten Kebumen selama tahun 2017-2020. 

3. Alokasi Dana Desa (ADD), merupakan dana yang didapatkan 
dari anggaran dana bagi hasil, dana alokasi umum maupun dana 
alokasi khusus oleh pemerintah kabupaten atau kota, berguna 
untuk menunjang, menjalankan pemerintahan dan berbagai 
kegiatan masing-masing desa di Kabupaten Kebumen selama 
tahun 2017-2020. 

4. Belanja Desa adalah anggaran belanja di suatu desa dalam satu 
periode waktu penganggaran, belanja desa diklasifikasikan ke 
dalam 4 (empat) kegiatan, antara lain: (i) belanja untuk 
penyelenggaraan pemerintah desa, (ii) belanja untuk kegiatan 
pembinaan masyarakat desa, (iii) belanja untuk kegiatan 
pembangunan desa dan (iv) belanja untuk kegiatan 
pemberdayaan masyarakat desa. 


Model Penelitian 
Model dalam penelitian ini dijelaskan melalui persamaan seperti 
berikut: 


LOGJPMi - B 4 B1LOGDD: t B2LOGADDi # B3LOGPEMDES: 4 
P4LOGBINMAS: # BSLOGBANGDES: # BELOGBERDES: # Ui 


Dimana: 

JPM: Jumlah Penduduk Miskin 

DD: Dana Desa 

ADD: Alokasi Dana Desa 

PEMDES: Belanja untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
BINMAS: Belanja untuk Pembinaan Masyarakat Desa 
BANGDES: Belanja untuk Pembangunan Desa 

BERDES: Belanja untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Deskriptif 

Desentralisasi fiskal di tingkat desa di Kabupaten Kebumen telah 
berjalan dengan baik dari waktu ke waktu. Hal ini berdasarkan tren 
menurunnya jumlah maupun persentase penduduk miskin di 
Kabupaten Kebumen dari tahun 2017 hingga tahun 2020, meskipun 
pada akhirnya tahun 2019 ditetapkan sebagai kabupaten dengan 
persentase kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Di lain 
pihak, desentralisasi fiskal di tingkat desa juga telah mengacu pada 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini 
dibuktikan dengan berjalannya program Alokasi Dana Desa, Dana 
Desa, pemberian bantuan-bantuan lain untuk desa dan juga 
kewenangan desa dalam menentukan anggaran untuk belanja 
berbagai kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan 
masyarakat secara mandiri. 


Tabel 3. Garis Kemiskinan di Kabupaten Kebumen Tahun 2017- 


2019 
Tahun Garis Kemiskinan (Rupiah) 
2017 325.819 
2018 342.437 
2019 362.847 


Sumber: BPS diolah. 


Kriteria penduduk miskin di Kabupaten Kebumen mengacu pada 
standar garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS Kebumen. Garis 
kemiskinan merupakan pengeluaran per kapita masyarakat dalam 
satu bulan. Angka atau nominal garis kemiskinan di Kabupaten 
Kebumen lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata garis 
kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017 sampai 2019, 
garis kemiskinan di Kabupaten Kebumen cenderung mengalami 
kenaikan kurang lebih sebesar Rp. 20.000 per tahun, dengan garis 
kemiskinan di Tahun 2019 berada di angka Rp. 362.847. 


Tabel 4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten 
Kebumen dari Tahun 2017-2019. 
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Tahun Jumlah Penduduk Miskin Be Ehtask Pen ANgUk 
Miskin 

2017 233.400 19.60 

2018 208.700 17.47 

2019 201.300 16.82 


Sumber: BPS, diolah. 


Berdasarkan data BPS tahun 2017, jumlah penduduk miskin di 
Kabupaten Kebumen mencapai angka 233.400 jiwa, dengan 
persentase kemiskinan sebesar 19,60”6. Pada tahun 2018, jumlah 
penduduk miskin cenderung mengalami tren yang menurun, dengan 
berkurangnya jumlah penduduk miskin sebesar 24.700 jiwa dan 
penurunan persentase sebesar 2,1399. Tren Penurunan kemiskinan 
di Kabupaten Kebumen terus berlanjut pada tahun 2019, hal ini 
dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin yang berjumlah sebesar 
201.300 jiwa dengan persentase 16,82Y4, atau mengalami penurunan 
sebesar 0,65964. 


Pada tahun 2019, Kabupaten Kebumen menempati urutan pertama 
kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa 
Tengah, hal ini tidak terlepas dari pengentasan kemiskinan di 
Kabupaten Wonosobo yang penurunannya lebih besar jika 
dibandingkan dengan Kabupaten Kebumen. Persebaran kemiskinan 
di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 terjadi secara merata di 26 
kecamatan. Kecamatan Karanggayam menempati urutan pertama 
dengan jumlah penduduk miskin terbanyak dengan jumlah sebesar 
17.070 jiwa, kemudian diikuti Kecamatan Sempor pada posisi kedua 
dengan jumlah sebesar 15.451 jiwa, dan Kecamatan Kebumen pada 
posisi ketiga dengan jumlah 11.957 jiwa. Sedangkan jumlah 
penduduk miskin terkecil berada pada Kecamatan Karangsambung 
dengan jumlah 1.485 jiwa. 


Persebaran Kemiskinan di Kabupaten Kebumen sebagian besar 
terdapat di desadesa yang lokasinya berada lumayan jauh dari pusat 
kabupaten maupun kecamatan, di mana akses terhadap fasilitas 
publik belum memadai seperti daerah pusat kabupaten ataupun 
kecamatan. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat sebagian besar 
bergantung pada sektor pertanian. Persentase kemiskinan tertinggi 
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selama 10 tahun terakhir di Kabupaten Kebumen terjadi pada tahun 
2011 dengan angka sebesar 24,0694. 


Tabel 5. Penerimaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di 
Kabupaten Kebumen dari Tahun 2017-2020 


Tahun Dana Desa (Rupiah) 2 ne 
2017 359.998.061.000 130.012.308.000 
2018 350.691.179.000 127.117.756.000 
2019 396.569.628.000 130.012.308.000 
2020 409.878.212.000 164.654.912.000 


Sumber: DISPERMADES Kab. Kebumen diolah. 


Pada tahun 2020, secara keseluruhan desa-desa di Kabupaten 
Kebumen mendapatkan anggaran Dana Desa sebesar Rp. 
409.878.212.000 dari pemerintah pusat, sedangkan untuk anggaran 
Alokasi Dana Desa yang anggarannya bersumber dari pemerintah 
daerah atau kabupaten mendapatkan sebesar Rp. 164.654.912.000. 
Jumlah anggaran Dana Desa tersebut naik sebesar 3,366 atau Rp. 
133.308.584 daripada anggaran tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 
Kabupaten Kebumen menerima Dana Desa sebesar Rp. 
350.691.179.000, lebih rendah daripada anggaran pada tahun 2017 
yang berjumlah sebesar Rp. 359.998.061.000. Pola yang sama terjadi 
pada penyaluran Alokasi Dana Desa, di mana pada tahun 2017 - 2018 
anggaran Alokasi Dana Desa cenderung mengalami penurunan, dan 
kemudian pada tahun 2018 sampai tahun 2020 cenderung 
mengalami kenaikan. 


Jumlah anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut 
disesuaikan berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya adalah 
jumlah penduduk miskin di setiap desa di Kabupaten Kebumen. 
Anggaran terbesar pada tahun 2020 didapatkan oleh Kecamatan 
Ambal, dengan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa masing- 
masing sebesar Rp. 11.606.278.900 dan Rp. 26.611.586.000. 
Penerima Alokasi Dana Desa terbesar kedua yaitu Kecamatan Klirong 
dengan anggaran sebesar Rp. 8.683.523.200, sedangkan penerima 
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Dana Desa terbesar kedua didapatkan oleh Kecamatan Karanggayam 
dengan anggaran sebesar Rp. 21.158.769.000. 


Pemilihan Model Terbaik 

Penelitian ini menggunakan aplikasi E-views versi 10 untuk 
menganalisis data panel. Tabel 6 menyajikan hasil analisis regresi 
data panel dengan tiga metode yang berbeda, dalam tabel 6 belum 
dilakukan pendeteksian terhadap masalah asumsi klasik. Kolom 
pertama menunjukan hasil estimasi yang dilakukan dengan model 
common effect. Dalam model ini diperoleh hasil yang cukup baik, di 
mana dalam model ini memiliki nilai probabilitas F-test yang lebih 
kecil dari a sebesar 0,05 (p « 0,000). Hasil ini menunjukkan bahwa, 
semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. 
Sementara itu, R2 yang bernilai sebesar 0,22056, menunjukkan 
bahwa semua variabel independen mampu untuk menerangkan 
variabel dependen sebesar 22,05, sedangkan sisanya dijelaskan 
oleh variabel di luar model. Dalam model ini terdapat satu dari enam 
variabel yang memiliki pengaruh signifikan. 


Kolom kedua dalam tabel 6 menjelaskan mengenai hasil estimasi 
yang dilakukan dengan model fix effect. Dalam model ini diperoleh 
hasil probabilitas F-test yang lebih kecil dari a sebesar 0,05 (p « 
0,000). Sama halnya seperti pada saat dilakukan pengestimasian 
dengan menggunakan model common effect, semua variabel 
independen yang terdapat di dalam model fix effect secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sementara itu, 
nilai R2 dalam model fix effect bernilai sebesar 0,47420, menunjukkan 
bahwa variabel independen berhasil untuk menerangkan variabel 
dependennya sebesar 47,426, sedangkan sisanya dijelaskan oleh 
variabel di luar model. Dalam model ini terdapat 4 (empat) dari 6 
(enam) variabel yang memiliki pengaruh signifikan. 


Tabel 6. Hasil Analisis Regresi 


Variabel Dependen: Jumlah Penduduk Miskin 


Variabel Common 
Independen Effect 


Fix Effect Random Effect 


99 


logADD 211034 | ““| 101519 | “| 179444 | ve 
(01427) (01483) (01289) 
logDD 0,33626 -1,4778 | “ex | -0,0800 
(0,1948) (0,2217) (0,1812) 
logPEMDES | 0,09518 0,04774 012390 |“ 
(0,0617) (0,1028) (0,0638) 
logBANGDES | 0,09744 0,04336 0,11988 
(0,0764) (0,1073) (0,0761) 
logBINMAS 0,02378 0,07816 | ““ | 004435 | sex 
(0,0163) (0,0265) (0,0168) 
logBERDES 0,01457 -0,0906 | “ex -0,015 
(0,0232) (0,0317) (0,0231) 
N 1727 1727 1727 
F-test 
(Model) 82,4020 | “xx 45621 | “ex | 449021 | tx 
Adj. R? 0,22056 0,47420 0,13240 
Effect Test 292511 | "#x 
Hausman 305,182 | “"“ 
Test 


Sumber: Data sekunder diolah. 
Keterangan: Nilai di dalam tanda kurung adalah standar error. 
Signifikansi: (“x.1, ““c.05, “““c.01). 


Tabel 6 juga menjelaskan hasil estimasi yang dilakukan berdasarkan 
model random effect. Dalam model ini diperoleh hasil probabilitas 
nilai F-test lebih kecil dari a sebesar 0,05 (p « 0,000). Hasil ini 
menunjukkan bahwa, semua variabel independen yang terdapat di 
dalam model random effect secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen. Nilai R2 dalam model fix effect bernilai 
sebesar 0,13240, menunjukkan bahwa semua variabel independen 
dapat menerangkan variabel dependen sebesar 13,246, sedangkan 
sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam 
model. Dalam model ini terdapat 2 (dua) dari 6 (enam) variabel yang 
memiliki pengaruh signifikan. 


Probabiltas cross-section F uji Chow dalam tabel 6 bernilai 0,0000, 
hasil ini menunjukkan bahwa model terbaik di antara model common 
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effect dan fix effect adalah model fix effect. Tabel 6 juga menampilkan 
probabilitas cross-section random Uji Hausman, dari hasil estimasi 
diketahui bahwa probabilitas bernilai 0,0000, hal ini menunjukkan 
model terbaik di antara model random effect dan fix effect adalah 
model fix effect. Dalam tabel 6 tidak disampaikan mengenai uji LM, 
dikarenakan model fix effect telah terpilih dua kali menjadi model 
terbaik dalam uji pemilihan model. 


Interpretasi Model Terbaik 

Berdasarkan pengujian menggunakan uji Chow dan Hausman 
diperoleh hasil bahwa model fix effect merupakan model terbaik yang 
dapat digunakan dalam menginterpretasi hasil regresi. Di lain pihak, 
tabel 6 belum mengidentifikasi adanya masalah asumsi klasik. 
Pengujian lain dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa dalam 
model terdapat masalah heteroskedatisitas dan cross-sectional 
corelation. (Gujarati & Porter, 2009) menyebutkan masalah 
autokorelasi dan heteroskedastisitas dapat diatasi melalui 
pemberian weighting dalam sebuah model estimasi. (Beck & Katz, 
1995) menambahkan bahwa apabila dalam sebuah model terdapat 
masalah heteroskedastisitas dan terdapat masalah cross-sectional 
correlation, maka pengobatan dilakukan dengan metode estimasi 
Seemingly Unrelated Regression (SUR). Sementara itu, jika jumlah 
cross-section lebih banyak dari runtut waktu atau time series, 
metode yang tepat adalah metode estimasi Seemingly Unrelated 
Regression Panel-Corrected Standard Errors (SUR PCSE). 


Tabel 7. Hasil Estimasi Model Fix Effect dengan SUR PCSE 


Variabel Coefficient | Std. error | t-Statitic Prob. 
Cc 12,59161 | 5183111 | 2,429354 | 0,0153 
logDD -1,427619 | 0285358 | -5,00290 | 0,0000 | ““x 


logADD 0,259201 | 0454358 | 0,570478 | 0,5685 
logPEMDES | 0,041947 | 0037345 | 1123215 | 0,2616 
logBANGDES | 0,035883 | 0056569 | 0,634321 | 0,5260 
logBINMAS | 0,079726 | 0,025741 | 3,097262 | 0,0020 | ““x 
logBERDES | -0,094867 | 0,017313 | -5,47963 | 0,0000 | “x 

F-test 1485002 ““x 
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Adj. R2 0,778105 


Sumber: Data sekunder diolah. 
Signifikansi: (“x.1, “#c.05, ““#c.01) 


Adjusted R-sguared dalam tabel 7 bernilai sebesar 0,778105. Hasil 
ini menunjukkan bahwa semua variabel independen (Dana Desa, 
Alokasi Dana Desa, serta belanja desa untuk kegiatan pemerintahan 
desa, kegiatan pembangunan desa, pemberdayaan kemasyarakatan 
desa dan pembinaan masyarakat) memiliki pengaruh terhadap 
variabel dependen (jumlah penduduk miskin) sebesar 77,81Y0. 
Sedangkan 22,199 lainnya mengenai faktor faktor yang 
berpengaruh terhadap kondisi jumlah penduduk miskin di setiap 
desa di Kabupaten Kebumen tahun 2017-2020 dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 


Di lain pihak, nilai probabilitas F bernilai sebesar 0,0000. Hal ini 
menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam model 
secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel dependen. Dalam model terbaik didapatkan hasil tiga dari 
enam variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen. 


Pengaruh Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin 

Dana Desa secara parsial memiliki pengaruh signifikan dan 
berhubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di desa-desa 
di Kabupaten Kebumen pada tahun 2017-2020 dengan nilai koefisien 
sebesar -1,427619 dan nilai probabilitas t-statistic sebesar 0,0000. 
Besaran koefisien yang bernilai negatif menandakan bahwa setiap 
kenaikan nominal anggaran Dana Desa sebesar 1Yy9, maka secara 
signifikan akan mengakibatkan jumlah penduduk miskin di setiap 
desa menurun sebesar 1,42”6. Besaran Dana Desa yang diterima 
Kabupaten Kebumen dari tahun 2018-2020 selalu mengalami 
kenaikan. 


Penelitian ini sesuai dengan penelitian (Daforsa et. al, 2019) yang 
mengemukakan bahwa setiap penyaluran Dana Desa akan 
berdampak pada pengurangan kemiskinan. (Ramly et. al, 2018) juga 
mendapatkan hasil bahwa setiap kenaikan Dana Desa memiliki 
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pengaruh signifikan dan arahnya negatif terhadap kemiskinan di 
Nagan Raya. Penelitian yang dilakukan (Amin & Nanda, 2019) juga 
menguatkan hasil pada variabel Dana Desa ini, di mana dalam 
penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa setiap kenaikan Dana 
Desa akan berdampak pada peningkatan kuantitas atau jumlah 
kegiatan pemberdayaan di masyarakat, yang mana pemberdayaan 
itu secara tidak langsung berdampak pada pengentasan kemiskinan. 


Di lain pihak, (Rachma et. al, 2019) dan (Susilowati et. al, 2019) 
menemukan hasil bahwa Dana Desa memiliki pengaruh signifikan 
dan memiliki arah hubungan yang positif terhadap kemiskinan, hal 
ini berarti bahwa setiap kenaikan Dana Desa justru akan 
meningkatkan kemiskinan. Perbedaan hasil penelitian dari masing- 
masing peneliti merupakan hal yang biasa terjadi, hal ini disebabkan 
karena setiap objek atau daerah penelitian cenderung memiliki 
karakter yang tidak sama. 


Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin 
Alokasi Dana Desa secara parsial memiliki pengaruh tidak signifikan 
dan berhubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin di desa- 
desa di Kabupaten Kebumen pada tahun 2017-2020 dengan nilai 
koefisien sebesar 0,259201 dan nilai probabilitas t-statistic sebesar 
0,5685. Besaran koefisien yang bernilai positif menandakan bahwa 
setiap kenaikan nominal anggaran Alokasi Dana Desa cenderung 
belum berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di desa-desa 
di Kabupaten Kebumen. Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten 
Kebumen dari tahun 2017-2020 cenderung mengalami kenaikan. 


Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian (Dewi & Irama, 
2018) yang mengemukakan bahwa, secara tidak langsung maupun 
langsung Alokasi Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap 
kemiskinan 81 desa di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini juga 
sejalan dengan penelitian (Agustanta et. al, 2018) dan (Lalira et. al, 
2018) yang menyatakan bahwa anggaran Alokasi Dana Desa tidak 
berpengaruh signifikan dalam pengentasan kemiskinan. (Lalira et. al, 
2018) menemukan bahwa Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh 
yang tidak signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Kecamatan 
Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. 
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Sementara itu, (Aslan et. al, 2019) mendapatkan hasil bahwa Alokasi 
Dana Desa secara signifikan mempunyai arah hubungan yang negatif 
terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Mahakam Ulu. Hal ini 
berarti bahwa setiap peningkatan anggaran Alokasi Dana Desa di 
Kabupaten Mahakam Ulu mampu untuk mengurangi kemiskinan 
yang ada. 


Pengaruh Belanja Desa untuk Kegiatan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin 

Belanja desa untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa 
secara parsial memiliki pengaruh tidak signifikan dengan arah 
hubungan yang positif terhadap jumlah penduduk miskin di desa- 
desa di Kabupaten Kebumen pada tahun 2017-2020 dengan nilai 
koefisien sebesar 0, 041947 dan nilai probabilitas t-statistic sebesar 
0,2616. Besaran koefisien yang bernilai positif menandakan bahwa 
setiap kenaikan nominal anggaran belanja desa untuk kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan desa tidak memberikan pengaruh 
terhadap pengentasan kemiskinan di desa-desa di Kabupaten 
Kebumen. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Daforsa et. 
al, 2019) yang mengemukakan bahwa anggaran pemerintahan desa 
cenderung tidak memiliki dampak signifikan dalam pengentasan 
kemiskinan. 


Pengaruh Belanja Desa untuk Kegiatan Pembangunan Desa 
terhadap Jumlah Penduduk Miskin 

Belanja desa untuk kegiatan pembangunan desa secara parsial 
memiliki pengaruh tidak signifikan dengan arah hubungan yang 
positif terhadap jumlah penduduk miskin di desa-desa di Kabupaten 
Kebumen pada tahun 2017-2020 dengan nilai koefisien sebesar 0, 
035883 dan nilai probabilitas t-statistic sebesar 0,5260. Besaran 
koefisien yang bernilai positif menandakan bahwa setiap kenaikan 
nominal anggaran belanja desa untuk kegiatan pembangunan desa 
cenderung tidak memberikan pengaruh terhadap pengentasan 
kemiskinan di desa-desa di Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian (Ernita & Cut Putri, 2019) yang 
mengemukakan bahwa anggaran pembangunan desa dan jumlah 
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bangunan fisik memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 
kondisi tingkat kemiskinan di Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen. 


Di lain pihak, (Nugraheni et. al, 2018) yang meneliti tentang 
pengaruh alokasi anggaran untuk infrastruktur desa terhadap 
tingkat kemiskinan di Kabupaten Semarang memperoleh hasil bahwa 
setiap kenaikan anggaran yang digunakan untuk pembangunan 
infrastruktur desa mempunyai dampak signifikan dengan arah 
positif terhadap tingkat kemiskinan masyarakat. (Wijaya & 
Marhaeni, 2019), juga menemukan hasil bahwa anggaran 
pemerintah desa untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa 
secara signifikan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
Mendoyo, Jembrana, Bali. 


Pengaruh Belanja Desa untuk Kegiatan Pembinaan Masyarakat 
Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin 

Belanja desa untuk kegiatan pembinaan masyarakat desa secara 
parsial memiliki pengaruh signifikan dengan arah hubungan yang 
positif terhadap jumlah penduduk miskin di desa-desa di Kabupaten 
Kebumen pada tahun 2017-2020 dengan nilai koefisien sebesar 
sebesar 0,079726 dan nilai probabilitas t-statistic sebesar 0, 0020. 
Besaran koefisien yang bernilai positif menandakan bahwa setiap 
kenaikan nominal anggaran belanja desa untuk kegiatan pembinaan 
masyarakat desa cenderung tidak memberikan pengaruh terhadap 
pengentasan kemiskinan di desa-desa di Kabupaten Kebumen. 


Hasil dari penelitian ini sedikit berbeda dari penelitian (Nugraheni 
et. al, 2018) yang mengemukakan bahwa belanja desa untuk 
pembinaan masyarakat memiliki pengaruh yang tidak signifikan 
dengan arah hubungan positif terhadap pengentasan kemiskinan di 
Kabupaten Semarang. Sementara itu, (Daforsa et. al, 2019) 
mendapatkan hasil penelitian bahwa setiap kenaikan anggaran 
belanja desa untuk pembinaan masyarakat memiliki pengaruh 
signifikan dan berhubungan negatif terhadap kemiskinan. 


Dalam penelitian kali ini, dapat dijelaskan mengapa anggaran belanja 
desa untuk kegiatan pembinaan masyarakat belum mampu dalam 
mengentaskan kemiskinan yang ada. Hal ini diduga karena anggaran 
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untuk pembinaan masyarakat pada umumnya lebih diarahkan untuk 
kegiatan-kegiatan pembinaan yang tidak mengarah pada 
pemberdayaan skill dan pengetahuan. Sehingga, ketika kegiatan 
pembinaan telah selesai masyarakat tidak memiliki suatu keahlian 
yang dapat berguna dalam meningkatkan kesejahteraan atau 
pendapatan. 


Pengaruh Belanja Desa untuk Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin 

Belanja desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa secara 
parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah 
penduduk miskin di desa-desa di Kabupaten Kebumen pada tahun 
2017-2020 dengan nilai koefisien sebesar -0,094867 dan nilai 
probabilitas nilai t-statistic sebesar 0,0000. Besaran koefisien yang 
bernilai negatif menandakan bahwa setiap kenaikan nominal 
anggaran belanja desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat 
desa sebesar 199, maka secara signifikan akan mengakibatkan jumlah 
penduduk miskin di setiap desa menurun sebesar 0,099. Belanja 
untuk pemberdayaan masyarakat desa umumnya digunakan untuk 
berbagai kegiatan pelatihan yang dapat meningkatkan skill 
masyarakat, sehingga secara perlahan mampu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan 
penelitian (Daforsa et. al, 2019) yang mengemukakan bahwa setiap 
penyaluran belanja desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat 
desa mampu berdampak dalam pengurangan kemiskinan. 


Di lain pihak, (Nugraheni et. al, 2018) mendapatkan hasil penelitian 
yang berbeda, di mana dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa 
anggaran untuk pemberdayaan masyarakat mempunyai pengaruh 
signifikan dengan arah hubungan positif terhadap pengentasan 
kemiskinan. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan anggaran untuk 
pemberdayaan masyarakat justru meningkatan tingkat kemiskinan 
yang ada. 


106 


Bunga Rampai | KEUANGAN NEGARA 2020 


KESIMPULAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan hasil bahwa, model 
di dalam penelitian mampu menjelaskan faktor-faktor dari kebijakan 
desentralisasi fiskal di tingkat desa yang berpengaruh terhadap 
jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen pada tahun 2017- 
2020. Di lain pihak, jika dilihat secara lebih detail hanya terdapat dua 
variabel yang mampu berpengaruh signifikan dan berhubungan 
negatif dalam mengentaskan kemiskinan, yaitu Dana Desa dan 
belanja desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Setiap 
peningkatan anggaran Dana Desa sebesar 199, maka akan 
berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten 
Kebumen sebesar 1,42”6, sedangkan setiap peningkatan anggaran 
belanja desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 1y9 
akan memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan di 
Kabupaten Kebumen sebesar 0,0996. 4 (Empat) variabel lain di dalam 
penelitian ini cenderung tidak memiliki pengaruh dalam mengurangi 
kemiskinan. 


Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang 
dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 


1. Berdasarkan hasil analisis statistik, terdapat 2 (dua) dari 6 
(enam) variabel yang memiliki pengaruh signifikan dalam 
pengentasan jumlah penduduk miskin. Maka dari itu, agar 
pengentasan kemiskinan di waktu yang akan datang dapat 
berjalan lebih maksimal lagi, variabel-variabel yang telah 
mampu dalam mengurangi kemiskinan seperti Dana Desa (DD) 
dan belanja desa untuk pemberdayaan masyarakat perlu terus 
ditingkatkan lagi, baik dari segi anggaran maupun perencanaan. 
Sedangkan pada variabel-variabel yang belum mampu 
memberikan pengaruh dalam mengurangi atau mengentaskan 
jumlah penduduk miskin, perlu adanya sebuah evaluasi yang 
mendalam, baik dari segi anggaran, perencanaan dan 
pengawasan. 
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2. Perlunya pemutakhiran data-data di tingkat desa oleh instansi 
terkait. Hal ini penting demi menentukan kebijakan yang tepat 
guna menganalisis dan mengatasi permasalahan kemiskinan 
yang ada. 
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Menakar Kemandirian Keuangan 
Daerah (Studi pada Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
Anggaran 2013 - 2018) 


Oleh Muh. Asrul Ashabul Kahfi, Trisulo 


Desentralisasi pemerintahan dimaksudkan agar terwujud 
ruang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan 
potensi yang dimiliki, termasuk juga dalam kemandirian 
keuangan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 
potensi dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, 
pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Apakah 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan benar-benar mandiri 
dalam melaksanakan otonomi daerahnya, dan seberapa efektif 
dan efisien dalam mengelola kemampuan keuangan daerahnya. 


Latar Belakang 


Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia diwujudkan dengan 
diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 
2003 Pasal 6 ayat 1 huruf (c) secara prinsip dijelaskan bahwa 
Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang memegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan negara menyerahkan sebagian kekuasaan 
tersebut kepada gubernur/bupati/wali kota selaku Kepala 
Pemerintahan Daerah. 


Penyelenggaraan desentralisasi dimaksudkan agar tercipta ruang 
yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang 
dimiliki demi terwujudnya kemandirian keuangan daerah. Menurut 
Hadi (2010) kemandirian keuangan yang dimaksud adalah seberapa 
besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan 
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atau mendanai segala aktivitasnya. Halim (2012) menyatakan 
bahwa kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan 
Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat 
yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber 
pendapatan yang diperlukan daerah. 


Persepsi kemandirian keuangan daerah mungkin tidak terpenuhi 
dari keberadaan Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan 
bentuk tanggung jawab dari pemerintah pusat atas berjalannya 
proses otonomi daerah dan sebagai wujud bahwa meskipun sistem 
yang diterapkan adalah sistem otonomi daerah, namun masih dalam 
kerangka ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Porsi Dana 
Perimbangan yang terlalu besar dari pemerintah pusat menunjukkan 
rendahnya kemandirian keuangan suatu daerah dan pelaksanaan 
otonomi daerah terlihat tidak berjalan secara efektif. 


Apakah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kemandirian 
dalam keuangan daerah mengingat pelaksanaan desentralisasi yang 
telah dilakukan sejak tahun 2001. Tinjauan ini akan diukur 
berdasarkan tingkat kemandirian keuangan dengan komponen 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Perimbangan yang 
diterima, total pendapatan terhadap total belanja daerah, 
kemampuan merealisasikan target PAD, dan perbandingan antara 
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD. 


A. Metode 
1. Kemandirian Keuangan Daerah 


Menurut Halim (2012) kemandirian keuangan daerah (otonomi 
fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam 
membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 
pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan 
retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. 
Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya 
pendapatan asli daerah dibandingkan dengan dana perimbangan 
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yang diterima dari pemerintah pusat, dengan formulasi sebagai 
berikut. 


Pendapatan Asli Daerah 


Tingkat Kemandirian Keuangan — | 
Dana Perimbangan 


Bahwa semakin tinggi rasio PAD terhadap Dana Perimbangan dari 
pemerintah pusat yang berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus, dan Dana Bagi Hasil maka semakin baik pula tingkat 
kemandirian keuangan daerahnya. 


Terdapat empat macam pola yang menunjukkan hubungan 
situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi 
daerah, terutama berdasarkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Paul Hersey dan 
Kenneth Blanchard dalam Abdul Halim (2001) memperkenalkan 
hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan 
otonomi daerah, adalah sebagai berikut: 

a. Pola hubungan instruktif, pola yang pengarahannya lebih banyak 
dilakukan oleh pemerintah pusat daripada kemandirian 
pemerintah daerah. 

b. Pola hubungan konsultif, campur tangan dari pemerintah pusat 
sudah mulai berkurang karena kemampuan pemerintah daerah 
mulai meningkat. 

c. Pola hubungan partisipatif, dimana pengarahan dari pemerintah 
pusat lebih banyak berkurang mengingat kemampuan 
pemerintah daerah yang sudah tinggi. 

d. Pola hubungan delegatif, yaitu peranan pemerintah pusat sudah 
tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam 
melaksanakan otonomi daerah. 


Adapun kriteria dalam menetapkan tingkat kemandirian keuangan 
daerah adalah dapat dikategorikan seperti Tabel 1 berikut : 


Tabel 1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah 
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Persentase Kemandirian (70) Pola Hubungan 
0,00 — 25,00 Instruktif 
25,01 — 50,00 Konsultif 
50,01 — 75,00 Partisipatif 
75,01 — 100,00 Delegatif 


Sumber: Halim (2012) 
2. Kemampuan Keuangan Daerah 


Sularso (2011) menyatakan bahwa analisis atas rasio kemampuan 
keuangan daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 
kondisi keuangan dapat mendukung otonomi daerah. Kemampuan 
keuangan daerah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai 
berikut. 


Fe 2 n Total Pendapatan Daerah 
Ba bea Total Belanja Daerah 


Semakin tinggi persentase yang diperoleh maka semakin baik 
kemampuan daerah dalam menggunakan pendapatan dibandingkan 
dengan belanja daerahnya. Kriteria kemampuan keuangan daerah 
dapat dilihat pada Tabel 2. 


Tabel 2 Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah 


Persentase Kemampuan Kriteria 
Keuangan Daerah (Yo) 

0,00 - 10,00 Sangat Kurang 
10,01 - 20,00 Kurang 

20,01 - 30,00 Sedang 

30,01 - 40,00 Cukup 

40,01 - 50,00 Baik 
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250,00 Sangat Baik 


Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fispol UGM 
3. Rasio Efektivitas 


Halim (2012) menggambarkan rasio efektivitas sebagai kemampuan 
pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah 
yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan 
berdasarkan potensi riil daerah. Pengukuran ini untuk mengetahui 
apakah berhasil-tidaknya pencapaian tujuan anggaran dengan 
memerlukan data realisasi serta target pendapatan. Berikut 
merupakan perhitungan rasio efektivitas. 


Realisasi Penerimaan PAD 


Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan 
Berdasar Potensi Rill Daerah 


Rasio Efektivitas — 


Tabel 3. Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah 


Persentase Efektivitas (Yo) Kriteria 
2100 Sangat Efektif 
100 Efektif 

90 - 99 Cukup Efektif 
75-89 Kurang Efektif 
« 75 Tidak Efektif 


Sumber: Mahmudi (2011:171) 


Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif 
apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 
persen. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi rasio 
efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. 
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4, Rasio Efisiensi 


Menurut Halim (2012) rasio efisiensi adalah rasio yang 
menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk 
memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang 
diterima. Tidak jauh berbeda dengan Halim, menurut Azwar dan 
Subekan (2014) rasio efisiensi merupakan rasio yang 
menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi 
pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Berikut 
merupakan formulasi rasio efisiensi. 


Rasio Efisensi 
. Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD 


Realisasi Penerimaan PAD 
Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan 
pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang 


dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasionya maka 
kinerja pemerintah daerah dapat disimpulkan semakin baik. 


Tabel 4 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah 


Persentase Efisiensi (70) Kriteria 
S3 Sangat Efisien 
5—10 Efisien 
11—20 Cukup Efisien 
21—30 Kurang Efisien 
230 Tidak Efisien 


Sumber: Mahmudi (2011:171) 


B. Landasan Hukum 
1. Pendapatan Asli Daerah 
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Pendapatan asli daerah merupakan salah satu wujud dari 
pelaksanaan desentralisasi fiskal. Daerah mendapat kebebasan 
untuk menggali sumber-sumber penerimaan negara dan 
menggunakannya sesuai dengan potensinya masing-masing. 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai 
pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan 
Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 


Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merinci 
Pendapatan asli daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi 
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta 
Lain-lain PAD yang Sah. Rincian tentang jenis pajak dan retribusi 
daerah terangkum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 


2. Dana Perimbangan 


Dana perimbangan bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah 
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Diatur dalam Undang- 
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Anggaran Transfer ke Daerah. Undang-undang tersebut juga 
menjelaskan tentang prinsip penyelenggaraan kebijakan 
perimbangan keuangan berdasarkan dalam penyelenggaraan asas 
Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 


3. Belanja Daerah 


Belanja daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 disebut sebagai semua 
kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 
bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. PP No. 12 
Tahun 2019 Pasal 55 ayat (1) mengklasifikasikan belanja daerah ke 
dalam empat jenis, yaitu: belanja operasi: belanja modal: belanja 
tidak terduga, dan belanja transfer. 
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C. Hasil 
1. Pendapatan Asli Daerah 


Capaian pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan selama kurun waktu 6 tahun (2013 - 2018) berada di angka 
95x hingga 990, dimana realisasi PAD terendah terjadi di tahun 
2015 sebesar 95,2899 dan realisasi PAD tertinggi sebesar 99,31Y5 
untuk tahun 2018. Persentase realisasi PAD di bawah 10046 
menunjukkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami 
kesulitan dalam mencapai target anggaran yang ditetapkan 
sebelumnya. 


Tabel 5. Realisasi & Pertumbuhan PAD Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2013-2018 


Persentase Persentase 
Tahun Anggaran Realisasi AP 
Realisasi Pertumbuhan 

2013 2.641.160.646.495 | 2.560.045.632.539 96,939 

2014 3.128.864.413.872 | 3.029.122.238.496 96,81Y9 18,326 

2015 3.432.698.249.296 | 3.270.828.511.467 95,289 7,98Y0 

2016 3.516.797.239.983 | 3.449.561.308.106 98,095 5,46Y0 

2017 3.743.344.520.531 | 3.679.083.943.914 98,289 6,650 

2018 3.975.726.084.809 | 3.948.349.252.423 99,31Y9 7,32Y0 


Sumber : Diolah dari Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2013- 
2018 


Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan terus 
tumbuh dari tahun ke tahun. Tahun 2014 merupakan tahun yang 
memiliki pertumbuhan signifikan yaitu sebesar 18,326. Prosentase 
pertumbuhan mengecil di tahun 2015 dan 2016 hanya sebesar 7,989 
dan 5,460. Kemudian naik menjadi 6,654 di tahun 2017 dan 
terakhir di tahun 2018 pertumbuhannya 7,32”6. Sehingga rata-rata 
pertumbuhan PAD Provinsi selama tahun 2013 - 2018 sebesar 
9,15Y6. 


Komponen yang menjadi penyumbang terbesar berasal dari 
pajak daerah dengan rata-rata persentase kontribusi selama tahun 
2013 - 2018 sebesar 88,316. Pertumbuhannya pun selama enam 
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tahun tersebut terlihat konstan naik jika dibandingkan dengan 


komponen 


PAD yang lain. 


Tabel 6 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi 


Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 


KP Aa tan | Pendpatan 
Asli Daerah 
2013 | 2.560.045.632.539 | 4.867.592.611.713 | 52,59Y9 
2014 | 3.029.122.238.496 | 5.503.161.406.066 | 55,0449 
2015 | 3.270.828.511.467 | 6.105.815.095.558 | 53,579 
2016 | 3.449.561.308.106 | 7.162.588.691.183 | 48,166 
2017 | 3.679.083.943.914 | 9.055.278.907.514 | 40,63Y6 
2018 | 3.948.349.252.423 | 9.252.221.942.175 | 42,67Y9 
Rata-rata 48,78Yo9 


Sumber: Diolah dari Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2013- 
2018 


Kontribusi PAD Provinsi Sulawesi Selatan dalam penerimaan daerah 
selama tahun 2013 hingga 2018 cukup tinggi. Perbandingan 
besarnya realisasi PAD terhadap total pendapatan yang telah 
terealisasi selama enam tahun menunjukkan rata-rata sebesar 
48,78Y6. 


2. Dana Perimbangan 


Realisasi dana perimbangan selama tahun 2013 sampai 
dengan 2018 tidak pernah mencapai angka 10096. Ini menunjukkan, 
realisasi dana perimbangan belum dapat memenuhi target 
sebagaimana yang ditetapkan dalam anggaran. Realisasi terendah 
berada pada tahun 2015 dimana realisasinya hanya sebesar 91,415. 
Sedangkan realisasi tertinggi terjadi pada tahun sebelumnya yaitu 
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tahun 2014 dengan persentase realisasi sebesar 97,2Y9. Rata-rata 
realisasi dana perimbangan selama enam tahun tersebut sebesar 


95,82Y46. 


Tabel 7. Realisasi & Pertumbuhan Dana Perimbangan Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 


2013 1.464.742.120.541 | 1.422.165.818.457 | 97,09Y6 

2014 1.575.574.370.734 | 1.531.386.240.824 | 97,206 7,68Yo 
2015 1.740.160.455.000 | 1.590.754.389.411 | 91,41Y6 3,88Y6 
2016 3.829.773.537.720 | 3.699.816.673.661 | 96,61Y6 132,58Y6 
2017 5.529.334.278.020 | 5.354.507.388.022 | 96,846 44,72Yo 
2018 5.522.290.806.200 | 5.287.519.277.687 | 95,75Y9 “1,256 


Sumber: Diolah dari Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2013- 


2018 


Sisi pertumbuhan realisasi dana perimbangan cukup baik. Sejak 2014 
tumbuh positif. 
Pertumbuhan terbesar terjadi di tahun 2016 dengan persentase 
135,28Y9. Hanya di tahun 2018 dana perimbangan tumbuh negatif 
dengan besaran persentase -1,2595. 


hingga 2017 


realisasi 


dana perimbangan 


Tabel 8. Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 
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2013 1.422.165.818.457 4.867.592.611.713 | 29,226 
2014 1.531.386.240.824 5.503.161.406.066 | 27,83Y6 
2015 1.590.754.389.411 6.105.815.095.558 | 26,056 
2016 3.699.816.673.661 7.162.588.691.183 | 51,6596 
2017 5.354.507.388.022 9.055.278.907.514 | 59,13Y6 
2018 5.287.519.277.687 9.252.221.942.175 | 57,15Y6 
Rata-rata 41,84Y6 


Sumber: Diolah dari Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2013- 
2018 


Kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2013 hingga 
tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Kontribusi pada tahun 
2013, 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 29,229, 27,839, serta 
26,05Y9. Kemudian naik signifikan menjadi 51,65Y6 di tahun 2016. 
Pada tahun 2018 menunjukkan kontribusi dana perimbangan 
terhadap total pendapatan sebesar 57,159. Adapun rata-rata 
persentase selama enam tahun tersebut adalah 41,845. 


3. Belanja Daerah 


Terkait belanja daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum 
mampu untuk melakukan realisasi belanja daerah hingga 10096. Hal 
ini menunjukkan realisasi belanja yang terjadi selama tahun 2013 
sampai dengan 2018 kurang dari sebagaimana yang dianggarkan. 
Namun realisasi yang terjadi tiap tahun terus mengalami 
peningkatan, terutama di tahun 2017 di mana realisasi belanja 
daerah naik sebesar 38,97Y6 dari tahun 2016. 


Tabel 9. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2013-2018 
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Persentase 


Tahun | Anggaran Realisasi PIK 
28 Realisasi 


2013 4.438.230.500.511 | 4.081.099.922.430 | 91,95Y9 


2014 4.981.103.823.403 | 4.499.032.192.457 | 90,32Y96 


2015 4.872.092.732.876 | 4.514.809.893.427 | 92,67Y9 


2016 5.498.952.988.535 | 5.157.371.126.978 | 93,79Y9 


2017 7.557.582.921.600 | 7.167.398.991.895 | 94,84Y9 


2018 8.106.182.589.709 | 7.704.692.391.618 | 95,05Y9 


Sumber: Diolah dari Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2013-2018 


4. Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah 


Biaya pemungutan pendapatan asli daerah untuk enam tahun 
anggaran (2013 - 2018) mengalami fluktuasi. Biaya terendah yang 
dikeluarkan dalam memungut PAD terjadi di tahun 2013 sebesar 
46,8 milyar. Sedangkan tahun 2017 merupakan tahun dimana biaya 
pemungutan PAD terbesar dengan total 98,1 milyar, atau naik 
70,96Y6 dari tahun sebelumnya. 


Tabel 10. Biaya Pemerolehan PAD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 


2013-2018 
Tahun | Biaya Pemerolehan PAD 
2013 46.823.173.785 
2014 69.417.291.288 
2015 68.121.315.325 
2016 57.382.075.607 
2017 98.102.773.471 
2018 71.561.918.658 
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Sumber: Diolah dari Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 
2013-2018 


5. Tingkat Kemandirian Keuangan 


Selama tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2016 Provinsi 
Sulawesi Selatan memiliki rasio kemandirian keuangan di atas 759 
dengan kriteria delegatif. Tahun 2017 hingga 2018 rasio 
kemandirian keuangannya turun masing-masing menjadi 69» dan 
7549 dengan kriteria pola hubungan partisipatif. Rata-rata rasio 
kemandirian keuangan selama enam tahun anggaran (2013 - 2018) 
adalah 13796 yang merupakan kriteria pola hubungan delegatif. 


Tabel 11. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 


Tahun PAD Dana Perimbangan Pa Agana ah 
Perimbangan | Hubungan 
2013 | 2.560.045.632.539 | 1.422.165.818.457 1800 Delegatif 
2014 | 3.029.122.238.496 | 1.531.386.240.824 198Yo Delegatif 
2015 | 3.270.828.511.467 | 1.590.754.389.411 206Yo Delegatif 
2016 | 3.449.561.308.106 | 3.699.816.673.661 93Y9 Delegatif 
2017 | 3.679.083.943.914 | 5.354.507.388.022 69Yo Partisipatif 
2018 | 3.948.349.252.423 | 5.287.519.277.687 75 Yo Partisipatif 
Rata-rata 1376 Delegatif 


Sumber: Diolah dari Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2013- 
2018 


6. Kemampuan Keuangan Daerah 


Selama tahun anggaran 2013 hingga 2018 Provinsi Sulawesi Selatan 
memiliki rasio kemampuan daerah lebih dari 10096 dengan rata-rata 
127Yo atau termasuk kriteria sangat baik. Persentase terbesar berada 
pada tahun 2016 dengan besaran 139Y6 dan yang terkecil terjadi di 
tahun 2013 dengan persentase 11995. 
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Tabel 12. Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi 


Selatan Tahun 2013-2018 


aan Total Pendapatan Total Belanja na Ka 
Daerah (TPD) Daerah (TBD) 

2013 | 4.867.592.611.713 | 4.081.099.922.430 11946 Sangat Baik 
2014 | 5.503.161.406.066 | 4.499.032.192.457 12246 Sangat Baik 
2015 | 6.105.815.095.558 | 4.514.809.893.427 13546 Sangat Baik 
2016 | 7.162.588.691.183 | 5.157.371.126.978 1396 Sangat Baik 
2017 | 9.055.278.907.514 | 7.167.398.991.895 126Y6 Sangat Baik 
2018 | 9.252.221.942.175 | 7.704.692.391.618 1206 Sangat Baik 

Rata-rata 127Y9 Sangat Baik 


Sumber: Diolah dari Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2013-2018 


7. Efektivitas Keuangan Daerah 


Rasio efektivitas pada dasarnya menunjukkan seberapa besar 
pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah 
dibandingkan dengan target pendapatan asli daerah yang ditetapkan 
dalam APBD. Rata-rata rasio efektivitas selama enam tahun anggaran 
(2013 - 2018) sesuai dengan menunjukkan kriteria cukup efektif. 


Dengan demikian, berarti rasio efektivitas keuangan daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan berada di persentase 90 hingga 9995. Meskipun 
selama enam tahun rasio tersebut mengalami naik-turun, namun 
fluktuasi yang terjadi tidak terlalu signifikan sehingga tidak 
mengubah kriteria. Persentase terendah sebesar 9596 terjadi di 
tahun 2015 dan persentase tertinggi sebesar 99” terjadi di tahun 
2018. 


Tabel 13. Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2013-2018 
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Tahun en Ha Ma rPAD/tPAD | Kriteria 
2013 2.560.045.632.539 | 2.641.160.646495 | 96,93y5 | Cukup Efektif 
2014 3.029.122.238.496 | 3.128.864413.872 | 96,814 | Cukup Efektif 
2015 3270.828.511.467 | 3432.698.249296 | 95,284 | Cukup Efektif 
2016 3.449.561.308.106 | 3.516.797.239.983 | 98,090 | Cukup Efektif 
2017 3.679.083.943.914 | 3.743.344.520.531 98,28”5 | Cukup Efektif 
2018 3.948.349252.423 | 3.975.726.084.809 | 99,31” | Cukup Efektif 

Rata-rata 97,45Y0 Cukup Efektif 


Sumber: Diolah dari Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2013- 


2018 


8. Efisiensi Keuangan Daerah 


Persentase efisiensi didapatkan dengan membagi biaya pemungutan 


pendapatan asli 


daerah dengan 


pendapatan asli daerah pada tahun tersebut. 


realisasi 


atas 


penerimaan 


Tabel 14. Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2013-2018 


Biaya Pemungutan 


PAD (bPAD) 


Realisasi Penerimaan 


PAD (rPAD) 


bPAD/rPAD 


Kriteria 


46.823.173.785 


2.560.045.632.539 


1,83 


Sangat Efisien 


69.417.291.288 


3.029.122.238.496 


2,29 


Sangat Efisien 


68.121.315.325 


3.270.828.511.467 


2,080 


Sangat Efisien 


57.382.075.607 


3.449.561.308.106 


1,66” 


Sangat Efisien 


98.102.773.471 


3.679.083.943.914 


2,619 


Sangat Efisien 


71.561.918.658 


3.948.349.252.423 


1,96Y0 


Sangat Efisien 


Rata-rata 


2,080 


Sangat Efisien 


Sumber: Diolah dari Realisasi Biaya Pemungutan dan PAD Tahun 
Anggaran 2013-2018 


Selama periode tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2018, 
tingkat efisiensi tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. 
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Persentase efisiensi keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
berada di angka 1Y6 hingga 296 lebih. Dengan rata-rata persentase di 
bawah 596 maka Provinsi Sulawesi Selatan masuk ke dalam kriteria 
sangat efisien terkait realisasi pendapatan. 


D. Pembahasan 


1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan 


Secara agregat tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan berada pada pola tata hubungan delegatif. Pola 
tersebut menunjukkan pemerintah pusat telah jauh mengurangi atau 
bahkan telah meniadakan campur tangannya dalam mengurus 
otonomi daerah. Artinya, pengarahan pemerintah pusat sudah tidak 
ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan 
otonomi daerahnya. 


Seperti ditampilkan Tabel 11 terkait tingkat kemandirian, diketahui 
pula selama tahun anggaran 2013 sampai dengan 2016 pola 
hubungan berada pada posisi delegatif. Namun pada tahun 2017 dan 
2018 persentase tingkat kemandirian atau pendapatan asli daerah 
terhadap dana perimbangan pemerintah pusat terlihat mengalami 
penurunan cukup drastis. Menyebabkan pola hubungan Provinsi 
Sulawesi Selatan berubah menjadi partisipatif, atau setingkat lebih 
rendah daripada pola delegatif. Pendapatan asli daerah Provinsi 
Selatan memang terlihat terus tumbuh positif setiap tahun. Fakta ini 
karena diikuti peningkatan perolehan Dana Perimbangan yang 
signifikan dari pemerintah pusat. Yang berarti terjadinya penurunan 
tingkat kemandirian. Penurunan persentase tingkat kemandirian 
keuangan daerah tersebut menggambarkan ketergantungan 
pendanaan pada pemerintah pusat. Meskipun peningkatan akan 
kebutuhan fiskal terjadi setiap tahunnya, kondisi tersebut harus 
didukung oleh upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah. 


Pertimbangan lain tentang tingkat kemandirian keuangan daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan adalah dukungan kemampuan keuangan, 
efektivitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang baik. 
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Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki rata-rata rasio 
kemampuan keuangan sebesar 12799 sehingga diklasifikasikan 
mempunyai kemampuan keuangan daerah sangat baik karena 
berada di atas nilai 5049 (Tabel 12). Rasio kemampuan keuangan 
daerah dari tahun 2013 hingga 2018 pun terlihat tidak pernah 
kurang dari 1006. Menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan selama periode tahun anggaran 2013 - 2018 secara 
kemampuan finansial mampu untuk mendanai belanja daerah guna 
menjalankan roda pemerintahannya. 


Capaian realisasi pendapatan terhadap target yang ditetapkan 
selama kurun waktu 6 (enam) tahun selalu berada di atas 904 atau 
rata-rata sebesar 97,45Y69. Jika melihat kriteria penilaian maka 
tingkat efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam kategori cukup efektif. 
Artinya meskipun realisasi pendapatan belum memenuhi target, 
tetapi masih dalam batas yang dimaklumi. Kriteria pendapatan yang 
cukup efektif menunjukkan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan sudah cukup tepat dan realistis dalam merencanakan 
pendapatan asli daerahnya, terlihat dari rasio efektivitas yang selalu 
di atas 9599. Rasio efektivitas pendapatan pemerintah daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan cukup baik karena terus tumbuh positif 
terutama sejak tahun 2015. Bahkan di tahun 2018 rasio efektivitas 
hampir menyentuh angka 1009Y9 atau kriteria efektif dengan 
persentase rasio sebesar 99,3195. 


Guna memperoleh ukuran yang baik, selain melihat rasio efektivitas 
tersebut perlu juga untuk mengetahui rasio efisiensi yang dicapai 
pemerintah daerah. Analisis atas efisiensi ini perlu dilakukan karena 
meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatan 
sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan tersebut 
kurang berarti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan lebih besar 
daripada realisasi pendapatan yang diterima. Amanat Undang- 
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menuntut 
penyusunan APBD menggunakan pendekatan anggaran berbasis 
kinerja. Penggunaan pendekatan tersebut menuntut konsekuensi 
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bagi pemerintah, diantaranya untuk melakukan efisiensi serta 
pemangkasan biaya. 


Rasio efisiensi membandingkan antaran biaya pemerolehan PAD 
yang merupakan salah satu belanja pegawai dengan realisasi 
pendapatan asli daerah yang diperoleh. Pemerintah daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan memiliki rata-rata rasio efisiensi sebesar 2,086. 
Dapat dinyatakan bahwa tingkat efisiensi keuangan daerah berada 
pada posisi yang optimal. Persentase setiap tahunnya pun tidak 
mengalami fluktuasi secara signifikan dimana persentase terendah 
sebesar 1,66» dan persentase tertinggi sebesar 2,089. Rasio 
efisiensi keuangan yang berada di bawah 599 termasuk dalam 
kategori kriteria sangat efisien. Penerimaan PAD yang besar bila 
diikuti pengeluaran biaya yang sangat rendah dapat menekan 
pemborosan penggunaan belanja daerah terutama pada belanja 
pegawai. Sehingga atas sisa pendapatan tersebut dapat dialokasikan 
ke sektor-sektor lain seperti pembangunan dan belanja modal. 


Realisasi PAD berdasarkan sumbernya, pajak daerah memiliki porsi 
terbesar. Sedangkan retribusi daerah memiliki porsi terkecil dengan 
rata-rata kontribusi sebesar 2,48 dibandingkan dengan sumber- 
sumber PAD yang lain selama tahun anggaran 2013 - 2018. Tingkat 
pencapaian pajak daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 
sempat mengalami penurunan dari 96,446 menjadi 94,61Y9, namun 
kembali naik di tahun 2016 dengan persentase pencapaian sebesar 
97,916 dan menyentuh angka 100”6 pada tahun 2018. Berbanding 
terbalik dengan kontribusi daerah yang mengalami peningkatan di 
tahun 2014 dengan persentase realisasi sebesar 112,229 jika 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 
86,7496, lalu terus menurun sejak tahun 2015 dari 101,28” menjadi 
79Yo di tahun 2018. Jadi berdasarkan kinerja selama 6 (enam) tahun 
anggaran terlihat bahwa pajak daerah juga memiliki kinerja yang 
lebih baik dibandingkan dengan pendapatan retribusi daerah. 


Tabel 15. Realisasi Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2013-2018 
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Pendapatan Realisasi (dalam jutaan) 
Ni, Asli Daerah 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1 | Pajak Daerah 2.253.428.668 | 2.667.267 | 2.902.246 | 3.079.662 | 3.241.747 | 3.462.185 
2 | Retribusi Daerah 60.529 94.596 94.314 86.533 82.252 70.370 
Hasil 
Pengelolaan 
3 | Kekayaan 71.057 74.599 88.982 106.760 127.006 108.949 
Daerah yang 
Dipisahkan 
4 Boi 175.032 192.661 185.286 176.607 228.080 306.845 
yang Sah 
Jumlah 2.560.046 3.029.122 | 3.270.829 | 3.449.561 | 3.679.084 | 3.948.349 


Sumber: Diolah dari Realisasi PAD Tahun Anggaran 2013-2018 


Di tahun 2013 - 2015, kontribusi pajak daerah terbesar berasal dari 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN.KB) dengan persentase 
kontribusi masing-masing tahun sebesar 46,07”, 38,11Y9, dan 
33,18Y9. BBN.KB merupakan pajak atas penyerahan kendaraan 
bermotor yang berasal dari kegiatan jual beli, tukar menukar, hibah, 
warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Untuk tahun 2016 - 
2018 kontribusi terbesar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB). PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 
kendaraan bermotor. 


Alasan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan terkait 
menurunnya capaian BBN.KB di tahun 2016 - 2018 disebabkan 
karena melemahnya nilai tukar mata uang rupiah yang mendorong 
naiknya harga kendaraan bermotor sehingga pembelian kendaraan 
bermotor baru mengalami penurunan. Sedangkan kontribusi pajak 
daerah terkecil di tahun 2013 - 2018 bersumber dari Pajak 
Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan yang rata-rata 
persentase kontribusinya hanya sebesar 3,19”9 dari keseluruhan 
pendapatan pajak daerah. Penurunan pendapatan pajak air 
permukaan yang cukup signifikan di tahun 2016 disebabkan karena 
pada tahun tersebut mengalami kemarau panjang sehingga 
mempengaruhi jumlah debit air. 


129 


Tabel 16. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2013-2018 


No Kontribusi (Y0) 
Pajak Daerah 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Pajak 
1 Kendaraan 32,07 30,49 31,27 33,35 34,03 35,88 
Bermotor Yo Yo Yo Yo Yo Yo 
(PKB) 
Bea Balik Nama 
2 Kendaraan 46,07 38,11 33,18 32,21 29,08 26,03 
Bermotor Yo Yo Yo Yo Yo Yo 
(BBN.KB) 
Pajak Bahan 
3 Bakar 18,03 18,26 18,45 16,27 17,37 18,32 
Kendaraan Yo Yo Yo Yo Yo Yo 
Bermotor 
Pajak 
P bilan & 
4 engambian & | 39396 | 39690 | 3.42x | 24306 | 26396 | 2,870 
Pemanfaatan 
Air Permukaan 
13,68 15,74 16,89 16,90 
5 Pajak Rokok 09 9,179 ' ' : i 
ajak Roko Y9 Yo or, or, of, or, 


Sumber: Diolah dari Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013- 
2018 


Tahun 2015 - 2018 kontribusi terbesar untuk retribusi daerah 
bersumber dari jasa umum dengan rata-rata kontribusi sebesar 
75,549, meskipun selama 4 tahun tersebut retribusi jasa umum 
terus mengalami penurunan dari 79,626 di tahun 2015 menjadi 
70,96Y9 di tahun 2018. Jasa umum merupakan jasa yang disediakan 
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan 
dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau 
Badan. 


Tabel 17. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2015-2018 
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No. Retribusi Daerah sak yA 
2015 2016 2017 2018 
1 | Jasa Umum 79,62 To 71,399o | 74,200 | 70,967o 
1.1 | Pelayanan Kesehatan 64,300 70,020 66,92Y0 59,070 
1.2 | Pelayanan Tera/Tera Ulang 1,63Yo 1,25Y69 0,006 0,00Y6 
1.3 | Pelayanan Pendidikan 13,69Yo 6,12Y6 I,21Y0 11,890 
2 | Jasa Usaha 19,42 Fo 20,917o | 229170 | 26,657 
2.1 | Pemakaian Kekayaan Daerah 14,38Yo 14,72Y0 15,51Y0 18,23Yo 
2.2 | Pelayanan Kepelabuhan 0,37Y0 0,424 0,66Y0 0,84Y0 
2.3 | Tempat Rekreasi dan Olah Raga 0,23Yo 0,374 0,46Y0 0,56Y0 
2.4 | Penjualan Produksi Usaha Daerah 4,44Yo 5,40Yo 6,21Yo 7,03Yo 
3 | Perizinan Tertentu 0,96 Io 1,70 Fo 2,90 Fo 2,38 Io 
3.1 | Izin Trayek 0,88Yo 1,039 0,760 0,81Yo 
3.2 | Izin Usaha Perikanan 0,08Y0 0,67Y6 1,39Y69 1,13Yo 
3.3 | Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (MTA) 0,00Y9 0,00Y6 0,749 0,44Yo 


Sumber: Diolah dari Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 
2015-2018 


Sedangkan kontribusi terkecil bersumber dari perizinan tertentu 
dengan rata-rata kontribusi selama 4 (empat) tahun anggaran (2015- 
2018) sebesar 1,989. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu 
pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, 
pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 


2. Meneropong Potensi Pendapatan Asli Daerah 


Pemberian kriteria tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi 
disertai kemampuan keuangan daerah yang sangat baik, serta 
realisasi pendapatan yang cukup efektif dan sangat efisien bagi 
Provinsi Sulawesi Selatan dirasa sudah sangat tepat. Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan dengan ini tergolong mampu untuk 
menggunakan potensi sumber daya yang dimiliki dengan baik. 
Namun potensi-potensi tersebut masih dapat dimaksimalkan 
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mengingat capaian PAD selama tahun 2013-2018 belum pernah 
mencapai 10075. 


Tabel 18. Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2013-2018 


Ha ena 2014 2015 2016 2017 2018 
Bermotor 
Mobil 

236.252 | 269.610 | 298291 | 325.702 1 351770 | 375.410 
Penumpang 
Mobil Bus 23.873 24.022 24.216 24324 24434 24.556 


Mobil Barang | 117.976 129.972 141.833 153.173 162.873 172.026 


Sepeda 2.294.59 2.513.52 2.701.73 2.882.22 3.049.72 3.225.49 
Motor 7 0 9 4 4 7 
Kendaraan 

1.027 1.069 1.153 1.309 1.365 1.399 
Khusus 


2.673.72 | 2.938.19 | 3.167.23 | 3.386.73 | 3.590.16 | 3.798.58 


Jurnlah 5 3 2 2 6 8 


Pertumbuh 


3 9,89 Yo 7,80Yo 6,93 Yo 6,01Yo 5,81Y9 


Sumber: Diolah dari BPS Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 


Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencapai 
realisasi PAD sangat bergantung pada pendapatan pajak daerah 
utamanya yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor. Fakta ini menimbulkan dampak 
jika salah satu dari sumber utama pajak daerah mengalami 
penurunan, akan berpengaruh pada capaian PAD pada tahun 
tersebut. Berdasarkan data capaian realisasi pajak daerah selama 
tahun 2013 - 2018, BBN.KB hanya mampu mencapai target di tahun 
2016 saja. Jumlah realisasinya semakin menurun setiap tahunnya 
atau tumbuh negatif, sementara jumlah kendaraan yang ada terus 
tumbuh positif. 


Penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2014) tentang Kajian Evaluasi 
Tarif Retribusi Perizinan Tertentu di Provinsi Sulawesi Selatan, 
memperlihatkan — pendapatan retribusi perizinan trayek 
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diproyeksikan untuk tumbuh positif. Faktanya, retribusi izin trayek 
selama 2016-2018 terus mengalami penurunan. Tidak tercapainya 
pendapatan retribusi perizinan trayek ditengarai peraturan yang 
digunakan masih mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 
Berbeda dengan retribusi jasa umum dan jasa usaha yang telah 
dilakukan perubahan masing-masing pada tahun 2018 dan 2019. 
Perda atas perizinan tertentu tersebut perlu dilakukan revisi atau 
perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi 
yang ada sekarang ini dan untuk melahirkan peraturan yang lebih 
adil, lebih efektif, lebih tertib administratif, dan lebih mendorong 
peningkatan PAD. 


Tabel 15. Proyeksi Penerimaan Retribusi Izin Trayek Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 


Tahun Penerimaan Proyeksi Potensi 
2013 883.333.670,00 37.100.014, 14 920.433.684, 14 
2014 920.444.684, 14 38.658.634,73 959.102.318,87 
2015 959.102.318,87 40.282.297,39 999.384.616,26 
2016 999.384.616,26 41.974.154,88 | 1.041.358.770,14 
2017 1.041.358.770,14 | 43.737.068,35 | 1.085.095.838,49 
2018 1.041.879.449 ,53 | 43.758.936,88 | 1.085.638.386,41 


Sumber: Anwar (2014:58) 
E. Simpulan dan saran 


Dapat disimpulkan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan sebagai berikut: 


1. Selama tahun anggaran 2013 sampai dengan 2016 pola hubungan 
tingkat kemandirian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
berada pada pola delegatif. Tetapi proporsi Dana Perimbangan 
Provinsi Sulawesi Selatan dalam APBD pada tahun anggaran 
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2017-2018 mengalami peningkatan signifikan yang membuat 
tingkat kemandirian keuangan daerah turun dari yang 
sebelumnya delegatif menjadi partisipatif. Secara agregat tingkat 
kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan selama tahun anggaran 2013-2018 berada pada pola 
delegatif dengan rata-rata 137Y6, dimana pengarahan pemerintah 
pusat sudah tidak ada karena Provinsi Sulawesi Selatan telah 
benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerahnya. 


. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun anggaran 


2013-2018 memiliki kriteria kemampuan keuangan daerah yang 
sangat baik dengan besaran rata-rata 1276. Selain itu, 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mampu mengelola 
pendapatan asli daerah dengan cukup efektif dan sangat efisien 
yang masing-masing rata-rata kriterianya sebesar 97,45 dan 
2,08Y0. 


Upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah 
perlu diambil dengan langkah : 


1. 


Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebaiknya mulai 
melakukan sensus kendaraan dengan melibatkan aparatur 
pemerintah dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah 
guna mendapatkan basis data yang lengkap. Menyusun data 
terintegrasi antar instansi untuk memudahkan masyarakat 
melakukan pembayaran pajak daerah maupun retribusi daerah. 


. Peraturan dan sanksi yang tegas mulai diterapkan terhadap 


kendaraan bermotor yang memiliki nomor polisi bukan milik 
Sulawesi Selatan yang berada dan menggunakan fasilitas jalan di 
Provinsi Sulawesi Selatan dalam waktu yang lama. 


. Melaksanakan kegiatan intensifikasi perpajakan seperti 


memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah 
dan memperbaiki prosedur administrasi penerimaan daerah. 
Serta melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dengan cara 
pemberian edukasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan 
kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah. 
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Kewenangan Penetapan Kembali 
Tarif Dan Nilai Pabean: Kepastian 
Hukum Vs Penerimaan Negara 


Oleh Masruri Muchtar 


DJBC berwenang menetapkan kembali tarif dan nilai pabean 
untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu dua tahun 
sejak pemberitahuan pabean. Tulisan ini mengidentifikasi 
permasalahan yang timbul dalam implementasinya agar para 
pelaku usaha mendapat jaminan kepastian hukum dan hak-hak 
hegara terjamin. Ditemukan beberapa permasalahan yakni: 
audit coverage ratio masih rendah, segmentasi pelaku usaha 
yang beragam, dan implikasi atas program joint audit. 
Penyempurnaan kewenangan mendesak dilakukan agar 
terwujudnya keseimbangan fungsi pelayanan dan pengawasan. 


1. LATAR BELAKANG 


Upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku 
usaha bidang perdagangan ekspor dan impor menjadi salah satu 
pertimbangan dalam pengaturan sejumlah ketentuan yang terdapat 
pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pada 
pasal 17 ayat (1) Undang Undang Kepabeanan, Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai (DJBC) mempunyai kewenangan menetapkan kembali 
tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka 
waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean. 
Pengaturan jangka waktu dua tahun ini tentu semangatnya adalah 
dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi seluruh pengguna 
jasa kepabeanan terkait kewajiban kepabeanan mereka. Pesatnya 
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perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan 
masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum 
dalam dunia usaha. 


Pembatasan jangka waktu selama dua tahun ini dianggap cukup bagi 
DJBC dalam upaya memastikan hak-hak negara terpenuhi yakni 
penerimaan negara berupa bea masuk. Pengaturan limitatif atas 
kewenangan penetapan kembali ini secara prinsip memang perlu, 
terutama terkait isu fairness dalam mendorong iklim berusaha yang 
sehat dan transparan. Pemerintah berharap aturan penetapan 
kembali tarif dan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk ini 
memberi kesempatan kepada para pelaku usaha agar dapat 
menghitung margin secara pasti dan mempermudah perusahaan 
dalam upaya memprediksi kondisi keuangannya di masa yang akan 
datang. Bahkan aturan ini bisa mendorong strategi bisnis perusahaan 
yang lebih progresif terkait pemenuhan kewajiban kepabeanan 
mereka di kemudian hari. Secara sederhana, para pengguna jasa 
kepabeanan tidak perlu khawatir akan timbulnya kewajiban baru 
berupa kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka 
impor apabila aktivitas bisnis mereka telah melewati jangka waktu 
dua tahun. 


Ada fenomena menarik yang terjadi dan kondisi tertentu yang perlu 
menjadi perhatian DJBC atas penerapan pasal 17 Undang Undang 
Kepabeanan ini. Dari sisi pelaku usaha, jangka waktu dua tahun ini 
sebenarnya relatif singkat dibandingkan dengan umur perusahaan 
atau dalam istilah akuntansi biasa disebut dengan prinsip going 
concern. Pada umumnya pelaku bisnis yang terjun di sektor 
perdagangan ekspor impor ini akan menggeluti bisnisnya untuk 
periode yang lama dan berorientasi jangka panjang. Dari sisi ini, 
pengaturan jangka waktu mekanisme penetapan kembali tarif dan 
nilai pabean oleh otoritas kepabeanan dalam jangka waktu dua tahun 
tentu memberi jaminan pihak perusahaan. Namun sangat 
disayangkan ketentuan ini tampaknya belum memenuhi harapan 
dari kepentingan pemerintah, yakni terkait pemenuhan hak negara 
berupa pungutan bea masuk. Implementasi dari kewenangan 
penetapan kembali ini sangat erat kaitannya dengan mekanisme post 


137 


clearance audit yakni upaya melakukan audit kepabeanan atau 
penelitian ulang. Praktiknya, ada beberapa kendala yang ditemui 
dalam implemantasi kedua meknisme ini. Isu utama yang 
mengemuka adalah terkait ketersediaan sumber daya manusia di 
DJBC. Sebagai gambaran awal, trend jumlah pengguna jasa 
kepabeanan selalu meningkat dari tahun ke tahun namun kenaikan 
ini tidak diimbangi dengan ketersediaan jumlah pegawai DJBC yang 
memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan tarif dan nilai 
pabean. Selain itu audit coverage ratio yang menunjukkan 
perbandingan jumlah perusahaan yang diaudit dengan jumlah 
seluruh pengguna jasa kepabeanan yang ada juga sangat rendah, 
yaitu berkisar pada angka yang tidak lebih dari 5y6. Kondisi inilah 
yang menurut penulis belum ideal, selain temuan atau fakta lain yang 
dihadapi DJBC terkait ketentuan penetapan kembali tarif dan nilai 
pabean untuk perhitungan bea masuk. 


Salah satu fakta yang perlu menjadi perhatian otoritas kepabeanan 
terkait mekanisme penetapan kembali adalah hasil temuan audit 
kepabeanan, khususnya terhadap perusahaan-perusahaan yang 
selama ini mendapat fasilitas berupa penangguhan atau pembebasan 
bea masuk. Pada tahun 2019 terdapat lebih dari 2.300 perusahaan 
penerima fasilitas kepabeanan (DJBC, 2019). Dari beberapa temuan 
audit, DJBC tidak memiliki kewenangan menagih atas kekurangan 
pembayaran bea masuk walaupun secara nyata dapat dibuktikan 
secara obyektif dan terukur bahwa ada hak negara yang belum 
dipenuhi oleh perusahaan yang selama ini menikmati beberapa 
fasilitas kepabeanan itu. Alasannya sederhana yakni terkait 
ketentuan pada pasal 17 UU Kepabeanan yakni penetapan ini telah 
melewati jangka waktu dua tahun sejak tanggal pemberitahuan 
pabean. DJBC sudah tidak memiliki kewenangannya lagi menagihnya. 


Berdasarkan Rencana Strategis DJBC tahun 2020-2024 disebutkan 
bahwa arah kebijakan dan strategis DJBC dikelompokkan dalam tiga 
tema utama yaitu penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai, 
serta pengawasan kepabeanan dan cukai (DJBC, 2020). Penerimaan 
negara ternyata masih menjadi tema penting terkait tugas pokok dan 
fungsi DJBC. Penerimaan bea masuk sampai dengan 31 Desember 
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2019 sebesar Rp 37,45 Triliun atau 96,27Yo dari target APBN 2019, 
lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 pada periode yang sama. 
Tabel berikut menunjukkan pencapaian target penerimaan Bea 
Masuk, Bea Keluar, dan Cukai selama kurun waktu 2015-2019. 


Tabel 1 
Rincian Pencapaian Target Penerimaan 2015-2019 
(dalam triliun rupiah) 


Bea Masuk 31,21 32,47 35,06 39,09 37,45 
Bea Keluar 3,73 3,00 4,15 6,76 3,48 
Cukai 144,64 | 143,53 | 153,29 | 159,58 | 172,42 
Total 179,58 | 179 | 192,49 | 205,44 | 213,36 
Pertumbuhan -0,2Y9 7,5Yo 6,7 Yo 3,84Y9 


Sumber: Data Lakin DJBC 2015-2019 


Apabila mengacu pada tabel di atas, selama tiga tahun terakhir 
terlihat bahwa tingkat pertumbuhan pencapaian target penerimaan 
cenderung semakin menurun yakni 7,546 (2017), 6,7» (2018) dan 
3,84 (2019). Tantangan yang dihadapi DJBC semakin berat ke 
depannya. Selama ini DJBC telah menerapkan risk management 
dalam rangka menyeimbangkan perannya yaitu memfasilitasi 
perdagangan, dan secara bersamaan juga melakukan pengawasan 
yakni mengamankan penerimaan negara dan melindungi 
masyarakat. 


Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan 
yang perlu mendapat perhatian DJBC yakni terkait kewenangannya 
dalam menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk 
penghitungan bea masuk. Ada potensi penerimaan negara yang 
hilang karena ketentuan batas waktu menagih kekurangan 
pembayaran bea masuk yang diatur pada pasal 17 UU Kepabeanan 
ini, sehingga perlu ada kajian mendalam untuk mengidentifikasi 
permasalahan yang ditemukan dalam implementasi kewenangan ini 


139 


agar di satu sisi hak-hak negara berupa pungutan bea masuk dapat 
terpenuhi dan di sisi lain para pelaku usaha tetap mendapat jaminan 
kepastian hukum dalam menjalankan roda bisnisnya ketika 
berinteraksi dengan otoritas kepabeanan. 


2. KAJIAN LITERATUR 


Asas kepastian hukum dapat dimaknai sebagai suatu keadaan 
dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret 
bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum 
merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari 
keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa 
seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan 
dalam keadaan tertentu (Mertokusumo, 1993). 


Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang termasuk 
kedalam nilai dasar hukum (Julyano dan Sulistyawan, 2019). Asas ini 
pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat 
secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi 
penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum 
positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu 
kesamaan (similarity) dengan gagasan utama yang ada pada 
konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (certainty). 


Pada aliran positivisme, hukum terbit sebagai produk eksplisit suatu 
sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi. Dalam hal ini, 
hukum utamanya terwujud sebagai perintah-perintah eksplisit yang 
secara positif telah terumus jelas guna menjamin kepastiannya, 
seperti misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku 
secara nasional di suatu negara. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa 
pemikiran tersebut didasarkan utamanya pada norma positif 
legislatif dari ranah normatif positif (Indarti, 2010). Undang-undang 
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang 
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan merupakan salah satu 
hukum positif legislatif yang masih berlaku di Indonesia sampai 
sekarang. 


Mekanisme penyelesaian dan pemenuhan kewajiban kepabeanan 
dibagi dalam tiga fase yaitu: pre-clearance, clearance dan post- 
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clearance. Dari semua tahapan ini, tugas utama DJBC memastikan 
bahwa penerimaan negara telah terpenuhi. The Post-Clearance Audit 
(PCA) process can be defined as the structured examination of a 
business' relevant commercial systems, sales contracts, financial and 
non-financial records, physical stock and other assets as a means to 
measure and improve compliance (World Customs Organization, 
2018). Dari pengertian ini, PCA dapat didefinisikan sebagai 
pemeriksaan terstruktur dari sistem komersial bisnis yang relevan, 
kontrak penjualan, catatan keuangan dan non-keuangan, stok fisik, 
dan aset lainnya sebagai cara untuk mengukur dan meningkatkan 
kepatuhan kepabenan. Dengan penerapan PCA, DJBC dapat 
menargetkan sumber daya secara lebih efektif dan bekerja dalam 
kemitraan dengan komunitas bisnis yang pada akhirnya diharapkan 
meningkatnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dan juga 
memfasilitasi perdagangan. 


Segmentasi Pengguna Jasa 


Berdasarkan The Voluntary Compliance Framework yang diterbitkan 
WCO, secara konsep traders atau para pelaku usaha di bidang ekspor 
dan impor dapat dibedakan atas 4 kategori yakni: 


e Tipel yang patuh secara sukarela, 

e Tipe 2 yang mencoba untuk patuh tetapi tidak selalu 
berhasil: 

e Tipe 3 yang menghindari kepatuhan jika memungkinkan, 

e Tipe 4 yang sengaja tidak patuh 


PCA merupakan sarana untuk mengukur dan meningkatkan 
kepatuhan pengguna jasa. Hasil audit dapat digunakan untuk 
segmentasi trader ini. Keempat kategori segmentasi pelaku usaha ini 
ditunjukkan pada gambar berikut. 
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Gambar 1 
Segmentasi Pelaku Usaha 


Segmentation of Traders 


High 


“ " People who decide Use the full 
Type 4 notto compiy force of law 


“ ” People who don't - 
Type 3 want tocompy — Deterby detection 


People who try to, 
“Type » but don'talwaya Assistto comply 


succeed in doing 
the right thing 


Poople whoare 
“Type1” — wilingtodo  Makeiteasytocomply 
the rightthing 


Compliance Strategies 
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Sumber: Guidelines for PCA (2018) 


3. METODOLOGI PENELITIAN 


Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan ini permasalahan diteliti 
dan dikaji secara lebih spesifik dan mendalam. Studi literatur yang 
dilakukan antara lain dengan mengkaji beberapa norma hukum 
terkait asas kepastian hukum dan regulasi kepabeanan yang berlaku, 
membaca hasil penelitian terdahulu, dan diperdalam dengan 
melakukan wawancara dan diskusi dengan pejabat DJBC terkait 
dengan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penerimaan negara. 


4. HASIL DAN PEMBAHASAN 


Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang termasuk ke 
dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada prinsipnya mewajibkan 
hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan 
asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu 
produk hukum positif yang ada. Undang-undang Nomor 17 Tahun 
2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 
tentang Kepabeanan merupakan salah satu hukum positif yang masih 
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berlaku di Indonesia sampai sekarang. Pada pasal 17 ayat (1) Undang 
Undang Kepabeanan, DJBC mempunyai kewenangan untuk 
menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea 
masuk dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal 
pemberitahuan pabean. Pengaturan jangka waktu dua tahun ini 
semangatnya adalah menjamin kepastian hukum bagi seluruh 
pengguna jasa kepabeanan terkait kewajiban kepabeanan mereka. 
Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan 
tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian 
hukum dalam dunia usaha. 


Mekanisme penyelesaian dan pemenuhan kewajiban kepabeanan 
import clearance dibagi dalam tiga fase yaitu: pre-clearance, 
clearance dan post-clearance. Dari semua tahapan ini, tugas utama 
DJBC memastikan bahwa penerimaan negara berupa bea masuk, 
cukai, dan pajak dalam rangka impor telah dibayar dengan benar. 
Untuk mengurangi dwelling time dan adanya biaya penumpukan 
yang tinggi di pelabuhan, kebijakan yang diambil DJBC 
kecenderungannya adalah mempercepat proses layanan dokumen 
impor pada tahapan pre-clearance dan clearance. Dengan policy 
seperti ini, ada risiko penerimaan negara belum dapat dikumpulkan 
secara optimal. Sehingga pada tahapan post-clearance dituntut 
kepada DJBC untuk melakukan upaya-upaya mengamankan 
penerimaan negara (Muchtar, 2019). 


Berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 
2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 
tentang Kepabeanan, DJBC mempunyai kewenangan untuk 
menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean yang telah 
diberitahukan oleh importir dalam jangka waktu dua tahun sejak 
pemberitahuan impor dilakukan. Besar tarif dan nilai pabean ini 
menentukan jumlah penerimaan negara berupa bea masuk yang 
harus dibayar oleh pelaku usaha. 


Penetapan kembali ini dilakukan melalui mekanisme post clearance 
audit yakni audit kepabeanan atau penelitian ulang. Yang tercantum 
secara eksplisit pada pasal 17 UU Kepabeanan -sebagai norma 
hukum positif yang masih berlaku- mengatur kewenangan DJBC 
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dalam menetapkan kembali tarif dan nilai pabean. Kalau dilihat dari 
kepentingan pelaku usaha, pembatasan kewenangan otoritas 
kepabeanan menentukan pungutan negara yang harus dibayar 
merupakan upaya pemerintah dalam mendorong iklim berusaha 
yang sehat dan transparan. Para pengguna jasa kepabeanan tidak 
perlu khawatir akan timbulnya kewajiban baru berupa kekurangan 
pembayaran bea masuk atas aktivitas bisnis mereka yang telah 
melewati jangka waktu dua tahun. Jangka waktu dua tahun dianggap 
cukup memberikan kesempatan bagi DJBC untuk melakukan review 
atas pemberitahuan pabean karena para pelaku usaha menggunakan 
pendekatan self-assessment dalam pemenuhan kewajiban 
kepabeanannya. Ketentuan pembatasan wewenang ini memberikan 
suatu kepastian hukum bagi pelaku bisnis ketika berinteraksi dengan 
otoritas kepabeanan. Asas kepastian hukum ini memegang peran 
penting bagi perkembangan dunia usaha. 


Namun ternyata praktik di lapangan tidak sesederhana itu. Proses 
review yang dilakukan DJBC terhadap penilaian tingkat kepatuhan 
pengguna jasa atas pemberitahuan pabean terkait tarif dan nilai 
pabean yang diberitahukan oleh importir tentu harus melalui 
mekanisme yang ada yakni post clearance audit. Apabila dari hasil 
pemeriksaan terhadap tarif dan nila pabean tersebut 
mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, maka akan 
diterbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean 
(SKPTNP) sebagai dasar penagihan kepada pelaku usaha. Begitu 
mekanisme yang diatur terkait kewenangan penetapan kembali 
terhadap tarif dan nilai pabean selama ini. 


Salah satu yang menjadi kendala terkait efektivitas atas pelaksanaan 
audit kepabeanan adalah terkait audit coverage ratio (ACR) yaitu 
perbandingan jumlah pelaksanaan audit kepabeanan setiap tahun 
dengan jumlah objek audit. ACR digunakan sebagai salah satu alat 
ukur atas efektivitas tingkat pengawasan yang dilakukan oleh DJBC 
(Yunindhar dan Nugroho, 2018). Saat ini besarnya ACR dianggap 
masih relatif rendah yakni tidak melebihi angka 5» baik ACR 
Fasilitas maupun ACR Importir Aktif Selain High Risk Importir (DJBC, 
2019). Secara sederhana dapat kita ilustrasikan bahwa dari 100 
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perusahaan yang ada, hanya 5 perusahaan yang mampu diaudit oleh 
DJBC selama setahun. Dengan asumsi tidak ada pertambahan jumlah 
pengguna jasa kepabeanan dan jumlah auditor juga tetap, maka 
dibutuhkan waktu sekitar 20 tahun agar seluruh objek audit yang ada 
baru bisa diselesaikan audit kepabeanannya. Tentu isu terkait 
kewenangan DJBC untuk menetapkan kembali tarif dan nilai pabean 
hanya dalam kurun waktu 2 tahun menjadi hal yang perlu mendapat 
perhatian serius. Pertanyaan sederhana akan muncul yakni apa 
langkah yang bisa ditempuh oleh DJBC apabila ditemukan 
kekurangan pembayaran bea masuk namun temuan ini baru 
diketahui setelah melewati 2 tahun setelah importasinya dilakukan. 
Berdasarkan bukti atau data yang objektif dan terukur, secara 
substansi dapat dihitung adanya kekurangan pembayaran pungutan 
negara yang dilakukan oleh perusahaan namun DJBC tidak memiliki 
kewenangan untuk menagihnya kepada pelaku usaha tersebut. Ini 
yang menurut penulis menjadi kondisi dilematis. Di satu sisi, 
kewenangan penetapan kembali secara limitatif dalam kurun waktu 
2 tahun sejatinya merupakan upaya pemerintah untuk menjamin 
adanya suatu kepastian hukum, keadilan, transparansi dan 
akuntabilitas pelayanan publik. Namun di sisi lain, adanya hak-hak 
negara yang juga harus diamankan oleh DJBC terkait pemenuhan 
kewajiban kepabeanan. 


Selain audit kepabeanan, DJBC juga dapat melakukan pemeriksaan 
terhadap tarif dan nilai pabean yang diberitahukan oleh importir 
ataupun eksportir yakni melalui mekanisme penelitian ulang. 
Pelaksanaan penelitian ulang relatif lebih sederhana dan waktu 
penyelesaiannya juga lebih singkat dibandingkan dengan mekanime 
audit kepabeanan. Tampaknya penelitian ulang ini menjadi salah 
satu justifikasi adanya pengaturan kewenangan penetapan kembali 
tarif dan nilai pabean dalam kurun waktu 2 tahun. Namun ada juga 
isu yang tidak kalah penting terkait kewenangan penetapan kembali 
ini, yakni masalah segmentasi pelaku usaha yang bergerak di bidang 
kepabeanan. 


World Customs Organization (WCO) membedakan pelaku usaha atau 
trader ke dalam 4 kategori atau tipe. DJBC secara normatif tentu tidak 
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akan terlalu khawatir bila berhadapan dengan pelaku usaha tipe 1 
yaitu yang secara sukarela mematuhi ketentuan atau regulasi yang 
dibuat oleh pemerintah. Juga tidak akan menaruh curiga berlebihan 
kepada trader yang masuk dalam kategori tipe 2 karena sejatinya 
pelaku usaha yang masuk kategori ini sebenarnya patuh, namun 
sesekali mereka menyalahi ketentuan yang ada. Yang perlu 
mendapat perhatian dan pengawasan lebih oleh DJBC adalah pelaku 
usaha tipe 3 dan tipe 4. Para pelaku usaha ini dari awal memang tidak 
ingin mematuhi kewajiban kepabeanan dan bahkan dengan sengaja 
memutuskan untuk melanggar ketentuan atau regulasi yang ada. Di 
sini peran DJBC sangat menentukan yaitu melakukan pemeriksaan 
secara selektif berdasarkan pertimbangan risk management. 
Pemeriksaan ini seyogyanya harus dikaitkan dengan kewenangan 
penetapan kembali tarif dan nilai pabean dalam kurun waktu 2 tahun 
sejak pemberitahuan pabean. 


Ada fenomena menarik terkait perilaku trader yang masuk dalam 
kategori tipe 1 yaitu pelaku usaha yang secara voluntary senantiasa 
mematuhi segala ketentuan kepabeanan yang ada. Berdasarkan 
wawancara dengan salah seorang pejabat yang menangani penelitian 
ulang di DJBC, pernah ada permohonan penelitian ulang yang berasal 
dari suatu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan 
ini secara sukarela mengajukan permohonan kepada DJBC untuk 
membayar kekurangan bea masuk atas importasi yang pernah 
dilakukannya. Tentu inisiatif dari perusahaan yang mengakui 
kesalahan atas pemberitahuan tarif bea masuk ini layak mendapat 
apresiasi. Namun ada permasalahan baru yang muncul, yakni terkait 
masalah kewenangan DJBC untuk melakukan penetapan kembali 
tarif dan nilai pabean. Ternyata keinginan perusahaan untuk 
membayar kekurangan bea masuk ini tidak bisa diproses dengan 
sederhana karena importasi yang dilakukan telah melebihi jangka 
waktu 2 tahun. DJBC sudah tidak memiliki kewenangan untuk 
menerbitkan SPKTNP atas kekurangan pembayaran bea masuk ini. 
Secara yuridis formal, apabila DJBC menerbitkan SPTKNP akan batal 
demi hukum karena penetapan kembali tarif dan nilai pabean 
melebihi waktu 2 tahun dihitung sejak tanggal pemberitahuan 
pabean. Ini menjadi dilema bagi DJBC. DJBC dituntut agar dapat 
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memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha, namun pada 
saat yang bersamaan diwajibkan untuk mengamankan penerimaan 
negara. Terkait permasalahan ini, akhirnya perusahaan dapat 
membayar kekurangan pembayaran bea masuk dengan 
menggunakan mekanisme pembayaran khusus lainnya walaupun 
tanpa adanya penerbitan SPKTNP. Dengan munculnya kasus seperti 
ini, masih adanya gap atas implementasi di lapangan terkait regulasi 
perlu mendapat perhatian serius. DJBC tentu tidak dapat berharap 
hal yang sama akan dilakukan oleh pelaku usaha atau trader yang 
masuk kategori tipe 3 dan 4 karena para pelaku usaha kategori ini 
sejak awal memang tidak berkeinginan untuk mematuhi kewajiban 
kepabeanan. 


Isu lain adalah terkait program joint audit yang dilakukan oleh DJBC 
dan DJP. Kegiatan joint audit antara DJBC dan DJP telah dimulai sejak 
tahun 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK- 
504/KMK.09/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Joint Audit. Salah 
satu upaya yang dilakukan dalam program ini adalah DJBC 
melakukan pertukaran data dengan tim DJP yang juga sedang 
melakukan pemeriksaan atas perusahaan yang sama. Dengan adanya 
pertukaran data ini, DJBC mampu melakukan pemeriksaan lebih 
komprehensif sehingga muncul sejumlah temuan baru terkait nilai 
pabean. Dalam kondisi tertentu, terdapat hal-hal yang menyebabkan 
nilai transaksi belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan 
dokmen pemberitahuan pabean antara lain: harga futures, nilai 
proceeds atau pembayaran royalti. Bahkan tidak jarang ditemukan 
pratik curang atau fraud yang dilakukan oleh perusahaan yakni 
melakukan underinvoice. Perusahaan yang melakukan praktik ini 
dapat dengan mudah dideteksi melalui skema joint audit 
(Nugrahanto dan Muchtar, 2019). Tindak lanjut dari koreksi atas nilai 
pabean ini tentu harus melalui mekanisme penetapan kembali 
berupa penerbitan SPKTNP. Ada potensi DJBC tidak dapat menagih 
karena penetapan kembali nilai pabean telah melewati jangka waktu 
dua tahun sejak pemberitahuan pabean. Apalagi kalau masalah ini 
dikaitkan dengan kewenangan DJP yang dapat memeriksa kewajiban 
perpajakan bagi Wajib Pajak hingga 5 tahun. Hal ini diatur dalam 
Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 


147 


Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang No.28 Tahun 2007. Saat ini realisasi penagihan joint 
audit digunakan sebagai salah satu kriteria penilaian kinerja DJBC. 


Dari uraian di atas, kewenangan penetapan kembali tarif dan nilai 
pabean oleh DJBC seharusnya menjadi hal prioritas yang perlu segera 
ditindaklanjuti. Implikasi dari penerapan aturan ini sangat beragam 
dan kompleks. Perlu ada penyempurnaan regulasi yang ada baik 
terkait jangka waktu kewenangan maupun teknis pelaksanannya. 
Kalau dibandingkan dengan kewenangan DJP yang dapat 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka 
waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, seyogyanya 
kewenangan DJBC bisa sejalan dengan ini. Penyempurnaan 
kewenangan penetapan kembali tarif dan nilai pabean perlu segera 
dilakukan agar terwujudnya keseimbangan fungsi pelayanan dan 
pengawasan yang dilakukan oleh DJBC yakni menjamin suatu 
kepastian hukum kepada dunia usaha dan mengamankan hak-hak 
negara berupa penerimaan bea masuk. 


5. KESIMPULAN 


Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal 
sebagai berikut: 


a. Pengaturan wewenang penetapan kembali tarif dan nilai 
pabean oleh DJBC dalam jangka waktu dua tahun sejak 
tanggal pemberitahuan pabean semangatnya adalah dalam 
rangka menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha 
terkait kewajiban kepabeanan. 

b. Kewenangan limitatif ini belum memenuhi harapan dari 
kepentingan pemerintah karena ada potensi penerimaan 
negara yang hilang, yakni terkait pemenuhan hak negara 
berupa pungutan bea masuk. 

c. Beberapa permasalahan ditemukan dalam tataran 
implementasi ketentuan ini yaitu: audit coverage ratio yang 
masih rendah, segmentasi pelaku usaha yang beragam 
terutama bagi mereka yang belum patuh, dan implikasi atas 
pelaksanaan program joint audit antara DJBC dan DJP. 
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d. Perlu ada penyempurnaan regulasi atas kewenangan 
penetapan kembali tarif dan nilai pabean yakni terkait 
jangka waktu kewenangan DJBC dan teknis pelaksanannya 
agar terwujudnya keseimbangan dalam upaya menjamin 
suatu kepastian hukum kepada dunia usaha dan 
mengamankan hak-hak negara berupa penerimaan bea 
masuk. 
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Executive Review Terhadap 
Peraturan Daerah Tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah 


Oleh Yadhy Cahyady 


Melalui Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 
56/PUUXIV/2016, Mahkamah Konstitusi mencabut 
kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan perda 
provinsi dan Gubernur untuk membatalkan perda 
kabupaten/kota. Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan. 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengkaji dan menganalisis 
penerapan executive review terhadap perda tentang pajak 
daerah dan retribusi daerah, 2) mengkaji dan menganalisis 
peranan Menteri Keuangan dalam melakukan executive review 
terhadap perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 


Latar Belakang 


Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 
bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, 
tertib, sejahtera, dan berkeadilan. 


Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia sebagai 
negara kesatuan dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah 
provinsi tersebut terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. 
Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam 
rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 
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Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan 
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, 
disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan 
otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan 
pemerintahan negara. 


Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, pemerintah 
daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu 
perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban 
kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat 
memaksa diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, 
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan 
pada undang-undang. 


Pajak daerah dan retribusi daerah ini merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan 
pemerintahan daerah. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah 
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan 
keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan 
memperhatikan potensi daerah. 


Untuk memperkuat landasan dalam pemungutan pajak daerah dan 
retribusi daerah, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat 
telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 
Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (UU PDRD) 
yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 
Tahun 2000. 


Dengan adanya UU PDRD, kemampuan pemerintah daerah untuk 
membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena 
pemerintah daerah dapat dengan mudah menyesuaikan 
pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak 
daerah dan retribusi daerah serta diskresi dalam penetapan tarifnya. 
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UU PDRD, dengan jelas mengatur jenis pajak dan retribusi provinsi 
serta jenis pajak dan retribusi kabupaten/kota. 


UU PDRD juga mengatur bahwa pajak daerah dan retribusi daerah 
ditetapkan dengan peraturan daerah (perda). Perda tentang pajak 
daerah dan retribusi daerah tidak boleh berlaku surut. Selain itu, 
pemerintah daerah juga dilarang memungut pajak daerah dan 
retribusi daerah selain jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang 
telah diatur dalam UU PDRD. Namun, jenis pajak daerah dan retribusi 
daerah dimaksud dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang 
memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan pemerintah 
daerah yang ditetapkan dengan perda. 


Dalam rangka pengujian terhadap perda provinsi/kabupaten/kota 
tentang pajak daerah dan retribusi daerah, UU PDRD mengatur 
bahwa pemerintah melalui peraturan presiden dapat membatalkan 
perda provinsi/kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi 
daerah yang telah ditetapkan sebelumnya oleh 
gubernur/bupati/walikota. Pembatalan tersebut berdasarkan 
rekomendasi Menteri Keuangan yang disampaikan kepada Presiden 
melalui Menteri Dalam Negeri. 


Selain pemberian rekomendasi pembatalan perda pajak daerah dan 
retribusi daerah, berdasarkan UU PDRD ini Menteri Keuangan juga 
diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan terkait sanksi 
terhadap daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota, yang 
melakukan pelanggaran terkait penetapan perda pajak daerah dan 
retribusi daerah. Sanksi tersebut berupa penundaan atau 
pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau 
restitusi. 


Namun, pengaturan terkait pemberian sanksi dan pembatalan perda 
tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam 
UU PDRD tersebut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 2015. 
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Kemudian, dalam UU Pemda ini diatur bahwa Menteri Dalam Negeri 
dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai 
kewenangan dalam pengujian terhadap perda 
provinsi/kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 
Dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan seluruh 
atau sebagian isi perda provinsi tentang pajak daerah dan retribusi 
daerah, sedangkan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat 
membatalkan seluruh atau sebagian isi perda kabupaten/kota 
tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 


Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri, 
terdapat 3.143 perda yang dibatalkan oleh pemerintah pada tahun 
2016 melalui mekanisme executive review, baik yang dilakukan oleh 
Menteri Dalam Negeri maupun oleh Gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat, dengan berbagai alasan, salah satu alasan yang 
paling dominan dikarenakan menghambat kemudahan berusaha. 


Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur dua 
mekanisme review atau pengujian terhadap perda, yaitu executive 
review dan judicial review. Executive review merupakan kewenangan 
menguji perda yang dimiliki oleh Pemerintah (executive power), 
sementara itu judicial review merupakan kewenangan menguji perda 
yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (judicative power). Kedua 
mekanisme ini dapat berujung pada pembatalan Perda. 


Dalam perkembangan selanjutnya, kewenangan Menteri Dalam 
Negeri dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk 
membatalkan perda provinsi/kabupaten/kota ini kemudian 
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 
137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUUXIV/2016. 


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis akan mengkaji dan 
menganalisis penerapan executive review terhadap perda tentang 
pajak daerah dan retribusi daerah, setelah adanya putusan MK 
Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUUXIV/2016. 


Prinsip Negara Kesatuan 
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Indonesia sebagai negara kesatuan dibagi atas daerah provinsi dan 
daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah 
provinsi selain berstatus sebagai daerah otonom juga merupakan 
wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur 
sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur 
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah 
daerah provinsi. Adapun daerah kabupaten/kota selain berstatus 
sebagai daerah otonom juga merupakan wilayah administratif yang 
menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah 
kabupaten/kota. 


Bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 
pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan pemerintahan dimaksud 
diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan. Dalam hal 
penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, dilaksanakan 
berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 
pembantuan. 


Urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari 
kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan presiden. Konsekuensi 
dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada 
di tangan presiden. Agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, 
maka presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. 


Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Dalam hal ini, 
Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan 
daerah. 


Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap 
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah provinsi, 
dilaksanakan oleh  menteri/kepala lembaga pemerintah 
nonkementerian. Adapun pembinaan dan pengawasan oleh 
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pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh daerah kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai 
wakil pemerintah pusat. Pembinaan dan pengawasan dimaksud 
secara — nasional dikoordinasikan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dalam hal ini 
Menteri Dalam Negeri. 


Hakikat Otonomi Daerah 


Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara 
kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai negara 
kesatuan adalah dibentuknya pemerintah negara Indonesia sebagai 
pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian 
pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 
18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah 
berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan 
diberikan otonomi yang seluas-luasnya. 


Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan 
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. 
Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis 
globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing 
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 
keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman 
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 


Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah 
dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara 
kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau 
pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh 
karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, 
tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan 
tetap ada di tangan pemerintah pusat. 
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Untuk itu, pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan 
satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, 
kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan 
bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak 
pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, 
dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di 
tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian 
tujuan nasional secara keseluruhan. 


Pada hakikatnya, otonomi daerah tersebut diberikan kepada rakyat 
sebagai satu kesatuan masyarakat hukum, yang diberi kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang 
diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dalam 
pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dibantu oleh perangkat 
daerah. Setiap daerah ini dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah 
yang disebut kepala daerah. Kepala daerah dimaksud untuk daerah 
provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, 
dan untuk daerah kota disebut wali kota. 


Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
otonomi, berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai 
aspirasi dan kepentingan masyarakatnya, sepanjang tidak 
bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan 
umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada 
daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka 
pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus 
memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika 
membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk perda maupun 
kebijakan lainnya, hendaknya juga memperhatikan kepentingan 
nasional. Dengan demikian, akan tercipta keseimbangan antara 
kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan 
kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan 
pemerintahan secara keseluruhan. 


Pembentukan Perda 
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Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, 
daerah membentuk perda. Perda adalah peraturan perundang- 
undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi/kabupaten/kota 
dengan persetujuan bersama kepala daerah. Perda memuat materi 
muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan 
serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan dimaksud, perda 
dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 


Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara 
pemerintahan daerah membuat perda sebagai dasar hukum bagi 
daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan 
kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. 
Perda yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas 
yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian, perda 
yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang- 
undangan. Disamping itu, perda sebagai bagian dari sistem peraturan 
perundang-undangan, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 
umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan perda. 


Asas pembentukan dan materi muatan perda berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang 
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sepanjang tidak 
bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Berdasarkan UU Pemda, dalam melaksanakan tugasnya, kepala 
daerah berwenang antara lain mengajukan rancangan perda dan 
menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. 


Adapun dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan, 
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas antara 
lain: 


" melakukan evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota 
tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, 
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pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, 
pajak daerah, dan retribusi daerah, 
" melakukan pengawasan terhadap perda kabupaten/kota. 


Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat mempunyai wewenang antara lain membatalkan 
perda kabupaten/kota dan peraturan bupati /wali kota. 


Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 
PUU) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, perda termasuk salah satu jenis 
peraturan perundang-undangan di Indonesia. 


Materi muatan perda provinsi dan perda kabupaten/kota berisi 
materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan 
tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah 
dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi. 


Adapunjenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai UU 
PUU terdiri atas: 


a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang, 

d. Peraturan Pemerintah: 

e. Peraturan Presiden: 

f. Peraturan Daerah Provinsi: dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 


Jenis peraturan perundang-undangan selain yang tersebut di atas, 
mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa 
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, 
atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang 
atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, 
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Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa 
atau yang setingkat. Peraturan perundang-undangan dimaksud 
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, 
sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 


Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan 
hierarki tersebut di atas. Lebih lanjut dalam UU PUU ini diatur bahwa 
dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan 
dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang- 
undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya 
dilakukan oleh Mahkamah Agung. 


Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 


Untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan di daerah, pemerintah 
daerah membutuhkan sumber pendapatan daerah. Sumber 
pendapatan daerah ini terdiri atas: 


a. pendapatan asli daerah meliputi: 
1. pajak daerah, 
2. retribusi daerah: 
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, 
b. pendapatan transfer, dan 
C. lain-lain pendapatan Daerah yang sah. 


Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 


Pajak daerah ini ditetapkan dengan perda dan tidak berlaku surut 
serta paling sedikit mengatur ketentuan mengenai: 


a. nama, objek, dan Subjek Pajak, 
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sanksi administratif: dan 
tanggal mulai berlakunya. 


b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak, 
c. wilayah pemungutan, 

d. Masa Pajak, 

e. penetapan: 

f. tata cara pembayaran dan penagihan, 

g. kedaluwarsa, 

h. 

i. 


Selain itu, perda tentang pajak daerah dapat juga mengatur 
ketentuan mengenai: 


a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam 
hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya, 

b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa, 
dan/atau 

Cc. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, 
dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan 
perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional. 


Adapun retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 


Retribusi daerah ini ditetapkan dengan perda dan tidak dapat 
berlaku surut serta paling sedikit mengatur ketentuan mengenai: 


nama, objek, dan Subjek Retribusi: 

golongan Retribusi: 

cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan, 

prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 

Retribusi: 

e. struktur dan besarnya tarif Retribusi, 

f. wilayah pemungutan, 

8. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan 
penundaan pembayaran, 

h. sanksi administratif: 


An » » 
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i. penagihan, 
j- penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa, dan 
k. tanggal mulai berlakunya. 


Selain itu, perda tentang retribusi daerah dapat juga mengatur 
ketentuan mengenai: 


a. Masa Retribusi: 

b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam 
hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya, 
dan/atau 

C. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa. 


Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 
Nomor 56/PUUXIV/2016 


Putusan MK nomor 137/PUU-XIII/2015 ini terkait permohonan uji 
materi yang diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh 
Indonesia (APKASI) dkk selaku Para Pemohon yang antara lain 
mengajukan uji materi terhadap UU Pemda Pasal 251 ayat (2), ayat 
(3), ayat (8) dan ayat (4) sepanjang frase “Pembatalan Perda 
Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur 
selaku wakil Pemerintah Pusat.” 


Menurut Para Pemohon, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 
ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang mengatur bahwa Pemerintahan Daerah berhak 
menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 


Selain itu menurut Para Pemohon hal tersebut juga bertentangan 
dengan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24A ayat 
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada 
tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai 
wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hal 
ini perda sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang- 
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undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan, sehingga dalam hal suatu peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan 
dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah 
Agung. 


Dalam putusannya, MK mengabulkan pengujian UU Pemda Pasal 251 
ayat (2), ayat (3), ayat (8) dan ayat (4) sepanjang frasa “Pembatalan 
Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur 
selaku wakil Pemerintah Pusat.” Selanjutnya MK menyatakan frasa 
“Perda Kabupaten/Kota dan” dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4), 
dan frasa “Perda Kabupaten/Kota dan/atau” dalam Pasal 251 ayat (3) 
dan frasa “Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak 
dapat menerima keputusan pembatalan perda kabupaten/kota dan” 
dan frasa “Perda Kabupaten/Kota dan” dalam Pasal 251 ayat (8) UU 
Pemda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 


Adapun Putusan MK Nomor 56/PUUXIV/2016, terkait permohonan 
uji materi yang diajukan oleh Abda Khair Mufti dkk selaku Para 
Pemohon yang mengajukan uji materi terhadap UU Pemda Pasal 251 
ayat (1), ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) terkait kewenangan Menteri 
Dalam Negeri untuk membatalkan Perda Provinsi dan Gubernur 
selaku wakil Pemerintah Pusat untuk membatalkan Perda 
Kabupaten/Kota, yang menurut Para Pemohon bertentangan dengan 
Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 


Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan Para Pemohon 
untuk sebagian dan menyatakan frasa “Perda Provinsi dan” dalam 
Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4), dan frasa “Perda Provinsi dan” dalam 
Pasal 251 ayat (7) serta Pasal 251 ayat (5) UU Pemda bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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Dengan adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 
56/PUUXIV/2016, maka Menteri Dalam Negeri tidak lagi mempunyai 
kewenangan untuk membatalkan Perda Provinsi dan Gubernur 
selaku wakil Pemerintah Pusat tidak lagi mempunyai kewenangan 
untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Dengan demikian, 
pembatalan terhadap perda baik Perda Provinsi maupun Perda 
Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung 
melalui mekanisme uji materi (judicial review). 


Executive review terhadap perda tentang pajak daerah dan 
retribusi daerah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUUXIV/2016 


Setelah adanya Putusan MK nomor 137/PUU-XIII/2015 dan nomor 
56/PUUXIV/2016, maka untuk menjamin kepastian hukum 
pembentukan produk hukum daerah dan dalam rangka 
melaksanakan Putusan MK dimaksud, yang berimplikasi hukum 
terhadap pembinaan produk hukum daerah oleh Menteri Dalam 
Negeri dan Gubernur, maka Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah. 


Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, terdapat hal-hal 
baru antara lain adanya pengaturan tentang verifikasi dan klarifikasi 
peraturan daerah, yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 


Adanya pengaturan tentang verifikasi dan klarifikasi tersebut 
sebagai langkah tindak lanjut akibat dicabutnya kewenangan Menteri 
Dalam Negeri dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk 
membatalkan perda provinsi/kabupaten/kota termasuk dalam hal 
ini perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana 
tertuang dalam putusan MK nomor 137/PUU-XIII/2015 dan nomor 
56/PUU-XIV/2016. 
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Dalam proses verifikasi, Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Biro 
Hukum Sekretariat Jenderal dan Gubernur sebagai wakil pemerintah 
pusat dalam memberikan nomor register (noreg) atas 
penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi 
dan fasilitasi, melakukan verifikasi terhadap rancangan perda yang 
telah dilakukan penyempurnaan. Dalam hal verifikasi menyatakan 
bahwa rancangan perda tidak sesuai dengan hasil evaluasi dan hasil 
fasilitasi, rancangan perda provinsi dan kabupaten/kota tidak 
diberikan noreg, yang akan mengakibatkan perda dimaksud belum 
dapat ditetapkan kepala daerah dan belum dapat diundangkan dalam 
lembaran daerah. 


Adapun pada proses klarifikasi, gubernur wajib menyampaikan 
perda provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur 
Jenderal Otonomi Daerah sedangkan bupati/walikota 
menyampaikan perda kabupaten/kota kepada gubernur paling lama 
7 (tujuh) hari kerja setelah diundangkan. 


Perda provinsi dan kabupaten/kota dimaksud, dilakukan klarifikasi 
atas: 


a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, 
badan hukum dan/atau instansi lainnya: dan 

b. inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui 
Direktorat Produk Hukum Daerah dan/atau Biro Hukum 
Provinsi atau nama lainnya. 


Klarifikasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah 
melalui Direktorat Produk Hukum Daerah untuk perda provinsi dan 
biro hukum provinsi atau nama lainnya untuk perda kabupaten/kota. 
Klarifikasi dimaksud, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 
(lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat diterima. 


Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri 
menerbitkan surat kepada gubernur dan sekretaris daerah atas nama 
gubernur menerbitkan surat kepada bupati/wali kota baik yang 
berisi pernyataan telah sesuai maupun yang tidak sesuai. 
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Hasil klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai, berisi rekomendasi 
pemerintah daerah untuk melakukan perubahan perda atau 
pencabutan perda paling lama pada program pembentukan perda 
pada tahun berikutnya. Perubahan perda atau pencabutan perda 
dimaksud, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 


Dalam hal pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak 
melaksanakan hasil klarifikasi, maka hal tersebut menjadi bahan 
penilaian terhadap kinerja pemerintahan daerah. 


Adanya proses verifikasi dan klarifikasi ini, dapat dimaksudkan 
untuk memperkuat posisi pemerintah pusat dalam pengawasan dan 
pengendalian terhadap perda provinsi maupun perda 
kabupaten/kota, setelah kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk 
membatalkan perda provinsi dan Gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat untuk membatalkan perda kabupaten/kota, 
dicabut oleh MK melalui putusan Nomor 137/PUU-XII1/2015 dan 
Nomor 56/PUUXIV/2016. 


Dengan adanya verifikasi dan klarifikasi, maka menambah bentuk 
executive review yang dapat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri 
terhadap perda provinsi dan Gubernur terhadap perda 
kabupaten/kota, sebagai berikut: 


a. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak 
langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi 
kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau 
pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan produk 
hukum daerah. 

b. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan 
perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang 
pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan 
lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, 
dan/atau kesusilaan. 
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c. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum 
daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik 
penyusunan rancangan sebelum ditetapkan. 

d. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil 
fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan noreg. 

e. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap perda 
untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang- 
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau 
kesusilaan. 


Selain adanya proses verifikasi dan klarifikasi, melalui Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 
ini, Menteri Dalam Negeri juga mencabut kewenangan Menteri Dalam 
Negeri untuk membatalkan perda provinsi dan kewenangan 
gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk membatalkan perda 
kabupaten/kota. 


Dengan demikian, maka kewenangan atas pembatalan perda 
provinsi/kabupaten/kota termasuk dalam hal ini perda tentang 
pajak daerah dan retribusi daerah, sepenuhnya menjadi kewenangan 
Mahkamah Agung melalui proses judicial review. Hal ini tentunya 
sejalan dengan posisi Mahkamah Agung sebagai lembaga yang 
berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana diatur 
secara tegas dalam: 


1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Pasal 24A ayat (1): 


“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- 
undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang 
lainnya yang diberikan oleh undang-undang.” 


2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman 


Pasal 20 ayat (2): 
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Mahkamah Agung berwenang: 


a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang 
diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua 
lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 
Agung, kecuali undang-undang menentukan lain, 

b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- 
undang terhadap undang-undang, dan 

Cc. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. 


3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 
Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
3 Tahun 2009 


Pasal 31 ayat (1): 


Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 
undang-undang. 


4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 
Tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 


Pasal 9 ayat (2): 


Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, 
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. 


Peranan Menteri Keuangan dalam melakukan executive review 
terhadap perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah 


Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara 
untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan 
negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian 
Keuangan antara lain menyelenggarakan fungsi perumusan, 
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penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan 
keuangan. Pelaksanaan fungsi di bidang perimbangan keuangan 
tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
(DJPK). 


DJPK sebagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan 
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan 
transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


Terkait peranan Menteri Keuangan dalam melakukan executive 
review terhadap perda pajak daerah dan retribusi daerah ini, 
ternyata mengalami perkembangan sesuai peraturan yang 
mengaturnya. Berdasarkan UU PDRD, Menteri Keuangan mempunyai 
peranan yang begitu besar dalam melakukan executive review 
terhadap rancangan dan perda pajak daerah dan retribusi daerah. 


Dalam UU PDRD diatur bahwa dalam hal perda pajak daerah dan 
retribusi daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan 
merekomendasikan pembatalan perda dimaksud kepada Presiden 
melalui Menteri Dalam Negeri. Penyampaian rekomendasi 
pembatalan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri 
dimaksud dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak 
tanggal diterimanya perda dimaksud. 


Selanjutnya, berdasarkan rekomendasi pembatalan yang 
disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri 
mengajukan permohonan pembatalan perda dimaksud kepada 
Presiden. Keputusan pembatalan perda dimaksud ditetapkan dengan 
Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak 
diterimanya perda dimaksud. 


Selain itu, Menteri Keuangan juga diberi kewenangan untuk 
mengatur sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi 
Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi, atas pelanggaran oleh 
pemerintah daerah terkait penetapan perda pajak daerah dan 
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retribusi daerah. Dalam hal ini, Menteri Keuangan telah menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 
11/PMK.07/2010 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap 
Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi 
Daerah. 


Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai pembatalan 
terhadap perda mengalami perubahan seiring dengan diterbitkannya 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. 


Berdasarkan UU Pemda ini, perda provinsi dan peraturan gubernur 
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan 
dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Adapun perda 
kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur 
sebagai wakil pemerintah pusat. 


UU Pemda ini mencabut pengaturan terkait pengawasan dan 
pembatalan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang 
diatur dalam UU PDRD. Pencabutan tersebut juga membawa dampak 
terkait pengenaan sanksi kepada pemerintah daerah, sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi 
Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah, dimana peraturan ini perlu dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. Untuk itu, Menteri Keuangan telah mengeluarkan 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 
17/PMK.07/2016 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia nomor 11/PMK.07/2010 Tentang 
Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di 
Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 


Babak baru atas kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur 
dalam melakukan pembatalan perda pajak daerah dan retribusi 
daerah dimulai lagi dengan adanya pengujian terhadap UU Pemda di 
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Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan putusan MK Nomor 137 /PUU- 
XI11/2015 dan Nomor 56/PUUXIV/2016, maka Menteri Dalam Negeri 
dan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat tidak lagi mempunyai 
kewenangan untuk membatalkan perda baik itu perda provinsi 
maupun perda kabupaten/kota termasuk dalam hal ini perda tentang 
pajak daerah dan retribusi daerah. Kewenangan pembatalan perda 
dimaksud, hanya berada di tangan Mahkamah Agung melalui 
prosedur uji materi. 


Selanjutnya terkait peranan Menteri Keuangan dalam melakukan 
executive review, saat ini terbatas dalam hal melakukan koordinasi 
saat Menteri Dalam Negeri akan melakukan evaluasi terhadap 
rancangan perda provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah 
serta saat Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat akan melakukan 
evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak 
daerah dan retribusi daerah. 


Hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU Pemda bahwa Menteri 
Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi rancangan perda provinsi 
tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkoordinasi dengan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
keuangan. Begitu pula untuk rancangan perda kabupaten/kota, 
dalam melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang 
pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud, gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan 
selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. 


Teknis pelaksanaan tugas terkait koordinasi dalam hal pajak daerah 
dan retribusi daerah tersebut, dilaksanakan oleh Subdirektorat 
Sinkronisasi, Pengawasan, dan Pengendalian Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah yang merupakan unit eselon III di lingkungan 
Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer DJPK. 


Subdirektorat Sinkronisasi, Pengawasan, dan Pengendalian Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan rekomendasi atas rancangan peraturan daerah, 
pengawasan dan pengendalian peraturan daerah, dan pemberian 
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bimbingan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah, dan 
pungutan lainnya. 


Dalam melaksanakan tugas dimaksud Subdirektorat Sinkronisasi, 
Pengawasan, dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
menyelenggarakan fungsi: 


a. 


b. 


penyiapan bahan sinkronisasi atas rancangan peraturan daerah 
di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, 

penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian peraturan 
daerah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, 
penyusunan rekomendasi atas hasil sinkronisasi terhadap 
rancangan peraturan daerah di bidang pajak daerah dan 
retribusi daerah: 

penyusunan rekomendasi atas hasil pengawasan dan 
pengendalian terhadap peraturan daerah tentang pajak daerah 
dan retribusi daerah: 

pengawasan dan pengendalian terhadap pungutan lainnya, dan 
pemberian bimbingan teknis di bidang penyusunan rancangan 
peraturan daerah dan pemungutan pajak daerah dan retribusi 
daerah. 


Kesimpulan 


1, 
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Berdasarkan UU Pemda, perda provinsi dan peraturan gubernur 
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau 
kesusilaan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Adapun perda 
kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota yang 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau 
kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah 
pusat. 


Dengan adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 
Nomor 56/PUUXIV/2016, maka Menteri Dalam Negeri tidak lagi 
mempunyai kewenangan untuk membatalkan Perda Provinsi 
dan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat tidak lagi 
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mempunyai kewenangan untuk membatalkan Perda 
Kabupaten/Kota. Dengan demikian, pembatalan terhadap perda 
baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota, termasuk 
dalam hal ini perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah 
hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui 
mekanisme judicial review. 


Untuk memperkuat posisi Menteri Dalam Negeri dan Gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan 
dan pengendalian terhadap perda provinsi/kabupaten/kota 
setelah adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 
Nomor 56/PUUXIV/2016 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah 
menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 


Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini terdapat berbagai 
bentuk executive review terhadap perda 
provinsi/kabupaten/kota yang dapat dilakukan Menteri Dalam 
Negeri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat seperti 
konsultasi, evaluasi, fasilitasi, verifikasi dan klarifikasi, yang 
semuanya ini tidak mengarah pada pembatalan perda termasuk 
dalam hal ini perda provinsi/kabupaten/kota tentang pajak 
daerah dan retribusi daerah. 


2. Peranan Menteri Keuangan dalam melakukan executive review, 
saat ini terbatas dalam hal melakukan koordinasi saat Menteri 
Dalam Negeri akan melakukan evaluasi terhadap rancangan 
perda provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta 
saat Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat akan melakukan 
evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang 
pajak daerah dan retribusi daerah. Peranan tersebut 
dilaksanakan oleh DJPK yang antara lain mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan rekomendasi atas rancangan 
peraturan daerah, pengawasan dan pengendalian peraturan 
daerah, dan pemberian bimbingan teknis di bidang pajak daerah, 
retribusi daerah, dan pungutan lainnya. 
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Selain itu, saat ini Menteri Keuangan juga tidak lagi mempunyai 
kewenangan untuk mengatur sanksi berupa penundaan atau 
pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau 
restitusi, atas pelanggaran oleh pemerintah daerah terkait 
penetapan perda pajak daerah dan retribusi daerah. 
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Optimalisasi PPh Final Properti dan 
Pengawasan Di Wilayah Pondok Aren 


Oleh Isnaini Taufigirahmah, I Gede Komang Chahya Bayu Anta 
Kusuma 


Peningkatan penjualan properti tidak langsung meningkatkan 
penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk 
penghindaran PPh Final dan pengawasannya. Hasil penelitian 
ini menunjukkan adanya penghindaran PPh final berupa tidak 
melaporkan nilai transaksi yang sebenarnya. Kondisi ini 
disebabkan 1) faktor ekonomi yaitu kemampuan untuk 
membayar pajak yang rendah dan 2) faktor psikologis yaitu 
naluri manusia untuk menghindari pajak. Pengawasan oleh KPP 
Pratama Pondok Aren berupa deteksi awal jumlah PPh final 
yang dibayar dan melakukan penelitian material. 


PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dalam Statistik Indonesia 2019 yang dirilis pada tanggal 4 Juli 2019 
oleh Badan Pusat Statistik, tercatat jumlah penduduk Indonesia pada 
tahun 2018 yaitu 265 juta jiwa dengan luas wilayah 1.916.862,20 
km2. Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2019 diproyeksikan 
mencapai 267 juta jiwa menurut data yang bersumber dari 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 
tahun 2018. Hasil riset yang dilakukan oleh Indonesia Property 
Watch (IPW), nilai penjualan perumahan khususnya wilayah Banten 
pada kuartal IV-2018 menunjukkan kenaikan cukup tinggi, yakni 
sebesar 59,996 setelah dalam tiga kuartal sebelumnya mengalami 
penurunan. Nilai penjualan yang terjadi juga lebih tinggi 
dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya sebesar 15,694. 
Hal ini dipicu oleh semakin membaiknya penjualan rumah tipe besar 
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ataupun kecil. Dari data yang diterima dari KPP Pratama Pondok 
Aren, jumlah wajib pajak yang melakukan validasi setoran Pajak 
Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan mengalami peningkatan sejak tahun 2016, yaitu sebesar 
858 transaksi pada 2017, 11.658 transaksi pada 2018, dan meningkat 
1.674 pada tahun 2019. 


Pengembang perumahan sebagai penjual tanah dan/atau bangunan 
wajib membayar PPh final ketika melakukan pengalihan hak atas 
tanah dan/atau bangunan. Kewajiban perpajakan tersebut meliputi 
transaksi yang dilakukan melalui penjualan, tukar-menukar, 
pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain 
yang disepakati antara para pihak. Peraturan Pemerintah Nomor 34 
tahun 2016 tentang PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan semula 546 dari jumlah bruto nilai pengalihan menjadi 
2,56 dari jumlah bruto nilai pengalihan. Data penjualan properti 
secara terus menerus mengalami peningkatan seharusnya diikuti 
dengan meningkatnya jumlah penerimaan pajak atas penjualan 
properti ini. 


Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti 
mengenai bentuk penghindaran dan langkah pengawasan PPh Final 
Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
di wilayah Pondok Aren. 


1. LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN SEBELUMNYA 

1.1 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan adalah pajak yang harus dibayarkan subjek pajak 
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun 
pajak. Kewajiban PPh melekat pada subjek pajak sehingga tidak 
dapat diwakilkan. Pihak penjual properti adalah subjek pajak 
penghasilan yang meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi 
sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk 
usaha tetap. Penjualan properti termasuk transaksi atas pengalihan 
hak atas tanah dan/atau bangunan, penjualan sebagai pihak yang 
menerima/memperoleh penghasilan wajib membayar PPh final dan 
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bagi pembeli membayar bea perolehan hak atas tanah dan/atau 
bangunan (BPHTB) yang besarnya ditentukan oleh pemerintah 
daerah. 


Dalam Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 
yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) adalah kelompok penghasilan 
yang bersifat final. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 
adalah salah satu penghasilan yang dikenakan PPh final. 


Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau 
diperoleh orang pribadi atau badan dari: 


a. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, 

yang diterima atau diperoleh oleh pihak yang mengalihkan hak atas 
tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, 
pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain 
yang disepakati antara para pihak. Penjual/yang menyerahkan tanah 
dan/atau bangunan memindahkan hak atas tanah dan/atau 
bangunannya kepada pembeli/penerima melalui proses penjualan, 
tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, 
atau cara lain yang disepakati para pihak. Pembeli/penerima hak 
menerima hak baru atas penyerahan tersebut. Penjual yang 
menerima penghasilan membayar PPh Final atas pengalihan hak atas 
tanah dan/atau bangunan tersebut. 


Pengertian tukar menukar yang tercantum dalam pasal 1451 
KUHPerdata adalah suatu persetujuan, dengan mana kedua belah 
pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang 
secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya. 


Pada prinsipnya bahwa jual beli seharusnya kembali pada harga awal 
yang diperjanjikan dan dianggap telah terjadi antara kedua belah 
pihak, sebagaimana diatur oleh Pasal 1457 KUHPer dan 1458 
KUHPerdata, yaitu pada pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah 
suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan 
dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk 
membayar harga yang dijanjikan. 
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Dasar hukum pelepasan hak atas tanah diatur dalam Pasal 27, Pasal 
34 dan Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam 
Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 
Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, menurut Pasal 1 angka 6 
Perpres 36/2005, adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum 
antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya 
dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. 


Di dalam hukum positif, mengenai hibah diatur dalam Pasal 1666 - 
Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). 
Pengertian hibah terdapat dalam Pasal 1666 KUHPerdata, yaitu 
suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan 
suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, 
untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang 
itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan 
antara orang-orang yang masih hidup. 


Sedangkan menurut KUH Perdata, prinsip pewarisan adalah harta 
waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila 
terjadinya suatu kematian yang tercantum dalam pasal 830 KUH 
Perdata dan adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli 
waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris yang tercantum 
dalam pasal 832 KUH Perdata. 


b. perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan 
beserta perubahannya, 

yang diterima oleh pihak penjual yang namanya tercantum dalam 
perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali ditandatangani 
atau pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian 
pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau addendum 
perjanjian pengikatan jual beli, atas terjadinya perubahan pihak 
pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut. 


Menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), jual beli adalah 
proses yang dapat menjadi bukti adanya peralihan hak dari penjual 
kepada pembeli. Prinsip dasarnya adalah terang dan tunai, yaitu 
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transaksi dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang dan 
dibayarkan secara tunai. Ini artinya jika harga yang dibayarkan tidak 
lunas maka proses jual beli belum dapat dilakukan. 


1.2 Penelitian Sebelumnya 

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Farra (2018). Pengenaan 
pajak dalam transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 
pada bidang real estat sering kali terkendala, diantaranya adanya 
kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk tidak melaporkan 
nilai transaksi yang sebenarnya, sebagian orang pribadi sebagai 
pengusaha real estat tidak melakukan pengalihan hak atas pembelian 
lahan yang digunakan untuk mendirikan rumah walaupun mereka 
sudah membeli tanah tersebut. 


Studi yang telah diselesaikan oleh Anadio (2017) menjelaskan bahwa 
PP Nomor 34 tahun 2016 diterbitkan dengan tujuan yang bersifat 
pro-rakyat. Terdapat potensial loss yang dapat ditimbulkan dari 
diberlakukannya PP Nomor 34 Tahun 2016, namun persentase 
kerugian tersebut masih dapat digantikan dengan menggali potensi 
pajak di area-area lain. 


Dari jurnal yang ditulis oleh Fanny Dewi Sukmawati, Abdul Rachmad 
Budiono, dan Nurdin dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 
menyatakan pengenaan PPh dan pelunasan BPHTB sebelum 
dilakukan penandatanganan akta jual beli (pengalihan hak) sudah 
memenuhi asas kepastian namun tidak memenuhi asas kemudahan 


2. METODE PENELITIAN 

Penelitian mengenai langkah pengawasan PPh final penjualan 
properti akan dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Metode 
kualitatif yang digunakan mengacu Alwasilah (2002:56), yang 
menyatakan: (1) analisis penelitian kualitatif menjelaskan fenomena 
secara menyeluruh (holistik): (2) penelitian kualitatif lebih peka 
dalam mengumpulkan informasi kualitatif deskriptif, dengan cara 
relatif tetap serta berusaha mempertahankan keutuhan (wholeness) 
dari obyek yang diteliti, artinya data dan informasi yang 
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dikumpulkan dalam rangka studi kasus akan dibahas sebagai 
keseluruhan data yang terintegrasi. 


Selanjutnya Sukmadinata (2007) yang dikutif Bachri (2010), 
pendekatan kualitatif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan 
dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 
kepercayaan, persepsi, pemikiran seseorang atau kelompok. 
Diskripsi yang ditemukan selanjutnya digunakan untuk menemukan 
prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada penarikan 
kesimpulan. 


Informan dalam penelitian ini antara lain, pegawai pajak di Direktorat 
Jenderal Pajak account representatif (AR), Praktisi Perpajakan dan 
Wajib Pajak. 


Selanjutnya, Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini 
akan dilakukan analisis menggunakan metode analisis deskriptif. 
Analisis data yang bersifat kualitatif dilakukan sejak awal turun ke 
setiap pihak yang diwawancara di lokasi serta melakukan 
pengumpulan data, dengan cara menghimpun seluruh informasi, 
mereduksi, mengelompokkan dan seterusnya sampai terakhir 
memberi interpretasi. 


Kegiatan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan 
data, pengolahan data dan penulisan laporan hasil penelitian. 
Penelitian ini mengambil lokasi wilayah KPP Pondok Aren , yang 
sebagian wilayah kerjanya merupakan daerah pengembangan 
perumahan baik real estate maupun perumahan sederhana. 


3. HASIL PENELITIAN 

31 Proses Bisnis Pengembang Properti 

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau dalam hal ini 
bisnis pengembang properti terdapat beberapa pihak yang terlibat. 
Developer, pemilik tanah, investor/lembaga keuangan, pemerintah 
daerah, kontraktor, konsumen, professional adviser yaitu brokerage, 
penilai, konsultan real estate, property manager, arsitek, konsultan 
perencana, konsultan teknik, pengacara, dan notaris, semua pihak 
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tersebut saling terkait sejak proses awal sampai perumahan atau 
properti dihuni oleh pembelinya. 


Pengembangan real estate atau pengembangan properti adalah 
kegiatan yang mencakup renovasi dan penyewaan kembali bangunan 
atau pembelian tanah dan penjualan tanah kavling siap dibangun 
kepada pihak lain. Kegiatan pengembang real estat meliputi pertama 
menentukan lokasi yang tepat. Dari beberapa sumber yang didapat 
Penulis, properti umumnya menentukan lokasi yang mempunyai 
akses relatif dekat ke pusat gerakan dan media publik. Untuk wilayah 
kota, area di gang juga tidak menjadi masalah asalkan dapat dilalui 
oleh mobil. Harga tanah yang kompetitif, jalan air, mutu air 
merupakan hal yang perlu diperhatikan. Kedua yaitu memastikan 
peruntukan tanah ke instansi tata kota setempat untuk menentukan 
ruangan memang mampu untuk dibangun menjadi suatu perumahan. 
Memastikan juga koefisien basic bangunan (KDB), koefisien lantai 
bangunan (KLB), garis sempadan jalan (GSJ) dan bangunan (GSB)- 
nya karena dapat mempengaruhi harga jual bangunan. Ketiga 
meneliti status kepemilikan hak dan sertifikat tanah, apakah tanah 
tersebut merupakan hak milik, hak guna bangunan, girik atau yang 
lain. Tanah hak milik dan hak guna bangunan adalah yang paling 
aman meskipun harganya relatif lebih mahal. Keempat mengajukan 
izin ruangan kepada pemerintan daerah setempat untuk 
membebaskan tanah, membangun, mengelola, dan mengalihkan 
terhadap pihak lain. Setelah mendapatkan izin, maka langkah 
selanjutnya yaitu melakukan pembebasan lahan. Keenam mengurus 
sertifikat induk. Tanah harus serentak disertifikatkan atas nama kita 
atau badan hukum yang didirikan yang dinamakan sertifikat induk. 
Disaat sertifikat induk diproses, pengembang telah dapat melakukan 
pematangan tanah dan memasarkan bangunan dengan cara informal. 
Ketujuh mengajukan permohonan IMB induk disertai site plan (untuk 
perumahan yang memerlukan izin ruangan atau Surat Izin Penunjuk 
Penggunaan Tanah (SIPPT). Sedangkan untuk perumahan berskala 
kecil yang tidak membutuhkan izin ruang, dapat secara cepat 
diajukan permohonan IMB disertai peta kaveling dan rancangan 
hunian. Ketika site plan disetujui dan IMB induk diterbitkan, 
pemasaran bangunan telah siap dimulai dengan cara resmi dengan 
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menarik uang muka. Apabila bangunan telah terjual maka 
pengembang melakukan proses pemecahan sertifikat induk dan IMB 
induk (terhadap perumahan yang mempunyai izin area) atas nama 
pembeli. Selain itu, pembeli juga dapat mengajukan permohonan 
KPR inden ke bank untuk membiayai pembelian bangunan. Terakhir 
pengembang melayani komplain tatkala periode retensi adalah 
periode garansi bangunan yang berjalan antara 3 - 6 bulan sesudah 
serah terima (tergantung kebijakan tiap-tiap developer). 


Skema : Proses Bisnis Pengembang Properti 


Pengeceka sena Permohon 
n Fungsi an Izin 
Lahan Ruang 


Mebansi Permohon Sertifikat Pembebas 
an IMB an Lahan 


Setelah pengembang properti yakin akan lokasi yang ditentukan 
maka proses pembebasan lahan secara bertahap akan dilakukan dan 
transaksi jual beli lahan akan terjadi. Tahapan proses jual beli tanah 
dan bangunan antara penjual dan pembeli meliputi : 


Pemilihan 


Lokasi 


1. Pemeriksaan Sertifikat dan Surat Tanda Terima Setoran PBB 
PPAT akan melakukan pemeriksaan Sertifikat hak atas tanah. 
Pemeriksaan dilakukan untuk mencocokan data antara sertifikat 
dengan Buku Tanah di kantor Pertanahan, memastikan bahwa 
tanah tersebut tidak terlibat dalam sengketa hukum, tidak sedang 
dijaminkan, dan tidak dalam penyitaan. PPAT juga memeriksa 
Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. PPAT juga melakukan 
pemeriksaan pada Surat Tanda Terima Setoran PBB atau STTS 
PBB untuk memastikan bahwa tanah tersebut tidak menunggak 
pembayaran PBB. 

2. Persetujuan Suami Istri 
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Tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek jual beli, apabila 
dimiliki oleh orang pribadi dengan status menikah, harus 
dilengkapi dengan surat persetujuan suami atau istri. Surat 
persetujuan ini diperlukan untuk memastikan tidak adanya pihak 
yang keberatan pada saat hak atas tanah dan/atau bangunan 
dipindahkan kepada pihak pembeli. Selain itu, tanah dan/atau 
bangunan yang menjadi objek jual beli tersebut merupakan harta 
bersama secara hukum sehingga surat persetujuan suami istri ini 
merupakan hal yang penting. Apabila suami atau istri sudah 
meninggal, dapat dilakukan dengan melampirkan surat 
keterangan kematian dari kantor kelurahan. 

3. Biaya pajak dan pembuatan AJB 
Penjual harus membayar pajak penghasilan (PPh) dan pembeli 
harus membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB), dengan ketentuan 
Pajak Penjual (PPh) - Harga Jual x 2,5 Y6 
Pajak Pembeli (BPHTB) - f Harga Jual - Nilai Tidak Kena Pajak! x 
5 Yo 
Pembeli dan Penjual membayar jasa PPAT yang pada umumnya 
akan ditanggung bersama atau jika kedua belah pihak bersepakat 
ditanggung oleh salah satu pihak. 

4. Pembuatan dan Penandatangan AJB 
PPAT membacakan dan menjelaskan isi AJB. Apabila penjual dan 
pembeli menyetujui isi AJB maka kemudian AJB ditandatangani 
oleh penjual, pembeli, saksi dan PPAT. Setelah ditandatangani, 
AJB dicetak. AJB cetakan asli dibuat untuk disimpan oleh PPAT 
dan diserahkan ke kantor pertahanan untuk keperluan balik 
nama, sedangkan pihak penjual dan pembeli akan mendapatkan 
salinan AJB. 

5. Proses balik nama di kantor pertanahan 
Setelah AJB ditandatangani oleh pihak penjual dan pembeli, maka 
sertifikat hak milik dapat diproses lebih lanjut menjadi nama 
pembeli sebagai pemilik hak yang baru atas tanah dan / atau 
bangunan. Sebelum proses balik nama dilakukan, penjual wajib 
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melunasi pajak penghasilan (PPh) sementara pembeli telah 
melunasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
Proses balik nama tidak dapat dilakukan jika pajak-pajaknya 
belum dilunasi. Kantor PPAT akan mengurus proses balik nama 
ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dengan 
disertakan sertifikat asli, akta jual beli, fotokopi KTP penjual dan 
pembeli, serta bukti pelunasan PPh dan BPHTB. 


Skema : Proses Jual Beli Tanah dan Bangunan 


Pemeriks Permrouat Ya Alik 


aan Persetuju 2 an dan di 
Sertifikat | an Suami | PAK Gan | enandat | Mama di 
5 pembuat kantor 
dan STTS Istri angan 
an AJB AJB pertanah 


PBB 


3.2 Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan atas 
Pembayaran Pajak 
Dikutip dari liputan6.com Direktur Jenderal Pajak Kementerian 
Keuangan, Ken Dwijugiasteadi di gedung DPR Jakarta pada Senin 20 
Februari 2017 menyebutkan alasan masyarakat Indonesia masih 
enggan untuk patuh membayar pajak diantaranya pertama, masih 
ada rakyat yang tidak percaya dengan undang-undang di bidang 
perpajakan. Kedua, tidak ada kepercayaan dengan petugas pajak. 
Ketiga, masih ada orang pribadi yang ingin mencoba tidak membayar 
pajak karena beranggapan bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak 
memiliki akses terutama ke perbankan. Keempat masyarakat enggan 
membayar pajak lantaran membayar pajak belum menjadi budaya. 
Kelima karena alasan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 
Pajak Penghasilan (PPh) yang dinilai sulit oleh sebagian masyarakat. 


Sedangkan hasil temuan yang diperoleh pada KPP Pratama Pondok 
Aren, faktor yang menjadi alasan ketidakpatuhan pembayaran pajak 
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adalah faktor ekonomi dan faktor psikologis. Faktor ekonomi terkait 
dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak dianggap 
masih relatif kecil. Tingkat sosial ekonomi berpengaruh terhadap 
kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban kepada negara. 
Kedua faktor psikologis yaitu pada dasarnya naluri manusia akan 
memilih menghindari pajak. Dalam teori ekonomi dianalogikan 
dengan membayar seminimal mungkin untuk memperoleh hasil 
semaksimal mungkin. 


3.3 Langkah Pengawasan KPP Pratama Pondok Aren 

KPP Pratama Pondok Aren sebagai bagian dari Direktorat Jenderal 
Pajak melakukan berbagai kebijakan untuk mencegah indikasi 
kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Indikasi kecurangan 
salah satunya adalah wajib pajak melaporkan nilai transaksi 
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tidak sesuai nilai 
transaksi sebenarnya. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPP 
Pratama Pondok Aren berupa menerapkan prosedur screening atau 
deteksi awal terhadap nilai transaksi wajib pajak. KPP Pratama 
Pondok Aren melalui seksi pelayanan di tempat pelayanan terpadu 
juga melakukan penelitian formal sesuai Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak Nomor PER 18/PJ/2017. KPP Pratama Pondok Aren 
melakukan langkah deteksi awal di Tempat Pelayanan Terpadu 
(TPT). Deteksi awal tersebut berupa pengecekan kebenaran nilai 
transaksi yang dilaporkan oleh wajib pajak. Pengecekan berkas 
tersebut dilakukan sebelum penelitian formal dilakukan oleh petugas 
seksi pelayanan. Konfirmasi kebenaran nilai transaksi dilakukan 
berdasarkan data-data penjualan yang terdapat di internet atau 
brosur penjualan yang diperoleh KPP Pratama Pondok Aren. 
Informasi mengenai harga jual properti berupa brosur penjualan 
yang diperoleh KPP Pratama Pondok Aren dikumpulkan dari 
berbagai sumber dan menjadi bank data di tempat pelayanan 
terpadu untuk memudahkan petugas melakukan pengecekan 
kebenaran nilai transaksi. Informasi yang tercantum pada brosur 
sebagian besar memuat data penjualan properti di wilayah KPP 
Pratama Pondok Aren yaitu transaksi jual beli properti yang 
berlokasi di kota Tangerang Selatan. 
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Pengecekan awal yang telah dilakukan untuk mengetahui kebenaran 
atau kewajaran nilai transaksi tersebut. Setelah petugas seksi 
pelayanan melakukan pengecekan kebenaran nilai transaksi atas 
transaksi pengalihan hak yang dinyatakan wajar, selanjutnya petugas 
akan melakukan penelitian formal. Namun, untuk wajib pajak yang 
melaporkan nilai transaksinya tidak wajar, maka petugas akan 
meminta untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak penghasilan 
final. Ketika wajib pajak sudah membayar kekurangannya, maka 
selanjutnya proses yang dilakukan sama yaitu dilakukan penelitian 
formal. Pada kasus lain wajib pajak tidak setuju untuk membayar 
kekurangan pajak penghasilannya, maka berkas akan tetap diterima 
setelah dilakukan peneltian formal dan memenuhi semua 
persyaratan penelitian formal kemudian selanjutnya akan dilakukan 
penelitian material oleh Account Representative untuk selanjutnya 
diterbitkan himbauan klarifikasi Surat Permintaan Penjelasan atas 
Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Kepada Wajib Pajak yang tidak 
melunasi kekurangan PPh Final atas pengalihan hak atas tanah 
dan/atau bangunan, fiskus akan memberikan penjelasan mengenai 
tindak lanjut dari ketidakpatuhan wajib pajak tersebut. Proses tindak 
lanjut Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan 
(SP2DK) yang dikirimkan oleh Account Representative akan terus 
dilakukan pengawasan dan dilakukan proses pemeriksaan pajak 
untuk diterbitkan produk hukum berupa surat ketetapan pajak. 


4. KESIMPULAN 
Berdasarkan analisis dan pembahasan, penulis menarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Proses bisnis atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan berupa jual beli tanah dan atau bangunan meliputi 
pemeriksaan sertifikat dan surat tanda terima setoran PBB, 
melakukan persetujuan suami istri untuk pembeli dengan status 
menikah, lalu menyelesaikan administrasi biaya pajak dan 
pembuatan akta jual beli (AJB), selanjutnya pembuatan dan 
penandatanganan AJB, dan terakhir melakukan proses balik nama 
di kantor pertanahan. 
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b. Faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pembayaran PPh 
Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan adalah :1) Faktor ekonomi, kemampuan wajib pajak 
untuk membayar pajak dianggap masih relatif kecil. 2) psikologis 
yaitu pada dasarnya naluri manusia adalah menghindari pajak. 3) 
tingkat kepercayaan masyarakat kepada petugas pajak masih 
rendah—4) sebagian orang pribadi yang ingin mencoba tidak 
membayar pajak karena tidak akan diketahui oleh DJP. 

5) kurangnya pemahaman tentang pajak sehingga sebagian 

masyarakat kesulitan dalam melakukan pengisian Surat 

Pemberitahuan (SPT) 

c. Langkah yang dilakukan KPP Pratama Pondok Aren untuk 
melakukan pengawasan terhadap pembayaran PPh Pasal 4 ayat 
(2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 

1. Deteksi awal untuk mengetahui kebenaran jumlah pajak 
yang dibayar oleh wajib pajak. Setelah dilakukan kegiatan 
screening, berkas wajib pajak akan dilakukan proses 
penelitian formal. Dalam hal ditemukan ketidakwajaran nilai 
transaksi maka fiskus akan meminta wajib pajak untuk 
melunasi kekurangan PPh Final atau atau berkas yang sudah 
memenuhi syarat formal akan diserahkan kepada Account 
Representative (AR) untuk penelitian material. 

2. Bentuk penelitian material oleh AR yaitu meminta klarifikasi 
kebenaran nilai transaksi jual beli kepada pihak penjual 
melalui surat himbauan SP2DK. Apabila wajib pajak tidak 
memberikan tanggapan, maka wajib pajak akan dilakukan 
proses pemeriksaan pajak oleh fungsional pemeriksa pajak. 
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Insentif Pajak dan Perkembangan 
Ekonomi Regional di Indonesia 


Oleh Benny Gunawan Ardiansyah 


Kajian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara skema 
insentif perpajakan dengan perkembangan ekonomi regioanl 
Indonesia. Terdapat perubahan yang cukup besar terhadap 
skema pemberian insentif pajak di Indonesia sejak awal 
reformasi perpajaka tahun 1983. Sementara itu, kapasitas 
ekonomi regional masih terlihat belum mengalami banyak 
perubahan dibandingkan kondisi awal. Dominasi kontribusi 
pertumbuhan ekonomi masih terjadi di Indonesia bagian barat 
Uawa dan Sumatera), meskipun terdapat perbaikan laju 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian timur selama 
periode satu dekade terakhir. 


1. PENDAHULUAN 


Rahayu (2010) mengungkapkan bahwa fungsi regulerend adalah 
fungsi tambahan pajak bukan hanya sebagai alat untuk mencari 
pendapatan negara. Secara sederhana pemerintah dapat mendanai 
programnya dengan dua cara. Pertama, pemerintah dapat 
menggunakan metode pemajakan sekaligus pembelanjaan langsung. 
Kedua adalah mengakomodir pengurangan pajak, dengan segala 
macam bentuknya, karena pengenaan pajak dapat mengakibatkan 
distorsi bagi perekonomian. Bentuk pengurangan pajak secara luas 
dikenal dengan tax expenditures, dan bentuk yang paling umum 
digunakan adalah insentif pajak. 


Insentif pajak diberikan untuk mendorong bagi penerima manfaat 
mengambil tindakan tertentu misalnya mendorong perusahaan 
untuk berinvestasi, mengembangkan infrastruktur, mengembangkan 
di daerah yang tertinggal (remote area). Insentif pajak relatif mudah 
dilaksanakan karena pemerintah tidak memerlukan pengeluaran, 
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tetapi cukup memanfaatkan informasi yang sudah dikumpulkan oleh 
otoritas perpajakan, pengelola penanaman modal dan lembaga 
perencana pembangunan. 


Nuta (2012) menyatakan bahwa ada beberapa tujuan yang biasanya 
ingin dicapai ketika suatu negara memutuskan untuk memberikan 
insentif pajak. Pertama, investasi regional yang meliputi pemberian 
dukungan untuk kawasan luar kota, pembangunan kawasan industri 
yang agak jauh dari pusat kota sehingga pencemaran lingkungan, 
urbanisasi yang terlalu tinggi dan padatnya penduduk di perkotaan 
bisa dikurangi. Kedua, investasi sektoral melalui pemberian insentif 
untuk bidang-bidang usaha yang dipandang penting bagi 
pembangunan. Ini mencakup antara lain industri pertambangan dan 
pembangunan kawasan industri, pembangunan industri yang 
berorientasi ekspor, atau bidang-bidang usaha yang berorientasi 
pada pengembangan teknologi baru. Dan ketiga berupa peningkatan 
kualitas yang biasanya diusahakan dengan membuat kawasan 
berikat untuk industri-industri yang berorientasi ekspor. 


Menurut Zee, Stotsky dan Ley (2002) insentif perpajakan yang umum 
diberikan oleh negara-negara di dunia pada dasarnya dapat 
digolongkan ke dalam tujuh bentuk perlakuan perpajakan, yaitu tax 
holiday (pembebasan sementara pengenaan jenis pajak tertentu yang 
diberikan untuk periode tertentu): Special Zones atau daerah yang 
dibatasi oleh batas wilayah dimana perusahaan-perusahaan dapat 
didirikan dan kemudian mendapatkan keuntungan dari pembebasan 
pajak dan/atau syarat-syarat (ketentuan) administratif, Investment 
Tax Credit, berupa pengurangan kewajiban pajak pada bagian 
tertentu pada investasi: Investment allowance, pengurangan 
kewajiban pajak pada keuntungan yang diperoleh dari bagian 
tertentu pada investasi: Accelerated Depreciation, (depresiasi 
dilakukan dalam jadwal yang lebih ketat dan cepat dibandingkan 
dengan waktu yang umum digunakan): Reduced Tax Rates, yaitu 
pengurangan tarif pajak, khususnya tarif pajak penghasilan 
perusahaan: serta exemption from various taxes, berupa pembebasan 
dari jenis pajak tertentu, pada umumnya yang ditujukan kepada 
pajak yang mekanisme pemungutannya dilakukan di perbatasan 
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antar negara, seperti tarif, cukai, dan Pajak Pertambahan Nilai dari 
barang-barang impor, Financing Incentives, yaitu pengurangan 
terhadap tarif pajak pada para penyedia modal, misalnya dengan cara 
mengurangi withholding taxes atas dividen. 


2. PERKEMBANGAN SKEMA INSENTIF PAJAK INDONESIA 


Kebijakan pertama pada awal pembangunan Indonesia adalah 
membuka diri bagi investasi asing dengan penerbitan Undang- 
undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. 
Skema insentif yang diberikan dalam bentuk kelonggaran- 
kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain diatur dalam 
pasal 15 yang memberikan pembebasan pajak perseroan atas 
keuntungan, pajak dividen atas bagian laba yang dibayarkan kepada 
pemegang saham, bea masuk pada waktu pemasukan barang-barang 
perlengkapan tetap ke dalam wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, 
alat-alat kerja atau pesawat-pesawat dan bea meterai modal atas 
penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing. 
Sementara itu, pasal 16 memberikan keringanan (pengurangan) atas 
pengenaan pajak perseroan dengan suatu tarif setinggi-tingginya 
lima puluh perseratus dengan cara memperhitungkan kerugian yang 
diderita selama jangka waktu pembebasan atau dengan mengizinkan 
penyusutan yang dipercepat atas alat-alat perlengkapan tetap. 
Pemberian kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan- 
pungutan lain tersebut dalam pasal 15 dilakukan dengan mengingat 
prioritas mengenai bidang-bidang usaha serta bagi perusahaan 
modal asing. 


UU Nomor 1 tahun 1967 ini diterbitkan saat penerimaan pajak masih 
tergantung kepada penerimaan dari minyak bumi serta tiga jenis 
pajak tidak langsung, yaitu pajak penjualan, cukai dan bea masuk. 
Pembangunan ekonomi Indonesia dilaksanakan dengan rencana 
jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dengan 
mengacu teori Rostow (1990). Faktor utama untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi adalah tingginya investasi dan faktor 
teknologi dengan mengundang investor asing dengan pemanisnya 
berupa insentif pajak. Martines-Diaz (2006) menyatakan bahwa 
kelompok teknokrat yang menjadi arsitek pembangunan ekonomi 
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Indonesia mengutamakan pasar bebas (market-oriented). Salah satu 
implikasi-nya adalah dikeluarkannya UU Nomor 3 tahun 1970 
tentang pembentukan daerah perdagangan bebas dan pelabuhan 
bebas yang disusul dengan UU Nomor 4 tahun 1970 tentang 
pembentukan daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas 
Sabang. 


Asanuma (2008) menyatakan bahwa Indonesia dengan sumber daya 
minyak dan gas bumi hampir menjadi kandidat sempurna sebagai 
negara gagal akibat “natural resources course” pada tahun 1970-an 
dan 1980-an. Salah satu antisipasi adalah dengan melakukan 
reformasi undang-undang perpajakan pertama pada pertengahan 
tahun 1980-an. Reformasi diperlukan karena peraturan peraturan 
perpajakan yang berlaku adalah peninggalan kolonial Belanda (Pajak 
Perseroan 1925, Pajak Pendapatan 1944 dan Pajak atas bunga, 
dividen dan royalti 1970). Sistem perpajakan tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan zaman serta struktur dan organisasi pemerintahan. 
Salah satu tujuan reformasi perpajakan tersebut adalah menjadikan 
pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, tetapi dengan 
distorsi yang seminimal mungkin. Terdapat shifting prioritas 
penerimaan pajak penghasilan dari Pajak Perseroan Minyak dan Gas 
Bumi kepada Pajak Perusahaan. 


Akan tetapi, UU No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan tidak 
mengenal pemberian insentif pajak. Di sini terdapat 
ketidaksinkronan antara UU Nomor 1 tahun 1967 yang memberikan 
fasilitas perpajakan, tetapi tidak diakomodir dalam UU perpajakan. 
Insentif dalam UU Perpajakan baru dikenal saat diterbitkan 
amandeman UU Nomor 7 tahun 1991, yaitu “Wajib Pajak yang 
menanamkan modalnya di daerah terpencil dapat melakukan 
penyusutan atas harta yang dimiliki dan dipergunakan untuk 
kegiatan usaha di daerah terpencil dengan menggunakan metode 
penyusutan.” Dengan demikian, pada tahap pertama ini baru dikenal 
insentif pajak untuk mendorong investasi di daerah terpencil, maka 
kepada para investor yang menanamkan modalnya di daerah 
terpencil dalam bentuk penyusutan dipercepat. 
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Insentif fiskal diperluas saat dilakukan reformasi undang-undang 
perpajakan kedua pada pertengahan tahun 1990-an. 
Insentif/fasilitas perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak yang 
melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu 
dan/atau di daerah-daerah tertentu. Salah satu perluasan yang cukup 
progresif adalah bentuk fasilitas pajak untuk kawasan industri, 
dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 
tentang Tempat Penimbunan Berikat (Bonded Zone). Fasilitas 
kepabeanan merupakan pendekatan global value chain, proses 
globalisasi yang disertai dengan munculnya rantai nilai global. 
Seluruh proses industrialisasi dalam memproduksi barang barang, 
mulai dari bahan baku sampai produk jadi, yang semakin terbagi- 
bagi dalam proses yang dilakukan di berbagai negara dengan 
ketrampilan yang diperlukan dan bahan yang tersedia dengan biaya 
yang kompetitif. Fasilitas yang diberikan adalah Pajak Pertambahan 
Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah dan PPh Pasal 22 yang terutang 
tidak dipungut. 


Ketika terjadi perubahan UU pada tahun 2000, insentif dan fasilitas 
pajak diperluas dengan diberikan kepada Wajib Pajak yang 
melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan 
atau di daerah-daerah tertentu, dengan memberikan pengurangan 
penghasilan neto paling tinggi 30 (tiga puluh persen) dari jumlah 
penanaman yang dilakukan: penyusutan dan amortisasi yang 
dipercepat: kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih 
dari 10 (sepuluh) tahun: dan pengenaan Pajak Penghasilan atas 
dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10 (sepuluh 
persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang 
berlaku menetapkan lebih rendah. 


Sementara itu, UU tahun 2008 hanya menambahkan insentif/fasilitas 
perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan 
penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di 
daerah-daerah yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. 
Selain itu, terdapat fasilitas bagipengusaha yang termasuk dalam 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berupa pengurangan pengurangan 
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tarif sebesar 50 (lima puluh persen) bagi Wajib Pajak badan dalam 
negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 
(lima puluh miliar rupiah). Bahkan fasilitas ini diperluas dengan 
pengenaan tarif PPh Final sebesar 1 dengan Peraturan Pemerintah 
No 46 Tahun 2013 yang kemudian diturunkan lagi menjadi 0,5 bagi 
pengusaha dengan peredaran bruto sampai dengan 
Rp4.800.000.000,- 


3. SKEMA INSENTIF PAJAK BAGI KAWASAN EKONOMI 


Skema insentif yang bersifat komprehensif dapat dbentuk dengan 
menentukan wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang 
memiliki potensi untuk mengerakkan pertumbuhan ekonomi 
wilayah. Fasilitas pertama yang diberikan adalah tax allowance 
sebagaimana disebutkan dalam UU Pajak Penghasilan dan fasilitas 
kepabeanan dengan melakukan pembebasan pajak perdagangan 
internasional. Pertama kali pembentukan kawasan ekonomi 
dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 
tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP KTI), 
sebagai embrio pembentukan KAPET. Dewan ini bertugas menggagas 
dan merumuskan konsepsi pengembangan KTI, termasuk kebijakan 
yang diperlukan untuk mendukungnya. Sebagai wujudnya, tersusun 
Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 jo Nomor 9 Tahun 1998 
tentang Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu 
(KAPET) dan terakhir disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan 
Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). 


Sementara itu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ditetapkan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, yaitu kawasan 
dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi 
perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Fungsi KEK adalah 
melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, 
industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan 
perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata dan bidang lain. 
Sesuai dengan hal tersebut, KEK terdiri atas satu atau beberapa zona, 
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antara lain zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan 
teknologi, pariwisata dan energi yang kegiatannya dapat ditujukan 
untuk ekspor dan untuk dalam negeri. 


KEK bertujuan untuk mempercepat pencapaian pembangunan 
ekonomi nasional bagi kawasan yang memiliki keunggulan 
geoekonomi dan geostrategiss memaksimalkan kegiatan industri, 
ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai 
ekonomi tinggi: mempercepat perkembangan daerah dan sebagai 
model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan 
ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga 
dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Fasilitas dan kemudahan 
yang diberikan bagi Badan Usaha serta Pelaku Usaha di KEK meliputi 
perpajakan, kepabeanan, dan cukai: lalu lintas barang, 
ketenagakerjaan, keimigrasian pertanahan: dan perizinan dan 
nonperizinan. 


Insentif fiskal untuk menarik investasi industri dapat berupa tax 
holliday, tetapi Undang-undang Pajak Penghasilan tidak mengenal 
insentif dalam bentuk ini. Seiring dengan kebutuhan investasi yang 
masih tinggi di tengah ketidakpastian perekonomian global, maka 
dorongan diterbitkannya tax holiday bagi investor asing kembali 
menghangat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diterbitkan 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
yang salah satunya berisi ketentuan pembebasan pajak bagi 
penanaman modal yang memenuhi kriteria tertentu, terutama untuk 
industri pionir. Industri pionir adalah industri yang memiliki 
keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang 
tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis 
bagi perekonomian nasional. 


Di Indonesia, fasilitas tax holliday mulai ditawarkan kembali kepada 
investor pada tahun 2011 dengan diberlakukannya PMK Nomor 
130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau 
Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. PMK ini telah diubah dengan 
PMK Nomor 35/PMK.011/2018. Wajib Pajak yang diberikan fasilitas 
adalah industri pionir (mencakup 17 cakupan industri Pionir), 
merupakan Wajib Pajak Baru, memenuhi ketentuan debt eguity ratio 
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(DER), menempatkan dana di perbankan Indonesia sebesar 10 dari 
nilai invetasi dan pemegang sahamnya telah memenuhi kewajiban 
perpajakannya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Fiskal. 


4. CAPAIAN INSENTIF FISKAL 
4.1 Free Trade Zone 


Setelah pencabutan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas Sabang dengan UU Nomor 10 tahun 1985, diterbitkan lah 
UUNomor 36 dan 37 Tahun 2000 mulai diberlakukanlah FTZ Batam, 
Bintan dan Karimun dan Penetapan kembali FTZ Sabang. Fasilitas 
yang dikenakan adalah insentif perpajakan dalam bentuk 
Kemudahan memasukkan barang dari dan ke kawasan FT7Z, sistem 
one stop service untuk perizinan, proses keimigrasian sederhana, 
kebijakan ketenagakerjaan bersahabat, fasilitas infrastruktur, 
transportasi dan telekomunikasi dan situasi keamanan kondusif. 


Semakin pesatnya lalu lintas didukung pasar bebas, perdagangan 
barang dan jasa, jalur transportasi, informasi juga teknologi telah 
menciptakan peluang bisnis lebih berkembang. Meraih keberhasilan 
efisiensi biaya juga pengembangan kualitas produk sesuai 
permintaan konsumen maka diperlukan metode bisnis baru yang 
membolehkan perusahaan mengembangkan daya saingnya di pasar 
global. Pengelolaan rantai suplai bahan baku hingga produksi dan 
distribusi produk akhir mempengaruhi keputuran tahapan 
pelaksanaan pendirian pusat kawasan distribusi logistik, khususnya 
di sekitar titik penyedia jasa pelabuhan. Untuk mengembangkan daya 
saingnya maka industri di negara maju melakukan strategi 
pengurangan biaya bahan baku, berproduksi dengan cepat, 
berorientasi pada selera konsumen (permintaan pasar), dan 
meningkatkan nilai tambah pelayanan pada logistik. Negara yang 
ingin menjadi penunjang tujuan tersebut akan berusaha peningkatan 
pelayanan logistik di sekitar pelabuhan, pengelolaan tarif maupun 
non tarif perdagangan termasuk prosedur bea cukai, penyederhaaan 
ijin serta proses investasi, melalui skema hubungan internasional, 
dengan harapan yang sangat tinggi yakni untuk mendapatkan 
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manfaat perubahan yang besar dalam perekonomian, konsep dasar 
itulah yang mana biasa disebut kawasan perdagangan bebas (Free 
Trade Zone/FTZ). 


Pencapaian FTZ menunjukkan hal yang cukup kontradiktif. 
Perkembangan Pulau Sabang menunjukkan hal-hal yang tidak 
menggembirakan. PDRB Sabang masih yang terkecil dibandingkan 
seluruh kabupaten/kota di propinsi Nangroe Aceh Darussalam 
(BPS). Sementara itu, Batam, Bintan dan Karimun mampu 
memberikan dampak yang positif terhadap laju pertumbuhan PDRB. 
Laju pertumbuhan PDRB Provinsi tertinggi dibandingkan dengan laju 
pertumbuhan PDRB Sumatera, bahkan jauh di atas PDB Nasional 
sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut : 


Tabel 1 Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB(dalam 
persen) 


Tahun PDRB PDRB PDB 
Kepulauan Riau Sumatera Nasional 
2004 6,47 3,47 4,26 
2008 6,63 4,82 5,74 
2013 6,13 5,64 5,90 
2018 4,58 4,18 5,17 
Sumber : BPS 


4.2 Pemanfaatan Tax Allowance 


Skema insentif fiskal ini menuntut koordinasi antara Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementerian 
Keuangan (terutama Direktorat Jenderal Pajak). Sejak diluncurkan, 
tercatat sudah 138 izin prinsip yang mendapatkan tax allowance 
yang diajukan oleh 123 Wajib Pajak. Sedangkan yang terealisasi 
sebanyak 48 izin prinsip dengan lokasi tersebar sebagaimana tabel 
berikut : 

Tabel 2 Persebaran Perusahaan yang memanfaatkan Tax Allowance 
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Kawasan WP Persentase 
Jawa 25 52,08 
Sumatera 17 35,42 
Kalimantan 1 2,08 
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Bali dan Nusa tenggara 1 2,08 

Sulawesi 3 6,25 

Maluku dan Papua 2 4,17 
Sumber : DJP 


4.3 Pemanfaatan fasilitas Kepabeanan 


Setelah berjalan selama 30 tahun, saat ini terdapat 1.416 perusahaan 
dengan persebaran 91 terletak di Pulau Jawa dan mampu menyerap 
tenaga kerja sebanyak 1,5 juta. Kawasan Berikat diharapkan menjadi 
motor ekspor Indonesia pada neraca perdagangan. Dengan 
memberikan fasilitas fiskal atas bahan baku yang akan diproses di 
kawasan Berikat maka daya saing perusahaan akan meningkat dan 
kegiatan usaha semakin lancar. Secara keseluruhan dapat dilihat 


pada tabel 3. 
Tabel 3 Persebaran Perusahaan di Kawasan Berikat 
Kawasan WP Persentase 
Jawa 1.297 91,60 
Sumatera 103 7,27 
Kalimantan 7 0,49 
Bali dan Nusa tenggara 2 0,14 
Sulawesi 6 0,42 
Maluku dan Papua 1 0,07 
Jumlah 1.416 100,00 


Sumber : DJBC, Kementerian Keuangan 


Selain itu, terdapat fasilitas kepabeanan lainnya dalam bentuk 
Kemudahan Impor Tujuan Espor (KITE). KITE merupakan salah satu 
fasilitas Menteri Keuangan yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan menggunakan fasilitas ini, 
barang impor yang diolah, dirakit atau dipasang pada barang yang 
nantinya akan diekspor dapat diberikan pembebasan atau 
keringanan bea masuk. Secara keseluruhan persebaran perusahaan 


pada kawasan KITE dapat dilihat pada tabel 4 
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Tabel 4 Persebaran Perusahaan KITE 


Kawasan WP Persentase 
Jawa 376 96,41 
Sumatera 7 1,79 
Kalimantan 3 0,77 
Bali dan Nusa tenggara 1 0,26 
Sulawesi 3 0,77 
Maluku dan Papua 0 0 
Jumlah 390 100,00 


Sumber : DJBC, Kementerian Keuangan 


44 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) 


Sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 sudah 
terdapat 14 Kawasan yang mendapatkan persetujuan. Akan tetapi, 
tercatat hanya Kawasan Manado - Bitung (Sulawasi Utara) yang 
terealisasi. 


4.5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 


Hingga tahun 2017, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sudah 
terealisaikan 3 kawasan, yakni Tanjung Lesung (Banten) dengan 
jumlah investor satu perusahaan, Sei Mangke (Sumatera Utara) 
dengan jumlah investor satu perusahaan dan Mandalika (NTB) 
dengan jumlah investor satu perusahaan. Hingga tahun 2017, 
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebanyak 2 kawasan, yakni Tanjung 
Lesung (Banten), Sei Mangke (Sumatera Utara) dan Mandalika (NTB) 
serta 8 usulan kawasan yang akan dijadikan KEK hingga akhir tahun 
2014, yaitu Arun Lhokseumawe (Nangroe Aceh Darussalam), 
Tanjung Api-api (Sumatera Selatan), Tanjung Kelayang (Bangka 
Belitung), MBTK (Kutai Timur, Kalimantan Timur), Palu (Sulawesi 
Tengah), Bitung (Sulawasi Utara), Morotai (Maluku Utara), dan 
Sorong (Papua Barat). 


4.6 Tax Holiday 


Sebanyak 11 Wajib Pajak telah mengajukan fasilitas tax holliday yang 
mulai ditawarkan mulai tahun 2011. Sebanyak lima Wajib Pajak telah 
memperoleh persetujuan dan seluruhnya berlokasi di Pulau Jawa. 
Sementara itu PMK Nomor 35 Tahun 2018 justru menampakkan 
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hasil yang lebih cepat. Terdapat 8 perusahaan yang telah disetujui 
yang terdiri dari 3 perusahaan infrastruktur ekonomi 
(ketenagalistrikan) dan 5 perusahaan di bidang usaha industri dasar 
loga hulu. Perusahaan tersebut satu berlokasi d Sumatera (Sumatera 
Utara), dua berlokasi di pulau Jawa (Banten dan Jawa Tengah) serta 
lima perusahaan berlokasi di Indonesia Timur (Sulawesi dan 
Maluku) 


5. Kapasitas Ekonomi Regional 


Hasil penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah 
(2005) telah memetakan berbagai faktor yang diperkirakan menjadi 
determinan pemilihan lokasi investasi investor di Indonesia. Dengan 
metode Analytical Hierarchy Process (AHP), variabel yang dianggap 
sebagai penentu keputusan pemilihan lokasi investasi di berbagai 
daerah di Indonesia terdiri dari kelembagaan: keamanan, politik, 
sosial budaya: ekonomi daerah, tenaga kerja dan infrastruktur fisik. 
Variabel perpajakan tidak menjadi salah satu variabel dengan asumsi 
ketentuan perpajakan yang berlaku bagi investasi yang dilakukan di 
berbagai daerah di Indonesia tidak berbeda satu dengan lainnya. 


Sedangkan Wibisono (2005) menyimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan tingkat pertumbuhan PDRB per kapita antar propinsi 
yang lebar. Hal tersebut tidak terlepas dari perbedaan tingkat 
pertumbuhan PDRB antar daerah di Indonesia. Dalam jangka waktu 
tiga dekade terakhir, kontribusi perbedaan kapasitas ekonomi 
regional dapat digambarkan pada tabel 5. 


Tabel 5 Distribusi Pertumbuhan PDRB per pulau (dalam persen) 


Kawasan 1993 2003 2013 2018 
Jawa 59 60,09 57,99 58,49 
Sumatera 2 22,24 23,81 21,58 
Kalimantan 8 8,84 8,67 8,20 
Bali dan Nusa tenggara 3 2,86 2,52 3,05 
Sulawesi 5 4,00 4,82 6,22 
Maluku dan Papua 2 1,80 2,18 2,47 

Sumber : BPS 


Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa belum ada 
perubahan siginifikan terhadap struktur kapasitas ekonomi regional 
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dalam kurun waktu tiga dekade terakhir. Sementara itu, laju 
pertumbuhan PDRB menunjukkan hasil lebih beragam (tabel 6). 


Tabel 6 Laju Pertumbuhan PDRB per pulau (dalam persen) 


Kawasan 2003 2008 2013 2018 
Jawa 4,90 5,80 5,96 5,72 
Sumatera 5,53 4,82 5,64 4,18 
Kalimantan 3,57 5,74 5,05 3,91 
Bali dan Nusa tenggara 4,03 4,55 5,76 2,68 
Sulawesi 4,88 7,65 6,67 6,66 
Maluku dan Papua 3,88 4,17 8,85 6,69 
Indonesia 4,55 5,74 5,90 5,17 
Sumber : BPS 


Pertumbuhan PDB nasional kurang lebih sama dengan pertumbuhan 
regional di Pulau Jawa. Hal ini dapat dijelaskan dari data tabel 6, yaitu 
kontribusi PDRB di Jawa masih sangat dominan terhadap laju 
pertumbuhan PDB Nasional. Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB 
di Sumatera, Kalimantan dan Bali/Nusa Tenggara menunjukkan hal 
yang negatif, yaitu lajunya di bawah laju pertumbuhan PDB Nasional. 
Hal yang sebaliknya, yaitu laju pertumbuhan PDRB di Sulawesi serta 
Maluku dan Papua cukup tinggi dibandingkan laju pertumbuhan PDB 
Nasional, bahkan percepatannya juga tinggi. 


6. SIMPULAN 


Awalnya, Indonesia termasuk negara yang selektif dalam 
memberikan insentif fiskal, terutama Pajak Penghasilan. Seiring 
berjalannya waktu Indonesia terus membuka segala bentuk (jenis) 
insentif pajak. Saat ini, hampir semua bentuk insentif pajak telah 
diterapkan di Indonesia dengan konsistensi insentif pajak untuk 
kawasan-kawasan dan sektor-sektor tertentu. 


Skema awal reformasi perpajakan tahun 1983 bertujuan 
memberikan insentif pajak diberikan bagi daerah terpencil. Sejak 
pertengahan 1990-an, fasilitas insentif pajak lebih diberikan dalam 
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bentuk kombinasi, yaitu diberikan sektor-sektor penghasil devisa 
(eksportir) yang dilokalisir ke dalam kawasan ekonomi, terutama 
diberikan kepada industri manufaktur yang memiliki nilai tambah 
tinggi. 


Setelah berjalan kurang lebih 35 tahun, Wajib Pajak yang 
memanfaatkan fasilitas insentif pajak sebagian besar berlokasi di 
Indonesia bagian barat. Akibatnya, perkembangan kapasitas 
ekonomi regional masih terlihat belum mengalami banyak 
perubahan dibandingkan kondisi awal. Dominasi kontribusi 
pertumbuhan ekonomi masih terjadi di Indonesia bagian barat (Jawa 
dan Sumatera). Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, terdapat 
perbaikan sehingga gap pertumbuhan ekonomi antara Indonesia 
bagian barat dan timur tidak semakin melebar, yang ditandai dengan 
laju pertumbuhan PDRB di Sulawesi serta Maluku dan Papua lebih 
tinggi dibandingkan wilayah Indonesia lainnya. 
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Indentifikasi Pengusaha Kena Pajak 
Yang Terindikasi Sebagai Penerbit 
dan/atau Pengguna Faktur Pajak 
Yang Tidak Berdasarkan Transaksi 
Yang Sebenarnya 


Oleh @omaruzzaman Rahmad Akbar dan Kodirin 


Pajak pertambahan nilai menggunakan mekanisme pajak 
masukan dan pajak keluaran dengan menggunakan faktur pajak 
yang diterbitkan menggunakan aplikasi e-faktur. Namun, masih 
terdapat Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan dan 
menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi 
sebenarnya. Artikel ini memberikan gambaran mengenai cara 
identifikasi Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan dan/atau 
menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi 
sebenarnya. 


Faktur pajak merupakan sarana yang digunakan dalam pemungutan 
Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia dengan mekanisme pajak 
masukan dan pajak keluaran. Mulai tahun 1983 sampai sekarang 
mekanisme ini tetap dipertahankan karena dianggap sebagai 
mekanisme terbaik untuk jenis pajak tidak langsung. Namun 
demikian, masih terdapat banyak kecurangan terkait faktur pajak. 
Salah satunya adalah faktur pajak yang yang diterbitkan tidak 
berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Pada tanggal 6 Oktober 
2015 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan siaran pers 
dengan judul “Ditjen Pajak Ajak 10.900 Pengguna Faktur Pajak Fiktif 
Manfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015”. Dalam siaran pers 
tersebut, diungkapkan kerugian negara terkait dengan faktur pajak 
tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (FP TBTS) sebesar 6.469,73 
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milliar rupiah. Banyaknya kasus FP TBTS merupakan salah satu 
indikasi bahwa masih terdapat lubang di dalam administrasi faktur 
pajak dalam aplikasi e-faktur dan mekanisme PPN. 


Artikel ini akan membahas identifikasi kriteria yang digunakan untuk 
mendeteksi pengusaha kena pajak yang terindikasi sebagai penerbit 
dan/atau pengguna faktur pajak tidak berdasarkan transaksi 
sebenarnya dan membuat bagan sistematis identifikasi pengusaha 
kena pajak yang terindikasi sebagai penerbit dan/pengguna faktur 
pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. 


Smith, S., & Keen, M. M. (2007) mengungkapkan tentang kerentanan 
VAT atau PPN terhadap penghindaran dan penggelapan pajak di 
Inggris. Kerentanan yang dimaksud terkait dengan mekanisme 
pengkreditan dan restitusi pajak. Penelitian ini berfokus terhadap 
penggelapan PPN melalui mekanisme ekspor dengan memanfaatkan 
tarif 096. Penggelapan pajak dilakukan oleh perusahaan A yang 
melakukan pembelian impor dan menjual kembali dengan 
menambahkan PPN, kemudian menghilang. Barang tersebut 
diperjualbelikan kembali dengan PPN yang pada akhirnya akan 
diekspor dan dilakukan restitusi oleh perusahaan C. Setelah itu, 
barang dibeli kembali oleh perusahaan A dan selanjutnya melakukan 
transaksi yang identik. Perusahaan A biasanya akan langsung ditutup 
dan menghilang dalam waktu cepat. Salah satu cara untuk mencegah 
hal ini dalam penelitian tersebut adalah dengan menghilangkan tarif 
00 dalam ekspor. Smith juga memberikan saran agar dibuat sistem 
VAT account yang merupakan rekening bank khusus untuk VAT. 
Penelitian ini menjadi salah satu dasar bagi peneliti dalam 
mendalami modus yang dilakukan oleh wajib pajak terkait dengan 
ekspor dan impor. 


Yamin, L., & Putranti, T. M. (2011) menyatakan bahwa terdapat 
minimal 22 model penyalahgunaan faktur pajak. Faktur pajak fiktif 
juga terjadi pada penyerahan BKP dalam negeri. Ini dapat terjadi 
karena penjual BKP bukan pengusaha kena pajak (PKP) yang 
terdaftar, sementara pembelinya adalah PKP yang menginginkan 
pajak masukan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Model 
yang terdapat dalam penelitian ini dapat membantu peneliti 
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menemukan kriteria dan ciri-ciri pelaku FP TBTS. Al-Firdaus, F. 
(2018) menyimpulkan bahwa kasus FP TBTS masih terjadi karena 
kelemahan aplikasi e-faktur, modus pelaku, dan mekanisme PPN. DJP 
sudah melakukan berbagai penanganan FP TBTS yang memiliki fokus 
penanganan yang berbeda-beda. Namun penanganan tersebut masih 
memiliki kelemahan masing-masing. Untuk menangani kasus 
tersebut, diperlukan strategi penanganan FP TBTS ideal, seperti 
pembaharuan sistem informasi dan perubahan mekanisme PPN. 


Kerangka Pemikiran 


Mekanisme PPN di Indonesia dijalankan dengan pemungutan pajak 
oleh pengusaha kena pajak mulai dari perusahaan manufaktur 
sampai kepada konsumen akhir. Terdapat dua mekanisme, 
mekanisme transaksi normal dan transaksi dengan FP TBTS. Dua 


mekanisme ini dijelaskan sebagai berikut: 
1. Proses transaksi normal 


Dalam proses transaksi normal tidak terdapat pelanggaran aturan, 
transaksi terjadi sesuai dengan ketentuan. Pada penyerahan barang 
kena pajak atau jasa kena pajak antar-Pengusaha Kena Pajak (PKP), 
diterbitkan faktur pajak. Selanjutnya faktur pajak tersebut 
diperhitungkan dengan cara pengkreditan pajak masukan terhadap 
pajak keluaran. Apabila pajak keluaran lebih banyak, selisih tersebut 
menjadi kurang bayar yang kemudian disetorkan ke kas negara. 
Setelahnya, setiap PKP wajib melaporkan semua transaksi setiap 
bulannya paling lambat akhir bulan berikutnya. Rantai mekanisme 
ini berjalan terus sampai barang kena pajak dikonsumsi oleh 
konsumen atau pengguna akhir. Pola transaksi normal dalam 


mekanisme PPN dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1 Skema Transaksi Normal 
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Sumber: Diolah dari berbagai sumber 
2. Transaksi dengan FP TBTS 


Pada transaksi yang menggunakan FP TBTS, biasanya tidak terdapat 
penyerahan barang atau jasa kena pajak (transaksi fiktif). Penerbit 
FP TBTS tidak memiliki usaha dan hanya menerbitkan (menjual) 
faktur pajak. Terdapat pula penerbit FP TBTS yang melakukan 
penyerahan barang atau jasa kena pajak, namun faktur pajak yang 
dikeluarkan tidak sesuai dengan transaksi. Pengguna FP TBTS 
merupakan PKP yang mendapatkan pajak masukan dari PKP lain 
tanpa adanya pembelian atau dengan nilai pembelian yang tidak 
sesuai. ' Gambar 2 adalah gambaran umum transaksi yang 
menggunakan FP TBTS. 


Metode Penelitian 


Artikel ini dibuat berdasarkan penelitian kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Narasumber (informan) penelitian dipilih 
berdasarkan keilmuan dan pengalaman di bidang pemeriksaan pajak. 
Adapun narasumber (informan) penelitian adalah: 


1. Teguh Himawan, Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Pertama 
pada Direktorat Penegakan Hukum. 

2. Helmi Satria Fahmi, Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak 
Pertama pada Direktorat Penegakan Hukum. 
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Gambar 2 Skema Transaksi Tidak Sesuai 


Indikasi 
Pengguna 


Indikasi 
Penerbit 


Indikasi Tanpa transaksi Indikasi 
Pengguna : BKP / JKP Penerbit 


Faktur Pajak 


Sumber: Diolah dari berbagai sumber 


3. Maman Surahman, Kepala Seksi Intelijen Penegakan Hukum II 
yang bertugas dalam intelijen di bidang faktur pajak. 

4. Pelaksana di Seksi Intelijen Penegakan Hukum I. 

5. Made Bambang Rijanto, Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak 
Madya pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus yang sering 
memberikan pelatihan pada Diklat Fungsional. 

6. Anang Mury Kurniawan, Widyaiswara Pusdiklat Pajak, penulis 
buku perpajakan, Buku Pintar Transfer Pricing merupakan 
salah satu hasil karyanya. 

7. Ruben Hutabarat, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak 
yang sekarang menjabat sebagai Deputi Direktur Center For 
Indonesia Taxation Analysis (CITA). 


Pembahasan dalam artikel ini meliputi hubungan antara e-faktur 
dengan FP TBTS, modus pelaku penerbit atau pun pengguna FP TBTS, 
kriteria identifikasi penerbit dan/pengguna FP TBTS dan 
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penggunaan data laporan keuangan sebagai salah satu alat 
identifikasi. 


E-Faktur dan FP TBTS 


FP TBTS telah ada sebelum e-faktur dikenalkan di Indonesia. Tujuan 
penerapan e-faktur selain untuk memperbaiki administrasi PPN, juga 
menjadi salah satu senjata untuk dapat mengurangi penggunaan FP 
TBTS. Namun, penerapan e-faktur belum sepenuhnya 
menghilangkan FP TBTS. E-faktur hanya memuat informasi 
mengenai arus barang. Sementara transaksi yang benar seharusnya, 
arus barang dan arus uang harus sesuai dan sinkron. Apabila tidak 
sesuai, transaksi tersebut patut dipertanyakan kebenarannya dan 
faktur yang diterbitkan atas transaksi tersebut dapat dicurigai 
sebagai FP TBTS. Untuk meningkatkan pengendalian dalam aplikasi 
e-faktur, perlu dilakukan pendaftaran nomor rekening wajib pajak 
yang khusus digunakan untuk transaksi yang prosedurnya seperti 
pendaftaran penandatangan faktur pajak. Hal ini akan memperkuat 
pengawasan DJP terhadap wajib pajak. 


Motif penerbit dan/atau pengguna FP TBTS 
a. Tujuan penerbit FP TBTS 


1) “Membuang faktur” atas penjualan yang dilakukan kepada wajib 
pajak non-PKP. 


PKP melakukan penjualan kepada WP non-PKP tanpa menerbitkan 
faktur. Pada akhirnya nilai persediaan yang dimiliki akan membesar 
karena tidak ada perekaman barang terjual melalui faktur pajak 
dalam e-faktur. Keadaan seperti ini tidak lazim dan dapat menarik 
perhatian otoritas pajak. Untuk menutupi hal tersebut, wajib pajak 
membuat faktur pajak keluaran (penjualan) yang tidak sesuai dengan 
penjualan sebenarnya. Pembuatan FP TBTS ini dapat mempunyai 
motif ekonomi dengan menjualnya kepada PKP lain ataupun motif 
non-ekonomi. Sebenarnya tidak ada untung bagi penerbit, karena 
tidak mengurangi pajak yang dibayarkan. Kepentingan penerbit ini 
hanya untuk pelaporan pajak saja. 
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2) Menyembunyikan omset. 


Meningkatnya omset transaksi wajib pajak menyebabkan pajak yang 
harus dibayar bertambah. Oleh karena itu, wajib pajak dengan 
sengaja tidak melaporkan semua penjualannya. penyembunyian 
omset dilakukan dengan mengalihkan sebagian penjualan ke faktur 
pajak lain. Faktur yang dialihkan dan dilaporkan kepada DJP adalah 
faktur pajak yang besarannya telah diatur sesuai keinginan penerbit. 
Hal ini didukung oleh perilaku pembeli yang tidak ingin omset 
sebenarnya diketahui. Pembeli tidak bersedia nama dan NPWP-nya 
tercantum dalam faktur pajak. Motif penyembunyian omset, adalah 
motif paling umum yang terjadi pada kasus FP TBTS. 


3) Mendapatkan fee. 


Dilakukan oleh oknum pegawai tanpa sepengetahuan perusahaan. 
Oknum pegawai menjual FP TBTS untuk mendapatkan fee dari 
pembeli. 


b. Tujuan pengguna FP TBTS 
1) Menambah jumlah lebih bayar. 


Pengguna FP TBTS mencari faktur pajak masukan dengan tujuan 
menambah jumlah lebih bayar yang akan dilakukan restitusi. 


2) Mengurangi jumlah kurang bayar. 


Wajib pajak menilai pajak yang harus dibayarkan terlalu besar dan 
mencari cara untuk menurunkan pembayaran pajak. Salah satunya 
dengan menambah pajak masukan dengan membeli FP TBTS. 


3) Menjadi alas transaksi untuk mengkreditkan biaya. 


Terdapat biaya-biaya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau 
dikreditkan oleh wajib pajak sehingga menambah beban. Wajib pajak 
yang tidak mau rugi akan berusaha menjadikan biaya tersebut dapat 
dikreditkan. Faktur pajak dapat dijadikan sebagai alas transaksi, 
yang dapat menjadikan biaya tersebut dapat dikreditkan. 


Pengelompokan penerbit dan/atau pengguna FP TBTS 
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Kelompok pertama, pelaku penerbit faktur pajak yang tidak 
mempunyai kegiatan usaha atau perusahaan bodong. Kelompok 
pertama ini disebut sebagai model konvensional. Kedua, penerbit 
faktur pajak yang memiliki usaha riil tetapi masih menerbitkan FP 
TBTS. Kelompok kedua disebut model modern. Pengelompokkan ini 
sangat membantu dalam upaya identifikasi pelaku FP TBTS secara 
lebih terstruktur. 


Pelaku penerbit FP TBTS yang tidak memiliki usaha (model 
konvensional) akan lebih mudah teridentifikasi. Sedangkan pelaku 
yang mempunyai usaha nyata (model modern) akan lebih sulit 
teridentifikasi, karena ada usaha riil dan ada setoran PPN secara 
rutin. 


Identifikasi penerbit FP TBTS 
a. Penerbit model konvensional 


Kelompok konvensional adalah kelompok pelaku FP TBTS yang mana 
penerbit faktur tersebut tidak memiliki usaha sebenarnya atau 
bodong. Kelompok konvensional ini dapat dibilang sebagai penerbit 
FP TBTS murni. Penerbit menjual faktur pajak tanpa ada transaksi 
barang dan/atau jasa. Gambar 3 merupakan skema sederhana dari 
kelompok penerbit konvesional. 


Gambar 3 Skema Model Konvensional 


Tanpa transaksi Indikasi 
BKP / JKP Penerbit 


Faktur Pajak 
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Pengguna 


Sumber: Diolah dari berbagai sumber 
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Untuk mendeteksi skema konvensional ini, DJP telah membentuk 
satuan tugas faktur fiktif pada tahun 2014- 2015. Kegiatan satgas 
tersebut mengacu pada Surat Edaran nomor SE-132/PJ/2010. Di 
dalam surat edaran tersebut terdapat kriteria-kriteria yang dapat 
digunakan untuk mendeteksi penerbit FP TBTS konvensional. Pada 
tahun 2017 terbit peraturan DJP nomor Per-19/PJ/2017 yang 
menjadi dasar penetapan status suspend terhadap wajib pajak 
indikasi penerbit. Dalam peraturan tersebut terdapat empat kriteria 
dan tiga kondisi sebagai penentu apakah wajib pajak merupakan 
penerbit atau bukan. Berikut kriteria tersebut: 


1) Keabsahan dokumen identitas Wajib Pajak, pengurus dan/atau 
penanggung jawab Wajib Pajak. 


Pada kriteria pertama ini, yang digarisbawahi adalah dokumen 
identitas wajib pajak. Wajib Pajak orang pribadi, letak keabsahan 
dokumennya dititikberatkan kepada NIK dan passport. Yang 
dimaksud orang pribadi adalah wajib pajak itu sendiri dan pengurus 
wajib pajak badan. selama ini yang menjadi perhatian adalah 
kesamaan nama dan NIK, padahal boleh jadi orangnya berbeda. Oleh 
karena itu sistem kependudukan yang dimiliki DJP sebaiknya dapat 
menampilkan foto wajib pajak. 


Untuk wajib pajak badan, akta notaris (pendirian dan perubahan) 
digunakan sebagai dasar penelitian pemenuhan kriteria. Akta notaris 
dapat ditelusuri kebenarannya oleh DJP dengan memanfaatkan data 
dalam  SISMINBAKUM dan melakukan pengecekkan ke 
Kemenkumham atas pendaftaran akta tersebut. Apabila dalam akta 
notaris terdapat ketidaksesuaian maka kriteria pertama ini tidak 
terpenuhi. Suatu perusahaan yang mempunyai akta pada notaris 
yang sama dan didirikan pada hari yang sama terdapat kemungkinan 
akta notaris tersebut tidak sah. Begitu pula dengan pengurusnya, 
perusahaan yang memiliki susunan pengurus yang sama dapat 
dicurigai dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. 


2) Keberadaan wajib pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab 
wajib pajak, dan kesesuaian atau kewajaran profil wajib pajak, 
pengurus dan/atau penanggung jawab wajib pajak. 
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Hal ini lebih terkait dengan subjek wajib pajaknya, bukan alamatnya. 
Yang dimaksud adalah apakah wajib pajak tersebut benar-benar ada 
dan dapat ditemui atau tidak. Penelitian dilakukan terhadap wajib 
pajak dengan melakukan kunjungan. Wajib pajak yang tidak dapat 
ditemukan dan tidak dikenali oleh lingkungan sekitar alamat wajib 
pajak dapat disimpulkan tidak memenuhi kriteria ini. 


Yang kedua adalah kewajaran profil wajib pajak dan pengurus. Wajib 
pajak yang masih ada tetapi profil wajib pajak tidak sesuai dengan 
profil pengurus dapat menjadi indikasi ketidakwajaran. KLU, alamat, 
profil wajib pajak dan pengurus sangat membantu untuk identifikasi 
dini pelaku FP TBTS. 


3) Keberadaan dan kewajaran lokasi usaha Wajib Pajak. 


Pada kriteria ini, lebih fokus kepada lokasi usaha wajib pajak dan 
kewajaran lokasi tersebut terkait denganjenis usahanya. Wajib pajak 
yang mempunyai jenis usaha manufaktur, kecil kemungkinan 
memiliki kegiatan usaha di perumahan. Lazimnya wajib pajak yang 
bergerak di bidang manufaktur lokasi usahanya berada di daerah 
industri. Hal semacam ini dapat digunakan untuk melakukan 
identifikasi dini penerbit FP TBTS. Wajib pajak dengan transaksi 
penyerahan BKP yang banyak dan memiliki persediaan banyak tetapi 
tempat usahanya berupa ruko kecil ukuran 2 meter x 3 meter dapat 
mengundang pertanyaan, di mana tempat persediaan barang 
disimpan. Ketidakwajaran lokasi usaha dibandingkan dengan 
kegiatan dan jenis usaha wajib pajak adalah kriteria yang digunakan 
untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya kriteria ketiga ini. 


4) Kesesuaian kegiatan usaha wajib pajak. 


Kesesuaian kegiatan usaha wajib pajak dapat dilihat dari tiga hal 
yakni fluktuasi omset, profil pemasok dan profil pembeli. Pada 
dasarnya semua kegiatan usaha memiliki tahapan-tahapan, dimulai 
dengan pendirian awal usaha dengan omset kecil dan berkembang 
menjadi semakin besar. Apabila terdapat wajib pajak yang omsetnya 
langsung melonjak naik, namun sebelumnya tidak ada kegiatan, patut 
dicurigai sebagai penerbit FP TBTS. Selain itu, profil pemasok barang 
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kepada wajib pajak seharusnya sesuai dengan kegiatan usaha wajib 
pajak tersebut. Apabila tidak berhubungan patut dicurigai kebenaran 
pembelian tersebut. Begitu pula dengan profil pembeli, barang yang 
dibeli dari wajib pajak apakah ada kaitannya dengan pembeli, kalau 
tidak patut dicurigai. Hal-hal tersebut menjadi penentu dalam 
pemenuhan kriteria keempat ini. 


Sebagai kesimpulan, inti identifikasi kriteria penerbit faktur pajak 
konvensional adalah menentukan validitas subjeknya (wajib pajak) 
bukan atas substansi transaksinya. Karena wajib pajak pada model 
konvensional tidak memiliki usaha, maka yang diidentifikasi adalah 
kebenaran usahanya. Berdasarkan pembahasan di atas, skema 
kriteria penentuan wajib pajak yang terindikasi sebagai penerbit FP 
TBTS model konvensional disajikan pada Gambar 4. 


Gambar 4 Skema Identifikasi Penerbit Model Konvensional 


# Data « Lokasi Usaha 
Kependudukan & Keberadaan « Jenis Usaha » Fluktuasi Omset 
» Akta Notaris Wajib Pajak / » Profil Pemasok 
Pengurus # Profil Pembeli 


|“ Kewajaran Profil 


Sumber: Diolah dari catatan penulis 


Skema ini digunakan berurutan mulai dari kriteria pertama hingga 
keempat. Pada kelompok penerbit model konvensional ini, penerbit 
yang dapat terdeteksi merupakan wajib pajak yang tidak mempunyai 
usaha yang sebenarnya. Tetapi setelah melewati skema tersebut, 
masih terdapat kemungkinan wajib pajak penerbit FP TBTS belum 
terdeteksi. Ketidakmampuan deteksi tersebut karena skema ini 
hanya menilai kewajaran usaha wajib pajak. Penerbit yang tidak 
terdeteksi merupakan penerbit FP TBTS model modern. Penerbit 
modern memiliki kegiatan usaha yang, namun menerbitkan FP TBTS. 
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b. Penerbit model modern 


penerbit FP TBTS model modern merupakan wajib pajak exist dan 
menyembunyikan FP TBTS yang diterbitkan dengan 
mencampurkannya ke dalam transaksi yang sebenarnya. Misalnya 
wajib pajak mempunyai pajak masukan dari pembelian, namun pada 
saat menjual tidak bisa menerbitkan faktur pajak sesuai transaksi 
karena pembeli tidak bersedia nama dan NPWP-nya tertulis dalam 
faktur pajak. Untuk mengganti faktur pajak keluaran atas transaksi 
tersebut, penjual menerbitkan FP TBTS dengan NPWP wajib pajak 
lain yang membutuhkan pajak masukan. Skema sederhana model 
modern digambarkan pada Gambar 5. 


Gambar 5 Skema Sederhana Penerbit Model Modern 


PN IL 
KP 
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Sumber: Diolah dari catatan penulis 


Identifikasi penerbit FP TBTS modern secara pasti, tidak dapat 
dilakukan kecuali melalui pemeriksaan atau pemeriksaan bukti 
permulaan. Beberapa kriteria atau ciri wajib pajak penerbit FP TBTS 
model modern, yaitu: 


1) Perusahaan yang dapat menjual barangnya langsung ke konsumen 
akhir. 
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Wajib pajak penerbit FP TBTS menyembunyikan omset mereka 
dengan cara tidak melaporkan penjualan yang sebenarnya dan 
melaporkan omset yang dikehendaki. Didukung dengan motif yang 
sama, konsumen akhir yang biasanya bukan PKP ataupun PKP tidak 
bersedia untuk menerima faktur pajak atas nama mereka. Misalnya 
ada perusahaan tekstil yang menjual barang kepada orang pribadi 
non-PKP yang memiliki toko kain. Pembeli terseebut tidak 
membutuhkan faktur pajak. Selain itu, kadang-kadang pembeli tidak 
ingin diketahui jumlah omset yang sebenarnya. Dengan adanya 
transaksi seperti ini, perusahaan tekstil tersebut akan “membuang” 
fakturnya kepada orang lain dengan nominal yang tidak sesuai 
dengan transaksi yang sebenarnya untuk menutupi kejanggalan 
inventory. Ini adalah alasan utama mengapa perusahaan yang dapat 
menjual kepada konsumen akhir dianggap rawan penerbitan FP 
TBTS. 


2) Perusahaan yang melakukan impor barang untuk orang lain 
(importir indentor) 


Perusahaan atau orang pribadi yang tidak memiliki Angka Pengenal 
Importir (API) tidak dapat melakukan impor barang sendiri. Untuk 
melakukan impor, mereka membutuhkan perusahaan jasa impor. 
Perusahaan ini dalam istilah pajak disebut sebagai importir indentor. 
Skema sederhana importir indentor indikasi penerbit digambarkan 
pada Gambar 5. 


Proses bisnis importir indentor diawali dengan pemesanan barang 
oleh wajib pajak. Kemudian, importir akan mencari pemasok dan 
melakukan impor. Pada saat impor, importir membayar PPh dan PPN 
impor yang nanti akan ditagihkan ke pemilik barang. Modus 
dilakukan dengan cara PPN impor ini dikreditkan oleh importir, 
padahal seharusnya PPN impor tersebut dikreditkan oleh pemilik 
barang. Namun, pemilik barang dengan motif menyembunyikan 
omset tidak bersedia mengkreditkan PPN tersebut dan tidak 
menerima faktur pajak dari importir. PPN impor menjadi pajak 
masukan yang besar bagi importir, tetapi tidak mungkin dilakukan 
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Gambar 5 Skema Importir Indikasi Penerbit 
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Sumber: Diolah dari catatan penulis 


Indikasi 
Pengguna 


restitusi karena dapat menimbulkan kecurigaan. Faktur pajak atas 
barang tersebut dijual dengan nama dan NPWP wajib pajak lain. 
Ilustrasi diberikan pada Gambar 6. 


Gambar 6 Ilustrasi Importir Indentor 
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Sumber: Diolah dari catatan penulis 


Penjelasan ilustrasi, pemilik barang memesan barang impor seharga 
Rp1.000,00. PPN impor yang dikenakan Rp100,00. Pemilik barang 
tidak mau faktur pajak untuk menyembunyikan harga pokok 
penjualan Rp1.000,00. Pajak masukan dikreditkan oleh importir dan 
importir mengeluarkan faktur pajak kepada wajib pajak lain senilai 
Rp110,00 sebagai pajak keluaran. Faktur pajak tersebut dijual 
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seharga 3046 dari PPN atau senilai Rp33,00. Importir mempunyai 
pajak masukan (PM) Rp100,00 dan pajak keluaran (PK) Rp110,00 
sehingga membayar PPN sebesar Rp10,00 pada pelaporan masa 
PPN-nya. Keuntungan importir sebesar Rp23,00 dihitung dari harga 
faktur Rp33,00 dikurangi pajak yang dibayarkan Rp10,00. Sedangkan 
untuk pengguna faktur, mendapatkan Rp110,00 sebagai pajak 
masukan. Keuntungan dari transaksi didapatkan sebesar Rp67,00 
dengan perhitungan PM Rp110,00 yang dikreditkan dikurangi harga 
faktur Rp33,00. Cara mengidentifikasi penerbit ini dengan penelitian 
yang fokus terhadap wajib pajak importir yang mempunyai omset 
besar dengan pembayaran PPN yang nilainya kecil. 


3) Kewajaran transaksi dengan pembeli 


Sama halnya dengan model konvensional, kewajaran transaksi 
menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Termasuk dalam kewajaran 
transaksi adalah kesesuaian antara usaha penjual dan pembeli. 
Contoh, bahwa wajib pajak yang memiliki usaha tekstil tidak 
mungkin menjual 50969 persediaannya kepada perusahaan yang 
bergerak di bidang pertambangan. Penjualan semacam ini perlu 
mendapatkan perhatian karena perbedaan usaha yang cukup 
mencolok antara penjual dan pembeli. Identifikasi penerbit 
dilakukan dengan analisis mendalam terhadap PKPM wajib pajak. 


Identifikasi pengguna FP TBTS 


Pengguna FP TBTS memiliki dua tujuan utama. Pertama, FP TBTS 
digunakan sebagai pengurang pajak keluaran. Kedua, digunakan 
untuk menambah restitusi lebih bayar yang dimiliki. Sama halnya 
dengan penerbit, pengguna faktur pajak dibagi menjadi dua 
kelompok. Kelompok konvensional, merupakan pengguna faktur 
pajak yang berasal dari penerbit model konvensional dan kelompok 
modern yang menggunakan faktur pajak dari penerbit model 
modern. Dalam model konvensional terdapat kemungkinan penerbit 
tidak mempunyai kegiatan usaha (penerbit model konvensional) 
sedangkan semua pengguna FP TBTS (konvensional dan modern) 
mempunyai usaha yang nyata. 
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a. Pengguna FP TBTS model konvensional 


Pengguna FP TBTS konvensional merupakan kelompok wajib pajak 
yang menggunakan FP TBTS yang berasal dari wajib pajak tanpa 
kegiatan usaha. Identifikasi pengguna dilakukan dengan cara 
melakukan pengembangan hasil identifikasi penerbit faktur pajak 
konvensional. Hal ini dilakukan karena lebih mudah mencari 
penerbit dibandingkan pengguna. 


b. Pengguna FP TBTS model modern 


Pengguna model modern pada dasarnya dapat diidentifikasi dengan 
pengembangan dari penerbit. Namun identifikasi pengguna FP TBTS 
model modern tidak semudah model konvensional. Model modern 
merupakan hal yang “kasuistik”, unik untuk setiap kasus sehingga 
identifikasi pengguna FP TBTS model modern tidak bisa langsung 
digeneralisasi seperti model konvensional. Ciri-ciri pengguna FP 
TBTS modern sebagai berikut: 


1) Pengusaha kena pajak yang tidak mendapatkan pajak masukan 
dari pembeliannya. 


Wajib pajak sebagai PKP, dalam menghitung PPN yang harus dibayar 
memakai sistem PKPM. Pajak keluaran (dari penjualan) dikurangi 
dengan pajak masukan (dari pembelian). Terdapat masalah apabila 
wajib pajak tidak dapat memperoleh pajak masukan dari pembelian 
yang dilakukannya. Semua pajak keluaran dari penjualan harus 
dibayar oleh wajib pajak yang akan membuat harga barang naik dan 
tidak kompetitif. Keengganan wajib pajak untuk membayar PPN 
membuat wajib pajak mencoba mencari pajak masukan dari tempat 
lain. Perusahaan yang melakukan penyerahan BKP tetapi 
pembeliannya kebanyakan dari non-PKP mempunyai motif yang 
cukup untuk menggunakan FP TBTS. 


Contoh, ada perusahaan yang membeli barang langsung dari petani 
dan pedagang pengumpul. Petani atau pedagang pengumpul 
biasanya bukan PKP dan tidak dapat menerbitkan faktur pajak. 
Karena itu, perusahaan kekurangan pajak masukan dari 
pembeliannya. Bahan mentah dari petani kemudian diolah dan dijual 
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sebagai barang kena pajak yang dikenakan PPN. Perusahaan wajib 
memungut dan menyetorkan PPN. Untuk meminimalkan 
pembayaran PPN, perusahaan mencari faktur pajak masukan dari 
PKP lain. Ini menjadi salah satu ciri wajib pajak yang mempunyai 
kemungkinan untuk menggunakan FP TBTS. Cara identifikasi 
pengguna ini dengan melakukan pengelompokkan wajib pajak 
dengan proses bisnis sama dan melakukan penelitian yang fokus 
terhadap wajib pajak tersebut. 


2) Eksportir dan wajib pajak yang melakukan restitusi PPN. 


Eksportir yang membeli barangnya ke wajib pajak non-PKP untuk di 
ekspor dapat dicurigai menggunakan FP TBTS dengan tujuan 
menambah jumlah uang yang didapatkan dari restitusi. Demikian 
juga wajib pajak yang mempunyai transaksi dengan pemungut. 
Contoh, wajib pajak dengan jenis usaha mebel (eksportir atau bukan) 
memiliki kemungkinan mendapatkan faktur pajak masukan dari 
wajib pajak yang lain. Usaha mebel tidak mendapatkan pajak 
masukan dari pembeliannya jika membeli dari industri mebel non- 
PKP. Wajib pajak yang bertransaksi dengan pemungut memiliki 
tujuan yang sama, yakni menambah jumlah uang restitusi. Modus 
yang dilakukan juga hampir sama yaitu dengan mencari pajak 
masukan dari wajib pajak lain. Cara identifikasi pengguna ini dengan 
melakukan pengelompokan wajib pajak dengan proses bisnis sama 
dan melakukan penelitian yang fokus terhadap wajib pajak tersebut. 


3) Proses bisnis wajib pajak. 


Likuiditas wajib pajak dapat menjadi pemicu untuk menggunakan FP 
TBTS. Wajib pajak memerlukan waktu yang lama untuk 
mendapatkan uang penjualan (hasil usaha) dan harus segera 
membayar pembelian ke pemasok akan mengalami masalah 
likuiditas. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan cenderung 
berusaha untuk mengurangi pengeluaran. Salah satu pengeluaran 
yang dapat dipangkas adalah pajak, dengan menggunakan FP TBTS. 


4) Kewajaran transaksi dan usaha berdasarkan benchmark. 
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Benchmark dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengguna FP 
TBTS. Misalkan standar kebutuhan besi untuk membuat sebuah 
rumah tipe 70 adalah sekian persen dari total kebutuhan material. 
Apabila pemakaian besi dilaporkan terlalu tinggi atau terlalu rendah 
dari persentase standar tersebut, menandakan ada komponen yang 
tidak wajar dalam transaksi pembelian material. Hal ini menegaskan 
bahwa benchmark pada usaha yang sejenis dapat menunjukkan 
kewajaran suatu transaksi dan dapat digunakan sebagai alat 
identifikasi awal. Contoh lain, perusahaan garmen yang kegiatan 
utamanya adalah mengolah kain menjadi pakaian jadi. Benchmark 
pada perusahaan yang sejenis menunjukkan bahwa pajak masukan 
yang lazim adalah 50Y6 kain, 2046 benang dan 3096 lain-lain. Maka 
apabila nilai pembelian kain perusahaan garmen hanya sebesar 109 
dari total pembelian material maka dianggap tidak lazim. Hal lain 
yang tidak lazim misalnya pembelian benang mencapai 456 dari 
total pembelian, padahal perusahaan tidak mempunyai mesin 
pemintal benang untuk mengubah benang menjadi kain. Hal-hal 
seperti ini patut menjadi perhatian, karena ketidakwajaran ini dapat 
menjadi indikasi perusahaan menggunakan FP TBTS. Untuk itu DJP 
perlu melakukan update data benchmark yang dimiliki dan 
memasukkan jenis-jenis usaha yang baru muncul. 


Data akuntansi dalam identifikasi penerbit dan/atau pengguna 
FP TBTS 


Dalam kondisi sekarang ini, investor lebih kritis dan menuntut 
perusahaan untuk memberikan informasi keuangan yang lebih baik 
dan komprehensif. Dengan tuntutan besar seperti itu wajib pajak 
berusaha membuat laporan keuangan sesuai dengan standar 
akuntansi. Laporan keuangan tersebut dapat menjadi salah satu alat 
untuk mengidentifikasi kecurangan wajib pajak dengan cara 
membandingkan (benchmark) dengan laporan keuangan perusahaan 
yang sejenis. Beberapa rasio yang dapat digunakan untuk identifikasi 
penerbit dan/pengguna FP TBTS adalah: 


a. Inventory turnover / perputaran persediaan 
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Perputaran persediaan merupakan rasio yang paling menjadi 
perhatian dalam upaya melakukan identifikasi penerbit FP TBTS. Hal 
ini terkait dengan motif untuk membuang faktur untuk mengurangi 
persediaan. Inventory turnover yang kecil menandakan bahwa wajib 
pajak lambat dalam menjual persediaan. Hal ini menjadi indikasi 
tambahan kemungkinan wajib pajak menyembunyikan omset 
dengan menerbitkan FP TBTS untuk mengurangi nilai penjualan. 


b. Gross profit margin, operating margin / rasio laba 


Gross profit margin merupakan tingkat laba kotor dari penjualan, 
dihitung dengan membagi laba kotor dengan penjualan. Semakin 
besar nilainya berarti penjualan yang dilakukan semakin 
menguntungkan. Wajib pajak yang memiliki rasio laba yang terlalu 
rendah dibandingkan dengan perusahaan sejenis bisa diindikasikan 
menyembunyikan omset. Misalnya, wajib pajak bergerak dibidang 
mebel memiliki gross profit margin sebesar 5Y9 sementara 
benchmark industri mebel menunjukkan angka rata-rata sebesar 
40. Apakah mungkin hanya mengambil untung sebesar 5Y6 dari 
penjualan? Apakah cukup margin 546 untuk membiayai seluruh 
pengeluaran? Dari penalaran ini dapat disimpulkan bahwa tidak 
mungkin margin 59 digunakan untuk usaha mebel. Ada 
kemungkinan wajib pajak mengecilkan omset dengan cara 
menerbitkan FP TBTS. Kemungkinan lain, wajib pajak memperbesar 
harga pokok penjualan dengan menggunakan FP TBTS. 


Kesimpulan 


E-faktur hanya menertibkan administrasi dan membuktikan 
kebenaran formal faktur pajak. FP TBTS masih didapati setelah 
penerapan e-faktur. Berdasarkan pembahasan pada artikel ini, 
peneliti mendapatkan kriteria dan ciri-ciri yang dapat digunakan 
untuk mengidentifikasi penerbit dan/pengguna FP TBTS. Proses 
identifikasi penerbit FP TBTS dapat dilakukan dengan skema pada 
Gambar 7. 
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Gambar 7 Skema Identifikasi Penerbit FP TBTS 
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Sumber: Diolah dari hasil penelitian 


Identifikasi pengguna FP TBTS dapat dilakukan dengan skema pada 
Gambar 8. 


Saran 


Berdasarkan simpulan di atas, terdapat beberapa saran untuk DJP 
yang diutarakan oleh informan dan hasil pemikiran peneliti sendiri. 
Saran tersebut di antaranya adalah: 


1. Pengetatan proses pengukuhan PKP dan permintaan sertifikat 
elektronik. 


Pengukuhan PKP merupakan titik awal dari mekanisme penerbitan 
faktur pajak. Proses pengukuhan PKP yang benar akan dapat 
membantu mengurangi FP TBTS. 
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Gambar 8 Skema Identifikasi Pengguna FP TBTS 


Identifikasi Pengguna Model Konvensional 
didapatkan dari 


Pengembangan Identifikasi Penerbit Konvensional 


Dilanjutkan Penelitian Ciri-ciri 
Pengguna Modern 


Sumber: Diolah dari hasil Artikel 


Identifikasi penerbit dan/pengguna FP TBTS dapat dibantu dengan 
analisis atas informasi laporan keuangan dengan menggunakan 
rasio-rasio keuangan seperti inventory turnover dan rasio laba. 


2. Penambahan aturan tentang pendaftaran nomor rekening dalam 
aplikasi E-faktur. 


Pendaftaran nomor rekening untuk transaksi ke dalam e-faktur akan 
berdampak positif bagi pengawasan terhadap wajib pajak. Transaksi 
wajib pajak dapat dengan mudah dilakukan pemantauan. 


3. Update benchmark tiap jenis usaha. 


Benchmark wajib pajak yang dimiliki DJP masih tertinggal dengan 
perkembangan ekonomi. Terdapat jenis usaha baru yang belum 
terdapat benchmark-nya di DJP. 


4. Penyelarasan identifikasi penerbit dan/pengguna FP TBTS 
modern. 


Penetapan target pemeriksaan berdasarkan jenis wajib pajak secara 
berkala untuk identifikasi penerbit dan/pengguna FP TBTS 
berdasarkan ciri-ciri yang telah dijelaskan. 
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B. Peraturan Perundang-undangan 


Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor & tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 16 tahun 2009. 


Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tentang Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 
2009. 


Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.03/2015. Tentang 
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan 
Penyampaian Surat Pemberitahuan dan keterlambatan Pembayaran. 


Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan 
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Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara 
Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. 


Direktorat Jenderal Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 
50/PJ/2015 tentang Daftar Wajib Pajak Suspect List sebagaimana 
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of the effects of climate change on heat- and cold-related mortality in the 
United Kingdom and Australia. Environ Health Perspect. 122 pg. 1285- 
1292 


230 


Bunga Rampai | KEUANGAN NEGARA 2020 


Kartu Pra Kerja dan Tunjangan 
Pengangguran: Praktek Tunjangan 
Pengangguran di Berbagai Negara 


Oleh Lestari Kurniawati 


Perdagangan karbon merupakan hal baru di Indonesia. Dalam 
jangka panjang, perdagangan karbon akan berdampak luas 
kepada instansi pemerintahan dan swasta. Atas dasar itu, 
penelitian ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) 
mempelajari penerapan kebijakan perdagangan karbon di 
Indonesia, 2) menghitung potensi penerimaan negara bukan 
pajak yang berasal dari perdagangan karbon di indonesia. 


Program pemberian tunjangan pengangguran (unemployment 
benefit) telah dilakukan oleh banyak negara, terutama negara-negara 
maju. Penerapan program ini terutama bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan dasar konsumsi para pengangguran. Selain itu program 
ini juga bertujuan melindungi para pekerja yang kehilangan 
pekerjaan untuk menjual asetnya dalam rangka memnuhi kebutuhan 
dasarnya. Dari sisi ekonomi makro, program ini ditujukan untuk 
dapat menciptakan stabilisasi ekonomi selama resesi. Namun 
demikian, program pemberian manfaat untuk para pengangguran ini 
merupakan pisau bermata dua. Pada satu sisi berbagai manfaat 
program tersebut dapat membantu pemerintah memberikan support 
terhadap perekonomian negara. Namun di sisi lain, kebijakan 
pemberian manfaat untuk par pengangguran dapat menyebabkan 
kenaikan tingkat pengangguran dan durasi menganggur. Dengan 
demikian diperlukan suatu kebijakan yang prudent agar program 
dapat berjalan untuk mendukung fungsi negara dalam mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat namun tidak menambah beban keuangan 
negara. 
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2.1. Tunjangan Pengangguran (Unemployment Benefit) 


Tunjangan pengangguran (Unempoyment benefit) merupakan 
kebijakan pemerintah memberikan jaminan/manfaat kepada pra 
pekerja yang kehilangan pekerjaannya bukan atas kemauannya 
sendiri (involuntary terminated from job). Manfaat yang diberikan 
biasanya berupa proporsi penggantian gaji (yang tidak diperoleh 
karena diberhentikan dari pekerjaannya). Proporsi tersebut dapat 
beragam. Sebagaimana diungkapkan Moffit (2014), proporsi 
penggantian gaji bisa diberikan sebesar 4196 gaji seperti di Yunani 
atau bahkan sampai 806 gaji seperti praktik di Portugal. Lebih lanjut 
dinyatakan Moffit (2014) sebagian besar negara memberikan 
manfaat berupa penggantian 60Y6 gaji. 


Durasi seorang pengangguran berhak mendapatkan manfaat 
beragam di antara berbagai nergara. Pada beberapa negara seperti 
Australia, Belgia dan New Zeland tidak memeberikan Batasan berapa 
lama seorang pengangguran berhak mendapatkan manfaat tersebut 
(Moffit, 2014). Sementara di beberapa negara seperti Denmark, 
Finlandia, Perancis dan Belanda membatasi seorang pengangguran 
hanya berhak menerima manfaat maksimal satu tahun. Pada 
beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat bahkan hanya 
membatasi pemberian manfaat kepada seorang pengangguran 
maksimal enam bulan. 


Selain dibatasi waktu, durasi seorang berhak menerima manfaat juga 
dapat dibatasi oleh usia, wilayah tempat tinggal, track gaji di masa 
lalu, ataupun usia. Seperti Jerman yang menerapkan variasi durasi 
manfaat berdasarkan usia. Pada umumnya Jerman dapat 
memberikan manfaat dengan durasi antara 6 sampai dengan 24 
bulan dengan pekerja yang berusia lebih tua berhak untuk 
mendapatkan manfaat dengan durasi lebih lama. Sementara pada 
negara-negara seperti Polandia, Kanada dan Amerika serikat, durasi 
pemberian manfaat juga dapat berubah berdasarkan tingkat 
pengangguran yang terjadi saat itu. Kanada dapat memberikan 
durasi manfaat yang lebih lama saat tingkat pengangguran di suatu 
daerah tinggi. Sementara Polandia dapat meningkatkan maksimal 
durasi manfaat ketika tingkat pengangguran daerah melebihi tingkat 
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pengangguran nasional. Di Amerika Serikat, pemerintah juga 
membuat kebijakan serupa, yaitu meningkatkan durasi penerimaan 
manfaat jumlah pengangguran nasional mencapai satu tingkat 
tertentu. 


Selain durasi, pemerintah juga harus menentukan kapan saat seorang 
pengangguran dapat menerima manfaat program. Pada banyak 
negara OECD, seorang penganggur dapat menerima manfaat segera 
setelah orang tersebut kehilangan pekerjaannya. Pada negara-negara 
lain, manfaat hanya dapat diberikan kepada seorang penganggur jika 
telah melalui masa tunggu dengan kisaran antara 3 a.d. 24 hari. 
Dalam hal pihak penerima manfaat, pemerintah juga mensyaratkan 
adanya minimum lama bekerja. Biasanya, seseorang dinyatakan 
berhak memperoleh manfaat program setelah bekerja minimal 6 
hingga 12 bulan dalam dua atau tiga tahun sebelumnya. 


Kondisi seperti lama bekerja sebelum diberhentikan dan waktu 
tunggu yang sudah dilalui setelah diberhentikan merupakan salah 
satu prasyarat agar seorang penganggur layak mendapatkan manfaat 
program. Syarat utama yang harus dipenuhi agar seorang layak 
mendapat manfaat program adalah pekerja tersebut berhenti bukan 
atas kemauan sendiri dan terdaftar pada institusi pemerintah yang 
mengurus masalah pengangguran. Institusi pemerintah yang 
bertugas mengurus masalah pengangguran akan membuat daftar 
terkait pengalaman kerja dan kualifikasi mereka. Selain itu, institusi 
tersebut juga berfungsi untuk menerima informasi lowongan 
pekerjaan untuk para pekerja sesuai dengan kualifikasi mereka. 
Pendataan tersebut diperlukan guna mendorong para pekerja untuk 
secara aktif mencari pekerjaan sesuai dengan kualifikasi mereka. 
Aktivitas para pekerja dalam mencari pekerjaan, pada beberapa 
negara bisa jadi di awasi secara ketat namun pada beberpa negara 
lain tidak dilakukan pengawasan sama sekali. 


2.2. Pro Kontra Unemployment Benefit 


Meski telah diterapkan sejak lama, program manfaat untuk 
pengangguran tetap menimbulkan pro dan kontra. Pada satu sisi 
pemerintah perlu untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui 
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stabilitas konsumsi para pekerja. Selain itu, pemerintah juga 
berkewajiban untuk mengamankan para pekerja yang diberhentikan 
agar tidak menjual aset mereka. Dalam banyak kasus, unemployment 
benefit sering dikategorikan sebagai jaring pengaman social untuk 
mencegah pekerja yang diberhentikan menjadi miskin. Namun 
demikian pada sisi yang lain, pemerintah menghadapi resiko 
meningkatkan jumlah pengangguran. Hal ini dapat terjadi jika 
pemerintah terlalu royal dalam memberikan manfaat program dan 
sedang terjadi penurunan tingkat perekonomian/resesi. 


Pro kontra penerapan kebijakan unemployment benefit masih terjadi 
hingga saat ini. Beberapa poin pendapat yang mendukung penerapan 
kebijakan unemployment benefit adalah: 


1)Pemberian manfaat program dengan mengganti sebagian 
penghasilan yang hilang dilakukan untuk melindungi para pekerja 
yang diberhentikan dari menjual aset untuk tetap 
mempertahankan tingkat konsumsi mereka. 

2)Pada rumah tangga berpendapatan rendah, pemberian manfaat 
program dapat membantu rumah tangga terhindar dari 
kemiskinan. 

3) Pemberian manfaat program mendorong pekerja untuk mencari 
pekerjaan strategis sesuai kualifikasi mereka 

4) Pemberian manfaat program dapat mempertahankan tingkat 
konsumsi rumah tangga ketika pekerja sedang mencari pekerjaan 
yang sesuai 

5)Pemberian manfaat program dapat memberi dukungan yang 
substansial bagi para pekerja selama resesi. 


Sementara itu berbagai pendapat yang tidak mendukung penerapan 
program manfaat bagi para pekerja yang diberhentikan juga 
bermunculan. Beberapa pendapat yang muncul diantaranya: 


1) Pemberian manfaat program dapat memperpanjang status 
pengangguran terlebih jika Pemerintah menerapkan durasi 
maksimum atas pemberian manfaat program. 

2) Pemberian manfaat program dapat meningkatkan jumlah 
pengangguran pada level nasional 
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3) 


4 


— 


5) 


Tidak ada bukti kuat yang mendukung bahwa pemberian manfaat 
program dapat membantu pekerja menemukan pekerjaan yang 
sesuai dengan kualifikasinya. 

Tanpa adanya perangkat pengawasan atas aktivitas pekerja dalam 
mencari pekerjaan dapat memberi peluang para pekerja untuk 
tidak aktif mencari pekerjaan sehingga mereka akan tetap menjadi 
pengangguran. 

Pemberian manfaat program dibiayai dari pajak masyarakat 
sehingga dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja 
karyawan di beberapa industry. 


Berbagai pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung 
penerapan program manfaat bagi pengangguran dapat menjadi 
pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait 
penerapan kebijakan tersebut. Pemerintah dapat menerapkan 
berbagai syarat yang memungkinkan untuk mengurangi dampak 
negative ataupun resiko yang muncul akibat penerapan program 
manfaat. 


2.3. Efek Penerapan Unemployment Benefit 


a. 


Efek pada aktivitas konsumsi 

Pemberian manfaat program ditujukan untuk mengganti sebagian 
pendapatan pekerja yang hilang sehingga konsumsi rumah tangga 
pekerja dapat bertahan pada satu tingkat tertentu. Pada rumah 
tangga dengan satu pekerja dan tanpa tabungan, pemberian 
manfaat program dapat sagat membantu. Bahan dalam beberapa 
kasus, pemberian manfaat program dapat berlaku sebagai jaring 
pengaman yang memberi perlindungan kepada rumah tangga 
pekerja agar tidak jatuh pada lingkaran kemiskinan ketika terjadi 
pemutusan hubungan kerja. 

Namun demikian, pada rumah tangga dengan tingkat tabungan 
yang tinggi dan dalam status ekonomi mapan atau mempunyai 
sumber pendapatan lain, pemberian manfaat program tidak 
memberi efek pada tingkat konsumsi. Tanpa adanya pemberian 
manfaat program, rumah tangga tetap berada pada tingkat 
konsumsi yang sama dengan sebelumnya. Atau pada kasus lain, 
pemberian manfaat program kadang dimanfaatkan untuk 
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membayar hutang mereka, sehingga pemberian manfaat program 
tidak berdampak pada tingkat konsumsi. 
Dampak positif pemberian manfaat program terhadap 
perekonomian dapat dirasakan pada saat terjadi resesi atau 
penurunan tingkat perekonomian. Pada saat resesi, jumlah 
pengangguran meningkat dan pendapatan pekerja turun. Hal ini 
berdampak pada turunnya kemampuan belanja rumah tangga dan 
sekaligus menurunkan permintaan agregat terhadap barang 
maupun jasa. Turunnya permintaan mengharuskan dunia usaha 
untuk menurunkan jumlah produksi sekaligus jumlah karyawan. 
Pengurangan jumlah karyawan kembali menurunkan daya beli 
rumah tangga dan pada akhirnya lebih menekan kembali daya 
produksi industry. Pemberian manfaat program diharapkan dapat 
meminimalisir dampak spiral penurunan tingkat perekonomian. 
Pada kondisi ini, pemberian manfaat program menjadi stabilisator 
yang bersifat otomatis yang akan segera meningkatkan belanja 
rumah tangga dan secara otomatis dapat memulihkan 
perekonomian. 

b. Efek pada kemiskinan 
Sebagai sebuah program pemberian manfaat social, program 
diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa program ini mampu menurunkan 
tingkat kemiskinan sebesar 1”6 secara agregat. Dampak terbesar 
dirasakan oleh rumah tangga penerima manfaat program dengan 
tingkat kemiskinan turun dari 22,5Y9 menjadi 13,696. 

c. Efek pada Pekerja 
Program ini dilaksanakan dengan harapan dapat memperkecil 
resiko bagi para pekerja dalam memilih dan menerima jenis 
pekerjaan yang dapat menyebabkan penurunan tingkat 
perekonomian mereka. Pada banyak negara, program ini 
menetapkan jumlah pendapatan ataupun kontribusi tertentu bagi 
pesertanya. Hal ini kemudian mendorong para pekerja untuk 
bekerja dan menhasilkan pendapatan sesuai dengan kualifikasi 
sebagaimana ditetapkan program. 

d. Efek pada bursa pencarian kerja dan durasi unemployment 
Program ini dapat mendorong para pencari kerja enggan untuk 
mencari kerja karena dua alasan. Pertama, keuntungan yang 
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diperoleh karena mendapatkan pekerjaan baru lebih kecil 
dibandingkan manfaat yang diberikan program. Kedua, pada 
keluarga miskin, mereka cenderung akan mengurangi jumlah 
konsumsi dan mencari pekerjaan meski dengan upah yang lebih 
rendah. Hal ini terjadi karena mereka tidak mempunyai 
kemampuan untuk mencari pinjaman sehingga konsumsi harus 
dikurangi. 
e. Efek pada tingkat benefit dan durasi benefit 
Sebuah penelitian di Austria menemukan bahwa peningkatan 
tarif tunjangan pengangguran sebesar 4,69 berakibat pada 
peningkatan lama menganggur selama setengah minggu. Studi lain 
yang dilakukan di Austria menyebutkan bahwa pemberian 
tunjangan pengangguran menurunkan tingkat pencarian kerja 
sebesar 5-996. Sebuah penelitian di Jerman menyimpulkan bahwa 
pemberian tunjangan pengangguran meningkatkan periode 
menganggur meski dalam jumlah kecil. Namun demikian efek ini 
terjadi hanya pada ereka yang eligible menerima tunjangan 
pengangguran. Efek ini tidak terjadi pada pengangguran yang baru 
memasuki dunia kerja ataupun pengangguran yang terjadi karena 
keinginannya sendiri. Sebagai contoh di Amerika, hanya sepertiga 
dari pekerja menganggur yang biasanya menerima tunjangan. 
Selanjutnya pertanyaan yang muncul adalah dalam hal terjadi 
resesi. Para pengagguran bisa jadi akan bersegera menerima 
pekerjaan yang menurut mereka layak daripada memperpanjang 
periode menganggur hanya karena menerima tunjangan. Hal ini 
terjadi karena saat resesi, pekerjaan sangat langka sehingga 
mereka harus bergegas mencari pekerjaan. Hal ini dapat 
ditemukan di Jerman, dimana pada saat resesi ekonomi, 
pemerintah membayar tunjangan pengangguran dalam jumlah 
yang lebih kecil dibanding pada saat ekonomi berjalan normal. 
f. Efek pada kebutuhan pencarian kerja 

Pada banyak negara, tunjangan bagi  penganggura 
mempersyaratkan mereka untuk tetap aktif mencari pekerjaan dan 
akan dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi. Banyak metode 
yang dilakukan dari mulai pendaftaran pada institusi pemerintah 
yang berwenang, secara periodik mengunjungi institusi 
pemerintah untuk berdiskusi tentang aktivitas pencarian, ataupun 
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memberikan bukti bahwa mereka telah melakukan kontak dengan 
para calon pemberi kerja. 
Beberapa hasil penelitian menunjukkan terjadi perbedaan terkait 
probabilitas ditemukannya pekerjaan dan lama waktu 
menganggur antara pemberian tunjangan pengangguran yang 
disertai aturan ketat dan tanpa adanya aturan yang ketat. 
Penelitian di Amerika menunjukkan orang-orang yang tidak diberi 
persyaratan ketat cenderung lebih lama menganggur dan 
menghabiskan tunjangan daripada orang-orang yang diberi 
persyaratan ketat. Dalam studi lain, orang-orang yang diminta 
menghubungi lebih banyak para calon pemberi kerja 6x lebih 
pendek durasi menganggurnya dibanding orang-orang yang 
diminta menghubungi para calon pemberi kerja dalam jumlah yang 
lebih sedikit. Hasil lain juga menyebutkan bahwa orang-orang yang 
diverifikasi aktivitas kontak mereka oleh pegawai pemerintah yang 
berwenang mengalami masa menganggur yang lebih pendek 7460. 
Studi di Ingris juga menyebutkan bahwa terdapat kenaikan 
peluang sebesar 30465 dalam memperoleh pekerjaan jangka 
panjang bagi orang-orang yang mau datang wawancara untuk 
membahas aktivitas pencarian kerja jika tidak ingin kehilangan 
tunjangan. 

g. Efek dalam metode pembiayaan 
Isu lain yang muncul terkait program pemberian tunjangan 
pengangguran ini adalah bagaimana pembiayaannya. Di Amerika, 
tunjangan pengangguran ini dibiyai oleh pajak dari pemberi kerj 
yang merumahkan pegawainya. Hal ini sering disebut sebagai 
exerience rating. Dalam ketentuan ini, perusahaan yang 
memberhentikan pegawai dalam jumlah besar harus membayar 
pajak lebih besar dibanding perusahaan yang memberhentikan 
pegawai dalam jumlah kecil. Sebagai contoh jika perusahaan 
memberhentikan pegawai dan pegawai tersebut menerima 
$1.000 maka perusahaan yang memberhentikan pegawai tersebut 
harus membayar sebesar $1.000. Hal ini berbeda dengan negara- 
negara eropa yang menggunakan pajak atas gaji yang dibayarkan 
(payroll tax) secara umum. 
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secara nyata dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dampak 
dari perubahan iklim tersebut dapat menguntungkan manusia 
(bersifat positif) atau merugikan manusia (bersifat negatif). 


Beberapa dampak positif dari perubahan iklim antara lain berupa 
percepatan pertumbuhan hutan (Mc. Mahon et.al, 2010), 
peningkatan hasil produksi pertanian di wilayah yang lebih basah di 
negara Brazil dan India (Mendelsohn, 2009), penurunan angka 
kematian oleh cuaca dingin (Vardoulakis et. al, 2014), bantuan 
keuangan internasional akan bergerak menuju negara berkembang 
yang diperkirakan akan terdampak signifikan oleh perubahan iklim 
(Wade et.al, 2016), peningkatan hasil perikanan di daerah yang 
mempunyai lokasi garis lintang tinggi dan peningkatan produksi padi 
di negara-negara yang mempunyai iklim panas (OECD, 2015). 


Sementara itu, dampak negatifnya dapat berupa berkurangnya 
keuntungan maupun berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk 
memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat perubahan 
iklim. Apabila dikuantifikasi ke dalam satuan moneter, maka besaran 
kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim bernilai signifikan. 


dst. 
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Paradigma New Normal, Adaptasi 
Birokrasi Aparatur Sipil Negara Bagi 
Pelayanan Publik Untuk Masyarakat 
Dimasa Pandemi Covid-19 


Oleh Eddy Munawar, ST,M.Si 


Awal tahun 2020, masyarakat dunia terkejut dengan suatu 
penyakit yang yang berefek pada kematian. Berbagai kebijakan 
telah diambil oleh pemerintah yaitu bekerja, belajar, dan 
beribadah di rumah dan kebijakan pembatasan sosial berskala 
besar (PSBB) yang bertujuan mengurangi reduksi penularan 
Covid-19 kepada masyarakat. Hal ini membuat birokrasi harus 
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi IT dalam tata kelola 
pemerintahan melalui pelayanan publik berbasis electronik. 
Berbagai aplikasi teknologi dimaksimalkan fungsinya untuk 
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 


Awal tahun 2020, masyarakat dunia terkejut dengan suatu penyakit 
yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh secara cepat yang 
berefek pada kematian. Penyakit ini disebabkan oleh sebuah virus 
yang dinamakan corona, yaitu versi baru dari kumpulan virus flu 
yang bisa menginfeksi sistem pernapasan dan menyebabkan 
kematian (Al-Osail & Al-Wazzah, 2017). Virus ini disingkat menjadi 
Covid-19 dan banyak menjadi sorotan masyarakat di berbagai 
belahan dunia. Sejak pertama sekali diketahui dari pasien yang 
terinfeksi Covid-19 di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada 8 Desember 
2019, kini virus ini telah menyebar ke 216 negara (Yunus & Rezki, 
2020). Virus corona ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia 
dan kemudian diketahui bahwa virus corona juga bisa menular dari 
manusia ke manusia. Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk 
mencegah infeksi virus corona ini (Whitworth, 2020). Virus ini 
menjadi pandemic yang tidak hanya mengancam kesehatan manusia, 
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namun juga telah memengaruhi kemerosotan ekonomi dunia 
(Shangguan et al., 2020). Dampak lain yang terasa dari pandemic ini 
berkurangnya lapangan kerja sehingga meningkatnya jumlah 
pengangguran. International  Labour Organization  (ILO) 
memperkirakan tingkat pengangguran diseluruh dunia akan naik 
dengan rentang antara 5,3 juta hingga 24,7 juta pada tahun 2020 
(ILO, 2020). Untuk Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani 
mengemukanan bahwa angka pengangguran diperkirakan 
bertambah seiring anjloknya pertumbuhan ekonomi selama tahun 
2020. Ia mencatat bahwa pada kuartal kedua pertumbuhan ekonomi 
akan anjlok 5,236 yang akan menyebabkan tambahan penganggur 
5,23 juta orang (Anggraeni, 2020). 


Berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah, misalnya adalah 
membuat aturan untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, 
atau dikenal dengan istilah Work From Home. Penerapan social 
distancing, physcial distancing, dan kebijakan pembatasan sosial 
berskala besar (PSBB) yang bertujuan mengurangi reduksi 
penularan Covid-19 kepada masyarakat. Namun sampai dengan saat 
ini para ilmuan belum bisa memprediksi kapan pandemic ini bisa 
berakhir. Persoalan ini menjadi titik fokus bagi pemerintah sehingga 
diperlukan langkah kongkrit dalam mengambil kebijakan guna 
memperbaiki kondisi Indonesia tetap produktif, akan tetapi dengan 
memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan. Kini, Indonesia 
telah memasuki fase baru dalam penanganan covid-19, yaitu fase 
new normal,dimana fase ini dirancang guna mengkondisikan 
masyarakat kembali dapat beraktivitas, bekerja, beribadah seperti 
biasa, namun dengan format baru yang mengedepankan protokol 
kesehatan. Berbagai aturan dan protokol menyambut era new 
normal telah dipersiapkan oleh pemerintah, termasuk dalam tatanan 
birokrasi guna memberikan pelayanan publik di era pandemic ini. 


Covid-19 telah banyak memberikan kearifan baru kepada tatanan 
berbirokrasi dalam hal tata kelola birokrasi yaitu Dalam berbagai 
kondisi birokrasi harus tetap menjadi ujung tombak depan untuk 
memberikan pelayanan publik. Era Covid-19 ini membuat birokrasi 
harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan 


242 


Bunga Rampai | KEUANGAN NEGARA 2020 


komunikasi dalam segala aspek dalam tata kelola pemerintahan. 
Keterbatasan ruang gerak masyarakat dimasa pandemic ini bisa 
diakali dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui 
pelayanan publik berbasis electronik. Berbagai aplikasi teknologi 
dimaksimalkan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. 


Pergeseran paradigma dalam mengelola organisasi pemerintah di 
era yang tidak bisa diprediksi ini membuat organisasi perlu 
disegarkan kembali dengan melakukan penyesuaian melalui sebuah 
proses perubahan. Perubahan organisasi adalah usaha untuk 
mempertahankan kelangsungan hidup agar tetap bertahan 
menghadapi permasalahan yang tidak pasti seperti Covid-19. 
Organisasi-organisasi yang cepat beradaptasi dengan perubahan 
lingkungan adalah organisasi yang tahan banting (Brian H. Kleiner & 
Corrigan, 1989). 


Dalam kasus ini, birokrasi telah berhadapan dengan kondisi 
kehidupan fase baru yang disebut new normal sehingga diperlukan 
sebuah model perubahan birokrasi yang bisa menjawab tantangan 
dan memberikan solusi bagi pelayanan publik yang maksimal. 
Tulisan ini bertujuan untuk mengulas perubahan birokrasi di era 
baru melalui pendekatan perubahan organisasi. Perubahan birokrasi 
memerlukan ide-ide baru yang kreatif untuk dikembangkan melalui 
sebuah inovasi dalam pelayanan publik sehingga, pelayanan publik 
tetap berjalan dengan baik, tanpa kendala meskipun dalam kondisi 
pandemi Covid-19. 


METODE PENELITIAN 


Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode 
deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (library 
research). Dimana penelitian pustaka merupakan serangkaian 
kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, 
membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Allison et 
al, 2019). Desain penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, 
yaitu sebagai berikut: pertama, menelusuri, mencatat, dan membaca 
berbagai temuan terkait pembahasan birokrasi maupun kebijakan di 
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masa pandemic dari hasil penelitian, artikel, maupun berita yang 
didapatkan dalam literatur-literatur, dan sumber website lembaga 
resmi pemerintah, maupun lembaga internasional, serta sumber- 
sumber lainnya yang relevan dengan studi ini. 


Kedua, memadukan segala temuan, baik teori, model maupun konsep 
perubahan organisasi dan transformasi pelayanan publik. Ketiga, 
menganalisis setiap temuan dari berbagai bacaan, baik dari sisi 
kelebihan, kekurangan, maupun keterkaitan tentang tulisan yang 
dibahas. Tahapan terakhir adalah memberikan ulasan kritis dengan 
mengelaborasi model maupun pendekatan yang berbeda dari 
temuan dalam artikel sebelumnya. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perubahan Birokrasi dimasa Pandemi 


Covid-19 di Indonesia telah mengubah tatanan administrasi dan pola 
kerja di lingkungan instansi pemerintahan. Menjaga jarak antar 
sesame aparatur dan masyarakat yang dilayani menjadi suatu 
keharusan sehingga pelaksanaan implementasi ini harus secara 
optimal. Pola kerja berubah dari bekerja di kantor menjadi bekerja 
dari rumah (work from home). Pengembangan proses pelayanan 
administrasi kepada masyarakat dan staf meeting berbasis online 
mulai diterapkan secara nyata dan maksimal di instansi pemerintah, 
Oleh karena itu, guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintahan di masa pandemi Covid-19, maka Kementerian 
Kesehatan RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan 
nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan 
dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan 
Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi 
Pandemi. Terdapat beberapa protokol kesehatan yang harus dipatuhi 
oleh kantor, industri dan pekerja di era new normal. 


Untuk aparatur Sipil Negara (ASN), Kementerian Pendayagunaan 
Birokrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 58/2020 
tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 
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Tatanan Normal Baru. Penyesuaian dilakukan untuk mewujudkan 
budaya kerja yang adaptif dan berintegritas guna meningkatkan 
kinerja pegawai aparatur sipil negara. Berdasarkan Surat Edaran 
tersebut, terdapat dua mekanisme penyesuaian sistem kerja bagi 
Pegawai ASN di Indonesia, yaitu: pertama pelaksanaan tugas 
kedinasan di kantor (work form office), yakni melaksanakan tugas 
kedinasan di kantor mengacu pada ketentuan peraturan perundang- 
undangan di bidang kepegawaian: dan kedua pelaksanaan tugas 
kedinasan di rumah (work from home), yakni melaksanakan tugas 
kedinasan dilakukan di rumah dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang kepegawaian. 


Birokrasi Indonesia dihadapkan pada perubahan birokrasi dimasa 
pandemi ini. Perubahan organisasi birokrasi adalah proses hijrahnya 
organisasi dari masa lalu menjadi organisasi yang baru di masa 
depan yang dipengaruhi oleh perubahan lingkungan organisasi dan 
kondisi yang tidak pasti. Perubahan dilakukan mengarah pada 
peningkatan efektivitas organisasi dengan tujuan mengupayakan 
perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri 
terhadap perubahan lingkungan, serta perubahan perilaku anggota 
organisasi (Petrou et al., 2018). Ada dua fokus utama dalam 
melakukan perubahan birokrasi di masa new normal ini yaitu pada 
aspek perubahan institusi organisasi yang bersandar pada kekuatan 
organisasi dalam melakukan perubahan, dan aspek perubahan 
sistem kerja dalam memberikan pelayanan publik secara normal 
dimasa pandemi. 


1. Aspek Perubahan Institusi Birokrasi 

Dalam literatur manajemen perubahan dikenal menggunakan 
pendekatan model  Lewin (Buchanan et al., 2005). Lewin 
mengembangkan sebuah konsep force field analysis. Konsep melihat 
gambaran utama yang melibatkan semua kekuatan yang berjalan 
sejalan dan yang menghalangi perubahan. Menurut Kurt Lewin, 
perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap 
organisasi, individu, atau kelompok. Jadi, ia memfokuskan pada 
pernyataan “mengapa”, yaitu mengapa individu-individu, kelompok, 
atau organisasi berubah. Dari situ ia mencari tahu bagaimana 
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perubahan dapat dikelola dan menghasilkan sesuatu. Lewin 
berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan (driving forces) akan 
berhadapan dengan keengganan (resistances) untuk berubah. 
Perubahan itu sendiri dapat terjadi dengan memperkuat “driving 
forces” itu, atau melemahkan “resistances to change”. 


Perubahan birokrasi diera new normal bila dilihat dari pendapat 
Lewin, merupakan kekuatan eksternal yang mendorong adanya 
perubahan ditubuh birokrasi. Dengan adanya kondisi pandemi 
Covid-19 ini diharapkan birokrasi cepat beradaptasi dan merespon. 


Faktanya di lapangan, masih banyak ditemui permasalahan yang 
disebabkan oleh ASN, contohnya seperti birokrasi yang bertele-tele, 
lamban merespon, dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan 
sehingga tidak maksimal ketika memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Fakta lainnya dapat ditemukan adanya disharmonisasi 
antar kementerian/lembaga dan daerah, tidak sejalan, bahkan saling 
bertentangan dalam penanganan covid-19 di Indonesia karena ego 
sectoral sehingga tidak adanya koordinasi yang mengakibatkan 
solusi tidak komprehensif. Hal ini dapat dilihat saat diberlakukan 
penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) muncul Surat 
Edaran Kementerian Perindustrian yang membolehkan sejumlah 
pabrik tetap beroperasi saat penerapan PSBB. Padahal dalam aturan 
PSBB hanya delapan sektor yang boleh tetap beroperasi, yakni 
kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, 
kebutuhan sehari-hari, dan sektor industri strategis. 


Birokrasi yang lamban dalam merespon situasi penanganan Covid-19 
juga terjadi saat Pemerintah Indonesia mengumumkan Covid-19 
sebagai wabah nasional yang rentang waktunya sangat jauh dari saat 
virus ini terungkap pertama sekali di Wuhan, Cina (Amrynudin & 
Katharina, 2020). Keputusan yang telat selalu mengakibatkan efek 
yang besar dikemudian hari, hal ini sendiri berdampak pada saat ini 
dimana masih tingginya kematian akibat Covid-19 di Indonesia. 
Birokrasi yang penuh ambigu ketika mengambil keputusan dalam 
kasus kebijakan ojek online pada masa Covid-19 terlihat ketika 
Menteri Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menhub 
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam 


246 


Bunga Rampai | KEUANGAN NEGARA 2020 


Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang memperbolehkan 
sepeda motor mengangkut penumpang dengan ketentuan tertentu. 
Namun ketentuan ini dinilai bertentangan dengan Peraturan Menkes 
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Covid-19 yang melarang ojol beroperasi 
mengangkut orang, hanya boleh mengangkut barang. 


Akan tetapi tidak selamanya birokrasi indonesia terus mendapatkan 
penilaian buruk dan berkinerja lamban. Terdapat kebijakan positif 
yang dihasilkan oleh pemerintah yang perlu mendapatkan apresiasi 
dalam penanganan Covid-19. Kementerian Pendidikan, Kementerian 
Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri telah 
mengeluarkan Keputusan Bersama Empat Kementerian tentang 
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan 
Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi covid-19. Panduan ini 
sebagai bentuk respon pemerintah dalam penyelenggaraan 
pembelajaran dengan tujuan mempersiapkan murid-murid 
menjalani masa kebiasaan baru. Dalam keputusan tersebut membagi 
zona-zona pendidikan dalam beberapa ketegori, dimana daerah yang 
berada di zona kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan 
pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan. Pada zona-zona 
tersebut tetap melanjutkan pelajar dari rumah melalui daring. 
Sementara untuk daerah zona hijau dibenarkan pembelajaran tatap 
muka, namun tetap dengan persyaratan berlapis. Kemudian adanya 
bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang kurang mampu 
serta kartu pra kerja sehingga subsidi ini diharapkan mampu 
meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi 
bisa meningkat. 


Berdasarkan hal tersebut, maka lewin mengidentifikasi beberapa hal 

dan alasan yang harus dilaksanakan oleh seorang pimpinan 

organisasi dalam merencanakan suatu perubahan, yaitu: 

a. Perubahan hanya boleh dilaksanakan untuk alasan yang baik. 

b. Perubahan harus secara bertahap. 

c. Semua perubahan harus direncanakan dan tidak secara drastis 
atau mendadak. 

d. Semua individu yang terkena perubahan harus dilibatkan dalam 
perencanaan perubahan. 
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Model perubahan yang dibuat Lewin mendeskripsikan proses 
tersebut dalam tiga tahapan perubahan, yaitu: unfreeze, change, 
refreeze. Adapun tahapannya sebagai berikut: 


A.Pada tahap awal perubahan (unfreezing Phase) 

Tahapan yang pertama ini dibentuk melalui pendekatan perilaku 
organisasi. Individu (ASN) atau organisasi harus mengetahui bahwa 
perlu adanya perubahan. Tahap ini membahas tentang persiapan 
perubahan. Tahapan di mana suatu kesadaran dan pemahaman 
bahwa perubahan mulai diperlukan, serta bersiap-siap untuk mulai 
menjauh dari zona kenyamanan yang ada saat ini dilalui. Tahap 
pertama ini sering disebut sebagai tahap persiapan diri baik secara 
individual maupun tim kerja, sebelum suatu perubahan dilakukan, 
atau menciptakan situasi yang kondusif bagi terjadinya suatu 
perubahan. 


B.Tahapan Proses Transisi 

Pada tahap ini Organisasi perlu mengamati segala macam bentuk 
perubahan yang harus dilakukan dengan cara menganalisa batas- 
batas antara keinginan dengan keharusan dan mencermati program- 
program perubahan yang sesuai untuk dilakukan agar dapat 
memberi solusi serta mengurangi hambatan terhadap perubahan. 
Pada tahapan ini akan dilakukan upaya-upaya yang baru dan 
menghilangkan cara-cara yang lama. 


C.Pada tahap Pembekuan Kembali (Refreezing) 

Pada tahapan ini lebih kepada upaya-upaya untuk menguatkan 
perubahan yang telah dilakukan agar dapat berjalan dengan baik, 
dinamis, dan stabil. Organisasi membakukan perubahan tersebut 
sebagai norma yang baru. 
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Gambar 1. Penerapan Model Kurt Lewin Menuju Kehidupan New 
Normal 
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Berdasarkan model perubahan organisasi Lewin, kondisi birokrasi di 
Indonesia memasuki era new normal melalui tahapan adanya 
gangguan dalam aktivitas normal yang dijalankan birokrasi dalam 
pelayanan publik. Birokrasi yang melayani dalam kondisi normal 
dihadapkan pada suatu pandemic tiada berujung yang 
mengharuskan birokrasi melakukan perubahan dengan 
memanfaatkan teknologi dan informasi dalam melakukan pelayanan, 
serta tetap mengedepankan protokol kesehatan seperti menjaga 
jarak, menggunakan masker, mencuci tangan menjadi kehidupan 
sehari-hari yang dilalui di era new normal. Perubahan inilah yang 
dijadikan sebagai tahapan refreezing dalam birokrasi sebagai bentuk 
norma yang baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 


2. Dimensi Perubahan Sistem Kerja 

Sebagai abdi negara, tugas dan fungsi ASN dalam kehidupan baru 
pasca pandemi, harus melaksanakan tugas dengan tetap 
memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan dengan cara 
menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian. Ada 
tiga unsur yang menjadi perhatian dalam adaptasi terhadap tatanan 
normal baru di lingkungan kementerian/lembaga/daerah, yaitu: 
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penyesuaian sistem kerja, dukungan sumber daya manusia, dan 
dukungan infrastruktur berdasarkan Peraturan Kementerian 
Reformasi-Birokrasi sebagai berikut: 


A. Penyesuaian Sistem Kerja ASN 

ASN masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang berlaku. 
Namun untuk beradaptasi dengan kondisi new normal, perlu 
dilakukan penyesuaian sistem kerja dengan menjalankan protokol 
kesehatan dalam aktivitas keseharian. Penyesuaian sistem kerja 
dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi 
bekerja, yakni pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from 
office/WFO) dan/atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (work 
from home/WFH). Dalam kondisi pandemi covid-19, ASN dapat 
memilih salah satu mekanisme kerja tersebut dalam menjalankan 
tugas sebagai penyelenggara pelayanan publik. 


B. Pengembangan Sumber Daya Manusia Birokrat 

Pada manajemen SDM aparatur ada indikator-indikator yang 
menjadi keberhasilan dalam penjalankan tugasnya sebagai pelayan 
publik yaitu penilaian kinerja oleh pejabat pembina kepegawaian 
(PPK): pemantauan dan pengawasan oleh pimpinan unit kerja: dan 
PPK memastikan kedisiplinan pegawai. Struktur penilaian kinerja, 
monitoring, dan evaluasi dapat disesuaikan dengan kondisi pandemi 
Covid-19. Setidaknya model tersebut dibangun dengan 
mempertimbangkan asas fleksibilitas dan berbasis digital. Kemudian 
adanya pelatihan meningkatan pengetahuan informasi dan teknologi 
sehingga diharapkan para ASN paham teknologi terkini dan tidak 
gagap dan gugup ketika melakukan pelayanan berbasis teknologi. 


C. Dukungan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik 

Untuk menyesuaikan dengan tatanan normal baru, PPK harusa untuk 
mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 
ASN dalam melakukan pelayanan serta memastikan penerapan 
teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelayanan publik. Pelaksanaan tersebut harus memperhatikan 
aturan-aturan yang berlaku tentang kerahasiaan negara serta 
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menjadi 
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penting agar pelayanan publik dapat berjalan dengan lancar, namun 
aman dari kejahatan akses ilegal terhadap data-data penting. 


Kondisi pandemi Covid-19 mengubah banyak hal dalam kehidupan 
kerja, termasuk birokrasi. Menghadapi situasi new normal 
pemerintah melakukan beberapa penyesuaian-penyesuaian sarana 
dan prasarana kantor, seperti mendesain perubahan birokrasi 
dengan mempergunakan berbagai perkembangan teknologi. 
Terdapat lima komponen utama perubahan kerja baru birokrasi 
menurut (Eko Prasojo, 2020), yaitu: 


a. Ruang kerja yang fleksibel dan berjejaring. 


b. Penyiapan infrastruktur dan pembelajaran super application 
(superapp) yang memungkinkan kantor virtual dan digital. 
Perubahan ruang kerja baru yang semula. dilakukan di gedung 
perkantoran, kini menjadi berkurang kebutuhannya di era new 
normal. 


c. Peningkatan kapabilitas ASN dalam berinteraksi dengan berbagai 
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya 
pemahaman metadata, big data dan artificial intelligent. 


d. Pada era new normal harus dilakukan penataan bisnis proses dan 
alur kerja birokrasi. Adanya penyederhanaan prosedur pelayanan 
dengan memanfaatkan pelayanan berbasis digitalisasi sehingga 
pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan mudah dan 
cepat. 


e. Pada Era ini, aparatur yang dibutuhkan oleh birokrasi adalah ASN 
yang memiliki kualitas, mau belajar dan berkompetensi untuk 
mengelola ruang kerja baru yang mampu melakukan berbagai 
pekerjaan secara cepat dan berkualitas. 


Kondisi Pandemi Covid-19 telah mengubah paradigma sistem 
bekerja ASN menjadi lebih efektif dan efisien, lebih berorientasi pada 
hasil dari pada prosedural. ASN tetap bekerja memberikan pelayanan 
publik kepada masyarakat dengan prima di tengah pandemi Covid- 
19. Namun demikian, kesehatan dan keselamatan kerja ASN menjadi 
prioritas utama di masa pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, meski 


251 


sudah diberlakukan kebijakan new normal, ASN tetap mematuhi dan 
menjalankan protokol kesehatan dalam bekerja serta harus 
diberikan suplemen guna menjaga kondisi kesehatannya. 


Inovasi Pelayanan Publik Era Pandemi Covid-19 


Konsep inovasi dalam kajian administrasi publik tertuang dalam 
perspektif New Public Management dan Reinventing Government 
(Pyun & Edey Gamassou, 2018). Metode ini mendiskripsikan 
kemampuan organisasi untuk bertahan dan meningkatkan kinerja 
dengan mengadopsi semangat dalam sektor swasta ke sektor publik 
(Pyun & Edey Gamassou, 2018). Oleh karena itu maka diperlukan 
inovasi-inovasi baru guna mendukung kinerja ASN. Inovasi itu 
sendiri dapat berupa sebuah temuan baru atau juga berupa adopsi 
dari inovasi lainnya yang merupakan unsur penting dalam 
penyelenggaraan sistem administrasi. 


Pengalaman selama enam bulan dalam menangani pandemic ini 
tentunya telah membuat pemerintah pusat dan daerah berinovasi 
agar tetap memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Inovasi 
di sektor publik merupakan suatu keniscayaan seiring dengan 
keinginan pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang 
berkualitas, meskipun dilanda pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan 
dengan harapan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi, terutama 
kebutuhan layanan kesehatan, kebutuhan pokok, kebutuhan rasa 
aman. Dalam kondisi ini, betapa pentingnya inovasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik dapat 
berupa pelayanan yang diberikan secara online dan pelayanan 
offline. Mengingat kontur geografis Indonesia yang terdiri dari dari 
daerah pesisir dan pegunungan sehingga perlunya infrastruktur 
yang mumpuni guna yang mendukung pelayanan online yang 
menjadi basis dasar dari pelayanan publik. 


Tetapi tidak semua pelayanan bisa dilakukan secara online. Ada 
pelayanan tertentu yang memang harus dilakukan secara offline 
dimasa new normal. Contohnya pada layanan kesehatan 
masyarakat,yaitu dengan mendatangi masyarakat langsung ke 
rumahnya untuk memberikan edukasi kesehatan untuk pencegahan 
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dan penularan Covid-19, serta mempfaktekkan secara langsung 
kepada masyarakat penyuluhan mengenai betapa pentingnya 
kebiasaan untuk mencuci tangan. Ketika melakukan pelayanan 
offline aparatur juga harus dilengkapi dengan alat perlindungan diri 
(APD) yang lengkap. Kebiasaan-kebiasaan baru tersebut 
memerlukan proses adaptasi sehingga masyarakat terbiasa terhadap 
peralihan layanan manual ke sistem daring. Terlihat semua 
Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah telah melakukan 
perubahan terhadap mekanisme, sistem, maupun prosedur 
pelayanan yang manual menjadi online. Berbagai upaya inovasi 
pelayanan publik dalam kondisi pandemi covid-19 ini perlu 
mendapatkan apresiasi sehingga penyelenggara pelayanan publik 
tidak menjadi buntu. 


Pemerintah terus berinovasi untuk membuat nyaman masyarakat. 
Salah satunya melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) atau dikenal dengan sebutan E-Government. 
Penerapan e-government yang semakin meluas sebagai dampak 
WFH dan perwujudan implementasi dari digitalisasi data. Beberapa 
contoh layanan yang telah disediakan oleh pemerintah seperti: 
webinar, penggunaan aplikasi zoom, microsoft team, e-budgeting, 
eproject planning, e-perizinan, system delivery, e-controlling, e- 
reporting hingga emonev, e-catalog serta layanan lainnya yang 
bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat. Kehadiran 
layanan elektronik ini merupakan salah satu bentuk inovasi yang 
dihasilkan oleh pemerintah dalam masa pandemi. Salah satu institusi 
yang memberikan pelayanan via online adalah Kepolisian Republik 
Indonesia.Meski dalam kondisi pandemi Covid-19 layanan utama 
kepolisian seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), 
layanan SIM, dan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) masih 
berjalan. Bahkan, sejumlah Polres menyusun prosedur tetap (protap) 
terkait pelayanan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Prosedur 
ini dilakukan dengan membatasi jumlah masyarakat yang dilayani 
dalam pembuatan SKCK, layanan SIM maupun layanan lainnya. 
Setiap masyarakat dan anggota kepolisian yang masuk kantor Polres 
harus melewati bilik antiseptik serta pemeriksaan suhu tubuh. Setiap 
Markas Komando Polres juga menyediakan beberapa keran air 
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lengkap dengan sabun cuci tangan, serta hand sanitizer. Masyarakat 
dan petugas kepolisian juga wajib memakai masker. 


Lalu BKKBN juga bisa menjadi salah satu institusi yang melakukan 
pelayanan penyuluhan keluarga berencana melalui implementasi 
teknologi menggunakan aplikasi zoom meting dan WhatApp untuk 
mengedukasi keluarga dan menjaring akseptor KB baru sehingga 
target Total angka kelahiran bisa tercapai pada kisaran 2,28 
kelahiran pada 1000 wanita subur di tahun 2020. 


Kemudian Kementerian keuangan juga melakukan inovasi-inovasi 
penting guna mendukung keuangan negara dan target penerimaan 
pajak, seperti memberikan kemudahan-kemudahan pada proses 
pengamprahan, memperluas basis pajak melalui kepatuhan sukarela 
wajib pajak dan memberikan insentif pajak melalui pelayanan pajak 
yang berbasis IT sertamempermudah masuknya investasi dari luar 
melalui regulasi-regulasi. 


Suksenya pelaksanaan kebijakan new normal sangat dipengaruhi 
oleh faktor kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi kunci 
keberhasilan setiap pelaksanaan kebijakan. Pada masa ini sangat 
dibutuhkan pemimpin yang tangguh serta mampu mengarahkan 
birokrasi secara efektif dan cermat dalam mengeksekusi setiap 
kebijakan yang dibuat dengan benar dan tepat sasaran. 


Ada dua strategi perubahan dalam organisasi yaitu strategi 
perubahan transformasional dan perubahan inkremental. Perubahan 
transformasional dapat digambarkan sebagai perubahan radikal dan 
inovatif dalam organisasi melalui transformasi organisasi yang dapat 
dicapai dengan kepemimpinan yang tepat, sementara model 
perubahan inkremental menunjukkan bahwa perubahan harus 
dilaksanakan secara bertahap (Osborne & Brown, 2005). 


Bila dilihat dua model perubahan tersebut, perubahan birokrasi di 
era new normal cenderung pada perubahan inkremental. Hal ini 
dilihat perubahan organisasi birokrasi dilakukan beberapa tahapan, 
bukan perubahan yang radikal atau disebut dengan 
transformasional. Terdapat perubahan yang telah dilakukan oleh 
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birokrasi, misalnya sebelum pandemi, birokrasi bekerja secara 
normal, kemudian pasca pandemi, terjadi perubahan yang 
menjadikan perubahan pemberlakuan bekerja bagi ASN yang 
mengedepankan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik. 


PENUTUP 


Pandemi Covid-19 yang menerjang Indonesia telah memberikan 
perubahan dalam birokrasi pelayanan publik. Perubahan birokrasi 
terjadi dalam dimensi organisasi dan dimensi sistem kerja baru. 
Didalam dimensi organisasi telah terjadi perubahan model birokrasi 
yang dijalankan semula dengan normal, kemudian adanya gangguan 
dalam hal ini Covid-19 memicu institusional negara melakukan 
tranformasi perubahan menuju gaya hidup baru new normal, 
sementara dalam dimensi sistem kerja terdapat dua pilihan, yaitu 
bekerja di rumah atau tetap bekerja bekerja di kantor namun dengan 
melaksanakan protokol kesehatan. 


Kondisi ini menuntut para ASN untuk berinovasi menghasilkan 
kreativitas dan energi baru dalam pelayanan publik. Berbagai 
layanan berbasis online semakin banyak di implementasikan dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik. Akan tetapi, masih terdapat 
permasalahan yang mendera, dimana birokrasi masih kurang 
tanggap dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga 
diperlukan peningkatan kualitas SDM serta kualitas pelayanan publik 
agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah 
semakin tinggi meski dalam kondisi pandemi Covid-19. Hal lain yang 
tidak kalah penting adalah kesehatan dan keselamatan para ASN dan 
masyarakat menjadi perioritas utama yang harus diperhatikan dalam 
kondisi Covid-19. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik 
di seluruh Indonesia harus sesuai dengan protokol kesehatan, agar 
rantai penyebaran covid-19 segera berakhir dan pelayanan publik 
tetap berjalan kembali normal. 
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Saran 


Berdasarkan hasil ulasan dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa 
saran langkahlangkah sebagai berikut: 


1.Keberhasilan perubahan birokrasi sangat dipengaruhi oleh 
kepemimpinan yang tangguh dan visioner. Oleh karena itu dalam 
seleksi jabatan tinggi di pemerintahan haruslah mengedepankan 
sistem merit dan bebas dari intervensi politik. 


2.Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ASN dalam 
menguasai aplikasi berbasis informasi teknologi melalui pelatihan 
dan workshop. 


3.Peningkatan edukasi kepada masyarakat terhadap perubahan 
pelayanan manual ke online dengan memperkuat sosialisasi kepada 
masyarakat terhadap kelebihan pelayanan berbasis online melalui 
iklan-iklan pemerintah baik dimedia massa maupun dimedia 
elektronik. 


4.Pengembangan infrastruktur berbasis digitalisasi sangat 
diperlukan di era pandemi Covid-19. Masih banyak daerah lain 
terutama di luar Pulau Jawa yang masih tertinggal dalam hal 
infrastruktur. 
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Corporate Social Responsibility (CSR) 
dan Penghindaran Pajak 


Oleh Asgolani dan Puji Astuti 


Banyak penelitian mengaitkan Corporate social responsibility 
(CSR) dengan penghindaran pajak. Penggunaan book-tax 
differences (BTD) sejak awal digunakan sebagai proxy 
penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk 1) 
menjelaskan definisi dari Corporate social responsibility (CSR), 
2) mempelajari hubungan antara Corporate social responsibility 
(CSR) dengan penghindaran pajak: 2) menyajikan 
perkembangan terkini terkait penelitian CSR dan penghindaran 
pajak. 


A. Corporate social responsibility (CSR) 


Definisi Corporate social responsibility (CSR) cukup beragam 
dikembangkan oleh para ahli. Pembahasan CSR di era modern 
dimulai pada tahun 1953 oleh Howard R. Bowen melalui publikasi 
dengan judul “Social Responsibilities of the Businessman.” Bowen 
mendefinisikan CSR sebagai “It refers to the obligations of 
businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to 
follow those lines of action which are desirable in terms of the 
objectives and values of our society” Carroll (1999). Definisi tersebut 
tidak jauh berbeda dengan definisi Gunawan (2015) yang 
mendefinisikan CSR sebagai aktivitas yang berkaitan dengan etika 
dan tanggung jawab perusahaan dalam kelangsungan operasi 
perusahaan dengan dengan melindungi aspek lingkungan dan 
berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. 


International Organization for  Standardization (ISO) juga 
mendefinisikan CSR dalam ISO 26000 Guidance Standard on Social 
Responsibility dengan lebih kompleks yakni suatu tanggung jawab 
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organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap 
masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan 
etis yang mana konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan 
kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan para 
stakeholder, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma 
- norma internasional dan terintegrasi di seluruh aktivitas 
organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk 
maupun jasa. Terdapat tujuh isu pokok masalah CSR dalam ISO 
26000 yaitu pengembangan masyarakat, konsumen, tata kelola, 
lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia dan praktik kegiatan 
institusi yang sehat. 


Menurut Cormier et al. (2011), CSR merupakan bentuk self regulation 
perusahaan yang terintegrasi dengan bisnis perusahaan dengan 
memperhitungkan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan dari 
aktivitas perusahaan. CSR mempertemukan kebutuhan dari semua 
stakeholder, bukan hanya shareholder sehingga dampak CSR dapat 
dianalisis dengan lebih tepat dengan membagi menjadi dua kategori 
yaitu sosial dan lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa CSR adalah suatu tanggung jawab perusahaan 
yang bersifat etis atas dampak dari keputusan dan aktivitas 
operasinya dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial 
dengan mengintegrasikannya pada bisnis perusahaan seperti 
pengembangan masyarakat, konsumen, tata kelola, lingkungan, 
ketenagakerjaan, hak asasi manusia dan praktik kegiatan institusi 
yang sehat. 


Pelaksanaan dan pelaporan CSR saat ini menjadi isu penting di 
masyarakat dan terdapat bukti bahwa pelaporan CSR meningkat 
pada perusahaan besar di dunia (KPMG, 2008 dalam Yip et al., 2011). 
Hal tersebut dikarenakan perkembangan ekonomi saat ini tidak 
hanya menuntut pemenuhan kepentingan shareholder, namun juga 
pemenuhan kepentingan para stakeholder. Sebagai wujud dukungan 
pemerintah Indonesia atas pemenuhan kepentingan stakeholder oleh 
perusahaan, pemerintah mengeluarkan peraturan CSR yakni Undang 
- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang 
kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 
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2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan 
Terbatas. Peraturan tersebut berisi kewajiban untuk melakukan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR bagi perusahaan 
yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya 
alam seperti sektor pertambangan, agrikultur, kehutanan dan 
industri yang berhubungan dengan sumber daya alam lainnya. 


Terkait pengungkapan CSR, pemerintah telah mengatur dalam Pasal 
66 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
yang mana mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas 
tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan. Akan tetapi 
luasnya tingkat pengungkapan tidak diatur sehingga item-item yang 
diungkapkan bersifat voluntary. Menurut Fitria & Hartanti (2010) 
dalam Zanariyatim & Bayinah (2016), praktik pengungkapan CSR di 
Indonesia umumnya dilakukan oleh perusahaan manufaktur dan 
pertambangan karena memiliki risiko pencemaran lingkungan lebih 
besar dibanding perusahaan di sektor lainnya. Akan tetapi sekarang 
ini pelaksanaan dan pengungkapan CSR tidak hanya dilakukan oleh 
sektor mandatory tersebut. Sektor voluntary seperti industri 
keuangan juga melaksanakan dan mengungkapkan CSR. Maghfiroh 
(2016) dalam Syairozi (2019) melakukan penelitian pengungkapan 
CSR pada tiga industri yaitu industri semen, perbankan dan 
pertambangan dengan hasil penelitian sebagaimana tercantum 
dalam Tabel 1.1. 


Tabel I. Rata - Rata Total Pengungkapan CSR pada Tiga Sektor 


Industri 
Industri Rata - Rata Total Pengungkapan CSR 
Semen 77Y6 
Perbankan 62,39Y6 
Pertambangan 63.13Y6 


Sumber : Syairozi (2019) 


Pengungkapan CSR merupakan proses komunikasi dampak sosial 
dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap 
stakeholder yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara 
keseluruhan (Sembiring, 2003). Pengungkapan aktivitas CSR 


261 


perusahaan dapat dipergunakan sebagai salah satu alat evaluasi atas 
kinerja perusahaan serta dianggap sebagai praktik akuntabilitas 
perusahaan (Gunawan, 2012). Deegan et al. (2002) menyatakan 
bahwa pengungkapan CSR dipandang sebagai sarana yang digunakan 
oleh manajemen perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat 
yang lebih luas untuk memengaruhi persepsi. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa pengungkapan CSR adalah proses 
komunikasi dan evaluasi kinerja CSR yang dilakukan oleh 
perusahaan terhadap masyarakat untuk memengaruhi persepsi 
mereka. 


B. Penghindaran Pajak 


Menurut Murray (2012), penghindaran pajak merupakan jenis dari 
perencanaan pajak (tax planning) yang mana akan menjadi 
penghindaran pajak apabila pembayar pajak mencoba mencari 
keuntungan pajak dengan cara yang tidak diinginkan oleh legislatif. 
Brown (2012) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan 
tindakan yang dilakukan dengan mengatur sebuah transaksi agar 
memperoleh keuntungan, manfaat, atau pengurangan pajak dengan 
cara yang tidak diinginkan oleh undang-undang perpajakan. Hanlon 
& Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai 
tindakan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak secara 
eksplisit. Eksplisit yang berarti pengaturan suatu transaksi untuk 
memperoleh manfaat atau pengurangan pajak dengan cara 
memanfaatkan ketentuan yang berlaku. Penghindaran pajak 
merepresentasikan rangkaian strategi perencanaan pajak, yang 
mencakup kegiatan legal sempurna, seperti investasi pada municipal 
bond, maupun transaksi lebih agresif yang masuk dalam wilayah abu- 
abu, seperti tax inversion (Huang et al., 2017). Dengan demikian, 
dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak adalah upaya yang 
dilakukan perusahaan dalam rangka mengurangi atau 
menghilangkan beban pajak dengan memanfaatkan grey area. 


Terdapat beberapa metode untuk menghitung penghindaran pajak 
dengan memanfaatkan informasi dalam laporan keuangan yang 
dikompilasi oleh Hanlon & Heitzman (2010) yaitu: 
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a. Effective Tax Rate (ETR) yang terdiri dari GAAP ETR, Cash ETR, 
Current ETR, Long-run Cash ETR, serta ETR Differential. ETR 
dihitung dari beban pajak perusahaan dibandingkan dengan 
pretax income. Semakin tinggi nilai ETR, maka semakin rendah 
kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. 

b. Book Tax Different (BTD) yang terdiri dari Total BTD, Temporary 
BTD, permanent BTD, serta Abnormal Total BTD. Book Tax 
Differences adalah perbedaan laba menurut akuntansi dan pajak. 
Semakin besar nilai BTD, maka semakin besar kemungkinan 
perusahaan melakukan penghindaran pajak. 

c. Discretionary of Tax (DTAX). DTAX adalah pengukuran ETR 
diferensial untuk penghindaran pajak. ETR diferensial adalah 
perbedaan antara tarif pajak penghasilan badan secara hukum 
dan ETR perusahaan. 

d. Unrecognized Tax Benefit (UTB), UTB diukur dari besarnya 
perubahan dari cadangan akuntansi untuk kontingensi pajak di 
masa datang. 

e. Marginal Tax Rate. Proxy ini diukur dengan melihat nilai masa 
sekarang atas pajak untuk setiap tambahan rupiah laba yang 
dimiliki perusahaan. 


Sejak dahulu penelitian yang menghubungkan antara laporan 
keuangan dan pajak banyak dikaji karena berimbas pada manajer 
(Shackelford and Shevlin, 2001). Heltzer menggunakan DTAX sebagai 
proxy aggressive tax reporting (Heltzer, 2012, Frank et al. 2009) 
dalam kaitannya dengan penelitian terhadap aggressive financial 
reporting. Definisi dari aggressive tax reporting adalah “downward 
manipulation of taxable income through tax planning activities that 
may or may not be considered fraudulent tax evasion”. Sedangkan 
definisi aggressive financial reporting sebagai “upward earnings 
management that may or may not be within the confines of GAAP” 
(Frank, 2004). Keduanya memiliki hubungan positif sebagaimana 
juga dilakukan oleh Desai (2002) dengan menggunakan permanent 
book-tax differences (PERMDIFF) sebagai proxy tax planning 
aggressiveness. 
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Menurut Direktur Center For Indonesia Taxation Analysis 
(kementerian keuangan, 2019), penghindaran pajak merupakan 
salah satu faktor penyebab rendahnya tax ratio Indonesia. 
Penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan untuk 
mengurangi beban pajak secara eksplisit yang seharusnya 
dibayarkan oleh perusahaan melalui serangkaian tindakan 
manajemen dalam rangka perencanaan pajak (Hanlon & Heitzman, 
2010). Penghindaran pajak dapat terjadi karena adanya perbedaan 
perspektif dari pendefinisian pajak itu sendiri. Pemerintah 
mendefinisikan pajak sebagai suatu sumber pendanaan utama 
negara sedangkan perusahaan mendefinisikan pajak sebagai suatu 
beban yang dapat mengurangi pendapatan yang mereka peroleh 
(Ratmono & Juliarto, 2019) sehingga dapat membuat banyak 
perusahaan mencari berbagai cara untuk mengurangi beban pajak 
yang menurut mereka memberatkan dan mengurangi cash flow ini 
melalui agresivitas pajak (Chen et al. 2010). Bahkan Lanis & 
Richardson (2012) menyebutkan bahwa pajak merupakan salah satu 
faktor pendorong perusahaan dalam membuat berbagai keputusan 
bisnis sehingga penghindaran pajak dianggap sebagai sesuatu yang 
lazim dalam dunia usaha. 


Penghindaran pajak merupakan perkara serius di Indonesia dan di 
seluruh dunia yang telah nyata menggerus penerimaan pajak. 
Cobham & Jansky (2017) menyatakan bahwa jumlah taksiran pajak 
global yang hilang akibat penghindaran pajak adalah sekitar $500 
miliar dan intensitas kerugian secara substansial lebih besar terjadi 
di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Analisis 
dilakukan dengan menggunakan data Government Revenue Database 
(GRD) yang diterbitkan oleh International Centre for Tax and 
Development (ICTD) berupa gabungan data pendapatan pemerintah 
dari beberapa basis data internasional, kompilasi laporan IMF dan 
laporan dari para pakar negara. Di Indonesia, berdasarkan laporan 
dari penyidik IMF dan Universitas PBB pada tahun 2016 dengan 
menggunakan database International Center for Policy and Research 
dan International Centre for Tax and Development (ICTD), jumlah tax 
loss akibat penghindaran pajak sebesar $6,48 miliar sehingga 
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menempatkan Indonesia ke dalam peringkat 11 terbesar 
penghindaran pajak dari 30 negara. (tribunnews.com, 2017). 


Menurut Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran 
(FITRA), jumlah pajak yang diduga dikemplang oleh wajib pajak 
setiap tahun adalah Rp110 triliun yang sebanyak 80Y6 dilakukan oleh 
wajib pajak badan dan sekitar 2076 dilakukan oleh wajib pajak orang 
pribadi (suara.com, 2017). Hal ini menandakan bahwa wajib pajak 
badan ternyata lebih dominan dalam melakukan penghindaran 
pajak. 


C. Kaitan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan 
Penghindaran Pajak 


Ada beberapa teori yang mengaitkan antara Corporate Social 
Responsibility (CSR) dengan Penghindaran Pajak, yaitu teori Teori 
Stakeholder dan Teori Legitimasi. 


Teori stakeholder pertama kali dikembangkan oleh Freeman (1976) 
yang menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan berhubungan 
dengan seluruh lapisan stakeholder atau pemangku kepentingan. 
Menurut Chariri & Ghozali (2007), teori Stakeholder menyatakan 
bahwa perusahaan merupakan entitas yang harus memberikan 
manfaat kepada seluruh stakeholder, bukan hanya untuk 
kepentingannya sendiri. Kelompok stakeholder perusahaan terdiri 
dari pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, 
masyarakat, analis, dan pihak lain. Manajemen perusahaan 
mempertimbangkan kelompok stakeholder dalam mengungkap 
suatu informasi dalam laporan perusahaan tersebut. Teori 
stakeholder bertujuan untuk membantu manajemen perusahaan 
dalam meningkatkan penciptaan nilai dan meminimalkan kerugian 
yang mungkin muncul bagi stakeholder atas tindakan mereka. 


Corporate Social Responsibility (CSR) dan pengungkapannya 
merupakan hal yang penting bagi perusahaan sebagai salah satu 
bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada semua 
stakeholder-nya. Selain itu, memberikan laporan keuangan yang 
kredibel melalui audit yang berkualitas juga salah satu bentuk 
tanggung jawab perusahaan kepada semua stakeholder. Pemerintah 
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juga merupakan salah satu stakeholder perusahaan. Oleh karena itu, 
perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan pemerintah 
dengan cara mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh 
pemerintah, taat membayar pajak, dan tidak melakukan 
penghindaran pajak. Selain itu, audit eksternal dan tata kelola 
perusahaan melalui dewan komisaris dilakukan agar perusahaan 
tetap menjaga kepentingan seluruh stakeholder bukan hanya 
shareholder. 


Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi senantiasa mencari 
strategi untuk menjamin kelangsungan operasi organisasi secara 
berkelanjutan dalam batasan norma yang berlaku di masyarakat 
(Deegan et al., 2002). Menurut Hartanti (2016), perusahaan tidak 
akan mendapatkan kredibilitas dan dukungan operasi tanpa adanya 
legitimasi. Oleh karena itu, keberadaan legitimasi sangat penting bagi 
perusahaan sehingga perusahaan akan menggunakan berbagai cara 
untuk mendapatkan, mempertahankan dan memperbaiki 
legitimasinya di mata para pemangku kepentingannya. Menurut 
Oliviera et al. (2011) legitimasi bahkan dapat dikatakan sebagai aset 
tidak berwujud yang merupakan representasi simbolis dari evaluasi 
perusahaan oleh seluruh pemangku kepentingan dan bagaimana 
mereka memengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. 


Dalam perspektif teori legitimasi, semua aktivitas perusahaan akan 
dilaporkan oleh manajemen secara sukarela apabila hal tersebut 
memang yang diharapkan oleh komunitas masyarakat (Deegan, 
2002). Dengan demikian, berdasarkan perspektif teori legitimasi, 
perusahaan memberikan tanggung jawab sosial atau CSR dan 
mengungkapkannya dalam laporan tahunan perusahaan dalam 
rangka menjaga kesinambungan hidup perusahaan dan 
mendapatkan legitimasi dari masyarakat. 


Berdasarkan teori stakeholder, perusahaan seharusnya 
memperhatikan semua stakeholder yang berhubungan dengan 
dirinya dalam segala macam keputusan bisnis. Oleh karena itu, 
perusahaan selain mencari keuntungan juga seharusnya 
memperhatikan lingkungan dan sosialnya. Selain itu, pemerintah 
sebagai salah satu stakeholder juga seharusnya diperhatikan oleh 
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perusahaan dengan cara membayar pajak yang adil ke pemerintah 
karena perusahaan mendapatkan manfaat dari penyediaan fasilitas 
publik dalam rangka mendapatkan laba. Dalam pandangan teori 
legitimasi juga dinyatakan bahwa perusahaan harus memenuhi 
kontrak sosial dengan masyarakat agar kelangsungan hidupnya 
terjamin melalui pelaksanaan dan pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR). Pelaksanaan dan Pengungkapan Corporate 
Social Responsibility (CSR) mencerminkan bisnis etika yang baik 
sehingga perusahaan melakukan dan mengungkapkan CSR untuk 
memenuhi kontrak sosial tersebut dan menghindarkan diri atas 
segala sesuatu yang dapat mengancam legitimasi tersebut termasuk 
penghindaran pajak. Hal tersebut karena penghindaran pajak dinilai 
sebagai perilaku tidak etis yang dapat mengancam citra positif 
perusahaan. 


D. Hasil Penelitian Terdahulu 


Pengungkapan CSR dilakukan oleh perusahaan secara detail, 
substantif dan berkesinambungan dapat meningkatkan komunikasi 
dan transparansi kepada para stakeholder. Keberadaan CSR yang 
bersubstansi etika yang baik akan mampu meningkatkan 
kepercayaan stakeholder dan dirasa mampu untuk menghindarkan 
manajemen dari perilaku oportunis penghindaran pajak (Hartanti, 
2016). Sejalan dengan penelitian Hartanti (2016), Ratmono & Juliarto 
(2019) serta Lanis & Richardson (2012) juga menemukan bahwa 
semakin luas pengungkapan CSR perusahaan, maka semakin kecil 
kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Oleh 
karenanya berdasarkan teori stakeholder, teori legitimasi dan 
penelitian sebelumnya, pengungkapan CSR yang bersubstansi etis 
dirasa mampu mengurangi dan mencegah tindakan oportunis 
penghindaran pajak dari manajemen. 


Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak, perusahaan yang 
melakukan dan mengungkapkan CSR dalam laporan tahunan dan 
laporan keberlanjutan dinilai telah berkontribusi bagi masyarakat 
(Ratmono & Juliarto, 2019), menjadi etis, lebih transparan dan 
mematuhi hukum (Kim et al., 2012). Oleh karena itu perusahaan 
tidak akan melakukan penghindaran pajak karena dianggap sebagai 
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tindakan tidak bertanggung jawab, tidak etis, dan bahkan tidak 
patriotik yang dapat merusak citra perusahaan (Hoi et al., 2013). Hal 
ini sesuai dengan penelitian Lanis & Richardson (2012) yang 
memperoleh kesimpulan bahwa pengungkapan CSR berhubungan 
negatif dengan penghindaran pajak yang artinya bahwa semakin 
besar pengungkapan CSR dilakukan oleh perusahaan maka semakin 
kecil kemungkinan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan 
oleh perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian di 
Indonesia yang dilakukan oleh Ratmono & Juliarto (2019). 


Akan tetapi, terdapat beberapa hasil penelitian yang berbeda di luar 
negeri maupun di dalam negeri juga menyebutkan adanya hubungan 
positif antara CSR dan penghindaran pajak yang berarti bahwa 
semakin tinggi kinerja dan pengungkapan CSR, maka semakin tinggi 
penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Davis et al. 
(2016) melakukan pengujian pada perusahaan publik Amerika 
Serikat dari tahun 2006 sampai dengan 2011 dan diperoleh 
kesimpulan bahwa CSR dan pajak merupakan sebuah substitusi 
sehingga perusahaan yang melakukan dan mengungkapkan CSR 
tinggi maka penghindaran pajaknya juga tinggi. Hal tersebut 
dikarenakan CSR tinggi mengisyaratkan bahwa perusahaan sedang 
menutupi perilaku oportunis mereka. Hasil penelitian Davis et al. 
(2016) juga sejalan dengan penelitian di Indonesia yang dilakukan 
oleh Gunawan (2017). Selain hubungan positif dan negatif, 
ditemukan juga penelitian yang berkesimpulan bahwa CSR tidak 
berpengaruh pada penghindaran pajak menurut Makhfudloh et al. 
(2018). 
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Program Business Development 
Service (BDS) bagi Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (UMKM) oleh 
Direktorat Jenderal Pajak 


Oleh Kuwat Slamet dan Catur Noor Febriansyah 


Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mengembangkan 
sektor UMKM, salah satunya adalah program Business 
Development Services (BDS) oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
Penelitian literatur ini membahas pelaksanaan program BDS 
pada beberapa KPP di Indonesia dalam membina UMKM dan 
menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan BDS, KPP melakukan 
kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengatasi berbagai 
kendala dan hambatan, di antaranya komunitas pengusaha, 
Rumah Kreatif BUMN, dan SKPD yang berkaitan dengan UMKM. 


Pendahuluan 


Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran 
yang besar dalam perekonomian Indonesia khususnya berperan 
besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Data 
Kementerian Koperasi dan UKM RI pada tahun 2018 
mengungkapkan bahwa dalam kategori jumlah pelaku usaha, UMKM 
memiliki jumlah sebanyak 64,19 juta pelaku usaha atau 99,9995 dari 
total jumlah seluruh jenis usaha di Indonesia, sehingga jumlah pelaku 
usaha besar hanya berjumlah 0,0196 atau sekitar 5.550 pelaku usaha. 
Apabila dinilai dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja, 
UMKM mampu menyerap tenaga kerja sekitar 979 dari jumlah 
tenaga kerja nasional sedangkan usaha besar hanya 3446 saja. 


Sektor UMKM juga memiliki kontribusi besar terhadap Produk 
Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi 
dan UKM Republik Indonesia pada tahun 2018 menyebutkan bahwa 
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kontribusi sektor UMKM terhadap PDB Indonesia adalah sebesar 
61,07Y9 atau sekitar Rp8.500 trilliun. Penghitungan PDB tersebut 
didasarkan pada harga yang berlaku. Kontribusi UMKM pada tahun 
2018 tersebut meningkat sebanyak 9,646 dari tahun sebelumnya. 
Pada penghitungan PDB atas dasar harga konstan, sektor UMKM 
berkontribusi sebesar 57,249 atau sekitar Rp5.721 trilliun. 
Kontribusi tersebut telah meningkat dari tahun sebelumnya 
sebanyak 5,069. 


Pengertian UMKM 

UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro 
adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 
usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Usaha Kecil adalah usaha 
ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 
Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha 
Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 
tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha sesuai kriteria. 
Ketentuan kriteria tercantum dalam pasal 6 UU tersebut yakni: 


Klasifikasi Kekayaan Hasil Penjualan 
Usaha Bersih Tahunan 
Usaha Mikro 50 juta Maks 300 juta 
Usaha Kecil » 50 juta s.d 500 | -300juta sd 2,5 M 
juta 
Usaha 2»500jutas.d 10M | - 2,5 Ms.d 50M 
Menengah 


Kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 
Nilai nominal pada kriteria di atas dapat diubah sesuai denan 
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perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan 
Presiden. 


Perkembangan UMKM dan Faktor yang Memengaruhinya 
UMKM dan usaha besar pada tahun 2018 mengalami peningkatan 
dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 terjadi 
penambahan unit usaha UMKM sebanyak 1,27 juta atau 2,026. Pada 
usaha besar juga mengalami penambahan jumlah unit usaha pada 
tahun 2018 sebanyak 90 unit usaha atau 1,6496. Dalam hal 
penyerapan tenaga kerja, sektor UMKM mampu menyerap tenaga 
kerja sebanyak 116,9 juta orang atau 97Y6 dari total tenaga kerja 
yang ada di Indonesia sedangkan usaha besar hanya mampu 
menyerap tenaga kerja sebesar 3,61 juta orang atau sekitar 3Y6 dari 
total tenaga kerja di Indonesia. Pada tahun 2018 sektor UMKM terjadi 
peningkatan jumlah tenaga kerja, sedangkan pada sektor usaha besar 
mengalami penurunan jumlah tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja 
sektor UMKM pada tahun 2018 meningkat sebesar 0,476 sedangkan 
pada sektor usaha besar menurun sebanyak 5,47Y9 dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya. Perkembangan UMKM dan Usaha Besar 
Tahun 2017-2018 terlihat pada tabel di bawah ini: 


. 2017 2018 Perkem- 
No Tidan Jumlah Yo Jumlah Yo bangan 
1. Jumlah Unit 
Usaha 
a. UMKM 6292 | 9999 | 6419 | 9999 | 20206 
Juta Juta 
b. Usaha Besar 5.460 0,01 | 5.550 | 0,01 1,646 
2: Tenaga Kerja 
a. UMKM 1164 | ogg2 | 169 | 97 | 04706 
Juta Juta 
b.UsahaBesar | 3g juta | 3:18 Ti 3 | 5470 


Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI 


Melihat potensi dan peran yang besar dari sektor UMKM, pemerintah 
membuat berbagai jenis program dengan tujuan untuk dapat 
mengembangkan sektor UMKM tersebut. Pengembangan yang 
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dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan cara memberikan 
pelatihan dan pembinaan kepada para pelaku usaha UMKM, 
memberikan bantuan modal usaha, hingga menurunkan tarif pajak 
penghasilan final bagi UMKM. Pemerintah memiliki harapan bahwa 
dengan akses dan kemudahan yang diberikan dapat menciptakan 
UMKM yang mampu bersaing hingga ke pasar luar negeri. Salah satu 
program yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pembinaan 
kepada UMKM adalah program Business Development Services (BDS) 
yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia. 


Lathifa (2019) dalam situs online-pajak.com mengungkapkan bahwa 
ada beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan UMKM di 
Indonesia, yakni: 


1. Pemanfaatan Sarana Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 
Perkembangan UMKM tidak terlepas dari perkembangan 
tekonologi yang terjadi pada saat ini. Sarana tekonologi seperti 
smartphone mulai digunakan oleh para pelaku usaha untuk 
melebarkan pasar usahanya serta menggunakan media sosial 
seperti whatsapp dan media sosial lainnya sebagai media untuk 
pemasaran produk mereka. Pemerintah juga memberikan 
dukungan terhadap perkembangan UMKM melalui media digital 
seperti e-commerce. Dalam salah satu situs berita menjelaskan 
bahwa Kemenkop RI melaporkan sudah ada 8 juta UMKM yang 
sudah Go-Digital pada tahun 2017 lalu. Angka tersebut 
diharapkan dapat terus bertambah sehingga dapat selaras dengan 
tujuan pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai 
Digital Energy of Asia pada tahun 2020. 


2. Kemudahan Peminjaman Modal Usaha 
Dukungan perbankan merupakan salah satu bentuk dukungan 
penting dalam perkembangan UMKM. Terbukanya akses 
permodalan perbankan serta menurunnya Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) dapat mendorong tumbuhnya sektor Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (UMKM). Selain itu untuk dapat memulai usaha 
khususnya pada usaha mikro tidak memerlukan modal yang 
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besar, sehingga siapapun dapat menjadi pelaku UMKM di 
Indonesia. 


3. Menurunnya Tarif PPh Final 

Para pelaku UMKM termasuk ke dalam golongan wajib pajak yang 
memiliki kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan 
pajak penghasilan pada negara. Pajak penghasilan bagi para 
pelaku UMKM termasuk dalam pajak penghasilan final atau PPh 
final. Ketentuan perpajakan bagi UMKM sebelumnya diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan besaran 
tarif 196. Akan tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan tarif PPh 
final bagi UMKM menjadi sebesar 0,5 yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Penurunan tarif ini 
memiliki tujuan untuk mempermudah pelaku UMKM dalam 
menjalankan kewajiban perpajakannya pada negara serta 
memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berkembang dan 
melakukan investasi karena penurunan tarif tersebut. 


Pengertian Business Development Service (BDS) 

Pengertian BDS menurut Miehlbradt and MCvVay (2003) dalam tesis 
Rohana Situmorang (2009) pengaruh peran BDS terhadap 
pendapatan pengusaha pertenunan di kota Pematang Siantar, 
“Business Development Services (BDS) refers to the wide range of 
services used by entrepenurs to help them operate efficienly and grow 
their business with the broader purpose of contributing to economic 
growth, employment generation and property allevation”. Teori yang 
dikemukakan oleh Miehlbradt and MCVay (2003) diperkuat dan 
diperlemah oleh teori Sutrisno (2002) yang menyatakan bahwa 
secara umum BDS diartikan sebagai jasa nonfinansial yang bertujuan 
meningkatkan kinerja, akses ke pasar dan kemampuan bersaing 
suatu perusahaan individual, yang tersedia untuk jangka waktu 
singkat atau sementara. Lingkup jasa yang dimaksud oleh Sutrisno di 
sini seperti suatu pelatihan kewirausahaan seperti pelatihan 
manajemen dan teknik (jangka pendek), konsultasi masalah 
manajerial dan teknis perbaikan dan pemeliharaan, desain produk, 
sertifikasi produk dan proses, konsultasi jasa teknologi informasi dan 
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computer, jasa informasi, jasa riset pasar, pialang perdagangan, jasa 
iklan dan hubungan dengan masyarakat, jaringan pialang, jasa 
akuntansi, sekretarial, perpajakan dan hukum, konsultasi finansial 
dan kepialangan serta konsultasi dan pelatihan pembukuan usaha 
baru (Rohana Situmorang, 2009). Namun teori Sutrisno ini juga 
melemahkan teori sebelumnya karena di akhir kalimat menyebutkan 
untuk jangka waktu singkat atau sementara. 


Pengertian Business Development Services/Layanan Pengembangan 
Bisnis (BDS/LPB) berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 
02/PER/M.KUKM/1/2018 adalah kegiatan pemberian layanan (jasa) 
pengembangan bisnis, untuk meningkatkan kemampuan kerja 
koperasi dan UMKM. Pengertian program BDS berdasarkan Surat 
Direktur Jenderal Pajak Nomor S-284/PJ.13/2016 adalah program 
pelatihan dan pembinaan wajib pajak UKM dengan memberikan 
materi pengembangan usaha dan pengetahuan mengenai bidang 
perpajakan bagi UKM. 


Program BDS oleh Direktorat Jenderal Pajak 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menjalankan program BDS 
sejak tahun 2015 dengan memberikan penyuluhan pajak secara soft- 
selling khususnya untuk mengembangkan UMKM secara persuasif. 
Yang dimaksud dengan persuasif disini adalah DJP dalam melakukan 
penyuluhan menitikberatkan pada softskill atau pembekalan untuk 
kewirausahaan bukan menitikberatkan pada proses bisnis DJP. 


Sebelum diterapkan di seluruh KPP di Indonesia, program BDS telah 
dilakukan uji coba dengan pembentukan platform versi beta di (8) 
delapan Kantor Wilayah yaitu Kantor Wilayah DJP Kalimantan 
Selatan dan Tengah, Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, Kantor 
Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara, Kantor Wilayah DJP Jawa 
Tengah I, Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor 
Wilayah DJP Banten, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Kantor 
Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara 
dan ditargetkan dapat dilaksanakan oleh seluruh KPP sampai dengan 
akhir tahun 2016. 
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Keberhasilan program BDS dan antusiasme WP dalam pelaksanaan 
BDS sebagai penyuluhan end to end menjadikan BDS sebagai strategi 
DJP dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban pajak UMKM serta keseragaman 
pokok-pokok pelaksanaan program BDS bagi unit-unit di Direktorat 
Jenderal Pajak. Hal inilah yang kemudian memicu diterbitkannya 
Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-13/PJ/2018 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Program BDS. 


Berbeda dengan S-284/PJ.13/2016 pengertian BDS menurut SE- 
13/PJ/2018 adalah salah satu strategi pembinaan dan pengawasan 
kepada Wajib Pajak UMKM dalam membina dan mendorong 
pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan 
untuk meningkatkan kesadaran (awareness), keterikatan 
(engagement), dan kepatuhan (compliance) terhadap pajak. 


Program BDS merupakan salah satu upaya pendekatan DJP dalam 
melakukan edukasi pemenuhan kewajiban perpajakan kepada 
masyarakat khususnya para pelaku UMKM. Dalam program BDS ini, 
DJP memberikan berbagai fasilitas yang menarik para pelaku UMKM 
seperti memberikan workshop, pelatihan, seminar, bazaar, pameran, 
studi banding, dan lain sebagainya untuk mendorong perkembangan 
UMKM secara berkesinambungan. Setelah dilaksanakan paling 
sedikit 5 (lima) kali, para UMKM baru diberikan edukasi kewajiban 
perpajakan secara perlahan dan terarah. Dengan dibekali terkait 
penunjang proses bisnis dari UMKM sendiri, diharapkan UMKM 
mampu bertahan dan semakin berkembang sehingga dapat 
menyumbang penerimaan negara. 


BDS diharapkan mampu menjadikan DJP sebagai mitra wajib pajak 
atau pelaku UMKM dan menghilangkan persepsi negatif. Sehingga 
dengan hilangnya persepsi negatif terhadap DJP, diharapkan rasa 
kepercayaan tinggi, tidak menjadikan pajak sebagai beban yang wajib 
dihindari dan meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan 
baik pelaporan SPT Tahunan dan pembayaran pajak. Selain upaya 
untuk menjangkau Wajib Pajak melalui pendekatan end-to-end untuk 
UMKM, DJP melalui BDS juga dapat membangun dan memperluas 
basis data perpajakan. 
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Melalui kegiatan BDS diharapkan akan timbul kesadaran di kalangan 
para pelaku UMKM bahwa mereka diperhatikan oleh Pemerintah. 
Dengan demikian, dalam jangka panjang, BDS dapat menimbulkan 
ikatan emosional antara Pemerintah, khususnya DJP, dengan para 
pelaku UMKM yang akan berdampak pada perubahan perilaku. 
Perubahan perilaku tersebut dari yang sebelumnya bersikap apatis 
menjadi peduli, paham, sadar, dan patuh terhadap pajak. 


Surat Edaran Nomor SE-13/PJ/2018 tentang petunjuk pelaksanaan 
program BDS merupakan ketentuan lebih lanjut dalam 
melaksanakan program tersebut. Surat edaran ini menyebutkan 
ketentuan yang sama dari surat edaran sebelumnya yakni pelaksana 
dari program BDS adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
dengan ketentuan tambahan yakni KPP Pratama dapat berkoordinasi 
dengan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 
(KP2KP) sebagai unit vertikal di bawahnya. Selain itu, KPP Pratama 
juga dapat berkolaborasi dengan Instansi Pemerintah, Lembaga, 
Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP) sebagai pihak ketiga dalam 
melaksanakan program pembinaan UMKM tersebut. Surat edaran 
tersebut juga mengatur pelaksanaan program BDS harus 
dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran. 
Pelaksanaan Program ini menjadi tugas dan tanggung jawab bagi 
Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan pada setiap Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama. 


Pada akhir bulan Oktober 2018, DJP menandatangani kontrak kerja 
sama dengan lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan 
sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan program BDS nantinya. 
Program kerja sama tersebut akan menyinergikan program Rumah 
Kreatif BUMN yang telah lama dirintis oleh kelima BUMN tersebut 
dengan program BDS yang baru dirintis oleh DJP. Kelima BUMN 
tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT 
Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada bulan April 2019, DJP kemudian 
menjalin kerja sama dengan lebih banyak instansi lain yaitu dengan 
21 BUMN dan 6 instansi lainnya. Kerja sama dengan pihak ketiga ini 
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menjadi realisasi dari rencana strategis DJP yaitu menjalin kerja 
sama dengan Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain 
(ILAP). Setelah itu, DJP kemudian menunjuk 15 KPP Pratama yang 
tersebar di beberapa daerah di Indonesia untuk menjadi pelaksana 
uji coba program BDS pola kerja sama dengan pihak ketiga tersebut. 


Program BDS dilaksanakan dalam satu paket dengan program 
penurunan tarif pajak penghasilan UMKM 0,596. Direktorat Jenderal 
Pajak melakukan penyuluhan secara masif kepada masyarakat 
mengenai kedua program tersebut. Dalam praktiknya, biasanya KPP 
Pratama sebagai pelaksana program BDS memasukkan materi 
sosialisasi mengenai penurunan tarif pajak 0,599 dalam salah satu 
bahasan dalam program BDS. Pelaksanaan BDS sendiri boleh 
dilakukan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan 
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau bekerja sama dengan pihak 
ketiga yakni Instansi pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain 
(ILAP). 


Pelaksanaan BDS pada tahun 2015 - 2018 menunjukkan 
perkembangan yang baik, setiap tahunnya mengalami peningkatan 
baik dalam hal jumlah unit penyelenggaran dan jumlah peserta 
program. Gambaran pelaksanaan BDS Tahun 2015 - 2018 sebagai 
berikut: 


Keterangan 2015 2016 2017 2018 
Jumlah Unit 8 Kanwil | 68KPP | 98KPP | 298 KPP 
penyelengggara 


1.002 6.047 7.177 27.656 
Orang Orang Orang Orang 
Sumber: Laporan Tahunan DJP tahun 2018 


Jumlah Peserta 


Pada bulan April tahun 2019, DJP memperluas kerja sama 
pelaksanaan program pembinaan UMKM dengan melakukan 
penandatanganan kontrak kerja sama antara Direktorat Jenderal 
Pajak bersama 27 instansi yang terdiri dari 21 Badan Usaha Milik 
Negara dan 6 instansi lainnya. Setelah itu, DJP kemudian menunjuk 
15 KPP Pratama yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai 
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pelaksana uji coba program BDS pola kerja sama dengan ILAP 
tersebut (Laporan Tahunan DJP 2018). 


KPP Pratama yang ditunjuk sebagai pelaksana uji coba BDS pola kerja 
sama dengan pihak ketiga atau ILAP, yaitu: KPP Pratama Palembang 
Ilir Barat, KPP Pratama Bukittinggi, KPP Pratama Ciamis, KPP 
Pratama Bekasi Utara, KPP Pratama Batang, KPP Pratama Tegal, KPP 
Pratama Pekalongan, KPP Pratama Semarang Candisari, KPP 
Pratama Yogyakarata, KPP Pratama Surabaya Wonocolo, KPP 
Pratama Samaranda Ilir, KPP Pratama Pangkalanbun, KPP Pratama 
Manado, KPP Pratama Gianyar, dan KPP Pratama Kupang. 


Pelaksanaan Program BDS di Beberapa KPP 

Pelaksanaan Program BDS termasuk salah satu program penyuluhan 
pajak yang dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan pada 
beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Pelaksanaan 
program BDS telah diimbau untuk dilakukan secara nasional oleh 
seluruh KPP Pratama di Indonesia sejak tahun 2016. Program BDS ini 
dilaksanakan minimal dua kali dalam satu tahun anggaran. Pedoman 
pelaksanannya dibagi dalam beberapa tahap yakni tahap persiapan, 
pelaksanaan, tindak lanjut, pelaporan, monitoring dan evaluasi. 


1. Tahap Persiapan 


Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan sebagai pelaksana program BDS 
melakukan pemetaan terhadap wajib pajak UMKM berdasarkan 
potensi ekonomi UMKM di wilayah kerja KPP masing-masing. 
Riyanto (2019) menyatakan bahwa Seksi Ekstensifikasi dan 
Penyuluhan pada KPP Pratama Bandung Cibeunying telah 
melakukan pemetaan terhadap wajib pajak UMKM di wilayahnya. 
Total wajib pajak UMKM yang telah dilakukan pemetaan berjumlah 
32.055 wajib pajak. Hal berbeda disampaikan oleh Putri (2019) yang 
menyebutkan bahwa Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di KPP 
Pratama Bandung Bojanegara belum melakukan pemetaan terhadap 
wajib pajak UMKM di wilayah kerjanya. Hal yang sama juga 
diungkapkan oleh Widati (2019), Seksi Ekstensifikasi di KPP Pratama 
Temanggung juga belum melakukan pemetaan terhadap wajib pajak 
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UMKM di wilayah kerjanya. Lebih lanjut Widati (2019) menuturkan 
hal itu dikarenakan pemetaan wajib pajak UMKM telah dilakukan 
oleh tiap Account Representative (AR) di masing-masing wilayah 
kerja. Oleh karena itu, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan tidak 
secara khusus melakukan pemetaan kepada wajib pajak UMKM. 
Utomo, dkk (2019) menerangkan bahwa pihak KPP Pratama Pondok 
Aren melakukan dialog langsung dengan anggota dari Komunitas 
UMKM Sahabat Pajak (USP) sebagai tahap pemetaan kebutuhan 
pembinaan. Program BDS nantinya akan menyesuaikan dengan 
kebutuhan UMKM yang tergabung dalam komunitas USP. 


Proses selanjutnya dalam tahap persiapan BDS adalah pihak KPP 
dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam 
menyelenggarakan pembinaan UMKM. Riyanto (2019) menyebutkan 
bahwa pihak KPP Pratama Bandung Cibeunying telah menjalin kerja 
sama dengan beberapa pihak diantaranya adalah Himpunan 
Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), pihak Kecamatan Bandung 
Wetan, dan Manajemen Bandung Electronic Center. Hal senada juga 
diungkapkan oleh Putri (2019) dan Widati (2019). Putri (2019) 
menjelaskan bahwa pihak KPP Pratama Bandung Bojanegara telah 
menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yakni Koperasi 
Pemberdayaan Daarut Tauhid dan DT Peduli, Kecamatan Sukarasa, 
Kecamatan Cicendo, dan Pihak Rumah Kreatif BUMN BRI Kota 
Bandung. Selain itu Pihak KPP juga melakukan sinergi dengan KPP 
lain dalam lingkup Bandung Raya untuk menyelenggarakan “UMKM” 
Award yang merupakan bentuk kerja sama banyak pihak yaitu 
Kantor Wilayah Jawa Barat 1, Dinas Koperasi dan UMKM Kota 
Bandung dan lembaga perbankan. Widati (2019) menyebutkan 
bahwa KPP Pratama Temanggung juga menjalin kerja sama dengan 
pihak ketiga yaitu Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi 
Perpajakan (KP2KP) Wonosobo, Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi, dan UMKM Kabupaten Temanggung dan Kabupaten 
Wonosobo. Utomo, dkk (2019) menerangkan bahwa pihak KPP 
Pratama Pondok Aren melakukan sinergi dengan komunitas USP 
dengan turut melibatkan komunitas tersebut dalam persiapan dan 
perencanaan program BDS. Pihak komunitas turut andil dalam 
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menyusun rencana kegiatan BDS seperti penentuan tema hingga 
narasumber. 


Proses terakhir dalam tahap persiapan adalah menyusun rencana 
kegiatan penyuluhan beserta rencana materi program BDS. Pada 
proses ini Riyanto (2019) menjelaskan bahwa pegawai Seksi 
Ekstensifikasi dan Penyuluhan dari KPP Pratama Bandung 
Cibeunying telah melakukan penyusunan rencana kegiatan Business 
Development Services sebelum melaksanakan kegiatan tersebut. Hal 
senada juga diungkapkan oleh Putri (2019) yang menjelaskan bahwa 
sebelum dilaksanakan, pogram BDS terlebih dahulu direncanakan 
dalam perencanaan penyuluhan yang akan diselenggarakan selama 
satu tahun anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Perencanaan tersebut dicantumkan dalam laporan kegiatan 
penyuluhan pada Aplikasi Pengawasan dan Kegiatan Penyuluhan 
pihak KPP Pratama Bandung Bojanegara. Utomo, dkk (2019) dan 
Widati (2019) juga menuturkan hal yang sama, Seksi Ekstensifikasi 
dan Penyuluhan pada pihak KPP telah melakukan penyusunan 
rencana kegiatan dan materi dalam program BDS yang akan 
diselenggarakan. 


2. Tahap Pelaksanaan 


Riyanto (2019) menjelaskan bahwa sejak tahun 2017, KPP Pratama 
Bandung Cibeunying sudah melakukan program BDS sebanyak tiga 
kali. Rincian pelaksanaan program BDS di KPP Pratama Bandung 
Cibeunying, yaitu: 


a. Strategi Pengembangan Usaha di Era E-Commerce 
Program BDS ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2018 yang 
berlokasi di Bandung Electronic Center (BEC). BDS pertama ini 
bekerja sama langsung dengan manajemen atau pengelola dari 
Bandung Electronic Center (BEC) dan Himpunan Pengusaha Muda 
Indonesia (HIPMI). Pada kegiatan ini, peserta yang hadir 
berjumlah 44 orang yang merupakan beberapa pemilik usaha di 
BEC. Pemateri dalam kegiatan ini adalah Bapak Novi Setia Nurviat 
yang merupakan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 
(HIPMI) Peduli Jabar, sedangkan materi terkait perpajakan 
disampaikan oleh Bapak Adang Kusmayadi yang merupakan salah 
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satu account representative dari Seksi Pengawasan Dan Konsultasi 
II. Materi dalam kegiatan ini berupa pemanfaatan media e- 
commerce dalam mengembangkan UMKM dan materi 
penghitungan omset dan pajak, pembukuan, serta pencatatan 
keuangan UMKM. 


b. Strategi Meningkatkan Peredaran Usaha di Era Digital 
Program BDS kedua ini dilaksanakan pada 9 Agustus 2018 dan 
berlokasi di aula Kecamatan Bandung Wetan. Pemateri dalam 
kegiatan BDS kedua ini adalah Bapak Surya Batara Kartika yang 
merupakan anggota dari HIPMI Kota Bandung dan Bapak Sony 
Romadoni yang merupakan account representative dari Seksi 
Pengawasan Dan Konsultasi III. Materi dalam kegiatan ini berupa 
kiat-kiat dalam meningkatkan omset menggunakan media e- 
commerce serta sosialisasi PP 23 tahun 2018 tentang penurunan 
tarif pajak final bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto 
tertentu. Peserta yang hadir berjumlah 53 orang (33 undangan 
dan 20 UMKM lainnya). Kegiatan BDS kedua ini bekerja sama 
dengan pihak Kecamatan Bandung Wetan dan HIPMI. 


c. Penghargaan UMKM Award 

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 19 dan 20 Oktober 2018 
dengan bentuk talkshow dengan pemateri dari Dinas Koperasi dan 
UMKM Kota Bandung, Perwakilan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 
1 Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Perwakilan 
Universitas Padjajaran dan Bank BJB. Fokus dalam kegiatan ini 
adalah penganugerahan UMKM Award kepada UMKM yang telah 
berkontribusi besar dalam penerimaan pajak. Pada kegiatan ini 
juga dilaksanakan bazaar produk UMKM bagi para peserta UMKM 
yang hadir. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilah KPP 
Pratama dalam lingkup Bandung Raya yang membuka booth 
konsultasi perpajakan. 


Putri (2019) menjelaskan bahwa KPP Pratama Bandung Bojanegara 
telah melakukan BDS sebanyak 4 kali dengan rincian pada tahun 
2017 dilakukan program BDS sebanyak 1 kali dan pada tahun 2018 
dilakukan program BDS sebanyak 3 kali. Rincian program BDS 
tersebut, yaitu: 
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a. Pelatihan Kewirausahaan 
Program BDS pertama yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung 
Bojanegara dengan judul “Seminar Pengembangan Usaha”. Pada 
BDS ini disampaikan pengetahuan mengenai manajemen usaha 
dan kewajiban perpajakan bagi UMKM. Acara berlokasi di aula 
Kecamatan Sukarasa pada 12 September 2017 dan dihadiri oleh 
41 orang peserta. 


b. Parenting era Digital dan Pengenalan Aspek Perpajakan PP 23 

Program BDS kedua ini berlokasi di Aula Gedung Serbaguna RW 
14 pada tanggal 31 Juli 2018. Kegiatan BDS ini bekerja sama 
dengan Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhid (KOPMU- 
DT) dan DT Peduli. Pada BDS ini disampaikan pengetahuan 
tentang parenting untuk mengatasi kecanduan gawai pada anak 
dan sosialisasi PP 23 tahun 2018. Peserta yang hadir berjumlah 
40 orang yakni para anggota dari KOPMU-DT. 


c. Penghargaan UMKM Award 
Pelaksanaan BDS ini merupakan kegiatan yang sama dalam 
pembasahan sebelumnya milik Riyanto (2019). 


d. Aplikasi Akuntansi Berbasis Android 

Kegiatan BDS ini merupakan kerja sama antara pihak KPP dan 
Bank BRI melalui Rumah Kreatif BUMN (RKB) yang dikelolanya. 
Selain itu, pihak KPP dan RKB juga menggandeng Kecamatan 
Cicendo yang dijadikan lokasi pembinaan UMKM kali ini. Acara ini 
dilakukan pada tanggal 19 Desember 2018 dengan pemberian 
materi tentang tata cara penggunaan aplikasi akuntansi berbasis 
android yang dapet memudahkan pencatatan atau pembukuan 
keuangan UMKM. Program BDS ini dihadiri oleh 44 peserta yang 
merupakan UMKM yang berada di sekitar wilayah Kecamatan 
Cicendo. 


Widati (2019) menuturkan bahwa KPP Pratama Temanggung telah 
melaksanakan program BDS sebanyak tiga kali dengan rincian 
kegiatan sebagai berikut: 


a. Seminar UMKM Ke-1 
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Program BDS yang pertama dilakukan dengan konsep seminar di 
bulan Oktober 2017. Tema pada BDS kali ini adalah “Kiat Jitu 
Omzet Berlipat Hidup Jadi Nikmat”. Pada BDS ini para peserta 
yang hadir diberikan pengetahuan tentang kiat-kiat peningkatan 
omset usaha dengan memanfaatkan media sosial yang dimiliki 
serta pengetahuan tentang kewajiban perpajakan bagi UMKM. 
Narasumber dari kegiatan ini adalah Bapak Saptuari Sugiharto 
yang berasal dari kalangan pengusaha dan salah satu Account 
Representative di seksi pengawasan dan konsultasi KPP Pratama 
Temanggung. Peserta yang hadir pada pelatihan ini berjumlah 
165 orang yang merupakan UMKM di wilayah Kabupaten 
Temanggung 


b. Seminar UMKM Ke-2 

Program BDS yang kedua ini dilaksanakan pada bulan Agustus 
2018 dan berlokasi di Hotel Kresna Wonosobo. Tema BDS ini 
adalah “Bisnis Berkah Rejeki Berlimpah” dengan fokus materi 
motivasi dan sharing session tentang pengalaman narasumber 
dalam membangun usahanya. Narasumber juga mengingatkan 
kepada para peserta untuk selalu menjalankan kewajiban 
perpajakannya sebagai bentuk sedekah kepada negara. Pihak KPP 
juga turut melakukan sosialisasi PP 23 Tahun 2018 kepada para 
peserta yang hadir. Peserta BDS kali ini berjumlah 104 peserta 
yang merupakan UMKM di sekitar Kabupaten Wonosobo. 


c. Festival Kopi 

Hal yang berbeda dilakukan oleh KPP Pratama Temanggung 
dengan mengadakan sebuah Festival Kopi Temanggung. Kegiatan 
ini dilakukan pada tanggal 28 September hingga 1 Oktober 2018 
berlokasi di Gedung Pemuda Temanggung. Dalam program BDS 
ini juga diadakan sharing session dengan pelaku usaha di bidang 
kopi dan sedikit disisipkan materi perpajakan. Pemateri kali ini 
berasal dai tim penyuluh KPP Pratama Temanggung yaitu Bapak 
Setyo Budi, Winarko, Candra Wibisono, dan Agus Setiawan. 
Pelaksanaan BDS ini dihadiri oleh 42 orang peserta yang sebagian 
besar merupakan pengusaha di sektor kopi. 


Utomo, dkk (2019) menjelaskan bahwa KPP Pratama Pondok Aren 
telah melaksanakan enam kali program pengembangan usaha UMKM 
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atau BDS sejak tahun 2016 hingga 2019. Program-program tersebut 
yaitu: 


a. 


Pada bulan Agustus 2016 dilaksanakan program BDS dengan 
memberikan pelatihan berupa kiat-kiat dalam melakukan 
pemasaran secara online. Narasumber dalam kegiatan ini adalah 
Bapak Kuntowiyoga yang merupakan salah satu orang yang 
berpengalaman dalam bidang marketing online. Fokus dalam 
pelatihan ini adalah mengubah toko yang masih tradisional 
menjadi toko online yang mudah diakses oleh siapapun sehingga 
dapat meningkatkan omset penjualan para pelaku UMKM. 


. Pada bulan September 2016 dilakukan program BDS dengan tema 


berupa “Optimalisasi Facebook dan Instagram untuk 
meningkatkan bisnis”. Pada program kali ini peserta pelaku 
UMKM akan diberikan pengetahuan tentang tata cara berjualan 
melalui media sosial Facebook dan Instagram. Pemberi materi 
pada kegiatan ini adalah Bapak Dicky Sukmana yang berasal dari 
kalangan pebisnis. 

Pelaksanaan BDS ketiga dilaksanakan pada bulan November 2016 
dengan narasumber Bapak Ridwan Abadi. Pada pelatihan kali ini, 
narasumber memberikan paparan mengenai pengetahuan 
diagnostic kinerja keuangan yang berfokus pada mengetahui cara 
mengukur kesehatan keuangan usaha. 


. Pelaksanaan BDS yang keempat diadakan dalam bentuk bazaar 


UMKM yang merupakan bentuk kolaborasi antara komunitas 
UMKM Sahabat Pajak (USP) dengan KPP Pratama Pondok Aren. 
Pada bazaar UMKM ini para peserta memperkenalkan dan 
menjual produk mereka masing-masing kepada para pengunjung 
KPP Pratama yang sedang melakukan pelaporan SPT Tahunan 
Orang Pribadi. 

Pada bulan Maret 2018 dilaksanakan program BDS bekerja sama 
dengan salah satu dosen Politeknik Keuangan Negara STAN yakni 
Ibu Khusnaeni yang menjadi penyampai materi. Materi yang 
disampaikan adalah pelatihan mengenai penggunaan aplikasi 
akuntansi bagi para pelaku UMKM. Dalam pelatihan ini para 
pelaku UMKM melakukan praktik pembuatan laporan keuangan 
secara sederhana. 

Program BDS selanjutnya dilaksanakan pada bulan April 2019 
dengan materi berupa pengenalan aplikasi kasir digital dan solusi 
pembiayaan usaha bagi para pelaku UMKM. Pada pelatihan ini 


287 


para peserta diberikan pengetahuan mengenai penggunaan 
aplikasi kasir dan tata cara pengajuan kredit pinjaman ke bank. 
Narasumber pada pelatihan ini adalah pemasar aplikasi dan pihak 
perwakilan dari Bank UOB. 
3. Tahap Tindak Lanjut 
Riyanto (2019) menjelaskan bahwa setelah pelaksanaan BDS, pihak 
KPP Pratama Bandung Cibeunying melakukan pengelolaan terhadap 
database wajib pajak peserta BDS yang akan digunakan sebagai 
bentuk pembinaan dan pengawasan lebih lanjut. Hal senada juga 
diungkapkan oleh Putri (2019) yang menuturkan bahwa pihak KPP 
menindaklanjuti BDS dengan mengelola database peserta BDS dan 
menyediakan layanan asistensi dan informasi pajak kepada pelaku 
UMKM serta pengawasan dan konsultasi perpajakan bagi wajib pajak 
UMKM. Database yang dikelola oleh KPP tersebut kurang lebih berisi 
nama, Nomor Induk Kependudukan, NPWP, nomor telepon, e-mail, 
dan data usaha yaitu jenis usaha, merek dagang, dan tempat usaha. 
Selain itu, Utomo, dkk (2019) menerangkan bahwa tahap tindak 
lanjut dilakukan KPP dengan memilah daftar presensi peserta 
program BDS. Di dalam daftar presensi tersebut memuat data UMKM 
para peserta BDS. Kemudian dari data tersebut diolah dan 
ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi, 
misalnya bagi UMKM yang belum ber-NPWP maka dilakukan 
pemberian NPWP dan bagi UMKM yang sudah ber-NPWP akan 
dilakukan pengawasan dan konsultasi lebih lanjut. Namun, hal 
berbeda diungkapkan oleh Widati (2019) yang menuturkan bahwa 
pihak KPP Pratama Temanggung belum membuat dan mengelola 
database UMKM peserta BDS. Hal tersebut dikarenakan database 
wajib pajak UMKM termasuk peserta BDS akan langsung dikelola 
dalam masterfile milik KPP Pratama Temanggung sehingga tidak 
dikhususkan saja untuk program BDS. Pihak KPP juga memberikan 
layanan asistensi dan informasi bagi wajib pajak baru serta 
pengawasan dan konsultasi bagi wajib pajak terdaftar. 


4. Tahap Pelaporan 

Riyanto (2019) menuturkan bahwa pihak KPP Pratama Bandung 
Cibeunying akan membuat laporan pelaksanaan BDS dengan 
mengelola database wajib pajak peserta BDS. Putri (2019) 
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mengungkapkan bahwa tahap pelaporan BDS tahun 2018 memiliki 
perbedaan format dengan pelaporan tahun sebelumnya. Hal tersebut 
dikarenakan dikeluarkannya surat edaran Dirjen Pajak nomor SE- 
13/PJ/2018 sebagai pedoman pelaksanaan BDS. Lebih lanjut 
menurut Putri (2019) Pelaporan BDS di KPP Pratama Bandung 
Bojanegara belum sesuai dengan ketentuan pada surat edaran 
tersebut. Akan tetapi pihak Kanwil DJP Jawa Barat I masih 
memberikan kelonggaran kepada pihak KPP dengan pertimbangan 
bahwa pelaksanaan BDS ini merupakan program baru dan masih 
dalam tahap penyesuaian. Sedangkan Widati (2019) menuturkan 
bahwa pada tahap ini, pihak KPP telah melakukan pelaporan pada 
aplikasi penyuluhan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Pelaporan tersebut berupa perekaman atas jumlah kehadiran 
peserta BDS. Utomo, dkk (2019) menerangkan bahwa pada tahap ini, 
pihak KPP mengirimkan laporan kepada pihak Kanwil DJP tempat 
KPP berada. Laporan tersebut berisi tanggal dan tempat pelaksanaan 
BDS, tema kegiatan, data peserta serta ringkasan kegiatan. Laporan 
tersebut disampaikan melalui sistem aplikasi penyuluhan yang 
disediakan oleh Kantor Pusat DJP. 


5. Tahap Monitoring dan Evaluasi 

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pihak Kantor Wilayah 
tempat KPP Pratama berada khususnya oleh Bidang Pendaftaran, 
Ekstensifikasi, dan Penilaian bersama dengan Bidang Penyuluhan, 
Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. 


Skema dan Peran Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan BDS 

Di dalam pelaksanaan program BDS pada beberapa KPP yang telah 
disebutkan sebelumnya terdapat beberapa kendala atau hambatan 
yang mengganggu pelaksanaan BDS. Widati (2019) mengungkapkan 
ada beberapa kendala yang dihadapi KPP dalam melaksanakan BDS 
khususnya pada tahap persiapan. Kendala tersebut diantaranya 
terbatasnya SDM sehingga menyebabkan beban kerja Seksi 
Ekstensifikasi dan Penyuluhan menjadi sangat besar, keterbatasan 
waktu dikarenakan pada awal tahun KPP disibukkan dengan 
pelaporan SPT tahunan, hingga terbatasnya anggaran penyuluhan. 
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Pernyataan tersebut juga didukung oleh Putri (2019. Widati (2019), 
Putri (2019), dan Riyanto (2019) menuturkan bahwa KPP juga 
mengalami kesulitan dalam menentukan peserta yang sesuai dengan 
harapan dari program BDS. Pihak KPP mengharapkan para UMKM 
yang telah mengikuti BDS dapat mengajak UMKM lainnya untuk ikut 
berpartisipasi, namun pada kenyataannya hal tersebut sulit 
terealisasi. Lebih lanjut Riyanto (2019) mengungkapkan pihak KPP 
juga menemui kendala dalam penentuan waktu dan tempat 
pelaksanaan BDS serta kurangnya antusiasme peserta dalam 
mengikuti BDS. 


Pelaksanaan program BDS berkaitan erat dengan pihak ketiga. Hal 
tersebut dikarenakan program BDS sendiri memiliki tujuan untuk 
membina UMKM agar bisa “naik level”. Pembinaan UMKM tersebut 
tidak mungkin dapat dilakukan oleh DJP sendiri dikarenakan hal 
tersebut bukanlah core bisnis dari DJP. Oleh karena itu, DJP kemudian 
berinisiatif dengan menggandeng beberapa program pembinaan 
yang telah dilakukan oleh pihak lain, seperti contohnya Rumah 
Kreatif BUMN (RKB), Komunitas wirausaha, SKPD terkait UMKM, dll. 
Kendala atau hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program 
BDS dapat diatasi dengan melakukan sinergi antara pihak KPP 
dengan pihak ketiga yang berfokus pada pengembangan UMKM. 
Menurut Putri (2019), sinergi dengan pihak ketiga dapat 
memudahkan pihak KPP dalam melakukan pembinaan terhadap 
UMKM. Pihak KPP dapat berfokus pada penyuluhan dan pengawasan 
perpajakan UMKM sedangkan pihak ketiga melakukan pembinaan 
UMKM. Widati (2019) menuturkan bentuk reward yang diberikan 
kepada pihak ketiga dapat berupa honor narasumber. Selain itu, 
ketika melakukan sinergi dengan pihak ketiga, KPP dapat meminta 
data UMKM yang berada di wilayah kerjanya. Salah satu KPP yang 
sudah lama menjalin sinergi dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan 
penyuluhan pajak khususnya BDS adalah KPP Pratama Pondok Aren. 
Pada pertengahan tahun 2016 pihak KPP melakukan pendekatan 
kepada UMKM dengan membentuk Komunitas UMKM Sahabat Pajak 
(USP). Menurut Amanda (2018) pihak KPP Pratama Pondok Aren 
ingin melakukan penyuluhan by community yang kemudian menjadi 
dasar pembentukan komunitas USP tersebut. Rizkianto (2018) 
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menambahkan bahwa pembentukan Komunitas USP tersebut 
bekerja sama dengan Politeknik Keuangan Negara STAN. Komunitas 
USP tersebut merupakan salah satu program unggulan dari KPP 
Pratama Pondok Aren dan menjadi inovasi baru dalam bidang 
penyuluhan pajak. Komunitas tersebut menjadi wadah bagi para 
pelaku UMKM di wilayah sekitar Tangeran Selatan untuk dapat 
berkumpul dan bertukar ilmu tentang dunia kewirausahaan. 


Skema atau mekanisme dalam pelaksanaan program BDS yang 
bekerja sama dengan pihak ketiga berbeda dengan yang dilakukan 
independen oleh pihak KPP. Perbedaan yang paling mencolok adalah 
pada tahap persiapan dan pelaksanaan program BDS. Widati (2019) 
mengungkapkan gambaran skema flowchart tahap persiapan BDS 
yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Pada flowchart tersebut 
ketika pihak KPP ingin melaksanakan program BDS maka Kepala KPP 
menugaskan Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk 
menyusun dan menentukan bentuk program BDS yang akan dibuat. 
Kemudian Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 
mempertimbangkan apakah program BDS akan dilakukan secara 
independen atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Apabila program 
BDS dilakukan secara independen maka tahap persiapan selanjutnya 
dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila program 
BDS dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga maka Kepala Seksi 
Ekstensifikasi dan Penyuluhan menugaskan pelaksana di seksinya 
untuk membuat surat kerja sama. Surat kerja sama tersebut 
kemudian ditandatangani dan disetujui oleh Kepala KPP untuk 
kemudian disampaikan kepada pihak ketiga. Kemudian Kepala Seksi 
Ekstensifikasi dan Penyuluhan menugaskan pelaksana di seksinya 
untuk membuat rencana kerja dan materi BDS. Penyusunan rencana 
dan materi tersebut tentunya juga bersinergi dengan pihak ketiga 
yang bekerja sama. Setelah pelaksana selesai menyusun rencana 
kerja dan materi program BDS, maka Kepala Seksi Ekstensifikasi dan 
Penyuluhan meneliti rencana kerja dan materi tersebut kemudian 
memberikan paraf. Rencana kerja dan materi program BDS tersebut 
kemudian disampaikan kepada Kepala KPP untuk diteliti, disetujui 
dan kemudian ditandatangani. Setelah Kepala KPP menandatangani 
rencana kerja dan materi BDS maka langkah selanjutnya adalah 
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tahap pelaksanaan BDS. Widati (2019) mengungkapkan gambaran 
skema flowchart tahap selanjutnya yakni tahap pelaksanaan BDS 
yang bekerja sama dengan pihak ketiga. 


Pada tahap pelaksanaan BDS, Kepala KPP menugaskan Kepala Seksi 
Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk melaksanakan program BDS. 
Kemudian Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menentukan 
tahapan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat pada 
tahap persiapan sebelumnya. Apabila pada tahap persiapan 
sebelumnya program BDS akan dilakukan secara independen maka 
Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menugaskan pelaksana 
di seksinya untuk melanjutkan ke tahap pelaksanaan selanjutnya 
sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Namun, apabila pada tahap 
persiapan diputuskan bahwa program BDS akan bekerja sama 
dengan pihak ketiga maka Kepala Seksi Ekstensifikasi dan 
Penyuluhan menugaskan pelaksana untuk memberikan materi atau 
edukasi tentang perpajakan pada kegiatan BDS yang diselenggarakan 
oleh pihak ketiga tersebut. Setelah selesai pelaksanaan maka dapat 
dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya yaitu tindak lanjut, 
pelaporan, serta monitoring dan evaluasi mengikuti petunjuk 
pelaksanaan yang telah ditentukan. Dengan menggandeng pihak 
ketiga, pihak KPP merasa sangat terbantu dan dimudahkan dalam 
proses pelaksanaan program BDS dari awal hingga akhir. Sinergi 
yang telah dibangun DJP dengan beberapa Instansi Pemerintah, 
Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP) merupakan sebuah langkah 
yang tepat dalam menyukseskan program BDS kedepannya. DJP 
berharap dengan sinergi tersebut, tujuan pelaksanaan BDS dapat 
tercapai serta para pelaku UMKM dapat “naik kelas” dan mampu 
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa 
depan. 


REFERENSI 


Amanda, Shally Tria. (2019). Tinjauan Pelaksanaan Program Business 
Development Services Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama 


292 


Bunga Rampai | KEUANGAN NEGARA 2020 


Pondok Aren. Tangerang Selatan, Banten, Indonesia: Politeknik 
Keuangan Negara STAN. 


Badan Pusat Statistik (BPS). Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 
Tahun 2010. 


Direktorat Jenderal Pajak. 2017. Laporan Tahunan 2016 Direktorat Jenderal 
Pajak. 


Direktorat Jenderal Pajak. 2018. Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal 
Pajak. 


Direktorat Jenderal Pajak. 2019. Laporan Tahunan 2018 Direktorat Jenderal 
Pajak. 


Kementerian Koperasi dan UKM RI. 2019. Perkembangan Data Usaha Mikro, 
Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017 - 2018. 


Lathifa, Dina. (2019). “Meninjau Perkembangan UMKM di Indonesia, 


Bagaimana Kondisinya?”. https://www.online- 
pajak.com/perkembangan-umkm-di-indonesia (diakses pada tanggal 2 
Juni 2020) 


Putri, Angela Rusella. (2019). Tinjauan Pelaksanaan Program Business 
Development Services (BDS) di KPP Pratama Bandung Bojanegara 
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia:. Politeknik Keuangan Negara 
STAN. 


Riyanto, Desembri Anugrahini. (2019). Tinjauan atas Pelaksanaan Business 
Development Services dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib 
Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KPP Pratama Bandung 
Cibeunying. Tangerang Selatan, Banten, Indonesia: Politeknik Keuangan 
Negara STAN. 


Rizkianto. (2018). Tinjaun Peran Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dalam 
Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak melalui Pembinaan UMKM 
Sahabat Pajak di KPP Pratama Pondok Aren. Tangerang Selatan, Banten, 
Indonesia: Politeknik Keuangan Negara STAN. 


Situmorang, Rohana (2009). Pengaruh Peran Business Development Service 
(BDS) Terhadap Pendapatan Pengusaha Pertenunan Di Kota 
Pematangsiantar. Medan, Indonesia: Universitas Sumatra Utara. 


Utomo, Rachmad, Kuwat Slamet, Sopian. (2019).Partisipasi Masyarakat 
Bisnis Dalam Program Business Development Services UMKM yang 


293 


Diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak dari Perspektif New Public 
Services (Studi Pemicu dari Kantor Pelayanan Pajak Pondok Aren) 
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia: Politeknik Keuangan Negara 
STAN. 


Widati, Rachmasari. (2019). Tinjauan Pelaksanaan Program Business 
Development Services (BDS) di Lingkup KPP Pratama Temanggung. 
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia: Politeknik Keuangan Negara 
STAN. 


Dokumen publik dan sumber-sumber lain 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, tentang 
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau 
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 


Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 
Indonesia Nomor 02/PER/M.KUKM/I1/2018 tentang Pedoman 
Pemberdayaan Business Development Services-Provider (BDS-P) Untuk 
Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) 


Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015, Tentang 
Rencana Strategis DJP Tahun 2015-2019. 


Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 284/PJ.13/2016, Tentang 
Pelaksanaan Pembinaan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 
Melalui Program Business Development Services (BDS). 


Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 13/PJ/2018, tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Program Business Development Services (BDS). 


294 


Bunga Rampai | KEUANGAN NEGARA 2020 


Adaptasi Unit Audit Intern di Era 
Digital 
Oleh Syanni Yustiani 


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adaptasi/respon 
yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian 
Keuangan sebagai dampak dari otomasi proses bisnis di 
Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian studi kasus, pengumpulan 
data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara atas 
narasumber kunci yang terdiri dari pihak regulator, asosiasi 
profesi, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pemeriksa Keuangan 
dan Inspektorat Jenderal. Adaptasi yang dilakukan Inspektorat 
Jenderal dengan melakukan perubahan paradigma, metode dan 
teknik audit serta penambahan struktur baru yaitu unit Audit 
Teknologi Informasi. 


Otomasi proses bisnis telah dilakukan selama berabad-abad, dimulai 
jauh sebelum adanya revolusi industri pertama dengan 
ditemukannya mesin uap pada tahun 1775. Proses otomasi proses 
bisnis yang dapat diidentifikasi pertama kali dilakukan oleh William 
Lee pada Tahun 1580 dengan menciptakan mesin mekanik pembuat 
kaos kaki pertama (Easton, Carrodus, Delaney, McArthur, and Smith, 
2013). Otomasi digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan 
performa perusahaan dengan mengurangi kesalahan dan 
meningkatkan kecepatan dan kualitas pekerjaan (Mckinsey, 2017). 
bagi pimpinan, proses otomasi membantu menyediakan data akurat 
bagi proses pengambilan keputusan (A,2018). Penggunaan teknologi 
informasi dalam sebuah perusahaan mengalami evolusi dimulai 
dengan implementasi teknologi di tahap awal, biasanya dalam 
bentuk merapikan data-data di level transaksional, setelah dianggap 
memadai berikutnya adalah penerapan mekanisme pengawasan 
lewat visualisasi (dashboard), tahap berikutnya adalah analisis atas 
data-data yang dimiliki oleh perusahaan untuk memberikan nilai 
tambah baru bagi perusahaan (data analytics) (A, 2018). 
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Perekayasaan ulang dan simplifikasi proses bisnis sebagai akibat 
otomasi menimbulkan ancaman tersendiri bagi kelangsungan 
beberapa jenis pekerjaan terutama pekerjaan yang bersifat 
administratif. Frey dan Osborne (2013) mengadakan penelitian 
mengenai pekerjaan-pekerjaan yang diproyeksikan akan digantikan 
oleh komputer. Akuntan dan Auditor memiliki kerawanan yang 
sangat tinggi dengan kemungkinan 94» tugas-tugasnya akan 
digantikan oleh komputer pada dua dekade mendatang (Frey dan 
Osborne, 2013). Perubahan proses bisnis akan mengubah peta risiko 
perusahaan dan menuntut perubahan internal yang belum pernah 
terjadi sebelumnya (The Institute of Internal Auditors, 2017a). 


Penerapan teknologi dalam perusahaan bervariasi mulai dari 
penggunaan perangkat keras beberapa komputer yang terhubung 
pada jaringan hingga penggunaan multitera mainframe dan 
penggunaan perangkat lunak yang bervariasi mulai dari sistem 
akuntansi sederhana sampai dengan rantai pasokan terintegrasi 
hingga solusi perdagangan berbasis elektronik (The Institute of 
Internal Auditors, 2014). Parker (2001) menyatakan bahwa 
interkonektivitas dari lingkungan e-commerce meningkatkan ruang 
lingkup dan dampak dari risiko yang dihadapi oleh organisasi berupa 
virus komputer, akses dari pihak yang tidak berhak, hackers, 
kegagalan transaksi, spoofing, hijacking, worms, DOS attacks (The 
Institute of Internal Auditors, 2014). Davis dan Hamilton (1993) 
menyatakan dalam penyusunan strategi organisasi teknologi 
informasi memiliki peran yang sangat penting karena teknologi 
informasi dapat secara langsung mempengaruhi apa yang dilakukan 
organisasi, bagaimana sebuah organisasi beroperasi dan bagaimana 
organisasi berinteraksi dengan konsumen sehingga menentukan 
posisinya dalam peta persaingan. 


Vowler (2003) menyatakan bahwa faktor kunci yang 
mendasari kebutuhan tata kelola yang lebih baik karena 
impelementasi teknologi informasi telah — meningkatkan 
ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dalam melaksanakan 
proses bisnis dan aktivitas dengan baik. Penerapan teknologi 
informasi tidak hanya merubah proses bisnis organisasi juga 
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meningkatkan risiko dan kebutuhan akan pengendalian untuk 
memitigasi risiko tersebut. Vowler (2003) menyatakan peningkatan 
risiko timbul diakibatkan ketidakmampuan organisasi untuk 
melanjukan bisnis jika sistem tidak berjalan dengan baik dan 
penggunaan teknologi untuk berhubungan secara global dengan 
entitas eksternal (Ramamoorti dan Weidenmier, 2004). 


Pengaruh informasi teknologi terhadap struktur dan praktik dari 
banyak profesi telah diketahui sejak lama (Elbardan dan Kholeif, 
2017). Dalam kelompok profesi, perkembangan terbaru dalam 
teknologi informasi telah mempengaruhi perkembangan profesi 
yang ada (Walsham, 1998). Perkembangan teknologi informasi telah 
memotivasi perubahan dalam cara kerja kelompok profesi dalam 
organisasi hal ini dikarenakan legitimasi mereka akan terancam 
disaat mereka tidak bisa beradaptasi (Elbardan dan Kholeif, 2017). 


Dalam rangka memahami bagaimana tekanan institusional 
membentuk fungsi audit internal maka sangat penting untuk kita 
mengetahui bagaimana perkembangan dari fungsi audit internal 
(Utami, 2016). Kebutuhan atas jasa audit internal maupun eksternal 
timbul akibat adanya kebutuhan atas verifikator independen untuk 
mengurangi kesalahan pencatatan, penyalahgunaan aset dan fraud 
dalam organisasi laba maupun nirlaba (Ramamoorti, 2003). Efek 
kolektif dari meningkatnya kompleksitas dan volume transaksi, 
jauhnya jarak antara pemilik/manajer ("pelaku") dari sumber 
transaksi dan adanya potensi bias dari pihak pembuat laporan 
(“agen”), menimbulkan kebutuhan atas keahlian teknis (akuntansi) 
untuk mereviu dan meringkas aktivitas bisnis, kebutuhan akan status 
organisasi untuk memastikan independensi dan objektivitas, serta 
kebutuhan adanya prosedur yang diperlukan untuk menjadi "mata 
dan telinga" manajemen. Semua hal tersebut berkontribusi pada 
penciptaan departemen audit internal dalam sebuah organisasi. 
Dimulai sebagai fungsi bisnis internal yang terutama difokuskan 
pada perlindungan terhadap penipuan dalam sistem penggajian, 
pencurian uang tunai, dan aset lainnya, ruang lingkup audit internal 
dengan cepat diperluas menjadi verifikasi hampir semua transaksi 
keuangan, secara bertahap berpindah dari audit for management 
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menjadi audit of management (Ramamoorti, 2003). Kegiatan 
tersebut bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan 
memperbaiki tata kelola, manajemen risiko dan sistem pengendalian 
dalam organisasi tanpa menggunakan asumsi tanggungjawab 
manajemen (The Institute of Internal Auditors, 2013). 


The Institute of Internal Auditors mengadakan survei mengenai 
kemampuan yang harus dimiliki oleh auditor berdasarkan persepsi 
dari pimpinan fungsi audit internal di Indonesia, hasilnya adalah 
terdapat pergeseran peta kemampuan tersebut. Di masa lampau 
kemampuan yang disyaratkan pertama berupa hardskill akuntansi 
keuangan. Tetapi berdasarkan survei tersebut, kemampuan yang 
paling dibutuhkan oleh auditor bergeser ke area soft skill yaitu 
kemampuan komunikasi dan analisis data baru bawahnya muncul 
kemampuan akuntansi dan audit forensik (2017b). 


Avgerou (2000) mendefinisikan konsep institusi sebagai berikut 
“The concept of institution has a broad sense in institutionalist theory. 
It refers to authoritative, established, rule-like procedures in society, 
with a selfsustaining character”. Teori institutional menggambarkan 
dan menjelaskan eksistensi dan kekuatan sebagai akibat interaksi 
dengan lingkungan eksternal yang mempengaruhi perumusan 
peraturan, beliefs, nilai dan norma yang ada (Fogarty, 1996). Sebuah 
Inovasi pada awalnya diadopsi karena alasan teknisnya (Tolbert, 
Lynne, dan Zucker, 1983) dan sebagian karena pengaruh aktor yang 
dominan (Granovetter dan Mcguire, 1998). Akan tetapi selanjutnya, 
melalui proses institusionalisasi sebuah inovasi di adopsi dan 
dipertahankan karena hal tersebut memberikan legitimasi bagi 
organisasi (Avgerou, 2000). Sistem informasi merupakan subyek dari 
tekanan institusional terkait tata kelola dan pengendalian. Kedua hal 
tersebut menjadi dasar dari Institutional logic atas penerapan sistem 
informasi dengan mempertahankan aturan terkait tata kelola dan 
pengendalian dngan cara membatasi aktivitas individu dalam satu 
model interaksi tertentu yang mungkin saja tidak dikehendaki oleh 
individu-individu tersebut (Elbardan dan Kholeif, 2017). 
Perkembangan sistem informasi di Direktorat Pajak selalu diawali 
dengan berubahnya struktur organisasi sebagai dampak 
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reformasi/modernisasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak. 
Sistem Informasi dianggap sebagai tools utama dalam memperbaiki 
proses bisnis organisasi (B, 2018). 


Oliver (1991) mengembangkan Teori institutional disandingkan 
dengan Resource Dependence Theory yang menghasilkan prediksi 
strategi organisasi dalam merespon proses institusional. Dalam 
penelitian tersebut, respon yang dihasilkan terdiri dari lima jenis 
respon yaitu: 


Tabel 1. Strategi organisasi dalam merespon proses institusional. 


JENIS RESPON DEFINISI 

ACOUIESCENCE | Organisasi menerima atas tekanan institutional 
yang ada 

COMPROMISE upaya penyelarasan atas tekanan institusional 
tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena 
terdapat perbedaan antara permintaan 
institusional dengan tujuan organisasi dalam 
hal efisiensi dan otonomi 

AVOID Organisasi berusaha untuk menghindarkan diri 
dari keharusan untuk melakukan penyelarasan 


DEFIANCE Organisasi menolak secara aktif atas proses- 
proses institutional 

MANIPULATE organisasi bermaksud untuk secara aktif 
mengubah atau mengerahkan kekuatan demi 
kepuasan dan ekspektasi organisasi atau pada 
sumbernya untuk memperkuat posisi 
organisasi 

Sumber: Oliver (1991). 


Fase Pertama: Tujuan Organisasi Bertentangan Dengan Nilai- 
Nilai dan Persyaratan Institusional (Defiance). 


Penerapan SIDJP pada tahun 2007 mengakibatkan perubahan pada 
tata kelola di DJP, auditor intern harus merespon perubahan itu. Hal- 
hal yang harus diperhatikan adalah mengenai perubahan tata kelola 
yang terjadi, risiko-risiko terkait perubahan tata kelola berbasis 
teknologi informasi, dan kontrol-kontrol yang relevan dengan 
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teknologi informasi tersebut. “Perubahan auditor intern mutlak 
harus dilakukan, auditor intern tidak boleh bicara lagi dengan 
paradigma, metode dan teknik lama, harus merubah sesuai dengan 
lingkungan bisnisnya” (C, 2018). 


Penerapan SIDJP tidak diikuti dengan manajemen perubahan yang 
signifikan dalam proses bisnis Inspektorat Jenderal, Inspektorat 
Jenderal mengabaikan nilai-nilai baru tersebut dengan tetap 
melaksanakan pengawasan terhadap Direktorat Jenderal Pajak 
dengan menggunakan paradigma, metode dan teknik manual tanpa 
memperhatikan keandalan dari sistem informasi yang digunakan 
(SIDJP) Inspektorat I, saat itu perubahan yang terjadi dalam proses 
audit adalah hanya pengenalan penggunaan teknik audit berbantuan 
komputer. 


Pada saat SIDJP diperkenalkan pada tahun 2007, ITJEN belum 
terlibat dalam proses perancangan dan implementasi sistem 
informasi tersebut, bentuk pengawasan yang dilakukan adalah 
dengan audit terhadap sistem informasi setelah sistem berjalan (post 
audit). Hal ini dikarenakan beberapa hal, diantaranya pada tahun 
tersebut watchdog masih merupakan paradigma yang dipegang 
Inspektorat Jenderal dalam melakukan audit sehingga ITJEN hanya 
melakukan pemeriksaan secara ex-post (setelah pelaksanaan) dan 
juga kekhawatiran lain seperti ketidakmampuan skill dari Auditor 
(G,2018). Sikap itu juga diambil karena saat itu Inspektorat Jenderal 
dalam hal ini Inspektorat I (Auditor Intern DJP) belum memiliki 
kemampuan untuk melakukan audit tata kelola TI sehingga mereka 
tetap melaksanakan audit secara tradisional/manual (work around 
computer) tanpa mengindahkan kebutuhan kontrol yang berbeda 
sebagai akibat penerapan SIDJP. Walaupun begitu sebenarnya sudah 
ada kesadaran untuk melakukan perubahan jauh di depan sebelum 
implementasi Sistem Informasi agar auditor tidak lantas menjadi 
terkaget-kaget atas perubahan yang terjadi (D, 2018). 
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Fase Kedua: Mengupayakan Keseimbangan Antara Tekanan 
Institutional dengan Kepentingan Internal Organisasi 
(Compromise). 


Perubahan tata kelola di DJP menuntut Inspektorat Jenderal 
beradaptasi terkait perubahan tersebut demi mempertahankan 
legitimasinya sebagai fungsi audit intern. Dalam tata kelola 
organisasi yang menggunakan teknologi informasi, tanggung jawab 
auditor intern bertambah dengan munculnya kewajiban untuk 
melakukan pengawasan atas tata kelola TI. keandalan atas sistem 
informasi menjadi kunci atas relevansi output yang dihasilkan oleh 
SIDJP sebagai basis data untuk pengawasan. Audit atas teknologi 
informasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam audit intern 
tata kelola berbasis sistem informasi. 


Otomasi proses bisnis akan memunculkan risiko-risiko baru terkait 
dengan tata kelola teknologi informasi. Kesadaran akan pentingnya 
mitigasi risiko tersebut mendorong Inspektorat I- untuk 
memperbaharui peta risiko (Risk Control Matrix) yang ada di DJP. 
Walaupun begitu pihak internal Inspektorat Jenderal menilai bahwa 
ITJEN masih harus melakukan berbagai perbaikan dalam melakukan 
penjaminan aktivitas pengendalian di DJP karena walaupun ITJEN 
telah menerapkan audit intern berbasis risiko, akan tetapi 
tahapannya masih dalam inisiasi yaitu penyusunan Risk Control 
Matriks Auditee sebagai sebuah dokumen yang terpisah bukan bagian 
dari dasar perencanaan audit tahunan. Walaupun begitu Inspektorat 
Jenderal terus melakukan upaya untuk memperbaiki proses audit 
untuk meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan terhadap 
auditeenya (E,2018). 


Selain peningkatan kualitas perencanaan audit dengan menerapkan 
Risk Control Matrix, proses perbaikan dibarengi juga dengan 
peningkatan kapabilitas auditor disesuaikan dengan tuntutan baru 
dari lingkungan baru agar ITJEN tetap dapat mempertahankan 
legitimasi di mata auditee. Untuk memitigasi risiko-risiko dimaksud 
dibentuklah unit audit TI di bawah kendali Inspektorat VII pada 
tahun 2014. Strategi tersebut dipilih dengan pertimbangan SDM 
ITJEN belum dapat memenuhi kebutuhan perubahan yang terjadi 
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untuk semua auditor memiliki pemahaman terkait TI, sehingga 
tuntutan pemahaman teknis TI diberikan kepada sebagian auditor di 
unit audit TI saja. 


Dalam menjalankan pengawasan di lingkungan yang menerapkan 
sistem informasi, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi 
oleh Inspektorat I dan unit audit TI sebagai berikut (E,2018): 


a. Penerimaan yang buruk dari auditee akibat ketidakpercayaan 
akan kemampuan auditor untuk memahami sistem informasi dan 
melakukan pengawasan dengan baik. 

b. Rendahnya kesadaran akan keamanan sistem (security 
awareness) dari pihak pengelola teknologi informasi 
(menimbulkan ketidakpedulian). 

c. Pengelola TI seringkali fokus pada kecepatan waktu dari dapat 
digunakannya aplikasi tanpa terlalu memperhatikan unsur 
pengendalian di dalamnya. 

d. Audit universe dari penerapan teknologi informasi sangat banyak 
dan belum sepenuhnya diawasi oleh Inspektorat Jenderal. 


Dalam melaksanakan pengawasan di DJP, Inspektorat I dan Unit 
Audit TI memiliki ketergantungan terhadap Bagian SIP (unit TI pada 
sekretariat ITJEN) untuk mendapatkan dan menganalisis data 
pemeriksaan dari DJP. Di level Kementerian keuangan, Pusintek 
menjadi data kustodian di level pusat. Dikarenakan sulitnya 
koordinasi dan demi kemudahan maka dibuatlah mekanisme 
pertukaran data melalui portal yang dibuat oleh Pusintek dengan 
alur pemohon data mengajukan permohonan data apa saja yang 
dibutuhkan ke Pusintek untuk kemudian diberikan data yang 
dibutuhkan tersebut. 


Hal tersebut berdampak pada perubahan komposisi tim audit dengan 
dikenalkan konsep audit integrasi dimana pengawasan dalam tata 
kelola berbasis teknologi informasi telah menimbulkan kebutuhan 
adanya ahli teknologi dan informasi dalam tim audit operasional 
sehingga Inspektorat I sebagai auditor operasional bekerjasama 
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dengan unit audit TI dan unit TI sekretariat ITJEN untuk melakukan 
pengawasan terhadap Direktorat Jenderal Pajak. 


Inspektorat I bersama-sama dengan unit audit TI melakukan audit 
integrasi terhadap tata kelola SIDJP, saat mereka menemukan bug 
(menjadi daftar) temuan untuk kemudian diberikan rekomendasi 
perbaikan. Menurut pranata komputer DJP (2018) rekomendasi 
tersebut menjadi masukan atas perbaikan SIDJP yang dilakukan oleh 
Direktorat TTKI. Peran pengawasan ini mulai dirasakan oleh auditee 
pada tahun 2014, tahun dimana unit audit TI Inspektorat VII berdiri 
(B, 2018). 


Pada fase ini kemampuan dari SDM Inspektorat I dan unit audit TI 
menurut ketiga responden dari Inspektorat jenderal belum pada 
kondisi ideal baik terkait kuantitas maupun kualitas para auditornya 
sehingga masih memerlukan perbaikan, akan tetapi para pimpinan 
(pengendali teknis) yakin bahwa SDM di Inpektorat I siap dan 
mampu untuk mengejar perubahan yang terjadi melalui berbagai 
program pendidikan dan pelatihan yang sedang dikerjakan di 
Inspektorat Jenderal. 


Fase Ketiga: Adaptasi Penuh Terhadap Tekanan Institutional 
Yang Ada. 


Dalam rangka menyusun arah pengembangan audit TI di Inspektorat 
Jenderal disusunlah Roadmap Audit TI dari tahun 2013 s.d 2019 yang 
tertuang dalam dokumen Strategi Umum Audit TI (Inspektorat VII, 
2016). Pengembangan Audit TI akan dibagi ke dalam empat tahapan 
sebagai berikut: 


a. Inisiasi (tahun 2013), dalam tahapan ini yang menjadi fokus 
utama adalah membangun kesadaran di lingkungan Kementerian 
Keuangan atas penerapan manajemen risiko TI. 

b. Pengembangan (tahun 2014 s.d 2015), dalam tahapan ini yang 
menjadi fokus utama adalah penyusunan berbagai pedoman 
pelaksanaan audit serta inisiasi perencanaan audit berkelanjutan. 


c. Kolaborasi (tahun 2016 s.d 2018), dalam tahapan ini yang 
menjadi fokus utama adalah pelaksanaan audit TI Terintegrasi 
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untuk aplikasi inti dan pendukung di lingkungan Kementerian 
Keuangan. Pada tahap ini juga mulai dilaksanakan audit 
berkelanjutan yang didukung dengan persiapan pembuatan 
security lab untuk mengembangkan tools audit TI secara swadaya. 

d. Mandiri (tahun 2019), dalam tahapan ini koordinasi antara unit 
audit TI dan unit audit operasional sudah terjalin dengan sangat 
baik menciptakan sebuah sinergi dan dilakukan sepenuhnya 
melalui tools audit berkelanjutan. 


Fase ketiga ini dimulai pada tahun 2016 sebagai awal dari tahap 
kolaborasi. Dalam rangka pelaksanaan Roadmap tersebut, 
peningkatan SDM yaitu para auditor di unit audit TI menjadi fokus 
utama. Mereka dituntut untuk memahami teknis TI salah satunya 
dengan cara mengambil berbagai sertifikasi terkait audit TI. 
Tujuannya untuk membentuk kompetensi dan kemandirian dalam 
melaksanakan pengawasan teknologi informasi di Kementerian 
Keuangan. 


Inspektorat Jenderal mulai menggunakan teknologi dalam 
melakukan pengawasan terhadap auditee, penerapan teknologi yang 
digunakan mencakup antara lain: 


a. Sistem manajemen audit dengan menggunakan Teammate. 
Sebuah sistem yang membantu Inspektorat Jenderal dalam 
melaksanakan manajemen proses audit yang dimulai dengan 
penyusunan rencana penugasan audit, dokumentasi pelaksanaan 
langkah kerja pemeriksaan dalam kertas kerja berbentuk digital, 
sampai dengan penyusunan laporan hasil audit yang dihasilkan 
berdasarkan informasi dalam Teammate. Alur dari Teammate telah 
disesuaikan dengan proses bisnis dan alur penugasan di Inspektorat 
Jenderal. 


b. Teknik Audit Berbatuan Komputer menggunakan Excel, ACL dan 
AXSCORE. 

Penerapan TABK dalam proses audit intern oleh Inspektorat selaku 

auditor operasional dipantau langsung oleh unit audit TI. Hal 

tersebut merupakan sesuatu yang bersifat positif secara tidak 

langsung mendorong Inspektorat untuk merapikan sarana 
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pengawasan tersebut. Penggunaan sarana pengawasan ini juga 
merubah proses audit data-data yang bersifat elektronis dimana 
auditor memulai dengan membuat program kerja audit yang 
diperlukan kemudian menerjemahkan PKA tersebut ke dalam bentuk 
script, lalu script tersebut dijalankan terhadap data yang diuji. Setiap 
hasil atas script yang dijalankan disebut dengan anomali yang akan 
segera dikonfirmasi oleh Inspektorat I di lapangan. 


c. Audit berkelanjutan 

Semua responden penelitian ini menyatakan bahwa penerapan 
sistem informasi memberikan infrastruktur yang memadai untuk 
melaksanakan audit berkelanjutan. Inspektorat Jenderal 
menginisiasi audit berkelanjutan dengan meminta kepada semua 
eselon I di Kementerian Keuangan untuk mengirimkan daftar 
permintaan data terkait pemeriksaan melalui portal pertukaran data. 
Unit Audit TI bertanggung jawab dalam memonitor anomali yang 
dihasilkan dari audit berkelanjutan. 


Perubahan paradigma pengawasan ITJEN dari watchdog menjadi 
strategic business partner dilengkapi dengan peningkatan 
kemampuan yang dimiliki para auditor di Inspektorat I dan unit audit 
TI maka peran pengawasan dalam implementasi sistem informasi di 
DJP pada saat ini berubah dimulai dari jauh sebelum sistem informasi 
diimplementasikan yaitu dimulai dari proses desain sistem tersebut. 
Fakta tersebut terlihat saat Inspektorat Jenderal dihadapkan dengan 
rencana pengembangan SIDJP menjadi coretax yang dicanangkan 
pada tahun 2017. 


Inspektorat Jenderal melakukan manajemen perubahan terkait 
dengan hal tersebut dengan cara: 


a. Mendapatkan informasi desain dan rencana implementasi coretax 
melalui permintaan sosialisasi dari Direktorat TTKI DJP. 

b. Membentuk tim pendampingan dalam rangka mendukung 
(melalui fungsi konsultasi) DJP dalam merencanakan 
implementasi coretax. 

Cc. Mensosialisasikan informasi desain dan rencana implementasi 
coretax kepada para auditor di Inspektorat I. 
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d. Memberikan pelatihan untuk memperkuat kemampuan auditor 
Inspektorat I dalam menggunakan TABK. 

Arahan Pimpinan yaitu Inspektur Jenderal saat ini, Ibu sumiyati 

memberikan intruksi kepada para auditor di lingkungan Inspektorat 

Jenderal untuk mengawal dan mengawasi perbaharuan SIDJP mulai 

dari proses pengadaan, desain s.d implementasi coretax (end-to-end). 


Unit audit TI ITJEN memiliki hubungan yang baik dengan para 
pengelola TI di lingkungan Kementerian Keuangan, hal ini 
dimanfaatkan mereka dalam rangka mendapatkan informasi terbaru 
terkait pengembangan teknologi informasi di Kementerian Keuangan 
dengan mengikuti rapat pengawasan dan operasional TIK setiap hari 
selasa di Pusintek dan rapat setingkat eselon dua setiap bulan 
sehingga Inspektorat Jenderal menjadi lebih siap atas setiap 
perubahan yang ada (G,2018). 


Perubahan pada tata kelola audit Inspektorat Jenderal merubah 
tuntutan atas kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor. Auditor 
pada unit TI memiliki keterampilan audit mulai dari perencanaan 
hingga penyusunan laporan hasil pengawasan, memiliki 
pengetahuan atas tata kelola dan operasional TI seperti tata kelola 
dan manajerial TI, operasional TI, manajemen proyek TI dan 
Keamanan TI serta memiliki pengetahuan atas proses bisnis setiap 
eselon I di Kementerian Keuangan sebagai objek pemeriksaan 
(G,2018). Kompetensi yang berkembang pada Inspektorat I kurang 
lebih sama dengan tuntutan keterampilan auditor unit TI akan tetapi 
prioritas dan komposisi bobot kedalaman nya yang berbeda. Auditor 
Inspektorat I utamanya dituntut untuk memahami proses bisnis dari 
DJP dan baru kemudian memiliki keterampilan TABK sebagai 
persyaratan baru yang muncul dalam lingkungan auditee berbasis 
teknologi informasi serta Auditor operasional sebaiknya 
memperkaya dirinya selain dengan mempelajari TABK juga 
mempelajari pengetahuan seputar informasi teknologi bukan dalam 
rangka pembentukan auditor TI tapi hanya untuk memperkaya 
kemampuan auditor tersebut diantaranya dengan mengikuti diklat- 
diklat pengenalan Audit TI (G, 2018). Pemenuhan tuntutan 
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kompetensi baru tersebut dipenuhi ITJEN melalui pelaksanaan 
beasiswa pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi dan studi banding. 


Penutup 


Auditor internal merupakan aktor dalam organisasi yang dituntut 
untuk mempertahankan legitimasinya untuk dapat diterima dan 
mempertahankan profesinya (Elbardan dan Kholeif, 2017). Auditor 
internal mempertahankan legitimasinya dengan mengadopsi standar 
profesi terbaru yang berlaku umum (B, 2018). Inspektorat Jenderal 
merespon perubahan tata kelola pada auditee dengan cara 
melakukan perubahan paradigma, metode dan teknik audit serta 
penambahan struktur baru yaitu unit audit TI untuk 
mempertahankan legitimasi Inspektorat Jenderal sebagai penjamin 
tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian di Kementerian 
Keuangan. 
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Strategi Debt Management di Masa 
Pandemi Covid-19: Penerbitan Global 
Bond dalam Struktur Pembiayaan 
Utang Indonesia 


Oleh Agus Sunarya Sulaeman, Febi Adistya Putri 


Pandemi covid-19 membawa dampak massive bagi tatanan 
kehidupan baik kesehatan, pendidikan, sosial dan lesunya 
perekonomian Indonesia. Penerimaan negara baik pajak 
maupun non pajak sulit untuk dijadikan penopang kebutuhan 
pengeluaran belanja Indonesia. Dalam upaya mengatasi 
tekanan terhadap APBN dan membangkitkan stimulus fiscal, 
Pemerintah Indonesia berhasil menerbitkan Global Bond. 
Adanya Global Bond dengan tenor yang panjang dan dalam 
jumlah besar memberikan sebuah tanggung jawab besar bagi 
pemerintah dalam pengelolaan utangnya. Secara rasio terhadap 
PDB, penerbitan Global Bond inimenyumbang kenaikan 
struktur pembiayaan utang pada APBN 2020 mencapai angka 
47,3Yo. Strategi pengelolaan utang atas Global Bond harus 
dilakukan dengan akurat, terukur dan tepat sasaran. Hal ini 
menjadi jalan bagi relaksasi cashflow APBN dan pemulihan 
ekonomi. Akurasi Proyeksi penerimaan dan rencana 
pembayaran bunga utang, menjadi bagian penting dalam 
penetapkan APBN dimasa yang akan datang. 


1. Defisit APBN dan Pembiayaan Indonesia 

Pendekatan defisit yang digunakan di dalam penyusunan APBN 
Indoensia, menjadikan Indoensia tidak asing dengan masalah 
pembiayaan. Kondisi ini muncul ketika pendapatan yang dimiliki 
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran. Pengeluaran 
dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi merupakan 
prasyarat mutlak bagi negara-negara berkembang, termasuk 
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Indonesia. Pembangunan ini guna memperkecil kesenjangan di 
bidang ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat dibandingkan 
negara-negara maju. Upaya ini dapat mengalami kendala akibat 
kurang tersedianya sumber daya ekonomi yang produktif, terutama 
sumber daya modal yang seringkali berperan sebagai katalisator 
pembangunan. 


Pembangunan bersifat fisik seperti infrastruktur atau pembangunan 
sosial seperti pendidikan, dan Kesehatan memerlukan dana yang 
besar. Dalam mencukupi kekurangan sumber daya tersebut ,maka 
pemerintah berusaha untuk mendatangkan pembiayaan dari 
berbagai sumber, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Peran 
serta atau partisipasi sektor dalam negeri tak luput menjadi 
tantangan baru bagi pemerintah. Sumber yang berasal dari luar 
negeri ini termasuk di dalamnya pembiayaan dalam bentuk hutang. 


Namun, tidak sepenuhnya keputusan pemerintah untuk berhutang 
dianggap sebagai tindakan positif bagi sebagian masyarakat. Banyak 
yang beranggapan kredibilitas pemerintah semakin turun apabila 
utang pemerintah terlebih apabila utang tersebut berasal dari luar 
negeri. Indikasi ini dianggap sebagian masyarakat sebagai signal 
adanya ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan 
“rumah tangga” secara swadaya. Masyarakat merasa terbebani 
dengan adanya pajak yang progesif.. Beberapa alasan yang mendasari 
utang di Indonesia semakin bertambah hingga saat ini. Hutang ini 
bisa berasal dari hasil peninggalan pemerintah sebelumnya hingga 
kebijakan defisit yang diambil oleh pemerintah Indonesia. 


Kebijakan defisit APBN diambil sebagai upaya penggunaan anggaran 
ekspansif dengan membuat belanja negara lebih besar daripada 
pendapatan negara. Tak hanya berhenti pada kondisi kebutuhan 
pertumbuhan ekonomi yang sudah mutlak bagi Indonesia. Akibat 
pandemi global Covid-19 yang telah terjadi di tahun 2020 ini 
memaksa pemerintah Indonesia untuk menghadapi kebutuhan 
pengeluaran besar-besaran dalam menangani dampak beserta 
pemulihan atas akibat yang ditimbulkan. Kebutuhan anggaran yang 
demikian besar dan mendesak, mendorong dibutuhkannya stimulus 
pada defisit APBN. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, 
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pembiayaan utang naik untuk membiayai seluruh kebutuhan APBN 
2020 salah satunya disebabkan oleh Covid-19 ini. Dari sekian jenis 
instrumen pembiayaan yang diambil, salah satu instrumen yang 
cukup menyita perhatian publik adalah melalui penerbitan Global 
Bond secara besar-besaran di tahun 2020 sebagai respons atas upaya 
pemulihan dampak Covid-19. 


Kebijakan ini tak telak mengundang tanggapan masyarakat baik 
secara positif namun sentimen negatif. Tak sedikit sentilan negatif 
mencuat di publik melihat tenor dan besarnya nilai Global Bond ini. 
Melihat hal ini, opini buruk masyarakat tentang utang Indonesia 
perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Masalah ini bisa 
menyebabkan kebingungan dan menjerumuskan masyarakat pada 
pemikiran bahkan prasangka yang salah terhadap kebijakan 
pemerintah. 


Keterbukaan informasi publik perlu dilakukan kepada masyarakat 
melalui berbagai media. Masyarakat dapat memiliki pemikiran kritis 
tentang utang Indonesia sehingga tidak sepenuhnya menganggap 
negatif. Masyarakat seharusnya memberikan kepercayaannya 
kepada pemerintah dan mendukung segala kebijakan strategis yang 
berdampak signifikan bagi kesejahteraan. Diharapkan masyarakat 
dapat mendapat insight atas utang Indonesia khususnya atas 
penerbitan Global Bond. 


2. Pembiayaan Negara dan Instrumen Pembiayaan 

2.1. Jenis-jenis Instrumen Pembiayaan 

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran 
berikutnya. Pada UU No. 20 Tahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2020 
disebutkan bahwa pembiayaan anggaraan adalah setiap penerimaan 
yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran 
tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas 
penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo 
anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 
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baik pada tahun anggaran yang bersangkurtan maupun tahun 
anggaran berikutnya. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, 
ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut 
dalam undang-undang tentang APBN yang menjadi tujuan utama 
pembiayaan selain untuk PMN, investasi dan/atau dana bergulir. 
Instrumen yang digunakan dalam pembiayaan bisa berupa utang 
maupun non utang. Dalam postur APBN, jenis pembiayaan 
teridentifikasi terdiri atas pembiayaan investasi, kewajiban 
penjaminan, pembiayaan utang, pemberian pinjaman, dan 
pembiayaan lainnya. 


Dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 17 ayat 
(3) defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 36 dari Produk 
Domestik Bruto dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 6076 dari 
Produk Domestik Bruto. Pembiayaan anggaran berasal dari 
pembiayaan utang baik berupa Surat Berharga Negara (SBN) 
Konvensional dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu 
pembiayaan anggaran juga untuk kegiatan investasi. Pembiayaan 
investasi tahun 2020 ditujukan untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, juga 
mendorong ekspor nasional dan meningkatkan daya saing bangsa. 


Setiap tahunnya sistem APBN Indonesia disusun dengan konsep 
anggaran defisit (Kusumaningrum, 2014). Tujuan kebijakan defisit 
ditujukan untuk mendorong perekonomian. Pemanfaatan defisit 
yang telah ditetapkan untuk belanja barang modal dan jasa agar 
terjadi multiplier effect yang membuat ekonomi berjalan lebih cepat. 
Pembangunan infrastruktur turut dijadikan sebagai hal yang 
prioritas agar laju pertumbuhan perekonomian lebih merata. Dengan 
demikian defisit tersebut bisa menjadi pendorong agar ekonomi 
terus bergerak meski ditengah turunnya harga komoditas serta 
dinamika global dan nasional. 


Instrumen utang menjadi instrumen yang paling populer digunakan 
oleh pemerintah dalam mencukupi kebutuhan defisit anggaran. 
Pembiayaan melalui utang terbagi lagi jenisnya menjadi Surat 
Berharga Negara (SBN), pinjaman dalam negeri, dan pinjaman luar 
negeri. SBN memiliki peran krusial dalam menutup kekurangan kas 
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termasuk dalam jangka pendek dimana selisih kas muncul pada saat 
kas negara yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai 
pengeluaran belanja yang tidak bisa ditunda. Pinjaman dalam negeri 
merupakan pinjaman oleh pemerintah yang diperoleh dari pemberi 
pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan 
persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya. 


Berkebalikan dari pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri 
bersumber dari luar negeri. Atmadja A.S (2000) menjelaskan ada 
beberapa kelemahan dari sumber daya modal domestik. Beberapa 
penyebabnya antara lain (1) pendapatan per kapita penduduk yang 
umumnya relatif rendah, menyebabkan tingkat MPS (marginal 
propensity to save) rendah, dan pendapatan pemerintah dari sektor 
pajak juga rendah. (2) Lemahnya sektor perbankan nasional 
menyebabkan dana masyarakat, yang memang terbatas itu, tidak 
dapat didayagunakan secara produktif dan efisien untuk menunjang 
pengembangan usaha yang produktif. (3) Kurang berkembangnya 
pasar modal, menyebabkan tingkat kapitalisasi pasar yang rendah, 
sehingga banyak perusahaan yang kesulitan mendapatkan tambahan 
dana murah dalam berekspansi. 


Solusi yang dianggap bisa diandalkan untuk mengatasi kendala 
rendahnya mobilisasi modal domestik adalah dengan mendatangkan 
modal dari luar negeri. Modal asing didukung dengan 
mengglobalnya perekonomian dunia, termasuk dalam bidang 
finansial, menyebabkan arus modal asing semakin leluasa keluar 
masuk suatu negara. Khusus modal asing dalam bentuk pinjaman 
luar negeri kepada pemerintah, baik yang bersifat grant: soft loan, 
maupun hard loan, telah mengisi sektor penerimaan dalam anggaran 
pendapatan dan belanja negara (government budget). Selanjutnya 
digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan proyek- 
proyek pembangunan negara atau investasi pemerintah di sektor 
publik. Dengan demikian, maka pinjaman (utang) luar negeri 
pemerintah menjadi hal yang sangat berarti sebagai modal bagi 
pembiayaan pembangunan perekonomian nasional. Bahkan dapat 
dikatakan, bahwa utang luar negeri telah menjadi salah satu sumber 
pembiayaan pembangunan perekonomian nasional yang cukup 
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penting bagi sebagian besar negara yang sedang berkembang, 
termasuk Indonesia. 


2.2. Debt Management 

Salvatore (2017) menjelaskan bahwa dalam pembiayaan melalui 
hutang, debitur berkewajiban dalam pembayaran pokok pinjaman 
pada saat jatuh tempo. Debt management yang baik adalah 
komponen kunci dari sistem manajemen keuangan publik yang baik. 


Likuiditas versus Solvabilitas 

Masalah fiskal dapat terjadi dalam pengelolaan utang baik bersifat 
sementara maupun permanen. Masalah sementara dapat 
menimbulkan kekurangan likuiditas dan dapat diatasi degan 
pembiayaan hingga situasi fiskal normal kembali : sedangkan untuk 
masalah permanen dapat menimbulkan kebangkrutan sehingga tak 
jarang membutuhkan penyesuaian pada pengeluaran dan/atau 
pendapatan secara massive. Apabila masalah likuiditas tidak dikelola 
dengan baik, maka kemungkinan terburuk dari sebuah hutang adalah 
menyebabkan masalah permanen yang fatal. Ketika defisit tidak 
dikelola dengan baik, maka utang yang diambil dalam rangka 
menutup defisit tersebut menjadi high risk dan memberikan efek 
domino, misalnya pada pembayaran bunga utang yang menjadi 
pengeluaran rutin setiap periodenya atas issued debt tersebut. 


Utang Publik yang Berkelanjutan 

Defisit anggaran biasanya merupakan sebuah hal yang diinginkan, 
misalnya saja di Indonesia yang menerapkan kebijakan defisit dalam 
rangka ekspansi. Namun defisit harus tetap mempertimbangkan 
efisiensi dan tepat guna dalam rangka mendorong pertumbuhan. 
Utang bukan menjadi hal terlarang karena dengan menekan 
pengeluaran publik atau menaikkan pajak untuk menjaga utang agar 
tidak naik bukan merupakan kebijakan yang baik. Sementara 
jawaban untuk berapa banyak utang yang efisien adalah bergantung 
pada masing-masing negara. Keberlanjutan utang ditentukan oleh 
empat faktor (Salvatore, 2017). Pertama, jika pinjaman digunakan 
untuk hal-hal yang bersifat produktif dan konstruktif, dimungkinkan 
kapasitas negara untuk payback hutang akan lebih besar dari biaya 
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pinjamannya. Kedua, utang dengan suku bunga rendah akan 
cenderung lebih mudah untuk di penuhi kewajibannya. Ketiga, 
denominasi mata uang berpengaruh. Utang domestik akan lebih safe 
dikarenakan pemerintah akan membayar utang publik sama dengan 
nilai utang yang dipinjam secara mata uang tanpa adanya perbedaan 
mata uang yang timbul. Dan keempat, kewarganegaraan kreditor 
dianggap penting. Tergantung pada sistem ekonomi negara itu, 
hutang sektor swasta mungkin menjadi perhatian baik. 


Cara Menilai Keberlanjutan Hutang 

Selain keempat faktor yang telah disebutkan diatas, ada invisible 
factor yang harus mendapatkan perhatian agar hutang dapat 
dikatakan memenuhi aspek keberlanjutan (Salvatore, 2017). Faktor 
tersebut adalah tingkat kepercayaan publik terhadap negara dalam 
membayar kembali utang. Sehingga perlu adanya sebuah rasio / 
formula yang dapat menjadi jaminan bagi publik . Hal pertama yang 
diperhatikan adalah bukan jumlah absolut hutang namun 
kemampuan negara dalam menangani utang yang diukur dengan 
rasio utang terhadap PDB. Kedua, dinamika rasio utang harus 
mempertimbangkan tingkat bunga utang dan tingkat pertumbuhan 
PDB. Secara intuitif, jika hutang seimbang dan PDB tumbuh lebih 
cepat dari pembayaran bunga, kapasitas pembayaran utang naik 
lebih dari utang itu sendiri, sebagian dari utang itu bisa dilunasi dan 
saldo utang akan dilunasi turun — dan sebaliknya. Karena itu dapat 
diperoleh formulasi : 


Perubahan hutang - Defisit primer # |(Suku bunga - tingkat 
pertumbuhan PDB)x Utang| 


Manajemen utang 

Manajemen hutang harus diiringi dengan identifikasi, pengelolaan, 
dan mitigasi berbagai resiko agar nantinya risiko dapat diminimalisir 
keterjadian dan tidak mengganggu keberlanjutan serta kemampuan 
membayar hutang hingga kemungkinan terburuk terjadinya krisis 
utang. Salvatore (2017) menyebutkan pilar manajemen hutang di 
antaranya, 


e Strategi Manajemen Hutang 
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Pemerintah membutuhkan strategi yang berfokus pada 
utang publik dan risiko kepada keuangan publik yang 
setidaknya sama dengan perspektif fiskal jangka menengah 
yang diperbaharui setiap tahun. Tidak adanya strategi akan 
mengarahkan pada biaya pinjaman yang lebih tinggi yang 
diperlukan dan risiko yang lebih tinggi. Strategi manajemen 
utang tergantung pada keadaan dan kebutuhan negara tertentu, 
tetapi strategi harus bersifat publik. 

e Kontrol terpusat 

Keputusan harus dibuat oleh kementerian yang berwenang, 
masing-masing kementerian/lembaga tidak diberikan izin 
untuk membuat keputusan pembiayaan. Peminjaman harus 
ditangani secara terpadu untuk memastikan bahwa kebutuhan 
pembiayaan terpenuhi dan terjamin. Dengan demikian hanya 
ada satu entitas yang memiliki wewenang dalam mengadakan 
utang dalam rangka pembiayaan, yaitu Kementerian Keuangan. 

e Rencana pinjaman dan pembayaran tahunan 

Setelah anggaran dalam hal ini APBN telah disetujui oleh 
legislatif, sebagai output atas perencanaan, anggaran dapat 
memastikan ketersediaan sumber daya untuk pengeluaran yang 
ditetapkan secara tepat waktu. Secara garis besar, adanya 
rencanan pembiayaan dan pinjaman dapat digunakan dalam 
antisipasi kesenjangan bulanan antara pendapatan dan 
pengeluaran. 

e Akuntansi yang tepat 

Setiap transaksi pinjaman harus dilakukan pencatatan secara 
tepat agar tercipta transparansi fiskal dan memastikan 
pembayaran pinjaman dilakukan secara tepat waktu dan akurat. 
Laporan atas saldo hutang berikut dengan laporan pembayarn 
harus dipublikasikan secara memadai. Jika terdapat ketidak 
tepatan waktu dalam pembayaran, maka akan mengganggu 
kredibilitas pemerintah bagi masyarakat. 


2.3. Global Bond 

Global Bond adalah obligasi internasional atau surat utang negara 
yang diterbitkan oleh suatu negara dalam valuta asing. Berbeda 
dengan utang-utang resmi (pinjaman pemerintah dari negara-negara 
donor), Global Bond tidak mengikat seperti pinjaman resmi, dimana 
alokasi penggunaannya sudah ditentukan. Global Bond juga berarti 
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sebuah obligasi yang diterbitkan dan diperdagangkan di luar negeri 
di mana mata uangnya didenominasi, dan berada di luar peraturan- 
peraturan dari sebuah negara. Penerbitan obligasi internasional 
diharapkan tidak hanya menutup defisit keuangan Indonesia tapi 
juga menjadi patokan dan akan menurunkan biaya pinjaman dari 
swasta di samping juga memperkuat cadangan devisa. 


Kemampuan memperoleh akses ke pasar modal internasional 
merupakan pengakuan secara de facto atas keberhasilan pengelolaan 
kebijakan dan prospek perekonomian. Apalagi jika surat utang yang 
ditawarkan sampai kelebihan permintaan (oversubscribe), seperti 
Global Bond Indonesia tahun 2004. Dengan keberhasilan itu dapat 
menjadi benchmark (tolok ukur) bagi investor asing, baik langsung 
maupun pasar modal, terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia. 
Lewat penerbitan Global Bond pula pemerintah dimungkinkan untuk 
memupuk cadangan devisa, yang mungkin saja terus merosot 
lantaran menjaga nilai tukar rupiah di pasar uang domestik. Manfaat 
lainnya, Global Bond merupakan salah satu cara pemerintah 
melakukan diversifikasi sumber pembiayaan, sekaligus optimalisasi 
alokasi portofolio utang. Sehingga risiko utang bisa diminimalkan. 
Keuntungan lain yang tak kalah penting adalah penerbit surat utang 
tidak terikat aturan dari pembeli obligasi. Karena itu, penerbit Global 
Bond juga memiliki posisi tawar yang cukup kuat pada saat 
pemerintah memutuskan penerbitannya. 


3. Penerbitan Global Bond, Strategi Debt Management 

3.1. Struktur Pembiayaan Indonesia Saat Pandemi 

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak perubahan tatanan 
kehidupan baik dalam tataran individu hingga tatanan bernegara. 
Imbas yang ditimbulkan tidak hanya pada sektor kesehatan saja, 
melainkan juga mengganggu stabilitas sektor pendidikan, sosial dan 
perekonomian. Roda perekonomian menjadi lesu dan bergejolak 
akibat mobilitas manusia yang sempat stagnan. Pemerintah 
Indonesia dipaksa untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan. 


Terdapat tiga kelompok besar dampak pandemi Covid-19 terhadap 
perekonomian Indonesia. Dampak pertama adalah membuat 
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konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 
60Y6 terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan 
data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga 
turun dari 5,02 persen pada kuartal I 2019 ke 2,84 persen pada 
kuartal I tahun 2020. Dampak kedua yaitu pandemi menimbulkan 
adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut 
melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dampak ketiga 
adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga 
menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke 
beberapa negara juga terhenti. Lesunya perekonomian akibat 
pandemi tak telak berimbas pada penerimaan pajak yang tidak cukup 
menggembirakan. Hingga semester 12020 hanya mencapai Rp513,65 
triliun atau 44,02 persen dari target. 


Sebagai upaya penanggulangan dampak Covid-19 dan pemulihan 
ekonomi, pemerintah Indonesia menetapkan berbagai kebijakan 
melalui regulasi seperti Perpu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Perpres No. 72 
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. 
Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada 
perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) Tahun Anggaran 2020 baik sisi pendapatan, belanja maupun 
pembiayaan. — Anggaran pendapatan negara yang semula 
diperkirakan sebesar Rp2.233 triliun berubah menjadi Rp1.760 
triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.462 triliun, 
penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp297,75 triliun dan 
penerimaan hibah sebesar Rp498,74 miliar. Sementara itu, anggaran 
belanja yang semula diperkirakan sebesar Rp2.540,422 triliun 
mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp2.613,8 triliun terdiri dari 
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) sebesar Rp1.851,10 
triliun (termasuk di dalamnya tambahan belanja untuk penanganan 
pandemic Covid-19 sebesar Rp255,110 triliun), serta anggaran 
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Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diperkirakan 
sebesar Rp762,718 triliun. 


Berdasarkan data tersebut, diperkirakan akan terjadi defisit sebesar 
Rp852,935 triliun atau 5,07Yo terhadap PDB, yang terdiri atas 
pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, 
kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Struktur 
pembiayaan berdasarkan lampiran I Perpres No. 54 tahun 2020 
adalah sebagai berikut: 


Tabel 1: Struktur Perubahan Pembiayaan 


(dalam ribuah rupiah) 
SEMULA MENJADI PERBEDAAN 

PEMBIAYAAN 
ANGGARAN 307,225,798,899.00 852,935,976,739.00 545,710,177,840.00 
2 Haa la 351,853,256,250.00 | 1,006,400,481,800.00 654,547,225,550.00 
b. PEMBIAYAAN 

INVESTASI -14,229,874,207.00 | - 229,324,135,317.00 -155,094,261,110.00 
C. PEMBERIAN 

PINJAMAN 5,192,999,856.00 5,810,213,256.00 617,213,400.00 
d. KEWAJIBAN 

PENJAMINAN - 590,583.00 - 590,583,000.00 - 589,992,417.00 
e. PEMBIAYAAN 

LAINNYA 25,000,000,000.00 70,640,000,000.00 45,640,000,000.00 


Sumber: Perpres 54 tahun 2020 


Dari angka tersebut di dalam pos pembiayaan anggaran kenaikan 
pembiayaan utang sebesar 654 triliun lebih didominasi oleh 
pandemic bond sebesar Rp. 449.894.102.393.000 yang semula tidak 
dianggarkan dalam APBN Tahun 2020. Dari Perpres No. 54 Tahun 
2020 selanjutnya mengalami perubahan menjadi Perpres No. 72 
Tahun 2020 dengan rincian postur pembiayaan sebagai berikut: 
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Tabel 2: Struktur Perubahan Pembiayaan 


(dalam ribuah rupiah) 
SEMULA MENJADI PERBEDAAN 
PEMBIAYAAN 
ANGGARAN 307,225,798,899.00 | 1,039,217,391,725.00 | 731,991,592,826.00 
a. PEMBIAYAAN 
UTANG 351,853,256,250.00 | 1,220,461,601,247.00 | 868,608,344,997.00 
b. PEMBIAYAAN - - - 
INVESTASI 14,229,874,207.00 251,103,839,778.00 | 182,873,965,571.00 
C. PEMBERIAN 
PINJAMAN 5,192,999,856.00 5,810,213,256.00 617,213,400.00 
d. KEWAJIBAN - - - 
PENJAMINAN 590,583,000.00 590,583,000.00 589,992,417.00 
e. PEMBIAYAAN 
LAINNYA 25,000,000,000.00 10,640,000,000.00 |  45,640,000,000.00 


Sumber: Perpres 72 tahun 2020 


3.2. Perhitungan Hutang, Strategi Proporsional Mengatasi 
Defisit 

Perhitungan utang dalam suatu negara dilakukan secara 
proporsional menggunakan rasio utang terhadap PDB sebagaimana 
diatur dalam undang-undang. Perhitungan ini bukan didasarkan 
jumlah nominal utang dari negara tersebut. Rasio utang Indonesia 
terhadap PDB tertinggi dicapai pada saat Indonesia melewati masa 
krisis keuangan yaitu sebesar 8899. Tahun demi tahun rasio menurun 
seiring ekonomi Indonesia yang berangsur pulih, hingga pada akhir 
2016 rasio utang Indonesia menjadi 27,96. Namun jika digunakan 
nilai nominal, maka utang Indonesia terus meningkat. Berdasarkan 
teori debt management,, hal pertama yang diperhatikan dalam 
pengelolaan utang bukanlah bertumpu pada jumlah absolut hutang 
melainkan berdasarkan kemampuan negara dalam menangani utang 
yang diukur dengan rasio utang terhadap PDB (Salvatore, 2017). 
Formulasi yang ditawarkan oleh salvatore adalah : 


Perubahan hutang - Defisit primer # |(Suku bunga - tingkat 
pertumbuhan PDB)x Utang. 


Dari formulasi tersebut, tingkat pertumbuhan PDB ditetapkan 
sebagai tolok ukur dalam menilai hutang apakah masih dalam batas 
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aman. Senada dengan aturan pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara mengamanatkan defisit APBN maksimal berada di 
angka 3Yo terhadap PDB dan rasio utang terhadap PDB maksimal 
sebesar 6094. 


Indikator penting dalam mengetahui kondisi ekonomi di suatu 
negara dalam suatu periode tertentu dapat ditentukan berdasarkan 
Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun 
atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah 
nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu 
negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir 
yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga 
berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 
menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB 
atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa 
tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu 
tahun tertentu sebagai dasar. 


PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat 
pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan 
untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. 
Berdasarkan update data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
yang direlease tanggal 08 Agustus 2020 atau pada triwulan II, 
Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik 
Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan 1I-2020 mencapai 
Rp3.687,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 
Rp2.589,6 triliun.. Ekonomi Indonesia triwulan 1I-2020 terhadap 
triwulan 11-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32 
persen (y-on-y). Berdasarkan data tersebut, struktur utang Indonesia 
dalam kondisi pandemi ditahun 2020 dapat dikatakan masih dalam 
batas aman jika dilihat dari ketentuan rasio utang terhadap PDB yang 
ditetapkan tidak melebihi 6096. Struktur pembiayaan utang ada pada 
kisaran 1.220,5 Triliun berdasarkan postur perubahan pembiayaan 
pada Perpres 72 Tahun 2020. Jika diperbandingkan dengan PDB 
adalah sebesar : 


322 


Bunga Rampai | KEUANGAN NEGARA 2020 


PDB Perhitungan rasio Rasio Utang pada 


PDB 
Harga berlaku 1.220,5 T / 3.687,7 T 33,1 Yo 
Harga konstan 1.220,5 T / 2.589,6 T 47,13Yo 


Jika dibandingkan pada proyeksi postur APBN sebelum adanya 
perubahan sebagai respon terhadap penganggulangan dampak 
Covid-19, struktur pembiayaan melalui utang ada pada angka Rp. 
351,853,256,250.000 dengan perbandingan terhadap PDB triwulan 
II 2020 baik pada dasar harga berlaku dan harga konstan sebesar 
9,549Y9 - 13,6Y9. Lonjakan rasio utang terhadap PDB ada pada angka 
ini mennujukkan bahwa utang Indonesia meningkat namun masih 
pada batas aman yang ditetapkan oleh UU 17 Tahun 2003 yaitu 
sebesar 6094. 


3.3. Strategi Kebijakan Hutang, Solusi Keuangan Under 
Budgetary Stress 

Pemerintah sebenarnya tidak ingin menambah utang dengan 
membuat APBN yang defisit, namun ini tidak bisa dihindari karena 
kebijakan ekonomi ekspansif terlebih di masa pandemi ini. Ditambah 
dengan adanya pandemi Covid-19 ini yang menyumbang kenaikan 
kebutuhan Indonesia dalam mengatasi dampak dan pemulihan 
pandemi global dengan ditandai adanya belanja untuk penanganan 
pandemic COVID-19 sebesar Rp255,110 triliun. Dalam UU juga 
disebutkan jika anggaran pemerintah surplus, maka penggunaan 
utamanya untuk mengurangi utang. Namun hal ini tidaklah realistis 
saat ini, di tengah kondisi perekonomian global yang melambat, 
kebijakan ini akan membuat ekonomi Indonesia justru melambat 
karena turunnya dorongan belanja pemerintah untuk menggerakkan 
perekonomian. Tingkat utang suatu negara dipandang bukanlah 
menjadi sesuatu yang berbahaya selama negara itu memiliki 
kestabilan perekonomian, indikator makro aman, dan pondasi 
perekonomian kuat. 


Lonjakan besar-besaran pada sisi pembiayaan utang pada nominal 
sebesar Rp. 868,608,344,997,000 dari postur pembiayaan utang 
sebelum adanya pandemi, salah satunya disebabkan dengan adanya 
kebijakan besar-besaran dari Pemerintah Indonesia menerbitkan 


323 


Global Bond sebesar USD 4,3 miliar dalam 3 bentuk surat berharga 
global yaitu Surat Berharga Negara (SBN) seri RI1030, RI 1050, dan 
RI0470. Global Bond dipandang sebagai sebuah strategi pembiayaan 
APBN 2020 untuk menopang pembiayaan situasi COVID-19. Seri 
RI1030 memiliki tenor 10,5 tahun yangjatuh tempo pada 15 Oktober 
2030 diterbitkan sebesar USD1,65 miliar dengan yield global sebesar 
3,940. Seri kedua yaitu RI1050 dengan tenor 30,5 tahun atau jatuh 
tempo 15 Oktober 2050. Nominal yang diterbitkan juga USD1,65 
miliar dengan yield 4,2596. Seri ketiga adalah RI0470 dengan tenor 
50 tahun, jatuh tempo 15 April tahun 2070 sebesar USD1 miliar 
dengan tingkat yield 4,54. 


Seri ini merupakan Global Bond pertama yang diterbitkan dengan 
tenor 50 tahun. Dengan tenor yang sangat panjang dan dalam jumlah 
sangat besar, maka tidaklah heran hal ini mendapatkan sorotan 
publik atas debt sustainbility yang harus diperhatikan oleh 
pemerintah. Penerbitan dengan tenor 50 tahun ini juga merupakan 
tenor terpanjang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. 
Keberhasilan penerbitan Global Bond secara implisit menunjukkan 
kepercayaan investor terhadap track record kondisi ekonomi dan 
pengelolaan keuangan negara meskipun ditengah pandemi global ini. 
Indonesia menjadi negara pertama di Asia yang menerbitkan 
sovereign bond sejak pandemik Covid-19 terjadi. Hal ini cukup 
menjadi sebuah langkah berani di tengah volatilitas dan gejolak 
sangat besar terjadi selama pandemi. 


Adanya penerbitan Global Bond bertujuan untuk menjaga stabilitas 
sistem keuangan Indonesia. Meski penambahan penerbitan SBN 
membuat rasio utang naik, dengan keyakinan debt management yang 
tepat dan rasio yang masih pada angka aman, Global Bond dianggap 
dapat menjadi stimulus penggerak roda perekonomian sebagai 
reaksi pemulihan pandemi. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 
berpendapat naiknya total utang seiring penerbitan Global Bond 
secara besar-besaran dianggap masih dalam batas aman. 


Keberhasilan pemerintah untuk menerbitkan Global Bond 
menunjukkan adanya kepercayaan investor dari pengelolaan 
keuangan Negara Indonesia. Disatu sisi, ketika pandemi ini terjadi, 
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masalah fiskal yang muncul akibat lonjakan belanja meningkat 
disertai lesunya penerimaan negara, jika dibiarkan tanpa 
penanganan dapat menimbulkan kebangkrutan sehingga tak jarang 
membutuhkan penyesuaian pada pengeluaran dan/atau pendapatan 
secara besar-besaran. Salvatore (2017) menyebutkan dalam teori 
debt management terdapat 4 pilar manajemen utang yang baik. 


Pertama adalah strategi manajemen utang. Ketika defisit tidak 
dikelola dengan baik beserta dengan pengelolaan yang baik, maka 
utang yang diambil dalam rangka menutup defisit dapat 
menimbulkan high risk misalnya pada pembayaran bunga utang 
yang menjadi pengeluaran rutin setiap periodenya atas issued debt 
tersebut. Apabila tidak dibarengin dengan adanya strategi akan 
mengarahkan pada biaya pinjaman yang lebih tinggi dibanding 
return yang didapat dan risiko gagal bayar menjadi muncul. Strategi 
penerbitan Global Bond dinilai sebagai bentuk pertolongan pada 
pemerintah dengan melibatkan investor asing mengatasi polemik 
ekonomi yang sangat sulit dihadapi secara swadaya oleh Indonesia 
melalui penerimaan. Selain itu dengan Global Bond cadangan devisa 
negara menjadi meningkat. Strategi pemerintah dengan menetapkan 
masa jatuh tempo Global Bond yang panjang merupakan sebuah 
bentuk jalan pemerintah untuk menyediakan ruang “bernafas” 
menata perputaran uang negara yang tidak stabil pada jangka 
pendek. Sehingga dapat dikatakan pertimbangan atau strategi 
pemerintah dalam hal ini adalah mendapatkan sumber pembiayaan 
yang dapat dilakukan secara efektif dan cepat sekaligus memberikan 
waktu bagi pemerintah dalam menata perekonomian atau relaksasi 
bagi cashflow APBN sejalan dengan pemulihan ekonomi atas 
pandemi global ini.. 


Sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan sebagaimana 
menjadi delegasi Presiden selaku kepala pemerintahan, Kementerian 
Keuangan memiliki kontrol terpusat atas pinjaman pemerintah agar 
kebutuhan pembiayaan terpenuhi dan terjamin. Dengan demikian 
pilar manajemen utang telah dipenuhi dalam penerbitan Global Bond 
yang menjadi wewenang Kementerian Keuangan c.g. Direktorat 
Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR). Namun, 
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pemerintah Indonesia tetap tidak boleh mengesampingkan adanya 
sisi lain yang harus menjadi perhatian dalam penerbitan Global Bond 
dimana memberikan sumbangsih cukup besar yaitu sebesar 359 
lebih dari total kenaikan pembiayaan utang yang drastis di tahun 
2020. 


Apabila dilihat dari rasio utang terhadap PDB ada pada batas aman, 
terlebih Kementerian Keuangan menegaskan bahwa strategi 
pandemic bond ini merupakan jenis investasi yang below the line. 
Namun, disisi lain perhitungan pada proyeksi pendapatan negara 
juga harus diperhatikan bagi keputusan pembiayaan utang sebagai 
parameter riil untuk melihat kemampuan negara sebagai debitur. 
PDB dianggap tidak mencerminkan kondisi dana tunai 
sesungguhnya. Tidak hanya berpatokan pada rasio utang terhadap 
PDB dimaksudkan agar lebih solvable dalam pengelolaan utang. 


Strategi lain yang diterapkan pemerintah pada debt managementatas 
Global Bond adalah alokasi penggunaan dana Global Bond pada 
sektor-sektor ekonomi padat karya tumbuh sehingga dapat 
memberikan return secara tepat dan berfungsi sebagai perputaran 
ekonomi di Indonesia di masa depan yang lebih tepat guna. Selain itu 
dalam penganggulangan Covid-19, Global Bond digunakan bansos 
produktif, insentif bagi dunia usaha seperti listrik, pariwisata, dll 
yang menjadi bagian dari upaya pemulihan daya beli masyarakat. 
Target yang ingin dicapai tidaklah untuk jangka pendek. Begitu 
besarnya tekanan terhadap APBN, maka penerbitan Global Bond ini 
solution strategy under budgetray stress. 


Pemerintah Indonesia setiap tahun telah menganggarkan APBN 
untuk melunasi utangnya yang jatuh tempo. Selama perekonomian 
Indonesia yang terus tumbuh ditengah melambatnya ekonomi dunia 
dan penggunaan APBN yang bijak dan benar maka akan menjadikan 
hal ini dapat menjadi return yang baik secara bertahap yang 
diharapkan Indonesia pada 93 dan 94 tahun 2020. Inilah mengapa 
rencana pembayaran tahunan atas bunga sebagai konsekuensi sifat 
bond yang overperiod sangat dibutuhkan agar adanya Global Bond 
dapat terpantau dengan baik. Rencana pembayaran ini dituangkan 
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dalam anggaran pendapatan dan belanja tiap tahunnya sebagaimana 
diamanatkan undang-undang. 


4. Global Bond, Strategi Debt Management, Indonesia Bangkit. 
Pembiayaan utang yang mengalami lonjakan di tahun 2020 sebesar 
868,6 Triliun merupakan sebuah upaya yang dilakukan Pemerintah 
Indonesia dalam mengatasi dampak dan pemulihan di masa pandemi 
Covid-19. Ketidakstabilan roda perekonomian serta lesu dan 
melambatnya ekonomi menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah 
untuk fokus tidak hanya kebutuhan urgent atas dampak covid-19. 
Stimulus ekonomi pun harus diberikan pemerintah kepada 
masyarakat melalui berbagai hal agar roda ekonomi tetap bergerak. 
Dengan adanya pembiayaan utang yang naik dari 385,5 Triliun 
menjadi 1.200,5 Triliun sebagaimana ditetapkan dalam Perpres 72 
Tahun 2020 tentang perubahan Perpres 54 Thun 2020 tentang 
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2020. Perubahan postur anggaran 
pembiayaan menjadi 1.200,5 Triliun sebagai dampak adanya 
tambahan signifikan melalui Global Bond sebesar lebih dari 400 
triliun, dianggap masih tergolong dalam batas aman jika dilihat dari 
rasio utang terhadap PDB. 


Global Bond adalah obligasi internasional atau surat utang negara 
yang diterbitkan oleh suatu negara dalam valuta asing. Strategi 
penerbitan Global Bond yang diambil pemerintah menjadi langkah 
strategis mengatasi tidak stabilnya ekonomi dan belum mampu 
dihadapi dengan bergantung pada lesunya penerimaan. Penetapan 
masa jatuh tempo Global Bond pada tenor yang cukup panjang 
memberikan ruang atau relaksasi bagi cashflow APBN sejalan dengan 
pemulihan ekonomi atas pandemi global ini. Sasaran penggunaan 
Global Bond juga harus menyasar sektor produktif agar mendapatkan 
return yang memadai. Pengembalian pembayaran bunga utang tiap 
tahunnya dilakukan dengan terukur dan harus ditetapkan secara 
jelas pada rencana pembayaran utang yang dibuat tiap tahun melalui 
APBN. 


327 


Dengan adanya penerbitan Global Bond di awal tahun 2020 ini, 
pemerintah diharapkan dapat melaksanakan amanah pengelolaan 
keuangan negara yang dititipkan oleh rakyat agar Global Bond ini 
bukan membahayakan perekonomian mereka di masa depan. Dalam 
menetapkan kebijakan diharapkan tetap menjaga penggunaan arus 
pembiayaan ini ke dalam sektor padat karya dan dipastikan 
penggunaannya tepat sasaran. Untuk itu monitoring dan kontrol 
serta evaluasi tetap harus terjaga atas keberlanjutan Global Bond ini 
sampai jatuh tempo. 


Pada rencana penerbitan Global Bond jilid dua yang direncanakan 
akan dilakukan, Pemerintah diharapkan tidak menganggap remeh 
hal ini. Kesanggupan pembayaran bunga utang di masa depan serta 
pokok pinjaman pada saat jatuh tempo harus menjadi pertimbangan. 
Perlu diingat bahwa Global Bond memiliki risiko volatilitas atas nilai 
kurs mata uang sebagai konsekuensi denominasi mata uang Global 
Bond. Selain itu, pemerintah Indonesia diharapkan tidak boleh 
mengesampingkan perhitungan pada proyeksi pendapatan negara 
bagi keputusan pembiayaan utang sebagai parameter riil untuk 
melihat kemampuan negara sebagai debitur. 


Penekanan pada point view ini sebagai bentuk respon atas 
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi masih mengalami 
perlambatan di tahun 2020 agar risiko krisis dapat dihindari. 
Perlunya perhatian atas strategi manajemen utang harus diterapkan 
pada rencana penerbitan Global Bond berikutnya. Produk Domestik 
Bruto tidak boleh menjadi satu-satunya indikator melainkan hal lain 
seperti pertumbuhan ekonomi harus turut dijadikan pertimbangan, 
Penerbitan Global Bond ini merupakan bagian dari strategi debt 
managment, agar Indonesia bisa bangkit mengatasi tekanan 
ekonomi. 
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Analisis Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif 
Perusahaan Manufaktur Yang 
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 
Tahun 2016-2018 


Oleh Primandita Fitriandi, Reyhan Herwanda 


Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mencari bukti 
empiris atas pengaruh tingkat utang, profitabilitas, dan 
perputaran persediaan terhadap tarif pajak efektif. Sampel yang 
digunakan pada penelitian ini adalah 52 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016- 
2018. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode 
statistik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini diketahui 
bahwa tingkat utang dan perputaran persediaan tidak 
berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Profitabilitas 
memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap tarif pajak 
efektif. 


1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 


Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 16 tahun 2009. Pajak merupakan penerimaan negara yang 
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menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan negara 
dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hal 
itu dapat dibuktikan dari laporan realisasi APBN edisi Desember 
2019 yang menunjukan 78,25Y9 pendapatan negara berasal dari 
penerimaan perpajakan. Pajak memiliki peranan yang signifikan 
dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Jika dilihat 
dari fungsinya pajak memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi anggaran, 
fungsi mengatur, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. 


Salah satu komponen penerimaan pajak adalah pajak penghasilan. 
Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek 
pajak, di mana subjek pajak yang memiliki kewajiban untuk 
memenuhi kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak disebut 
sebagai wajib pajak. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 
(1) UU PPh yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap 
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib 
pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang 
dapat dipakai untuk konsunssi atau untuk menambah kekayaan wajib 
pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 


Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 
tentang Pajak Penghasilan, dalam pengenaan pajak untuk wajib pajak 
badan, tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 2599 dari 
penghasilan kena pajak yang berlaku sejak tahun 2010. Tetapi tidak 
semua perusahaan dikenakan pajak pada tarif yang sama. Bagi wajib 
pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang 
paling sedikit 40 dari jumlah keseluruhan saham yang disetor 
diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi 
persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 549 
lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Pemerintah. Semua perusahaan yang 
terdaftar di BEI sudah mendapatkan fasilitas tersebut karena telah 
memenuhi kriteria yang ditentukan sehingga memiiki tarif pajak 
sebesar 2096. Fasilitas ini diberikan untuk pihak perusahaan dan 
investor, di mana diharapkan jumlah perusahaan berbentuk 
perseroan dapat meningkat begitu juga dengan peningkatan pada 
kepemilikan publik. 
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Tarif pajak efektif merupakan suatu presentase yang 
menggambarkan besaran beban pajak oleh wajib pajak. Tarif pajak 
efektif dapat dihitung dengan membagi antara pajak riil yang dibayar 
wajib pajak dengan laba komersial sebelum pajak. Dengan 
menggunakan presentase ini dapat dilihat suatu perubahan aktivitas 
perusahaan akibat adanya kebijakan perpajakan (Rachmitasari, 
2015). 


Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perusahaan selalu 
berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya dengan cara 
melakukan perencanaan pajak. Ada beberapa faktor yang diduga 
yang mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan terbuka, yaitu 
tingkat utang perusahaan, profitabilitas, dan perputaran persediaan. 
Tingkat utang perusahaan dapat meminimalkan beban pajak karena 
timbulnya biaya utang bunga yang dapat menjadi biaya pengurang 
laba sebelum pajak. Kemudian dalam meningkatkan profitabilitas 
(ROA) maka perusahaan dapat melakukan manjemen pajak untuk 
meminimalkan beban pajak. Begitu pula dengan perputaran 
persediaan, semakin cepat terjadinya perputaran persediaan 
semakin besar harga pokok penjualan sehingga laba kena pajak 
semakin turun. Dari sisi perusahaan faktor-faktor tersebut dapat 
dimanfaatkan untuk meminimalkan beban pajak. Dari sisi negara 
sebagai penerima pajak harus mengawasi titik-titik faktor tersebut 
untuk mengetahui kelegalan pemanfaatan dari faktor tersebut. Oleh 
karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh 
tingkat utang, profitabilitas dan perputaran persediaan terhadap 
tarif pajak efektif. 


Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris atas 
pengaruh tingkat utang, profitabilitas dan perputaran persediaan 
terhadap tarif pajak efektif dengan dilakukan pengujian. 


Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah 
tingkat utang, profitabilitas dan perputaran persediaan berpengaruh 
terhadap tarif pajak efektif?”. 


1.11. Hipotesis 
H1: Tingkat utang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif 
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H2: Profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif 


H3: Perputaran persediaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif 


2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
2.1. Pengaruh Tingkat Utang Terhadap Tarif Pajak Efektif 


Rasio utang dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan 
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. 
Berkurangnya sumber pendanaan perusahaan dapat menimbulkan 
konflik antar prinsipal dan pihak manajemen perusahaan. Adanya 
kemungkinan ketidaksetujuan dari prinsipal terkait kegiatan 
pendanaan perusahaan sehingga mendorong manajer melakukan 
pemenuhan pembiayaan perusahaan lewat utang (Ardyansah, 2014). 


Utang perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang harus tetap 
dibayar tanpa melihat laba perusahaan. Manajer akan memanfaatkan 
munculnya beban bunga ini sebagai pengurang penghasilan untuk 
menghasilkan pajak yang lebih rendah. Kondisi ini membuat beban 
bunga berperan sebagai pelindung pajak untuk mengurangi beban 
pajak perusahaan (Puspita dan Febrianti, 2017). 


Berdasarkan hasil studi terdahulu yang dilakukan oleh Ardyansah 
(2014) bahwa tingkat utang perusahaan berpengaruh negatif tidak 
signifikan terhadap tarif pajak efektif. 


2.2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif 


Profitabilitas merupakan presentase yang menggambarkan 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan keutungan, di 
mana profitabilitas dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan 
kinerja perusahaan. Profitabilitas merupakan faktor yang 
menentukan besarnya beban pajak karena perusahaan yang 
memiliki laba yang lebih tinggi semakin besar pula pajak terutang. 
Begitu juga dengan perusahaan yang memiliki laba yang lebih 
rendah, bahkan merugi, membayar pajak yang lebih rendah bahkan 
tidak sama sekali (Rodriguez dan Arias, 2012). 
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Berdasarkan hasil studi terdahulu yang dilakukan Febrianti dan 
Wijaya (2017) bahwa profitabilitas berpengaruh secara negatif 
terhadap manajemen pajak yang dihitung dengan tarif pajak efektif 
(ETR). 


2.3. Pengaruh Perputaran Persediaan Terhadap Tarif Pajak 
Efektif 


Perputaran persediaan merupakan salah satu jenis rasio aktivitas 
yang mengukur frekuensi berapa kali persediaan diganti dalam satu 
periode. Rasio ini dikenal dengan istilah rasio perputaran persediaan 
(Inventor turnover ratio). Juga rasio ini dapat didefinisikan dengan 
berapa kali jumlah persediaan yang diganti dalam satu tahun, 
semakin kecil rasio ini maka semakin jelek kinerja perusahaan dan 
sebaliknya (Kasmir, 2012). 


Seperti yang diketahui bahwa persediaan merupakan salah satu 
aktiva yang dimiliki perusahaan untuk kegiatan operasional 
perusahaan, di mana penjualan persediaan tersebut akan 
menimbulkan beban berupa seluruh harga pokok penjualan yang 
dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Semakin besar 
angka rasio perputaran persediaan atau semakin cepat perputaran 
persediaan terjadi maka semakin tinggi harga pokok penjualan. 
Dengan harga pokok penjualan yang tinggi maka penghasilan kena 
pajak akan turun sehingga beban pajak perusahaan juga ikut turun. 


3. METODE PENELITIAN 
3.1. Populasi dan Sampel 


Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode 2016-2018. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini 
yaitu metode purposive sampling. Sehingga jumlah sampel yang 
digunakan adalah 52 perusahaan. 


3.2. Jenis dan Sumber Data 
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Data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah data 
sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan adalah laporan 
keuangan yang telah diaudit pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Sumber 
data diperoleh berasal dari situs www.idx.co.id. 


1.1. Variabel Operasional 


1.1.1. Tarif Pajak Efektif 

Tarif pajak efektif pada penelitian ini merupakan variabel 
dependen. Tarif pajak efektif sendiri adalah besar tarif yang 
mempresentasekan besar beban pajak yang ditanggung perusahaan. 
Adapun rumus yang digunakan oleh Febrianti dan Puspita (2017) 
untuk mengukur tarif pajak efektif yaitu: 


Tarif Pajak Efektif - — an Pajak 
laba sebelum pajak 

1.1.2. Tingkat Utang 

Utang adalah bentuk pembiayaan yang dilakukan perusahaan 
untuk mendanai kegiatan usahanya, di mana utang berasal dari pihak 
eksternal yang dapat menimbulkan beban bunga. Tingkat utang 
menunjukkan setiap rupiah aset perusahaan yang dijadikan sebagai 
jaminan utang. Adapun rumus yang digunakan peneliti adalah rumus 
yang digunakan imelia (2015) pada penelitiannya yaitu 


: Uiabili 
Tingkat Utang - Sa 


total aset 


1.1.3. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan salah satu rasio penting yang dapat 
menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan 
usahanya. Profitabilitas menunjukkan besarnya laba yang dapat 
dihasilkan dari setiap rupiah aset atau modal yang dimiliki. Menurut 
Kasmir (2012) rumus untuk mencari profitabilitas yang salah satunya 
disebut Return On Asset (ROA) adalah 


laba sebelum pajak 
ROA — Le Sebeam pajak 


total aset 


1.1.4. Perputaran Persediaan 
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perputaran persediaan menunjukkan berapa kali jumlah 
persediaan perusahaan diganti dalam satu tahun. rasio perputaran 
persediaan juga menunjukkan jumlah persediaan yang telah 
digunakan perusahaan selama setahun. Rasio perputaran persediaan 
dilakukan dengan membandingkan nilai HPP dengan persediaan 
perusahaan. Apabila perputaran persediaan yang diperoleh tinggi 
makan perusahaan telah bekerja secara efisien, dan sebaliknya 
apabila rendah maka perusahaan belum bekerja secara efisien dan 
tidak produktif. (Kasmir, 2012). Menurut Kasmir (2012) rumus rasio 
perputaran persediaan adalah sebagai berikut: 


harga pokok penjualan 
Perputaran Persediaan - Ba ka Be data 
total persediaan 


3.4. Metode Analisis Data 

metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linear berganda. 

Dalam penelitian ini, model analisis regresi berganda untuk 
pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 


Y5at B1X4 #B2X2 # B3X3 #£ 


Keterangan: 

Y : Tarif Pajak Efektif 

a : Konstanta 

B1, B2, B3 : Koefisien regresi 

Xx, : Tingkat utang 

X» : Profitabilitas 

X3 : Perputaran persediaan 
£ : faktor error 


4. HASIL PENELITIAN 

4.1. Pengaruh Tingkat Utang Terhadap Tarif Pajak Efektif 
Variabel tingkat utang memiliki nilai t hitung lebih kecil dibanding 
nilai t tabel (1,011 « 1,65468) dengan signifikansi lebih besar dari 
0,05 (0,314 - 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima dan H1 
ditolak yang berarti variabel tingkat utang tidak berpengaruh 
terhadap tarif pajak efektif. 
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Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memfokuskan 
pembiayaan dengan melakukan utang karena pada dasarnya 
mendapat sumber dana dengan melakukan penawaran saham. Utang 
perusahaan juga cenderung lebih besar pada utang usaha yang 
bersifat jangka pendek, yang tidak menimbulkan bunga, 
dibandingkan dengan utang jangka panjang. Juga perusahaan 
dimungkinkan melakukan penundaan pembayaran utang beserta 
bunganya. 


4.2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif 
Variabel profitabilitas memiliki nilai t hitung lebih kecil dibanding 
nilai t tabel (-2,059 « 1,65468) dengan signifikansi lebih kecil dari 
0,05 (0,041 - 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H2 
diterima yang berarti variabel profitabilitas berpengaruh terhadap 
tarif pajak efektif. 


Diketahui bahwa profitabilitas berpengaruh secara negatif terhadap 
tarif pajak efektif atau pengaruhnya menunjukkan arah yang 
berlawanan. Hasil ini bermakna bahwa semakin tinggi profitabilitas 
perusahaan alih-alih tarif pajak efektif naik, tarif efektif pajak turun. 
Hal ini dapat dikaitkan dengan kalimat yang sudah umum diketahui 
yaitu siapa sih yang mau bayar pajak', oleh karena itu semakin tinggi 
penghasilan perusahaan maka semakin enggan perusahaan untuk 
membayar pajak yang lebih tinggi. Dalam menekan pajak yang 
terutang perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak yang lebih 
matang agar laba setelah pajak yang didapatkan tetap maksimum. 


4.3. Pengaruh Perputaran Persediaan Terhadap Tarif Pajak 
Efektif 

Variabel perputaran persediaan memiliki nilai t hitung lebih kecil 
dibanding nilai t tabel (-1,391 « 1,65468) dengan signifikansi lebih 
besar dari 0,05 (0,166 - 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa HO 
diterima dan H3 ditolak yang berarti variabel perputaran persediaan 
tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. 
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Dari hasil penilitian ini, diketahui bahwa perputaran persediaan 
berpengaruh negative tetapi signifikansinya sangat kecil. Di mana 
ketika besar perputaran persediaan tinggi tarif pajak efektif 
menurun, sedangkan ketika besar perputaran rendah tarif pajak 
efektif mengalami kenaikan. Perputaran persediaan sendiri memiliki 
pengaruh terhadap modal yang digunakan perusahaan. Persediaan 
dalam perusahaan merupakan suatu bentuk investasi yang dibiayai 
oleh modal perusahaan. Ketika perputaran persediaan tinggi maka 
perusahaan dalam melakukan pengolahan akan mencapai nilai 
optimum dalam penggunaan bahan bakunya. Hal tersebut 
menyebabkan modal yang dibutuhkan semakin kecil. Diketahui salah 
satu sumber dana perusahaan adalah utang. Ketika modal yang 
dibutuhkan kecil maka perusahaan akan menyesuaikan penggunaan 
utangnya secara efisien dan efektif tergantung kebutuhannya. Oleh 
karena itu dengan kenaikan perputaran persediaan akan 
menyebabkan beban bunga menjadi lebih kecil. 


5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini merupakan penelitian untuk mengatuhi pengaruh 
tingkat utang, profitabilitas, dan perputaran persediaan terhadap 
tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Adapun data yang digunakan pada penelitian 
ini berupa data perusahaan manufaktur berupa laporan keuangan 
periode 2016-2018. Sampel perusahaan yang digunakan pada 
penelitian ini berjumlah 52 perusahaan sehingga jumlah sampel 
penelitian berjumlah 156 sampel, di mana metode pengambilan 
sampel adalah purposive sampling. 


Oleh karena itu atas penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 


Berdasarkan analisis regresi linier berganda yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa tingkat utang yang dihitung dengan 
perbandingan antara total seluruh liabilitas dengan total seluruh 
aset, tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. 
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Tingkat profitabilitas yang dihitung menggunakan rasio return on 
assets, yaitu perbandingan total laba sebelum pajak dengan total 
seluruh aset, berpengaruh signifikan secara berlawanan terhadap 
tarif pajak efektif atau memiliki pengaruh negatif. Perputaran 
persediaan yang dihitung menggunakan inventory turnover ratio, 
yaitu perbandingan beban pokok penjualan dengan rata-rata 
persediaan, tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. 


5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 
diberikan peneliti untuk peneliti selanjutnya untuk menggunakan 
metode sampling pada penelitian selanjutnya yang dapat 
menghasilkan model penelitian yang lebih baik dan lebih 
representatif serta dapat digeneralisasi secara luas. Juga 
menambahkan variabel independen lainnya pada penelitian 
selanjutnya yang memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif, 
sehingga dapat diketahui dengan benar faktor apa saja yang 
berpengaruh secara signifikan terhadap tarif pajak efektif. 


6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 


Dalam penelitian ini terdapat beberapa ketebatasan, yaitu: 


1. Metode sampling yang digunakan adalah metode purposive 
sampling pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia sehingga hasil penelitian ini tidak dapat 
digeneralisasi secara luas terhadap perusahaan publik lainnya. 
Juga peneliti melakukan sampling secara manual sehingga ada 
kemungkinan perusahaan yang memenuhi kriteria tetapi tidak 
dimasukkan kedalam penelitian. 

2. Variabel yang digunakan pada penelitian ini hanya berupa tiga 
variabel independen yaitu tingkat utang, profitabilitas dan 
perputaran persediaan sehingga masih ada variabel independen 
lainnya yang sebenarnya memiliki pengaruh terhadap tarif pajak 
efektif tetapi tidak disajikan dalam penelitian. 

3. Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 
dependen sebesar 5,709, sehingga sisanya sebesar 94,306 
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dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak disajikan 
dalam penelitian ini. 
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